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PENGANTAR:

Unmul sebagai Pilar Penting
dalam Mendukung Pembangunan
Daerah Kaltim Guna Memperkuat Nusantara

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
Rektor Universitas Mulawarman 2014/2018; 2018/2022

Alhamdulillah, atas izin-Nya buku sebagai bentuk pemikiran konkret
akademisi/peneliti Universitas Mulawarman (Unmul) ini dapat diselesaikan di
usia perguruan tinggi kebanggaan Kaltim yang ke-60 tahun. Berisi 60 artikel
semi ilmiah berbasiskan pada hasil dan pengalaman penelitian bertahun-
tahun dari para penulis. Penulisan ini dimaksudkan guna memberikan
input atau inspirasi, khususnya bagi para perumus dan pengambil kebijakan
di tingkat daerah dan/atau pusat, terutama dalam mewujudkan cita-cita
pembangunan, yaitu Kaltim Berdaulat dan Ibu Kota Negara (IKN; yang
dinamakan Nusantara) yang Kuat.

Pengalaman panjang di negara mana pun di dunia telah membuktikan,
baik perumusan kebijakan publik atau pun peraturan perundangan,
khususnya yang menyangkut hajat hidup masyarakat tidak terkecuali
dalam kerangka pembangunan yang diterbitkan oleh Negara c.q.
personifikasinya di tingkat pusat maupun daerah, bukan melulu berbasiskan
pada isu/kebutuhan masyarakat dan lingkungannya, apalagi persepsi
di kalangan sendiri. Akan tetapi, penting guna menyerap aspirasi dan
bahkan mempertimbangkan kritisasi yang diberikan oleh pihak lainnya.
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Dalam posisi ini peran perguruan tinggi seperti Unmul menjadi signifikan
bagi keberhasilan dalam rangka pengembangan konsepsi dan implementasinya,
karena didasarkan telaahan pada aspek teoritik dan aspek empirik yang dikaji/
diteliti secara objektif dan bahkan terukur.

Unmul yang dapat dikatakan merupakan pilar penting dalam rangka
mendukung pembangunan daerah dan memperkuat Nusantara sebagaimana
digunakan sebagai judul dari pengantar buku ini, memiliki alasan yang kuat di
samping apa yang diuraikan di atas. Pada usianya yang telah mencapai enam
dasawarsa, memiliki sumber daya manusia dengan berbagai bidang keahlian
yang pada dasarnya mencukupi untuk misi tersebut. Keunggulan komparatif
yang dimiliki yang pada akhirnya dituangkan dalam Pola Ilmiah Pokok (PIP)
Unmul, yaitu Hutan Tropis Lembap dan Lingkungannya (7ropical Rain Forest
and Its Environment) menggarisbawahi pemahaman yang kuat atas penggalian
data/informasi pembangunan wilayah yang ditempati, sekaligus bentuk
tanggung jawab besar sebagai perguruan tinggi pada posisi terdekat (fronz line)
dengan IKN Nusantara.

Saya selaku Rektor Unmul pada dua periode 2014/2018 dan 2018/2022
amatlah bersyukur dan berbahagia dapat memasuki usia Unmul ke-60
tahun menjelang berakhirnya periode kepemimpinan saya sekaligus bisa
memberikan kontribusi yang diharapkan berarti dari lembaga dan bagi daerah

yang saya cintai.

Oleh karenanya dalam kesempatan yang tepat ini ingin saya sampaikan
penghargaan dan ucapan terima kasih setulus hati kepada masyarakat dan
mitra yang dapat saya bagi dalam tiga bagian besar:

1. Para kontributor atau penulis artikel, baik perorangan atau pun
kelompok, dan tentu saja tim editor yang saya yakini telah bekerja
keras guna mendukung terwujudnya buku ini dalam waktu yang relatif

terbatas;

2. Seluruh civitas akademika Unmul, baik para dosen, tenaga kependidikan,
mahasiswa, serta alumni yang telah bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja
ikhlas, dan bekerja bersama dalam rangka pembangunan Unmul selama
ini, khususnya pada masa periode kepemimpinan saya;

vi
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3. DPara mitra Unmul dari berbagai kalangan, baik pemerintah (pusat,
provinsi, kabupaten/kota), dunia usaha dan industri, serta tentu
saja masyarakat luas yang merasa memiliki Unmul dan mendukung

kemajuannya.

Pada akhirnya, menyadari berbagai kekurangan yang saya miliki, kesempatan
baik ini juga disampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

Semoga buku yang diberi judul “Unmul Hebat, Kaltim Berdaulat, IKN
Kuat: Kontribusi Pemikiran Universitas di Usia 60 Tahun” dapat
memberikan manfaat langsung atau pun tidak langsung yang luas.

Samarinda, 27 September 2022

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
Rektor Universitas Mulawarman 2014/2018; 2018/2022
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EDITORIAL:
Perspektif Akademik Mewujudkan
Kaltim Berdaulat dan IKN yang Kuat

Mustofa Agung Sardjono’, Lambang Subagiyo®, Anton Rahmads’

Pendahuluan: Peran dan Fungsi Unmul sebagai Perguruan Tinggi

Universitas Mulawarman (Unmul) yang terbentuk tahun 1962 merupakan
perguruan tinggi negeri yang pertama di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Perguruan Tinggi merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan tinggi, dalam arti jenjang pendidikan setelah pendidikan
menengah (baik Sekolah Menengah Pertama/SMP ataupun Sekolah
Menengah Atas/SMA atau pendidikan menengah yang setara lainnya) yang
mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor dan profesi, serta
spesialis. Unmul saat ini, pada usia ke-60 tahun (2022) memiliki keseluruhan
program pendidikan tersebut, terbagi pada 13 fakultas dan satu program

pasca sarjana dengan total 96 program studi (prodi).

Sudah dikenal secara luas bahwa sebagai perguruan tinggi maka Unmul
juga memiliki kewajiban untuk menjalankan Tridharma, yaitu dharma
Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Ketiganya
dijalankan secara simultan dan terpadu. Undang-Undang No 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi menguraikan secara jelas makna dari Tridharma,
sebagai berikut:

(1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan

negara;

1 Wakil Rektor Bidang Akademik/Dosen Fakultas Kehutanan Unmul

2 Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)/Dosen
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

3 Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)/Dosen Fakultas
Pertanian
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(2) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah ilmiah,
secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan

yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian;

(3) Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika
yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan

kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan mencermati lebih lanjut dari perundangan tersebut pada fokus
tugas tridharma, dapat juga dikemukan peran penting Unmul sebagaimana
perguruan tinggi lainnya sebagai agen perubah (agent of change) yang fungsi
utamanya mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang andal
seutuhnya, dalam arti berketuhanan, berkepribadian baik, berpengetahuan
mumpuni (mendalam dan luas), serta berorientasi masa depan yang
berperikemanusiaan. Daya saing bangsa dan negara ini guna menghadapi
persaingan global yang secara faktual semakin ketat, menuntut juga peran
dan fungsi perguruan tinggi tersebut harus semakin ditingkatkan kualitasnya
dan dikonkretkan kontribusi hasil karyanya. Hasil karya dimaksud bagi
kemajuan bangsa ini, tentu saja tidak terbatas pada lulusan dan ilmu
pengetahuan-teknologi semata, tetapi karya produk dan jasa keahlian lainnya,
termasuk rekomendasi berbasis bukti ilmiah (evidence based) dalam rangka
formulasi kebijakan. Artinya, peran dan fungsi Unmul akan dirasakan oleh
para pengguna (users), baik kalangan pemerintah, dunia usaha dan industri,
berbagai organisasi/lembaga dalam dan luar negeri, dan tentu saja masyarakat

Pendidikan

g

’ Pengabdian

SDM dan Produk Ilmiah yang Handal

Gambar 1. Tridharma dan Fungsi Perguruan Tinggi
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Menghadapi tantangan yang cukup berat tersebut Unmul dalam masa 60
tahun sejak kebangunannya yang dirintis oleh Pemerintah Daerah Kalimantan
Timur terus berbenah meningkatkan seluruh kapital yang dimiliki (manusia,
fisik, alam, finansial, dan sosial) dengan rujukan visi dan misi jangka panjang
menjadikan Unmul sebagai universitas bertaraf internasional (world class
university) dalam kerangka pola ilmiah pokoknya “Hutan Tropis Lembap dan
Lingkungannya”.

Terlebih dalam setengah dasawarsa terakhir ini ada sudut tuntutan lain yang
harus diperhatikan selaras dengan keinginan untuk menjadikan Unmul
menjadi “hebat”, yaitu orientasi Kaltim agar mampu berdaulat, sekaligus
menguatkan penetapan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia di Kaltim
(2022) yang diharapkan berfungsi mulai tahun 2024.

Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unmul

Para pendiri dan pelopor Unmul sejak awal telah mempertimbangkan modal
utama yang dapat digunakan sebagai keunggulan yang dapat dicapai Unmul
dibandingkan dengan universitas lain dalam dan luar negeri (comparative
advantages). Keunggulan paling tepat tentu bila mana dapat ditemukan
kekhasan yang dimiliki hanya/atau paling tidak dominan oleh Unmul, dan
hal tersebut menjadi penting karena akan digunakan sebagai Pola Ilmiah
Pokok/PIP (main scientific pattern) dari pengembangan universitas sebagai
pendidikan tinggi. Kekhasan asli yang paling sulit untuk tersaingi adalah faktor
alam (natural capitals) sebagai Anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Pemikiran
terkait kekhasan dimaksud jatuh pilihannya kepada ekosistem utama Kaltim
di mana Unmul berada, yaitu wilayah hutan hujan tropis (tropical rain forests)
atau juga dikenal sebagai hutan tropis lembap (humid tropical forests). Pada
akhirnya, di awal tahun 80-an abad XX ditetapkan PIP Unmul, yaitu “Hutan
Tropis Lembap dan Lingkungannya”.

Memahami PIP Unmul haruslah secara utuh agar tidak terjebak pada kesalah-
kaprahan yang pernah terjadi, di mana mempersepsikan hutan hanya sebagai
sumber daya (resources) yang menjadi bagian dari faktor produksi (production
Jactors) sehingga posisi PIP sulit untuk dijadikan basis bagi pengembangan

keilmuan Unmul secara keseluruhan fakultas atau hingga program studi.
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Padahal sebagaimana pengertiannya, PIP adalah hal yang membedakan
jati diri atau identitas universitas yang satu dengan yang lain. Artinya, jika
fokusnya pada universitas, seluruh fakultas atau bahkan prodi manapun yang
bernaung di bawah universitas tersebut memberikan andil bagi terbentuknya
jati diri yang dimaksud.

Sebagai suatu ekosistem, juga memiliki subsistem penyusunannya, baik yang
bersifat hayati/hidup (biotic sphere; contoh elemennya: vegetasi/flora, satwa/
fauna, hingga mikroorganisme) ataupun nonhayati/tidak hidup (abiotic sphere;
contoh elemennya: tanah, air, karbon, dan seterusnya). Di samping keduanya,
dalam konteks negara agraris yang sedang berkembang seperti Indonesia,
unsur manusia/masyarakat beserta sosial-budaya yang dihasilkannya (cultural
sphere; contoh elemen: ekonomi, pendidikan, politik, hukum, budaya,

teknologi, kesehatan, dan lainnya).

Ekosistem tersebut selain memiliki struktur dan fungsi juga saling
berinteraksi tidak saja antar-unsur pendukungnya (internal) akan tetapi
juga dengan sistem lain yang berada di sekitarnya (eksternal) yang pada
akhirnya membentuk sistem yang lebih besar baik pada skala regional atau
pun global. Keseluruhannya dalam konteks interaksi tidak saja menghasilkan/
mempertukarkan materi ataupun energi, tetapi juga informasi yang dapat
dipelajari dan dikembangkan manusia selaku pengguna menjadi sumber ilmu
pengetahuan bidang keahlian, tidak terkecuali di pendidikan tinggi.

Bagi Unmul ekosistem hutan tropis lembap adalah landasan pengembangan
jati diri (PIP), serta dalam proses implementasinya merupakan sumber
pembelajaran dari setiap bidang keahlian pada program studi yang ada, baik
di fakultas maupun program pascasarjana. Bukan hanya unit kerja tersebut,
bahkan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta lembaga
pengembangan pendidikan, juga organisasi kemahasiswaan dapat juga
menggali dan memfokuskan program kegiatannya berbasiskan isu yang ada
di ekosistem tersebut.
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Gambar 2. Ekosistem Hutan Tropis Lembap sebagai Landasan Pola Ilmiah
Pokok (PIP) Unmul (Sumber: Sardjono, 2018)

PEMBELAJARAN? Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pen-
didikan Tinggi. Pasal 1 Butir 9.:

“Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dan dosen dan sumber belajar pada
suatu lingkungan belajar”

|
v

v v
WHERE? HOW? WHO? WHAT?
o Kelas o Kontak; dan * Dosen (pendidik ® Bahan Ajar;
e Laboratorium o Komunikasi, dan pengajar o Slides;
* Bengkel melalui, a.l.: dan pembim- ® Film/Video;
o Studio a. Perkullahan; bing/ promotor, o Diktat;
 Lapangan : ;::::::T& 2 DPA, dll) © Buku Literatur;
© Masyarakat d. Workshops; ® Mahasiswa (pe- o Artikel Journals;
© Dunia maya/ e. Praktek Lapang; serta didik, pe- o Tugas Akhir/
daring ; ":’La:]:'i':‘ bingan; serta !:n.'aktek, Slfripsi/‘r. esis/.
h. Penugasan; peneliti, penyu- Disertasi
i.  UTSdan UAS; luh, dil.) e DI
j. Ujian (1-2x)
k. Vidcon

Masjaya ez al., 2021)

Gambar 3. Peta Pemaknaan Pembelajaran pada Pendidikan Tinggi (Sumber:
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Berbagai isu yang berkembang di hutan tropis lembap dan lingkungan
sekitarnya menjadi objek pelaksanaan tugas Tridharma Unmul, tidak
terkecuali dalam kerangka visi, misi, hingga sasaran program pembangunan
yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah daerah maupun oleh pusat.

Memaknai Kaltim Berdaulat dan IKN Kuat
dari Perspektif Kampus

PIP Unmul yang berlandaskan kekayaan (richness), keragaman (diversity), dan
peran penting ekosistem hutan tropis lembap (mencakup berbagai sumber
daya alam di dalamnya) bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat dan
bahkan bangsa Indonesia selaras dengan cita-cita daerah (dicanangkan 2019)
menuju Kaltim Berdaulat agar dapat mendukung Ibu Kota Negara Republik
Indonesia Nusantara yang kuat.

Cita-cita atau dalam bahasa pembangunan sebagai visi Kaltim berdaulat
didasarkan pada pertimbangan kelimpahan sumber daya di daerah iniyang telah
memberikan kontribusi manfaat yang demikian besar pembangunan bangsa
dan negara selama ini, namun justru dirasakan belum bisa mengoptimalkan
manfaat yang diperoleh tersebut bagi rakyat dan daerah Kaltim sendiri. Cita-
cita tersebut secara lebih konkret tercermin dari fokus lima misi pembangunan
berbasis “kedaulatan” yang digariskan di dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2019/2023, yaitu (1) Sumber
daya manusia; (2) Ekonomi dan kesejahteraan; (3) Konektivitas (transportasi
dan komunikasi antarwilayah di dalam dan luar provinsi); (4) Lingkungan

hidup; dan (5) Reformasi pendidikan.

Pencapaian cita-cita kedaulatan tersebut membutuhkan dukungan bidang
keahlian yang keseluruhannya dapat diberikan oleh Unmul sebagai perguruan
tinggi yang justru dibidani oleh daerah sendiri, melalui fakultas dan program

studi yang ada.
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berorientasi pelayanan publik

Tabel 1. Misi Kaltim Berdaulat dan Dukungan Bidang Keahlian dari
Fakultas dan Program Studi di Unmul
Misi Dukungan Unmul
Kaltim Berdaulat sesuai Bidang Keahlian
Fakultas Jumlah Prodi
. Berdaulat dalam pembangunan | ® Fakultas Keguruan dan 23
sumber daya manusia yang Ilmu Pendidikan (FKIP)
berakhlak mulia dan berdaya ® Fakultas [lmu Budaya 2
saing, terutama perempuan, (FIB)
pemuda, dan penyandang
disabilitas
. Berdaulat dalam pemberdayaan | ® Fakultas Ekonomi dan 9
ekonomi kerakyatan yang Bisnis (FEB)
berkeadilan = Fakultas Kedokteran 6
(FK)
= Fakultas Kesehatan 2
Masyarakat (FKM)
= Fakultas Farmasi (FF) 4
. Berdaulat dalam memenuhi = Fakultas Teknik (FT) 14
kebutuhan infrastruktur
kewilayahan
. Berdaulat dalam pengelolaan = Fakultas Pertanian 6
sumber daya alam yang (FAPERTA)
berkelanjutan = Fakultas Kehutanan 3
(FAHUTAN)
= Fakultas Perikanan dan 6
IImu Kelautan (FPIK)
= Fakultas Matematika 7
dan IImu Pengetahuan
Alam (FMIPA)
® Program Pascasarjana 2
. Berdaulat dalam mewujudkan | ® Fakultas Ilmu Sosial dan 8
birokrasi pemerintahan Ilmu Politik (FISIP)
yang bersih, profesional, dan = Fakultas Hukum (FH) 2

dan prodi bisa mendukung lebih satu misi

Catatan: Dukungan per misi ini hanya untuk spesifikasi karena pada dasarnya seluruh fakultas
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Nusantara (berasal dari Bahasa Sansekerta, dengan arti katanya: nusa= pulau;
antara= luar atau seberang sehingga dimaknai sebagai negara kepulauan)
terpilih sebagai nama Ibu Kota Negara yang baru. Penetapannya telah melalui
pertimbangan yang saksama. Pertama, secara faktual memang negara besar ini
terdiri atas ribuan pulau (beserta ragam kondisi fisik dan sosial budayanya)
yang dipisahkan dengan selat dan samudra yang luas. Kedua, memiliki akar
kesejarahan yang kuat guna mempersatukan seluruh wilayah Indonesia saat ini
sejak awal Abad XIV (Melalui Sumpah Palapa di Zaman Kerajaan Majapahit).

Pembangunan IK Nusantara tentu di samping kebutuhan agar dapat
melaksanakan tata pemerintahan yang baik pada situasi dan kondisi sosial
dan lingkungan yang mendukung, juga upaya pemerintah untuk mengusung
pembangunan ekonomi yang inklusif dengan menyebarluaskan magnet
pertumbuhan ekonomi baru tanpa terpusat pada Pulau Jawa semata, terlebih
potensi sumber daya alam darat dan laut yang masih demikian melimpah di
Indonesia bagian tengah dan timur. Untuk itu, IK Nusantara harus diperkuat,
terutama dukungan berbasis bukti ilmiah guna perumusan berbagai kebijakan
pembangunan. Dari perspektif ini, Unmul sebagai perguruan tinggi negeri
tertua dan terdekat, serta kelengkapan bidang keahlian yang dimiliki

seharusnya berada di lini terdepan.

Klasterisasi Pemikiran Akademisi

dalam Mendukung Pembangunan

Isu dan sekaligus tantangan dihadapi guna merealisasikan visi Kaltim dan
dukungan bagi terwujudnya IKN yang kuat memang sangat kompleks seiring
dengan dinamika sosial, ekonomi, serta politik yang senantiasa dan bahkan
di mana saja justru berlangsung mendahului lebih cepat dan berdampak
perubahan wajah alam, serta lingkungan kita.

Terlebih lingkungan hutan tropis lembap termasuk yang berada di Kaltim
juga merupakan ekosistem yang kompleks, serta cenderung rentan terhadap
setiap bentuk perubahan. Padahal, sejatinya pembangunan adalah perubahan
keseimbangan guna meningkatkan arus manfaat kepada manusia (baca
masyarakat) (Soemarwoto, 1985). Ada bagian dari elemen sumberdaya alam di

dalamnya yang bersifat dapat diperbaharui (renewable resources) dan juga yang
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tidak dapat (non-renewable reources). Meskipun dalam rangka peningkatan
arus manfaat ekosistem hutan tropis lembap dan lingkungannya sebagai
modal (capital) utama tetap harus didayagunakan, sedangkan implikasi
negatif yang mungkin harus dimitigasi seefektif dan seefisien mungkin yang
dalam hal ini digantungkan kepada peran ilmuwan dan akademisi perguruan
tinggi, termasuk melalui produk pemikiran yang tertuang dalam buku yang
tersaji ini.

Guna mempermudah dan memfokuskan pemikiran, maka berbagai isu yang
dihadapi (Catatan: hanya berupa contoh, tentu masih bisa dijabarkan lebih luas

lagi) perlu untuk diklasterisasi berbasis pada relevansi inti permasalahannya

sebagai berikut (Tabel 2):

Tabel 2.

Klasterisasi Isu-isu di Ekosistem Hutan Tropis Lembap dalam
Mendukung Kontribusi Pemikiran Akademisi/Peneliti

Isu Sosial, Ekonomi, Budaya, Politik, dan Klasterisasi Jumlah
Lingkungan (Contoh) Pemikiran Artikel
®* Dualisme kepemimpinan berbasis atas 1. Bidang Kebijakan 8
hukum negara dan hukum adat dan Sosial Politik
= Konflik tata batas, fenurial, dan penguasaan

sumber daya alam

Perluasan penyakit tropis dan kesehatan . Bidang Kesehatan 10
lingkungan yang rendah dan Kefarmasian
Hambatan geografis dalam pelayanan

kesehatan di wilayah pedalaman

Penyusutan energi fosil dan energi tidak . Bidang Ketahanan 8
terbarukan Energi, Ketahanan

Tanah asam bagi optimalisasi produksi Pangan dan Lahan
pangan

Degradasi keanekaragaman hayati incl. jenis |4. Bidang 5
endemik Lingkungan dan
Perluasan limbah dan dampak industrialisasi Implikasinya
Keterbatasan kapital manusia di daerah 3T . Bidang 10
Ancaman kepunahan kekayaan seni budaya Pendidikan dan
tradisional Budaya

Kebutuhan untuk mengembangkan investasi | 6. Bidang Potensi 14
hijau Investasi dan

Kemiskinan masyarakat lokal dan Kebijakan
ketergantungan pada sumberdaya alam Perekonomian
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Sekali lagi isu-isu tersebut hanyalah contoh yang tentunya masih banyak
lagi, terutama dengan rencana pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara
maka isu-isu seperti terkumpul di dalam wilayah dan lokasi sekitarnya. Isu
dimaksud tidak terbatas tentunya kepada permasalahan lingkungan saja,

tetapi juga kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya.

Catatan Penutup:
Memanfaatkan Hasil Pemikiran Akademisi Unmul

Pemikiran yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kaltim (tentu
tidak terbatas di tingkat provinsi, tetapi juga kabupaten/kota yang ada) dan
pemerintah pusat sebagai suatu kajian akademik. Kajian akademik sering
kali dikatakan terlalu teoritik alias tidak aplikatif, tetapi fakta menunjukkan
bahwa dalam penyusunan peraturan perundangan pun juga dibutuhkan
adanya naskah akademik, yaitu hasil penelitian atau pengkajian hukum
dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, naskah akademik
dapat dikatakan sebagai landasan yang bersifat akademis, serta dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum dan politik hukum yang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat dan tentu saja pemerintah. Setidaknya dengan
adanya naskah akademik, permasalahan di kemudian hari dapat dihindarkan
dan/atau diargumentasikan dari berbagai sisi filosofis, sosiologis, mau pun

yuridis.

60 kajian akademik yang ditulis lebih dari 60 orang akademisi Unmul
dalam buku memperingati Dies Natalis Unmul ke-60 tahun pada Bab II
hingga Bab VII (enam klaster) ini memang tidak bisa mutlak diidentikkan
dengan naskah akademik karena dalam penulisan topik beragam sesuai
bidang keahlian penulis/peneliti masing-masing dan tidak memenuhi kaidah
penulisannya sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Oleh karenanya hasil
pemikiran akademisi Unmul ini paling tidak dapat menginspirasi inisiatif
dan/atau strategi yang dapat dijalankan oleh para pengguna atau pemangku
kepentingan, terutama Pemerintah Daerah Kaltim dan Pengelola/Badan
Otorita IKN dalam rangka menuju Kaltim Berdaulat serta IKN yang kuat.
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Oleh karenanya, guna merangkum hasil-hasil penting dari pemikiran
berbasis penelitian dan kajian akademisi Unmul, dalam Bab VII disampaikan
rekomendasi penting dan konkret, serta dalam bahasa yang lugas dan
diharapkan dapat ditindaklanjuti.
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ABSTRAK

Universitas Mulawarman (Unmul) sebagai perguruan tinggi berstatus Badan
Layanan Umum (BLU), mewajibkan Unmul untuk melaksanakan segala
jenis pelayanan secara mandiri, dan menerapkan tata kelola yang baik (good
governance) melalui reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan
perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dan/
atau perguruan tinggi. Perubahan khususnya menyangkut area kelembagaan,
sumberdaya aparatur, akuntabilitas, pengawasan, ketatalaksanaan, dan
pelayanan publik sehingga mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas,
transparansi, produktivitas, disiplin, serta etos kerja. Program reformasi
birokrasi dan zona integritas dibutuhkan Unmul dalam rangka mewujudkan
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih, serta
Melayani (WBBM) yang dapat menunjang pembangunan IKN.

Kata kunci: Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, Perguruan Tinggi, IKN
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PENDAHULUAN

Perwujudan praktik tata kelola yang baik dalam sistem penyelenggaraan
pendidikan tinggi (good wuniversity governance) membutuhkan suatu
pembaharuan dan perubahan mendasar di antaranya melalui pelaksanaan
program-program reformasi birokrasi sehingga tercapai birokrasi yang bersih
(bebas korupsi, kolusi, nepotisme), akuntabel, profesional, produktif, efektif
dan efisien, pelayanan publik berkualitas (layanan prima) (Purwanto, 2020;
Sunarno dan Solihin, 2017), serta memiliki kepercayaan masyarakat yang
tinggi. Monitoring dan evaluasi dalam tata laksana proses reformasi birokrasi
dapat menjadi alat kontrol untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih, serta Melayani (WBBM) schingga
penerapan reformasi birokrasi dapat menjadi langkah preventif yang efektif
dalam menekan perilaku korupsi (Sangka ez /., 2020).

Perguruan tinggi merupakan “institusi publik” yang memiliki tugas untuk
mengabdi kepada masyarakat dalam bidang pendidikan sehingga dituntut
untuk melakukan reformasi birokrasi (Sangka er al, 2020). Reformasi
birokrasi pada perguruan tinggi sesuai amanat Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi di antaranya bertujuan untuk membangun Zona Integritas
dan WBK/ WBBM pada satuan kerja dalam rangka mewujudkan pendidikan
bermutu. Kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi
memiliki relevansi signifikan dengan pembangunan sebuah negara (Arifin,
2022). Reformasi birokrasi yang diterapkan di Unmul diharapkan dapat
menunjang pendidikan yang bermutu karena prinsipnya pendidikan bermutu
menjadi modal pembangunan manusia suatu bangsa (Arifin, 2022) termasuk
dalam menunjang Ibu Kota Nusantara (IKN).

PEMBAHASAN
Kebijakan Reformasi Birokrasi di Perguruan Tinggi

Reformasi birokrasi secara umum merupakan proses menata ulang,
mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi
lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif) (Yuliawati dan
Prasetyo, 2018; Direkrtorat Jenderal Ketenagalistrikan, 2019). Dasar hukum

pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu:
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1. DPeraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025;

2. Deraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2020-2024; dan

3. Deraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Kemen PPPA, 2020).

Reformasi birokrasi pada perguruan tinggi menjadi suatu keharusan,
mengingat perguruan tinggi merupakan bagian dari sektor publik (Sangka
et al., 2020) yang masih banyak mengalami permasalahan terkait dengan

birokrasi, di antaranya:
1. Organisasi di sebagian besar perguruan tinggi relatif besar;

2. Proporsi dosen yang menjabat struktural di perguruan tinggi relatif besar;

3. Proporsi Sumber Daya Manusia (SDM) non-akademik relatif besar (di
44% perguruan tinggi);

4. Inefisiensi, produktivitas, dan kualitas cenderung rendah; dan

5. Resource sharing yang kurang dalam artian penggunaan sarana bersama
belum optimal (Kemenristek Dikti, 2017).

Sasaran utama reformasi birokrasi meliputi: 1) birokrasi yang bersih,
akuntabel, dan berkinerja; 2) birokrasi yang efektif dan efisien; dan
3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik baik serta berkualitas (Labolo
dan Indaryani, 2017; Anam ez al., 2020). Reformasi birokrasi pada perguruan
tinggi dilakukan untuk merevitalisasi perguruan tinggi dan menempatkannya
pada persaingan global sehingga membutuhkan sistem yang secara terintegrasi
mampu mengarahkan sumber daya nasional untuk dapat berperan aktif pada
situasi global (Buntari, 2017).

Reformasi Birokrasi Universitas Mulawarman

Universitas Mulawarman (Unmul) sebagai perguruan tinggi yang telah
memiliki status sebagai Badan Layanan Umum (BLU), mewajibkan Unmul

untuk melaksanakan segala jenis pelayanan secara mandiri mulai dari
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mahasiswa, dosen, sampai tenaga kependidikan (pegawai) dan menerapkan
tata kelola yang baik (good governance) melalui reformasi birokrasi. Praktik
baik perwujudan good university governance (GUG) yang ditunjukkan dengan
tata kelola yang menganut asas kredibilitas, transparansi akuntabilitas,
bertanggung jawab, dan berkeadilan. Indikator keberhasilan tata kelola
Unmul pada tahun 2021 telah memperoleh akreditasi A berdasarkan SK
BAN-PT Nomor:1466/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2017, tanggal 23 Mei
2017, dan telah diperpanjang kembali berdasarkan Surat Keputusan BAN-
PT Nomor: 273/SK/BAN-PT/Ak-PP]/V1/2022 tentang Peringkat Akreditasi
Perguruan Tinggi Universitas Mulawarman, Kota Samarinda, sampai dengan
24 Mei 2027. Pencapaian peringkat akreditasi “unggul” oleh Program Studi
Kehutanan Fakultas Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT
Nomor: 3591/SK/BAN-PT/Akred/S/V1/2022 tentang Peringkat Akreditasi
Program Studi Kehutanan pada Program Sarjana Universitas Mulawarman,
Kota Samarinda, sampai dengan 14 Juni tahun 2027. Universitas Mulawarman
telah memperoleh pencapaian prestasi peringkat ke-14 dari 34 PTN BLU,
pada Liga PTN BLU tahun 2022 (Surat Ditjen Dikti Ristek Nomor:1706/
E1/DI.04.02/2022 tentang Hasil Evaluasi IKU tahun 2021) (LP3M, 2022).
Program reformasi birokrasi di Unmul mengacu pada Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map
reformasi birokrasi 2015-2019, serta secara teknis berpedoman Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7

sampai dengan 15 Tahun 2011.

Reformasi Birokrasi Unmul diawali pada tahun 2017, dimulai dengan
penyusunan tonggak-tonggak reformasi birokrasi tahun 2017-2025 dan
penyusunan tim reformasi birokrasi (tahun 2017) yang meliputi delapan area,
yaitu 1) Manajemen perubahan; 2) Penguatan pengawasan; 3) Penguatan
akuntabilitas kinerja; 4) Penguatan organisasi dan/atau kelembagaan;
5) Penataan tata laksana; 6) Penataan sistem manajemen sumber daya manusia
aparatur; 7) Penataaan peraturan perundang-undangan; dan 8) Peningkatan

kualitas pelayanan publik.
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Universitas ~ Mulawarman ~ dalam  rangka  merencanakan  dan
mengimplementasikan reformasi birokrasi didukung oleh tim reformasi
birokrasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor Nomor: 777/KP/2022
tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Universitas
Mulawarman. Tim Reformasi Birokrasi bertugas untuk merumuskan road map
pada setiap area dan quick wins, merancang rencana manajemen perubahan,
mendampingi pelaksanaan guick wins, memelihara area yang telah maju,
me-monitoring dan mengevaluasi secara berkala, dan sebagai agent of change.
Tim Reformasi Birokrasi Universitas Mulawarman telah melakukan progres

yang telah ditentukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Kementerian di antaranya:

1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur

2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dilakukan dengan
melibatkan dari berbagai Satuan Unit Kerja yang terkait dan saling
bersinergi, baik di tingkat fakultas maupun universitas.

3. Penyusunan Peta Proses Bisnis
Penyusunan Peta Proses Bisnis Unmul dilakukan berdasarkan Standar
Operasional Prosedur setiap unit kerja.

4. Bizagi
Bizagi merupakan aplikasi yang mengemas SOP dalam sebuah room
besar yang di dalamnya terdapat ro0m kecil (berisi SOP unit kerja yang
saling beririsan antara satu unit dan unit yang lain);

5. Unit Layanan Terpadu
Unit Layanan Terpadu (ULT) Unmul merupakan representasi dari
reformasi birokrasi dan terlaksananya zona integritas, serta termasuk

program percepatan (quick wins) dalam reformasi birokrasi.

6. Penentuan Fakultas Teknik sebagai Zona Integritas (ZI)
Program reformasi birokrasi Unmul merupakan program terlembaga
dan berkelanjutan yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi
yang responsif, akuntabel, bertanggung jawab, transparan, efektif,
efisien, bersih, berkualitas, serta menjunjung tinggi nilai keadilan
tanpa diskriminasi dan nilai profesional. Reformasi birokrasi yang
telah dilakukan Unmul bersinergi dengan tujuan Unmul, yaitu: 1)

memperkuat struktur organisasi dan tata kelola yang efektif dan efisien;
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serta 2) memperkuat kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas
keuangan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola Unmul (good university

governance).

Relevansi Reformasi Birokrasi Universitas Mulawarman
terhadap Pembangunan IKN

Perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan memiliki peran strategis
dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dan cerdas secara
intelektual, emosional, spiritual, serta kinestetik dalam rangka mempersiapkan
pemimpinbangsadiberbagaisektorkehidupan. Reformasibirokrasi merupakan
perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dan/
atau perguruan tinggi, khususnya menyangkut area kelembagaan, sumber
daya aparatur, akuntabilitas, pengawasan, ketatalaksanaan, dan pelayanan
publik sehingga mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi,
produktivitas, disiplin, serta etos kerja pegawai. Birokrasi memiliki peran
penting dalam perjalanan hidup berbangsa dan bernegara karena berperan
menopang pelaksanaan fungsi pemerintahan seperti pelayanan publik,
regulasi, proteksi, dan distribusi. Birokrasi pada negara modern kehadirannya
diperlukan sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat dalam
memberikan layanan terbaik (Alfiandri, 2012), cepat, tepat, dan profesional
kepada publik (Anam ez al., 2020). Birokrasi digambarkan sebagai organisasi
formal yang memiliki kedudukan dan cara kerja terkait dengan peraturan,
memiliki kompetensi sesuai jabatan dan pekerjaan, memiliki semangat
pelayanan publik, pemisah yang tegas antara milik organisasi dan individu,
serta sumber organisasi yang tidak bebas dari pengawasan eksternal (Yusriadi,
2018).

Reformasi birokrasi termasuk langkah strategis untuk membangun aparatur
negara agar lebih berdaya guna dan berhasil dalam mengemban tugas umum
pemerintahan, serta pembangunan nasional (Kementerian Pendidikan
Nasional, 2010). Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional
dengan karakter adaptif, berintegritas, transparan, bersih, mampu melayani
publik, netral, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar, serta kode
etik aparatur negara untuk mencapai tata kelola yang baik (good governance)

menjadi prioritas menuju pemerintahan kelas dunia. Pencapain sasaran-
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sasaran reformasi birokrasi secara bertahap di Unmul diharapkan mampu
menghasilkan governance yang berkualitas. Kualitas governance yang semakin
baik akan menghasilkan pembangunan (development outcomes) semakin baik
pula. Governance yang berkualitas ditandai dengan 1) tidak ada korupsi;
2) tidak ada pelanggaran; 3) APBN dan APBD baik; 4) program terselesaikan
dengan baik; 5) perizinan seluruhnya selesai dengan cepat dan tepat;
6) komunikasi dengan publik baik; 7) waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
8) menerapkan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
dan 9) hasil pembangunan nyata (pertumbuhan, pralapangan kerja,dan
propengurangan kemiskinan) (Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, 2019).

Reformasi birokrasi dalam suatu negara diarahkan pada proses transformasi
mindset dan culture set pada tatanan birokrasi yang efektif dan efisien sehingga
memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat (Yusriadi, 2018).
Birokrasi pada pembangunan IKN dapat berperan sebagai instrumen dalam
masyarakat dan sebuah konsekuensi logis bahwa negara memiliki misi untuk
menyejahterakan masyarakat (Yusriadi, 2018). Reformasi birokrasi dalam
penyelenggaraannya diarahkan untuk menciptakan kinerja birokrasi yang
profesional dan akuntabel (Yusriadi, 2018). Orientasi pelayanan publik
kepada masyarakat tidak hanya berperan untuk peningkatan kinerja birokrasi,
tetapi juga menjadi unsur strategis dalam mengembangkan pelayanan
birokrasi pemerintah di masa depan (Yasa ez al., 2021). Penerapan nilai-nilai
reformasi birokrasi harus sejalan dengan prinsip anti korupsi agar tertanam
jiwa berintegritas (Huberts, 2018; Sangka ez al, 2020). Praktik korupsi,
khususnya di perguruan tinggi memberikan dampak negatif terhadap tata
kelola dan sumberdaya manusia di suatu negara, antara lain rendahnya
kepercayaan masyarakat terhadap perguruan tinggi, rendahnya kualitas
pendidikan, rendahnya daya saing perguruan tinggi, serta terkikisnya nilai-
nilai kebangsaan dalam budaya korupsi lintas generasi (Salahudin ez 4/, 2019).

KESIMPULAN

Reformasi birokrasi merupakan perubahan mendasar terhadap sistem
penyelenggaraan pemerintahan dan/atau perguruan tinggi, khususnya
menyangkut area kelembagaan, sumberdaya aparatur, akuntabilitas,
pengawasan, ketatalaksanaan, dan pelayanan publik sehingga mampu
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meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, produktivitas, disiplin,
serta etos kerja. Program reformasi birokrasi dan zona integritas dibutuhkan
Unmul dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih, serta Melayani (WBBM) yang dapat menunjang
pembangunan IKN. Upaya pelaksanaan program reformasi birokrasi dan

zona integritas membutuhkan:

1. Optimalisasi peran tim reformasi birokrasi (di delapan area) di tingkat

universitas dan zona integritas di tingkat fakultas dan/atau lembaga;

2. Sinkronisasi semua sistem reformasi birokrasi di delapan area dengan

zona integritas melalui digitalisasi; dan

3. DPengembalian fungsi unit layanan terpadu sebagai bagian dari representasi

reformasi birokrasi dan zona integritas.
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ABSTRACT

The relocation of new capital has challenges from various sides, one of which is the
psychological side, where the communitys sense of belonging to the capital city is
highlighted in this article. Sense of belonging functions as a form of identity within
the individual and as a motivation for them to participate in society. This study
aims to determine the role of a sense of belonging in strengthening the process of
developing the new capital and to find out how to encourage a sense of belonging
in the community toward the new capital. This research uses a literature stud.
Data collection was carried out from secondary data in the form of books, journals,
or other relevant references. Cultivating a sense of belonging in the community
towards the new capital and within the individual in doing so, fostering trust,
aligning vision and mission, and actively building a culture of inclusiveness. There
are two aspects, namely valued involvement and fit, characterized by feelings of
[feeling valued, needed, and accepted and the emergence of individual feelings thar
feel part of a group. A sense of belonging becomes an integrative part of a group
or social system and a feeling that is crucial for a person to have, in order to make
a positive contribution to the community. Someone who is part of the community

will try to make this community and group more advanced in the future.

Keywords: sense of belonging; capiral city; community

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Dalam studi ini, sense of belonging didefinisikan sebagai ikatan yang dirasakan
dengan negara atau masyarakat yang dapat diukur sebagai tingkat asosiasi
kehidupan pribadi dengannya di masa sekarang dan di masa depan. Sense of
belonging harusnya dimiliki oleh individu dalam masyarakat agar mereka dapat
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menjalani kegiatan dengan baik di lingkungannya maupun kegiatan dalam
kelompoknya (Jones, 2003). Hagerty dan Patusky (1995) mendefinisikan
sense of belonging sebagai pengalaman keterlibatan pribadi dalam sistem atau
lingkungan schingga individu merasa dirinya menjadi bagian fundamental
dari sistem atau lingkungan. Shlomi (2010) mengemukakan bahwa perhatian
terhadap konstruksi sense of belonging kembali pada dasar teori psikologis dan
sosiologis mengenai kebutuhan manusia terhadap belongingness.

Terdapat dua aspek sense of belonging (Walz, 2009), yaitu aspek (1) Esteemed
Inclusion, yaitu pengalaman seseorang terkait perasaan dihargai, diperlukan/
dibutuhkan, serta perasaan diterima oleh lingkungannya, dan aspek (2) Fiz,
yaitu persepsi bahwa karakteristik yang dimiliki seseorang telah sesuai dengan
sistem atau lingkungan di mana dirinya berada. Kedua aspek ini menunjukkan
sejauh mana individu berkomitmen terhadap kelompok dan merasa menjadi
bagian dari kelompok. Kurangnya kesiapan (Dewi, Syafitri, Dewanti, 2020)
dan kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam membangun ibukota
baru nampaknya dipengaruhi juga oleh rendahnya sense of belonging terhadap

ibukota baru tersebut.

Berdasarkan dari beberapa program talkshow di berbagai media massa, focus
group discussion, dan beberapa diskusi lainnya yang marak dalam beberapa
bulan terakhir tentang pemindahan ibukota baru yang berujung dengan
harapan bahwa pembangunan yang berkelanjutan sehingga dapat mengatasi
kesenjangan dari berbagai sektor di wilayah Indonesia. Hal-hal terkait
pemindahan ibu kota negara sampai saat ini masih terus dipersiapkan, mulai
dari rancangan undang-undang, sarana dan prasarana, infrastruktur, kajian-
kajian sosial, dan lain sebagainya. Pemindahan ibu kota negara adalah salah
satu pembangunan nasional yang memberikan dampak, serta manfaat positif
ke masyarakat di dalamnya. Hasil berkelanjutan pada pembangunan nasional

dapat terjadi apabila masyarakat terlibat aktif dalam pembangunannya.

Keterlibatan masyarakat memiliki kaitan dengan kesiapan masyarakat. Apabila
masyarakat tidak siap dalam menghadapi pembangunan, dapat memengaruhi
kondisi masyarakat itu sendiri. Kondisi nilai tertinggi tingkat kesiapan
masyarakat dalam menghadapi isu adalah masyarakat telah dilibatkan dalam

upaya dan mampu mengevaluasi program kesiapan yang telah disusun.
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Menurut Plested (2006), tingkat kesiapan secara umum dapat diukur melalui
tingkat pengetahuan, peran pemimpin, bentuk upaya dan sumberdaya yang
ada di masyarakat. Apabila kondisi masyarakat yang tidak siap dari kriteria
tersebut, tentu dapat memengaruhi kondisi masyarakat itu sendiri. Namun,
ketika masyarakat mampu mempersiapkan dirinya, pembangunan yang ada
dapat dijadikan media untuk mengembangkan kondisi masyarakat baik di
bidang pendidikan, peningkatan ekonomi, dan lainnya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi, Syafitri, Dewanti (2020), kesiapan
masyarakat Kecamatan Sepaku berada pada tingkat ambiguous mindfulness.
Hal ini berarti bahwa masyarakat tidak tahu upaya mempersiapkan diri
serta kelemahan dan kekuatannya. Tidak ada pemimpin yang muncul dari
masyarakat Kecamatan Sepaku sehingga masyarakat tidak termotivasi dan
tidak terpengaruh dalam mempersiapkan diri. Begitu pula dengan kesiapan
masyarakat Kecamatan Samboja yang berada pada tingkat refusal/opposition,
artinya hanya sedikit atau sama sekali tidak tahu mengenai isu yang terjadi
akibat adanya pemikiran bahwa masalah tersebut bukan permasalahan dan
adanya ketidak berdayaan (Plested, 20006). Ketersediaan peran pemimpin
dari masyarakat untuk menggerakkan masyarakat untuk mempersiapkan diri
tidak diketahui sehingga masyarakat Kecamatan Samboja tidak termotivasi
dan terpengaruh dalam mempersiapkan diri karena ketidaktahuan mereka

mengenai kepedulian atau kesadaran dalam mempersiapkan diri.

Rencana pemindahan ibukota ini juga akan diikuti oleh pemindahan sejumlah
ASN yang terkait. Setidaknya akan ada 60.000 ASN pada klaster pertama
yang akan dipindahkan pada tahun 2023 (Satrio, 2022). Namun, berita ini
juga diwarnai dengan berita mengenai penolakan ASN untuk pindah ke
ibukota baru (Hamdani, 2019). Berdasarkan survei IDM yang digelar pada
7 hingga 20 Agustus 2019 lalu, terkait pemindahan pusat pemerintahan dan
ibu kota negara, terungkap 94,7 persen ASN menolak ibukota dan pusat
pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan (Ryandi, 2019).

Kesiapan masyarakat tidak luput dari pengaruh sense of belonging individu
yang berada dalam konteks kelompok. Rasa memiliki atau sense of belonging
masyarakat terhadap kehadiran Nusantara sebagai ibukota negara yang baru
patutlah menjadi perhatian pemerintah dan kita semua sebab sense of belonging
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ini akan menjadi salah satu penguat dari sisi afeksi terhadap kelancaran
pembangunan dan dukungan kehadiran IKN Nusantara. Sense of belonging
mengacu pada kebutuhan emosional manusia untuk berafiliasi dengan
dan diterima oleh anggota kelompok atau komunitas atau perkumpulan
juga melibatkan lebih dari sekadar berkenalan dengan orang lain. Hal ini
berpusat pada memperoleh penerimaan, perhatian, dan dukungan dari
anggota kelompok, serta memberikan perhatian yang sama kepada anggota
lainnya. Kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok juga dapat
menyebabkan perubahan perilaku, keyakinan, dan sikap ketika orang
berusaha untuk menyesuaikan diri dengan standar dan norma kelompok.
Sense of belonging berfungsi sebagai pembentuk identitas dalam diri individu
dan sebagai motivasi untuk mereka berpartisipasi dalam masyarakat atau
kelompoknya.

Sense of belonging merupakan pembentuk identitas dalam diri seseorang,
serta dapat memotivasi dirinya untuk berpartisipasi dalam masyarakat
atau kelompoknya. Perasaan dihargai dan memiliki terhadap lingkungan
sosial yang diikutinya dapat mendorong seseorang untuk melakukan
partisipasi sosial (Berkman ez al., 2000). Sense of belonging juga ditunjukkan
dengan antusiasme seseorang terhadap apa yang ia kerjakan. Dalam hal ini
menunjukkan bagaimana individu sebagai anggota masyarakat pada suatu
daerah memiliki keinginan atau terlibat aktif dalam berbagai kegiatan yang
mendukung kehadiran ibukota negara yang baru. Melalui perspektif identitas
sosial yang lebih luas, sense of belonging mencerminkan afiliasi psikologis
dengan kelompok pada tingkat sistem sosial yang berbeda dan berada di antara
komponen identitas sosial (misalnya kategorisasi diri, eksplorasi, dan nilai).
Rasa ini juga disebut sebagai komitmen afektif, menekankan keterikatan pada
kelompok juga saling ketergantungan (Phinney dan Ong, 2007; Fuller-Rowell
et al., 2013), solidaritas mereka (Filter ez /., 2008), dan perasaan yang sama
dengan anggota dalam kelompok (Cameron, 2004). Di tingkat nasional, sense
of belonging mencerminkan afiliasi psikologis atau komitmen terhadap negara
(Phinney dan Ong, 2007; David dan Bar-Tal, 2009). Ikatan sense of belonging
ini mempromosikan identifikasi nasional (Cameron, 2004) dan solidaritas
(Filter et al., 2008).
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Perumusan Masalah

1. Bagaimana peranan sense of belonging sebagai penguat identitas masyarakat
pada ibukota baru?

2. Bagaimana menumbuhkan sense of belonging masyarakat terhadap
ibukota baru?

Tujuan

1. Mengetahui bagaimana peranan semse of belonging sebagai penguat
identitas masyarakat pada ibukota baru.

2. Mengetahui bagaimana menumbuhkan sense of belonging masyarakat
terhadap ibukota baru.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Kepustakaan (Library
Research). Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam
mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam
material yang ada di perpustakaan, seperti dokumen, buku, majalah, kisah-
kisah sejarah, dan sebagainya (Mardalis, 1999). Pengumpulan data dilakukan
dengan mengkaji berbagai data sekunder (Nawawi, 2007) yang memiliki
relevansi dengan kajian sense of belonging masyarakat terhadap ibukota negara
baru. Selain itu, metode ini digunakan juga karena dalam penelitian ini tidak
ada perlakuan ataupun manipulasi yang diberikan pada variabel yang diteliti,
tetapi hanya berusaha menggambarkan suatu kondisi telah terjadi tanpa suatu
rekayasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Sense of Belonging sebagai Penguat Identitas Masyarakat
pada Ibukota Baru

Ide yang mendasar dalam kajian psikologi sosial tentang feeling of having a
place, di mana hal ini menjadi kebutuhan dasar manusia karena orang ingin
terhubung secara sosial dengan orang lain, merasa diterima, dan menjadi
bagian dari suatu kelompok. Misalnya, perasaan memiliki dapat berarti
diterima sebagai anggota keluarga atau sekelompok teman atau oleh rekan
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kerja di tempat kerja. Kebutuhan untuk memiliki dan merasa terhubung
secara sosial dengan orang lain bisa begitu kuat sehingga memotivasi orang
untuk berusaha mempertahankan hubungan bahkan selama masa sulit
(seperti krisis) (Baumeister dan Leary, 1995). Menurut Schacter (Drift, 2016),
afiliasi dalam interaksi manusia adalah sangat penting, didukung pula oleh
Maslow (Float, 2016) yang menempatkan cinta dan rasa memiliki di tengah
hierarki kebutuhannya. Dalam psikologi sosial, kebutuhan untuk memiliki
merupakan motivasi intrinsik untuk berafiliasi dengan orang lain dan diterima
secara sosial. Kebutuhan ini berperan dalam sejumlah fenomena sosial, seperti
presentasi diri dan perbandingan sosial. Dalam hierarki kebutuhan Maslow,
rasa memiliki menempati urutan ketiga, di atas kebutuhan fisiologis dasar
dan rasa aman. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya individu memiliki
kebutuhan sense of belonging di mana pun ia berada. Dengan demikian, sense of
belonging adalah salah satu cara untuk membangun sebuah identitas. Identitas
ini dibentuk berdasarkan pilihan individu bukan dari turun-temurun.
Namun, pilihan tersebut tidak datang begitu saja, ada pertimbangan sebelum
seseorang memutuskan identitasnya menjadi siapa. Biasanya pilihan tersebut
datang karena ada kepentingan yang menguntungkan seorang individu dalam
memilih identitasnya. Dalam konteks ini, sense of belonging menjadi penting

karena individu akan bertanggung jawab dengan pilihan yang dibuatnya.

Berkaitan dengan hal itu, identitas sosial menjadi bagian dari konsep diri
individu yang berasal dari akibat persepsi yang sesuai dengan keanggotaan
dalam suatu kelompok sosial (Turner] dan Penny, 1986) sehingga sangat
terkait dengan berbagai aspek modular sosial dan memiliki implikasi penting
untuk berbagai hasil dan kemudian mengarahkan individu menuju tujuan
bersama, mengintensifkan kewajiban terhadap kelompok atau komunitas,
meningkatkan kemungkinan dukungan sosial, meningkatkan kemanjuran
kolektif, dan memberdayakan tindakan kolektif. Identitas sosial bersama
melibatkan individu melihat diri mereka sebagai satu dengan orang lain dan
memungkinkan persepsi persatuan, kebersamaan, solidaritas, dan semangat
komunitas (Ntontis ez al, 2020). Perasaan memiliki dan solidaritas ini
membuat individu lebih mudah untuk percaya dan bekerja. Rasa identitas
dan rasa memiliki yang kuat dikaitkan dengan motivasi untuk mencapai
tujuan kelompok.
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Ibukota baru akan diisi oleh kehadiran berbagai individu yang memiliki latar
belakang yang berbeda-beda tidak hanya berasal dari daerah tempat ibukota
baru berada, yaitu Kalimantan, namun juga akan dimasuki oleh berbagai
masyarakat di luar Kalimantan, bahkan masyarakat dunia. Inilah yang
mendasari kebutuhan adanya sense of belonging pada masyarakat ibukota baru,
di mana ibukota baru sangat membutuhkan masyarakat yang berkomitmen
untuk kebaikan bersama, saling berafiliasi, bersedia mengorbankan
kepentingan pribadi demi komunitas (Belyaeva, 2019) sehingga ketahanan
ibukota baru dapat hadir dan semakin menguat.

Menurut teori identitas sosial, anggota kelompok mungkin mengalami
berbagai jenis ancaman identitas. Masuknya berbagai kelompok baru pada
suatu komunitas yang sudah ada dapat dianggap ancaman ketika kelompok
baru tersebut tidak mampu atau tidak cukup mumpuni untuk diakui sebagai
entitas yang terpisah dengan karakteristik yang unik. Pengembangan sense
of belonging dalam suatu pengelompokan sosial membutuhkan kesepakatan
pada tujuan kelompok dan apa yang diperjuangkan kelompok tersebut,
serta mengidentifikasi seberapa besar derajat penerimaan norma dan nilai
kelompok. Identitas bersama memperkuat perilaku yang diterima di antara
anggota kelompok atau komunitas. Identitas secara kuat membentuk dan
memperkuat norma, serta harapan dan kewajiban. Orang lebih mungkin
untuk berinteraksi, bekerja sama, dan mempercayai orang lain yang memiliki
identitas sosial yang sama (Han ez 4/, 2014).

Sense of belonging yang merupakan bagian dari identitas sosial individu akan
memunculkan komponen afektif sehingga individu bersedia berkomitmen
pada suatu kelompok dan menganggap dirinya adalah bagian dari kelompok
tersebut. Keanggotaan memberikan akses ke berbagai manfaat, seperti
dukungan sosial, akses ke sumberdaya, serta peluang untuk meningkatkan
situasi pribadi dan komunitas seseorang. Identitas menciptakan komitmen
terthadap harapan dan kewajiban kelompok dan keengganan untuk
mengesampingkan risiko. Hal ini sangat memotivasi tindakan untuk
keuntungan kolektif dan menghalangi tindakan eksploitatif atau oportunistik
yang merusak tujuan kelompok. Sense of belonging dan melibatkan perasaan,

keyakinan, dan harapan bahwa individu sesuai dalam kelompok dan
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memiliki tempat di sana, perasaan diterima oleh kelompok, dan kesediaan
untuk berkorban bagi kelompok (Macmillan dan Chavis dalam Raman,
2014).

Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa sense of belonging adalah bagian
dari salah satu kebutuhan utama manusia yang memotivasi perilakunya.
Individu yang memiliki sense of belonging terhadap ibukota baru akan merasa
menjadi bagian dari komunitas, di mana ini merupakan komponen kunci
agar ia bersedia terlibat atau berpartisipasi dalam pembangunan ibukota baru.
Pada akhirnya, bukannya tidak mungkin jika sense of belonging pada ibukota
baru akan memunculkan akulturasi sebagai dampak dari bertemunya berbagai
etnis dan budaya (Phinney ez 4/, 2001).

Menumbuhkan Sense of Belonging Masyarakat terhadap Ibukota Baru

Sense of belonging merupakan kebutuhan dasar manusia, sama seperti
kebutuhan akan pangan dan papan. Tanpa memiliki seseorang tidak dapat
mengidentifikasi diri mereka dengan jelas sehingga mengalami kesulitan
berkomunikasi dengan dan berhubungan dengan lingkungan mereka. Sense
of belonging pada komunitas menggambarkan sejauh mana individu (atau
menilai diri mereka sendiri) terhubung dengan komunitas mereka dan tempat
mereka di dalamnya (Tartaglia, 2006). Kehadiran ibukota baru diiringi
dengan kehadiran atau perpindahan sumber daya manusia. Berbagai latar
belakang asal muasal keetnisan akan mendiami Ibu Kota Nusantara. Harapan
pemerintah bahwa dengan dipindahkannya Ibu Kota Negara diharapkan dapat
menguatkan ketahanan masyarakat Kalimantan dari berbagai aspek sehingga
tidak terpinggirkannya masyarakat lokal oleh pendatang dan diharapkan
keduanya memiliki kesiapan dan bersedia berpartisipasi dalam menjaga,
mengelola, melindungi Ibu Kota Negara baru. Bukannya tidak mungkin
stereotip yang dibawa dari tempat asal menjadi penghalang persatuan dan
kesatuan masyarakat tersebut. Untuk itu, sense of belonging terhadap ibukota
baru perlu ditumbuhkan pada setiap individu sejak awal, agar identitas
masyarakat sosial dapat terbentuk dan bertahan sehingga integrasi kehidupan
masyarakat yang berkeadilan dapat terjadi dan manfaat pembangunan
Ibu Kota Nusantara dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalimantan khususnya

dan Indonesia umumnya.
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Sense of belonging terhadap ibukota baru dapat ditcumbuhkan dengan mulai
melibatkan masyarakat yang berada di bawah wilayah Indonesia secara umum
dan masyarakat yang berada di sekitar ibukota tersebut secara khusus dalam
berbagai aspek pada proses persiapan pemindahan ibukota. Keterlibatan ini
dilakukan agar setiap individu merasa menjadi bagian integral dari sistem
(Hagerty et al., 1992) yang sedang dibentuk. Karena, menjadi bagian dari
sistem berarti mengajak setiap individu untuk merasa menjadi bagian dari
ibukota tersebut dan memunculkan perasaan “7 am home” (Antonsich, 2010)
pada ibukota baru. Perasaan positif terhadap situasi saat ini dan optimisme
terhadap masa depan merupakan prediktor kehadiran sense of belonging dalam
diri individu terhadap ibukota baru (Arcidiacono ez 4/, 2007). Bersamaan
dengan keterlibatan individu dalam proses pemindahan ibukota baru tersebut,
penerimaan yang diperoleh dari orang lain membentuk dasar untuk sense of
belonging dan perasaan terintegrasi dalam sistem dan lingkungan (Anthias,
2011; Banting dan Soroka, 2012).

Pada sense of belonging, terdapat dua aspek yang menyertai di dalamnya, yaitu
valued invorement dan fit. Pada aspek valued environment, ditandai dengan
perasaan merasa dihargai, dibutuhkan dan diterima, sedangkan pada aspek fiz
ditandai dengan munculnya perasaan individu di mana ia merasakan menjadi
bagian dari kelompok atau lingkungan (Hagerty dan Patusky, 1995). Individu
yang memiliki aspek valued invorement dapat memiliki hubungan sosial yang
baik dengan orang-orang di sekitarnya. Hal ini ditandai dengan perasaan
bahwa dirinya diterima, dihargai, dan dibutuhkan oleh orang-orang atau
masyarakat di mana ia berada. Individu yang merasa bahwa dirinya diterima,
dihargai dan dibutuhkan oleh orang-orang di sekitarnya akan menikmati
setiap kegiatan yang dilakukan bersama di lingkungan ia berada. Hal ini
tentu akan memengaruhi kesiapan individu terhadap situasi dan kondisi
baru di lingkungan ibukota baru. Perasaan diterima ini, setidaknya akan
meminimalisir permasalahan-permasalahan psikologis yang mungkin muncul
selama proses pembangunan berkelanjutan di ibukota baru. Masyarakat lokal
maupun pendatang akan bersama-sama menjadikan Ibu Kota Negara baru

sebagai “rumah” mereka, di mana mereka akan merasa aman dan nyaman.
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Selain valued invorment, adapulaaspek firdalam sense of belonging, yaitu persepsi
bahwa karakteristik yang dimiliki seseorang telah sesuai dengan sistem atau
lingkungan di mana dirinya berada (Walz, 2008). Individu yang merasakan
bahwa dirinya sudah menjadi satu kesatuan dengan wilayah di ibukota
baru akan ditandai dengan perasaan bahwa dirinya cocok dengan suasana
di ibukota baru tersebut, sehingga hal ini dapat mendukung kesejahteraan
psikologis selama ia berdomisili disana. Hadirnya sense of belonging dalam
diri seseorang tentu saja akan memberikan dampak positif, tidak hanya bagi
dirinya, namun juga pada komunitas atau lingkungan di mana ia berada. Seznse
of belonging terhadap ibukota baru tentu saja akan membawa dampak positif
terhadap pembangunan berkelanjutan ibukota tersebut. Perlu dipahami
bersama bahwa hadirnya sense of belonging tidak serta merta begitu saja, butuh
usaha dan waktu. Menumbuhkan sense of belonging dalam diri individu dalam
dilakukan dengan:

a.  Menumbuhkan rasa percaya

Ibukota baru masih terasa asing bagi masyarakatkita, baik masyarakatlokal
dan maupun bagi pendatang nantinya. Sense of belonging ditumbuhkan
dengan meyakinkan masyarakat agar mereka percaya bahwa ibukota
baru ini memang dibangun untuk kesejahteraan bangsa dan negara.
Mempercayai di sini, artinya rela menghadapi risiko menerima akibat-
akibat menguntungkan atau merugikan dengan menjadikan dirinya
rentan di hadapan orang lain. Kondisi saling percaya akan mempengaruhi
seluruh hubungan antara individu dan kelompok individu (Martins,
2002).

b. Menyamakan visi dan misi
Perbedaan dalam pemikiran antar-individu dalam suatu kelompok
sangatlah wajar. Dalam konteks masyarakat ibukota baru, perbedaan
pemikiran dalam masyarakat bisa jadi sangatlah besar sehingga perlu
adanya upaya yang keras dan terus-menerus untuk menyamakan visi
dan bersama-sama menjalankan misi pembangunan nasional. Duduk
bersama untuk berdiskusi dan mengerjakan suatu kegiatan bersama-sama

secara berkelanjutan akan menciptakan rasa kebersamaan.

2272




Unmul Hebat, Kaltim Berdaulat, IKN Kuat:

Kontribusi Pemikiran Universitas Mulawarman di Usia 60 Tahun Volume 1

c.  Aktif membangun budaya inklusivitas
Budaya inklusif merupakan budaya yang membangun nilai-nilai
empati, sikap positif dan inklusif terhadap orang lain tanpa memandang
perbedaan geografis maupun latar belakang, serta perbedaan lainnya.
Kehadiran budaya inklusif ditujukan untuk membangun sense of
belonging dalam diri individu pribadi maupun terhadap komunitas ia
berada. Membangun budaya yang mengedepankan inklusivitas dengan
proaktif, akan membuat seseorang merasa bahwa ia diperlakukan
dengan adil dalam suatu kelompok. Usaha pertama yang dilakukan
guna membangun budaya inklusi adalah melakukan rekognisi tentang
permasalahan-permasalahan yang masih sering salah dipahami (Pless dan
Maak, 2004). Ketika sescorang telah memandang keberagaman sebagai
sesuatu yang positif, akan lebih mudah untuk saling bekerja sama dan
produktif dalam mengeluarkan potensi yang dimiliki dalam mencapai

tujuan bersama.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Tinjauan singkat ini menunjukkan bahwa sense of belonging terhadap Ibu Kota
Negara dapat dianggap sebagai konstruksi multifaset yang perlu diselidiki
lebih lanjut. Sense of belonging akan menumbuhkan identitas sosial yang
merupakan modal sosial bagi terciptanya integritas masyarakat dan negara
serta mendukung pembangunan nasional ke arah positif yang berkelanjutan.
Rasa memiliki terhadap negara ditujukan pada tingkat masyarakat. Rasa ini
merupakan bagian dari identitas nasional (Phinney dan Ong, 2007; Fuller-
Rowell et al., 2013), dan diekspresikan dalam strategi akulturasi (Berry dan
Hou, 2016).

Komponen relasional dari sense belonging terhadap ibukota baru termasuk
keterlibatan pribadi, penerimaan yang dirasakan, rasa kesamaan, dan perasaan
di rumah. Pemenuhan kebutuhan sense of belonging menjadi bagian integratif
dari kelompok atau sistem sosial. Sense of belonging adalah perasaan yang
krusial sifatnya untuk dimiliki seseorang, agar ia bisa berkontribusi positif
bagi komunitas atau kelompok tempatnya berada. Seseorang yang merasa
bahwa ia menjadi bagian dari komunitas atau kelompok tersebut, tentu akan
berusaha sebaik mungkin untuk membuat komunitas dan kelompoknya ini
makin maju ke depannya.
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SEKURITISAST IDENTITAS KOMUNITAS
MASYARAKAT LOKAL DI WILAYAH IKN
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ABSTRACT

This study explores societal security as a supportive approach to IKN development

policy. The concept of societal security is becoming an important topic related to
the development of IKN. Since the enactment of Law no. 3 of 2022 concerning
IKN, the central government has slowly begun to carry out development programs
in the IKN area. However, the residents condition in that area is marked by
severe underdevelopment. Therefore, the IKN development policy, Responding to
the issue, began to adopt simultaneously economic and environmental approaches
besides the traditional security approach, which emphasizes military presence in
the IKN area to boost the economy and increase the prosperity of the IKN area
residents. This study is a field research qualitative approach that was applied—
data obtained through participant observation and in-depth interviews with
several informants. Data were analyzed using a descriptive method emphasizing
the data segmentation process. The result suggests that the Indonesian government
needs to include the societal security approach in the policy as the people living in
the IKN area have unique customs and traditions (as their identity) that could
be at odds with current policy. In addition, we noticed that adopting the societal
security approach will complete the picture of IKN area policy and could go hand
in hand with other techniques.

Keyword: IKN, Development Policy, Societal Security, Identity, Community
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PENDAHULUAN

Sejak ditetapkannya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada
tanggal 15 Februari 2022, praktis program pembangunan kawasan IKN yang
terletak di Kabupaten PPU, Provinsi Kalimantan Timur mulai dijalankan
secara formal. Pertimbangan dibentuknya UU ini adalah untuk memperbaiki
tata kelola wilayah ibu kota negara yang sejatinya merupakan bagian dari
upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan
ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial. Tata kelola Ibu Kota Negara selain menjadi sarana untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat Indonesia, juga untuk mewujudkan Ibu Kota Negara
yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan serta menjadi acuan
bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia.

Proses pembangunan IKN direncanakan akan mengimplementasikan konsep
kota pintar, kota hutan, dan kota spons. Konsep kota pintar salah satunya
mencakup aspek keamanan, akses, dan mobilitas. Konsep kota hutan dipilih
karena IKN berlokasi di wilayah yang di dalamnya terdapat kawasan hutan
dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Sementara yang dimaksud
dengan kota spons, yaitu kota yang memiliki sistem perairan sirkuler yang
menggabungkan arsitektur, desain tata kota, infrastrukcur, dan prinsip
keberlanjutan. Dalam perspektif lingkungan, konsep kota hutan, dan kota
spons adalah kondisi lingkungan ideal yang diharapkan agar beban ekologis
yang ditanggung IKN Nusantara ini tidak melebihi batas toleransi daya
dukung dan daya tampung lingkungannya. Ibu Kota Negara saat ini, Kota
Jakarta mempunyai beban ekologis yang luar biasa berat. Daya dukung dan
daya tampung wilayah Kota Jakarta sudah jauh di atas batas toleransi yang
diperkenankan. Akibatnya, masalah lingkungan, seperti banjir, kekurangan air
bersih, sampah, kemacetan selalu muncul setiap tahun tanpa ada solusi yang
tuntas. Permasalah kepadatan penduduk, mobilitas, dan migrasi penduduk
tampaknya menjadi salah satu pemicu utama yang mendasari pemerintah
membuat kebijakan untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke
PPU (Kompas, 15/3/2022).
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Merujuk pada uraian tersebut, dapat dicatat bahwa kebijakan pemindahan
ibukota adalah sebuah kebutuhan mendesak yang perlu dilakukan agar tata
kelola wilayah negara Indonesia menjadi lebih baik dengan mengintegrasikan
beberapa pendekatan pembangunan sekaligus, yaitu pendekatan keamanan,
kesejahteraan, dan lingkungan. Namun, secara eksplisit rencana pembangunan
Ibu Kota Negara yang baru di Kabupaten PPU belum terlalu memperhatikan
keberadaan masyarakat lokal asli yang mendiami kawasan IKN tersebut.
Harus diakui bahwa proses pembangunan kawasan IKN akan berdampak
sangat serius terhadap keberadaan, keberlangsungan, dan keberlanjutan
masyarakat lokal. Oleh karena itu, artikel ini berupaya untuk menawarkan
sebuah gagasan untuk sekuritisasi isu identitas komunitas masyarakat asli
(indigenous people) di kawasan IKN saat ini.

PUSTAKA
Societal Security

Pada masa-masa awal kajian tentang keamanan banyak didominasi oleh isu-
isu militer dengan meletakkan negara sebagai objek referensinya. Namun
melalui sekuritisasi isu, terjadi pergeseran signifikan dalam studi keamanan,
agenda keamanan internasional sudah mulai mengklaim isu-isu nonmiliter,
seperti sektor ekonomi, sektor lingkungan, dan sektor sociezal/kemasyarakatan
(Buzan ez al., 1998). Proses pemuatan isu-isu selain militer dan politik, dalam
kajian tentang keamanan inilah yang disebut dengan sekuritisasi. M. Sheehan
berpendapat bahwa sekuritisasi adalah tentang konstruksi pemahaman yang
sama tentang apa-apa saja yang dapat dipertimbangkan sebagai isu keamanan
(Sheehan, 2005). Sejak itu, kemudian istilah societal security mulai digunakan

dalam membahas isu keamanan internasional.

Dalam kaitannya dengan negara, konsep keamanan yang diperluas ini,
kemudian memiliki implikasi yang berbeda dengan konsep keamanan
tradisional yang memang berpusat pada negara. Sebagaimana yang
disampaikan Buzan dan Weaver, bahwa jika keamanan selalu diasumsikan
sebagai hal yang melekat pada negara. Hal ini akan berimplikasi bahwa
societal security adalah keamanan negara terhadap society (masyarakat) di

mana masyarakat itu sendiri mengalami ketidakamanan (insecure) dan societal
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security  menjadi tinggi (Hama, 2017). Berkaitan dengan lima dimensi
keamanan yang diperluas, Waever ef al. berpendapat bahwa referent object dari
dimensi keamanan politik, militer, lingkungan, dan ekonomi adalah negara
itu sendiri, sedangkan referent object dari dimensi societal adalah masyarakat
itu sendiri (Wever ez /., 1993). Hal inilah yang membuat keamanan negara
dan keamanan societal menjadi seakan bertolak belakang dan menciptakan
dualisme keamanan di mana keamanan negara bertujuan untuk menjaga
kedaulatan negara, sedangkan keamanan sociezal bertujuan untuk menjaga
identitas mereka sebagai suatu kelompok masyarakat. Identitas merupakan
hal yang paling esensial dari keberlangsungan suatu kelompok masyarakat.
Waever et al. mengatakan bahwa “.societal security as about identity, about
the self-conception of communities and of individuals identifying themselves as
members of a community” (keamanan societal adalah tentang identitas, tentang
pengakuan sendiri terkait kelompoknya dan tentang individu-individu yang
mengidentifikasi diri mereka sendiri sebagai bagian dari suatu komunitas
(Buzan ez al., 1998). Oleh karenanya, Waever berpendapat bahwa apabila
suatu komunitas masyarakat tidak dapat menjaga atau mempertahankan
identitasnya atau kehilangan identitasnya, komunitas masyarakat tersebut

tidak lagi bisa dikatakan sebagai suatu komunitas masyarakat tertentu (Weever,

1995).

Setidaknya ada tiga kelompok penelitian yang menjadikan societal security
sebagai tema kajian, pertama yang mengkaji tentang societal security sebagai
konsekuensi dari perluasan tema kajian studi keamanan dan kelompok penulis
yang termasuk dalam klaster, antara lain Floyd (2007, 2008), Hama (2017),
McDonald (2008), Saleh (2010), Stritzel (2007). Kedua adalah kelompok
riset yang mengasosiasikan societal security dengan tema konflik atau perang
sipil yang terjadi dalam sebuah negara dan termasuk dalam klaster ini, antara
lain Hossain (2016), Innes (2010), Roe (1999, 2002, 2005). Ketiga, tema
riset yang menggunakan societal security sebagai instrumen analisis dalam
mengeksplorasi tema migrasi transnasional yang memunculkan integrasi
horizontal dan vertikal, kelompok peneliti yang termasuk dalam klaster
ini, antara lain Herd & Lofgren (2001), Ilgit & Klotz (2014), Razniak &
Winiarczyk-Razniak (2014).
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METODE RISET
Studiiniadalah penelitian lapangan yang dilakukan di kawasan IKN Kabupaten

PPU, Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan pendekatan
kualitatif. Adapun metode pengumpulan data primer dilakukan melalui
participant observation dan wawancara mendalam ke sejumlah informan yang
telah ditentukan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui beberapa studi
literatur. Analisis data menggunakan metode deskriptif dengan menekankan
pada proses segmentasi data, agar pengambilan dan pengelompokkan data

yang diperoleh dapat lebih efektif.

Sekuritisasi Identitas Masyarakat Asli di Kawasan IKN

Untuk mendiskusikan keamanan kemasyarakatan (societal security) dalam
konteks pembangunan kawasan IKN yang terletak di Provinsi Kalimantan
Timur, perlu diawali dengan gagasan sckuritisasi isu tentang keberadaan
komunitas masyarakat Paser Balik yang mendiami kawasan IKN tersebut,
terutama yang berkaitan dengan persoalan keberlangsungan dan keberlanjutan
identitas mereka sebagai sebuah komunitas masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, dapat disebut bahwa tokoh adat masyarakat
sebagai aktor sekuritisasi (securitizing actor) telah mengindikasikan adanya
ekspektasi yang kuat untuk melindungi, serta mempertahankan jati diri dan
identitas komunitas masyarakat Paser Balik sebagai penduduk asli (indigenous
people) kawasan IKN, Kabupaten PPU, Provinsi Kalimantan Timur.
Ekspektasi tersebut menjadi materi substansi dari gagasan sekuritisasi oleh
akror sekuritisasi yang disebut dengan speech act, dan speech act ini, kemudian
perlu disosialisasikan atau dikampanyekan kepada masyarakat (audience) yang
notabene adalah objek rujukan (reference object) dari pendekatan keamanan
kemasyarakatan (societal security) yang berdomisili di kawasan IKN. Upaya
untuk melakukan sekuritisasi isu keamanan kemasyarakatan (societal security)
tersebut, perlu dilakukan setelah memperhatikan indikasi munculnya
beberapa ancaman aktual (existential threats) dan/atau potensi ancaman
terhadap kehidupan komunitas masyarakat Paser Balik, terutama dampak
yang bersumber dari implementasi program-program pembangunan yang
dilakukan oleh pemerintah di kawasan IKN tersebut.
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Tujuan dari upaya sekuritisasi isu keamanan kemasyarakatan oleh aktor
sekuritisasi (securitizing actor) setempat, seperti tokoh adat dan tokoh
masyarakat adalah untuk melakukan transformasi isu identitas komunitas
masyarakat Paser Balik menjadi isu keamanan yang juga perlu mendapat
perhatian dan penanganan serius oleh pemerintah pusat dan pemerintah
daerah. Para tokoh adat masyarakat (securitizing actor) yang mengampanyekan
dan mensosialisasikan sekuritisasi isu identitas komunitas masyarakat telah
memainkan peran sangat penting dalam berusaha untuk memberikan
kesadaran kepada komunitas masyarakat Paser Balik (zudience) tentang betapa
bahayanya ancaman-ancaman yang muncul akibat pelaksanaan program-
program pembangunan IKN terhadap identitas mereka sebagai penduduk asli
lokal di kawasan IKN. Selain itu, aktor sekuritisasi seperti tokoh masyarakat
dalam mensosialisasikan bahaya tersebut langsung kepada para pemuda atau
pelajar Paser Balik yang tingkat pemahaman dan adaptasinya lebih cepat
daripada sosialisasi dengan penduduk paruh baya (lansia) Paser Balik.

Isu yang berkaitan dengan keberlangsungan dan keberlanjutan identitas
komunitas masyarakat Paser Balik merupakan isu krusial dan tidak boleh
dianggap remeh karena ancaman terhadapnya semakin nyata. Kondisinya
dapat semakin memburuk dan berbahaya jika negara tidak memberikan
perhatian secara serius terhadap isu identitas tersebut. Apalagi jika perilaku
yang ditunjukkan pemerintah cenderung mengabaikan isu perlindungan
terhadap identitas masyarakat Paser Balik yang merupakan penduduk
asli di kawasan IKN. Sejauh ini, upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh
securitizing actor kepada masyarakat (audience) masih terus dilakukan secara
berkesinambungan melalui pendekatan personal maupun melalui pendekatan
kelembagaan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran di kalangan
masyarakat Paser Balik tentang pentingnya keberlanjutan identitas komunitas
masyarakat dan tentang bahayanya ancaman akibat dari implementasi

program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Upaya sckuritisasi ini secara perlahan sudah mulai terkonfirmasi dan
terinternalisasi oleh komunitas masyarakat Paser Balik bahwa isu
keberlanjutan identitas yang sudah disosialisasikan oleh aktor sekuritisasi
tersebut mereka sadari sebagai sebuah isu yang perlu mendapatkan perhatian

serius. Konfirmasi masyarakat Paser Balik terhadap speech act tersebut dapat
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diartikan bahwa secara tegas mereka dapat menerima dan setuju dengan
gagasan untuk mentransformasikan perlindungan identitas komunitas
menjadi isu keamanan sebagaimana yang disosialisasikan oleh para aktor
sekuritisasi. Sejauh ini, memang belum terlihat langkah atau tindakan
pemerintah untuk mengakomodir kepentingan perlindungan identitas
komunitas masyarakat Paser Balik tersebut, indikasinya dapat dicermati dari
kebijakan dan strategi pemerintah melalui program-program pembangunan
di kawasan IKN memang belum merefleksikan persoalan identitas masyarakat
yang dimaksudkan. Padahal, keamanan kemasyarakatan (sociezal security) yang
melekat sebagai identitas masyarakat merupakan kepentingan substantif yang
harus tetap terjaga dan terpelihara agar terhindar dari ancaman kepunahan

dan penggerogotan nilai-nilai kultural komunitas masyarakat.

Merujuk pada hal tersebut, argumen penting yang ingin dikemukakan dalam
pembahasan penelitian ini adalah tentang pentingnya dimensi identitas
untuk diperhatikan sebagai bentuk kepedulian negara terhadap komunitas
masyarakat adat Paser Balik yang hidup di kawasan IKN negara. Argumentasi
inilah yang mendasari mengapa sekuritisasi isu identitas menjadi signifikan
untuk dilakukan dalam konteks pembangunan kawasan IKN.

Kesadaran tentang pentingnya mempertahankan nilai-nilai budaya dan
kearifan lokal sebagai identitas masyarakat Paser Balik yang bersumber
dari kristalisasi perilaku individu dan kelompok masyarakat perlu terus
dipromosikan kepada masyarakat Paser Balik itu sendiri. Budaya seharusnya
menjadi basis strategis dan menjadi kekuatan unik bagi masyarakat dalam
menentukan sikap dan posisi di tengah pergaulan yang penuh persaingan,
baik di level daerah, nasional, dan global. Perkembangan akhir-akhir ini
memang mengindikasikan telah muncul kesadaran yang cukup tinggi di
kalangan mayoritas komunitas masyarakat Paser Balik tentang komitmen
dan upaya untuk terus menjaga dan melestarikan budaya dan tradisi yang

notabene merupakan identitas asli masyarakat lokal di kawasan IKN.

Sejalan dengan upaya sekuritisasi oleh tokoh masyarakat dan pemuka adat
tersebut, akhirnya sebagian besar masyarakat Paser Balik mulai kembali
bersemangat dalam menghidupkan kembali nilai-nilai tradisi dan budaya yang
sempatvakum. Mereka sangat sadar bahwa adat-istiadat dan budaya masyarakat
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lokal juga merupakan suatu kekuatan dalam memberi warna kehidupan dan
karakteristik unik dari komunitas masyarakat Paser Balik. Kendati demikian
upaya mandiri oleh masyarakat tersebut sangat membutuhkan dukungan dan
perhatian serius dari pihak pemerintah. Karena tanpa intervensi pemerintah,
keinginan, dan komitmen untuk selalu menjaga dan melestarikan identitas
budaya dan tradisi asli komunitas masyarakat Paser Balik sangat sulit untuk
terwujud. Situasi ini membuktikan bahwa masyarakat lokal mempunyai
kapasitas yang terbatas dalam upaya merealisasikan komitmen menjaga
eksistensi dan kelestarian budaya asli masyarakat sehingga kehadiran negara

merupakan sebuah keniscayaan.

Adapun bentuk konkret peran pemerintah yang dapat diupayakan adalah
dengan mengintegrasikan pendekatan keamanan kemasyarakatan (societal
security) dalam pelaksanaan program-program pembangunan di kawasan
IKN. Misalnya dengan merancang program-program pembangunan yang
mengakomodasi kebudayaan dan tradisi asli masyarakat Paser Balik, seperti
membangun gedung yang dapat menjadi pusat kegiatan pengembangan seni
budaya yang melekat pada Paser Balik, melembagakan kegiatan-kegiatan rutin
yang mengandung nilai kultural, atau menyelenggarakan festival kesenian
Paser Balik yang menyuguhkan penampilan berbagai macam seni budaya.
Tujuan utama dari mengikutsertakan pendekatan keamanan kemasyarakatan
dalam pelaksanaan program-program pembangunan tersebut adalah untuk
merealisasikan keinginan masyarakat (audiens) atas speech act yang telah
disosialisasikan oleh aktor sekuritisasi yaitu perlindungan terhadap identitas
komunitas masyarakat Paser Balik.

Dengan menguatnya isu identitas menjadi isu keamanan yang penting
diperhatikan negara schingga pengadopsian pendekatan societal security
mutlak dilakukan agar dapat mengatasi potensi-potensi ancaman yang
mungkin muncul. Pada dasarnya, persepsi ancaman yang dikonstruksi dalam
pendekatan societal security bersifat nonmiliter, dan aktornya bukan negara
maupun individu, melainkan kelompok masyarakat di mana dalam konteks
penelitian ini adalah komunitas masyarakat Paser Balik di kawasan IKN.
Meskipun demikian, societal security masih tetap merupakan sektor bagian
dari keamanan negara sehingga dengan begitu aspek sociezal security juga

merupakan objek referensi dari keamanan tersebut.
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Oleh karenanya, untuk bisa mempertahankan karakteristik esensialnya
dalam menghadapi berbagai macam variabel keadaan dan ancaman aktual,
keberadaan komunitas masyarakat Paser Balik harus terus memperoleh
dukungan dan komitmen pemerintah sebagai otoritas politik yang berkuasa.
Dukungan dan perhatian serius dari pemerintah Indonesia yang dimaksud
adalah dengan memformulasi kebijakan pengelolaan kawasan IKN yang
lebih concern terhadap keberlanjutan pola-pola tradisional dari bahasa,
budaya, agama, identitas nasional dan adat-istiadat. Sehingga dengan begitu,
ketika identitas kolektif masyarakat sebagai objek referensi dari keamanan
mendapat perhatian yang sangat serius oleh pemerintah, maka kepentingan
keamanan societal sebagai organ kemasyarakatan yang memiliki ciri khas
identitas tersendiri dapat terpelihara dengan baik, sekaligus masih tetap bisa

menegakkan kewibawaan teritorial dan kedaulatan sebagai sebuah negara.

Upaya untuk melakukan sekuritisasi isu keamanan kemasyarakatan (sociezal
security) tersebut perlu dilakukan setelah memperhatikan indikasi munculnya
beberapa ancaman aktual (existential threats) dan atau potensi ancaman
terhadap kehidupan komunitas masyarakat Paser Balik, terutama dampak
yang bersumber dari implementasi program-program pembangunan yang
dilakukan oleh pemerintah di kawasan IKN. Tujuan dari upaya sekuritisasi isu
keamanan kemasyarakatan oleh aktor sekuritisasi (securitizing actor) setempat,
seperti tokoh adat dan tokoh masyarakat, serta pemuda atau pelajar adalah
untuk melakukan percepatan isu identitas komunitas masyarakat Paser Balik
menjadi isu keamanan yang juga perlu mendapat perhatian dan penanganan
serius oleh pemerintah Indonesia.

Adapun tujuan utama dari mengikutsertakan pendekatan keamanan
kemasyarakatan dalam pelaksanaan program-program pembangunan tersebut
adalah untuk merealisasikan keinginan masyarakat (audiens) atas speech act
yang telah disosialisasikan oleh aktor sekuritisasi yaitu perlindungan terhadap
identitas komunitas masyarakat Paser Balik. Dengan bertransformasinya
isu identitas menjadi isu keamanan yang penting diperhatikan negara
sehingga pengadopsian pendekatan societal security mutlak dilakukan agar
dapat mengatasi potensi-potensi ancaman yang mungkin muncul. Pada

dasarnya, persepsi ancaman yang dikonstruksi dalam pendekatan societal
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security bersifat nonmiliter, dan aktornya bukan negara maupun individu tapi
kelompok masyarakat di mana dalam konteks penelitian ini adalah komunitas
masyarakat Paser Balik di kawasan IKN.

Bahwa isu yang dianggap perlu untuk disekuritisasi adalah isu tentang
kolektivitas identitas komunitas masyarakat yang mendiami kawasan
IKN tersebut. Dengan demikian, kebutuhan untuk mengintegrasikan
pendekatan societal security didalamnya menjadi sebuah keniscayaan yang
harus dipertimbangkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah,
sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk mempertahankan keberadaan,
keberlangsungan dan keberlanjutan komunitas masyarakat Paser Balik dengan

identitas dan corak yang sangat spesifik.

Kesadaran masyarakat asli Paser Balik atas keberlanjutan identitas mereka
sebagai sebuah komunitas yang unik tersebut memang merupakan kunci
keberhasilan dari proses sekuritisasi yang dilakukan, yakni mentransformasikan
isu identitas menjadi isu keamanan yang perlu mendapatkan perhatian
mereka sendiri. Ini artinya, masyarakat Paser Balik semakin menyadari bahwa
pelaksanaan program pembangunan secara tidak langsung memproduksi
ancaman-ancaman yang dapat membahayakan identitas mereka di masa
mendatang. Selain kesadaran masyarakat sendiri, perhatian dari pihak
pemerintah juga menjadi kunci keberhasilan untuk melakukan perlindungan
dan pelestarian budaya dan tradisi lokal. Indikasi pengabaian oleh pemerintah
terhadap dimensi identitas kolektif masyarakat Paser Balik di kawasan IKN
dapat dicermati melalui program-program pembangunan yang belum
mengakomodir kepentingan pengembangan budaya dan tradisi masyarakat
lokal. Dengan demikian, sekuritisasi isu identitas komunitas masyarakat Paser
Balik dapat diterjemahkan sebagai upaya untuk menarik perhatian pemerintah
agar dapat merancang program pembangunan yang juga memperhatikan

aspek identitas komunitas masyarakat di kawasan IKN.
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SIMPULAN
Dari pembahasan yang telah dipaparkan di atas, diperoleh pelajaran penting

bahwa societal security sebagai konsekuensi logis dari perluasan cakupan
studi keamanan yang dilakukan melalui proses sekuritisasi, perlu dijadikan
basis oleh pemerintah Indonesia dalam rangka memformulasi kebijakan dan
strategi implementasi pembangunan kawasan IKN. Bahwa isu yang dianggap
perlu untuk disekuritisasi adalah isu tentang kolektivitas identitas komunitas
masyarakat yang mendiami kawasan IKN. Sechingga dengan demikian
kebutuhan untuk mengintegrasikan pendekatan societal security di dalamnya
menjadi sebuah keniscayaan yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah
Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk mempertahankan
keberadaan, keberlangsungan, dan keberlanjutan komunitas masyarakat Paser

Balik dengan identitas dan corak yang sangat spesifik.

Kesadaran masyarakat asli Paser Balik atas keberlanjutan identitas mereka
sebagai sebuah komunitas yang unik tersebut memang merupakan kunci
keberhasilan dari proses sekuritisasi yang dilakukan, yakni mentransformasikan
isu identitas menjadi isu keamanan yang perlu mendapatkan perhatian mereka
sendiri. Hal tersebut menegaskan bahwa masyarakat Paser Balik semakin
menyadari bahwa pelaksanaan program pembangunan secara tidak langsung
memproduksi ancaman-ancaman yang dapat membahayakan identitas

mereka di masa mendatang.

Selain menumbuhkan atas pemahaman kesadaran masyarakatsendiri, perhatian
dari pihak pemerintah juga menjadi kunci keberhasilan untuk melakukan
perlindungan dan pelestarian budaya dan tradisi lokal. Indikasi pengabaian
oleh pemerintah terhadap dimensi identitas kolektif masyarakat Paser Balik
di kawasan IKN, dapat dicermati melalui program-program pembangunan
yang belum mengakomodir kepentingan pengembangan budaya dan tradisi
masyarakat IKN. Dengan demikian, sekuritisasi isu identitas komunitas
masyarakat Paser Balik dapat diterjemahkan sebagai upaya untuk menarik
perhatian pemerintah agar dapat merancang program pembangunan yang
juga memperhatikan aspek identitas komunitas masyarakat di kawasan IKN.
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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran proses
pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Model analisis yang digunakan adalah model kualitatif dengan spesifikasi
analisis interaktif melalui empat tahap analisis, yakni data collection, data
reduction, data display, dan conclusion. Kempat tahapan tersebut diperkuat
dengan empat langkah pemeriksaan data melalui credibility, transferability,
dependability, dan confirmability. Lokasi penelitian di Kabupaten Penajam
Paser Utara. Fokus penelitian dalam penelitian ini terdiri atas skala prioritas
delapan area perubahan reformasi birokrasi, tantangan dalam implementasi
reformasi birokrasi dan identifikasi aktor yang memberikan kontribusi dalam
percepatan implementasi reformasi birokrasi. Key informan dan informan
penelitian, yaitu Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten PPU. Hasil penelitian
bahwa grand design reformasi birokrasi didasarkan pada lima poin penting,
yaitu visi pembangunan nasional, arah kebijakan reformasi birokrasi, visi
dan misi reformasi birokrasi, tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, sasaran
lima tahunan reformasi birokrasi. Secara khusus, penelitian ini menekankan
kajian pada dua area reformasi birokrasi, yaitu penguatan tata laksana dan
sumberdaya aparatur. Kedua area kajian tersebut, dikaitkan dalam percepatan
reformasi birokrasi. Kedua area tersebut menjadi salah satu prioritas
Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara dalam upaya memberikan pelayanan
publik yang berkualitas. Rendahnya kualitas sumber daya aparatur dan
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tatalaksana organisasi pemerintah daerah yang belum maksimal menjadikan
pelayanan publik di Kabupaten Penajam Paser Utara belum memenuhi
standar pelayanan publik yang baik.

Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, Tata laksana organisasi, Sumberdaya Aparatur

PENDAHULUAN

Mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005-2025, visi pembangunan nasional adalah
Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Reformasi birokrasi
merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mendukung rencana
pembangunan. Reformasi birokrasi terdiri atas beberapa poin penting,
yaitu arah kebijakan reformasi birokrasi, visi reformasi birokrasi, pola pikir
pencapaian visi reformasi birokrasi, misi reformasi birokrasi, tujuan reformasi
birokrasi, sasaran reformasi birokrasi, prinsip-prinsip reformasi birokrasi,
sasaran lima tahunan reformasi birokrasi, ukuran keberhasilan, dan strategi
pelaksanaan. Gambaran permasalahan reformasi birokrasi dapat diamati pada
gambar berikut:

2010-2014 2015-2019

Masih rendahnya komitmen dari pimpinan instansi

ol yang e o sen B Intervensi politik

e eea o
Y R o — sipil negara (ASN)

Mentalitas dan
birokrasi yang tertutup

Gambar 1. Pemetaan permasalahan reformasi birokrasi

Mengacu pada gambar diatas dapat dikonfirmasi bawa permasalahan reformasi
birokrasi dapat dikelompokkan menjadi dua kategorisasi. Reformasi birokrasi
2010-2014 menghadapi beberapa hambatan, antara lain masih rendahnya

komitmen dari pimpinan instansi pemerintah dan belum mencerminkan
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penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN; manajemen
kinerja pemerintah belum dilaksanakan secara maksimal; penataan
kelembagaan yang masih belum efektif; penerapan tata kelola pemerintahan
yang belum sepenuhnya diterapkan; manajemen SDM yang belum berjalan
dengan baik; inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja; manajemen

pelayanan publik kurang maksimal dan masih banyak praktik pungutan liar.

Sementara reformasi birokrasi 2015-2019 menghadapi tiga hambatan
di antaranya intervensi politik, inkapabilitas aparatur sipil negara (ASN), dan
mentalitas dan birokrasi yang tertutup. Selain hambatan, muncul beberapa
indikator yang dapat dijadikan dasar bahwa birokrasi pemerintahan saat ini
masih belum seperti yang dicita-citakan, antara lain seperti yang digambarkan;
praktik KKN masih eksis; kualitas pelayanan publik yang belum mampu
memenuhi harapan publik; tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas dari
birokrasi pemerintahan belum optimal; tingkat transparansi dan akuntabilitas
birokrasi pemerintahan masih rendah; tingkat disiplin dan etos kerja
pegawai masih rendah; tingkat efektivitas pengawasan fungsional dan
pengawasan internal dari birokrasi pemerintahan belum dapat berjalan secara
optimal.

Reformasi Birokrasi 2014 mengacu pada birokrasi berbasis aturan, 2019
adalah birokrasi berbasis kinerja dan 2025 adalah pemerintahan yang
dinamis. Mengacu pada hambatan dan indikator keberhasilan Reformasi
Birokrasi, maka disusun Road Map Reformasi Birokrasi pada setiap fase
reformasi birokrasi, yaitu Peraturan Menteri PAN-Reformasi Birokrasi No 20
Tahun 2010 Road Map 2010-2014; b. Peraturan Menteri PAN-RB No 11
Tahun 2015 Road Map 2015-2019; c. Peraturan Menteri PAN-RB No 25
Tahun 2020 Road Map 2020-2025. Road Map tersebut menjadi acuan bagi
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan ataupun

melanjutkan program-program reformasi birokrasi.

Reform berasal dari kata form yang berarti bentuk atau membentuk (Frinces,
2008 : Secara teoritis, reformasi (Poltak ez /., 2011 : adalah sebuah perubahan
yang terbatas, dan keluasan perubahannya melibatkan seluruh masyarakat.
Sebagai perubahan yang terbatas, namun seluruh masyarakat terlibat, reformasi

juga mengandung pengertian penataan kembali bangunan masyarakat, cita-
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cita, lembaga-lembaga dan saluran yang ditempuh dalam mencapai cita-cita.
Reformasi memberi harapan terhadap pelayanan publik yang lebih adil dan
merata (fair and equitable).

Reformasi birokrasi di Indonesia merupakan konsep besar yang dilakukan
oleh pemerintah untuk mencapai beberapa tujuan, target dari reformasi
birokrasi dapat diamati pada gambar berikut ini:

3. Meningkatkan mutu
pelayanan

2. Menjadikan negara
memiliki most-

6. Menjadikan
birokrasi yang
antisipatif, proaktif,
dan efektif

5. Meningkatkan
efisiensi dalam

improved bureaucracy pelaksanaan tugas
organisasi

Globalisasi dan

dinamika
‘ perubahan

lingkungan strategis

1. Menghilangkan 4. Meningkatkan mutu

penyalahgunaan perumusan dan
kewenangan publik pelaksanaan kebijakan

Gambar 2. Tahapan tujuan reformasi birokrasi

Latar belakang pemikiran reformasi birokrasi adalah adanya proses tumpang
tindih (overlapping) fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai,
dan memerlukan anggaran yang tinggi. Adanya tumpang tindih fungsi
pemerintah akan berdampak pada semakin meningkatkan kompleksitas
masalah pelayanan publik. Tarik ulur wewenang pemerintah antardepartemen
akan memperparah masalah birokrasi dan akan memunculkan masalah
internal organisasi pemerintah pusat, kementerian, lembaga, maupun
pemerintah daerah. Dengan demikian, diperlukan konsep besar metode
penataan birokrasi di Indonesia. Penataan ulang birokrasi dan melakukan
terobosan baru (innovation breakthrough) dengan langkah-langkah bertahap,
konkret, realistis, out of the box thinking, perubahan paradigma (a new paradigm
shift) adalah pemikiran-pemikiran yang akan memperkuat paradigma RB.
Kebijakan yang harus dilakukan pemerintah adalah merevisi dan membangun
berbagai regulasi, modernisasi kebijakan dan praktik manajemen pemerintah
pusat dan daerah, serta menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan
paradigma baru. Dengan demikian, untuk mewujudkan ide dan gagasan

46




Unmul Hebat, Kaltim Berdaulat, IKN Kuat:

Kontribusi Pemikiran Universitas Mulawarman di Usia 60 Tahun Volume 1

tersebut membutuhkan suatu GDRB Road Map Reformasi Birokrasi yang
mengikuti dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan sehingga
menjadi suatu living document.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi  Birokrasi 2010-2025, reformasi didefinisikan sebagai
sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan
bangsa Indonesia. Salah satu misi besar diterbitkannya PP Nomor 81
Tahun 2010 adalah dijadikan kebijakan ini sebagai pijakan hukum untuk
mempercepat dalam menciptakan pemerintahan yang baik schingga perlu
dilakukan reformasi birokrasi di seluruh kementerian/lembaga dan juga

pemerintah daerah.

Dasar hukum reformasi birokrasi adalah Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun
2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional
dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010. Kemudian, diterbitkan Peraturan
Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025. GDRB ini menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan
Road Map Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB).

Konsep reformasi birokrasi dikemukakan beberapa ahli, antara lain Prasojo
(2008) menyatakan bahwa reformasi birokrasi (administrasi negara) dan
good governance merupakan dua konsep utama untuk perbaikan kondisi
penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dan
keberhasilan reformasi birokrasi sangat tergantung pada komitmen dan
national leadership. Menurut Eko Prasojo, dalam reformasi birokrasi terdapat
beberapa isu mendasar, antara lain modernisasi manajemen kepegawaian;
restrukturisasi, downsizing, dan rightsizing, perubahan manajemen dan
organisasi; rekayasa administrasi pemerintahan; anggaran berbasis kinerja
dan proses perencanaan yang partisipatif dan hubungan-hubungan baru
antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan.
Pakar reformasi birokrasi, Zuhro (2016) menyatakan bahwa upaya untuk
membenahi birokrasi mencakup empat aspek penting, yaitu aspek politik,
aspek kewenangan pemerintahan, aspek administrasi, dan aspek mentalitas dan
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kultur. Zuhro menegaskan bahwa birokrasi profesional adalah birokrasi yang
masing-masing bagiannya bisa menciptakan persaingan dalam meningkatkan
kualitas dan kuantitas pelayanan publik secara kompetitif. Target utamanya

adalah munculnya nilai baru dalam area reformasi birokrasi.

Dalam reformasi birokrasi meliputi aspek internal dan eksternal. Pada sisi
eksternal reformasi birokrasi diletakkan pada penciptaan kontrak baru
antara birokrasi dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi
masyarakat dan tanggung jawab pelayanan publik. Sementara dalam aspek
internal, reformasi birokrasi menekankan pada debirokratisasi strukeur
internal birokrasi; modernisasi proses internal birokrasi, dan peningkatan

kemampuan aparat birokrasi.

Gie KK (2003) sebagai ekonom dan ahli perencanaan pembangunan nasional
menyatakan bahwa reformasi birokrasi di Indonesia terletak permasalahan
di bidang kelembagaan, di mana permasalahan kelembagaan dapat
dikelompokkan ke dalam tiga hal, yaitu masalah kondisi struktur birokrasi
yang tumpang tindih; ketidakjelasan fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan
pemerintah dengan yang harus menjadi bagian dari tugas masyarakat; belum
adanya proses politik yang transparan dalam perumusan dan penetapan
kebijakan publik. Dengan demikian, dapat diinterpretasikan bahwa ketiga
masalah tersebut menyebabkan kualitas birokrasi Indonesia masih belum

mampu menciptakan clean and good governance.

Reformasi birokrasi juga dapat dilakukan melalui reformasi kelembagaan
dengan langkah-langkah sebagai berikut: pertama, setiap departemen
pemerintah, baik dipusat dan di daerah yang dipimpin oleh pejabat politik
harus dibedakan antara pejabat politik dan pejabat karier birokrasi; kedua
desentralisasi kewenangan, baik politik maupun administrasi; ketiga
perampingan susunan kelembagaan birokrasi pemerintah perlu segera
ditindaklanjuti (Miftah Toha, 2002). Toha lebih menekankan pada pemisahan
antara jabatan politik dan jabatan karier ketika membahas posisi pejabat publik.
Dengan demikian, dipisahkannya posisi tersebut akan mempermudah untuk
melakukan proses reformasi birokrasi. Miftah Toha menyatakan pula bahwa
lembaga birokrasi merupakan suatu bentuk dan tatanan yang mengandung
struktur dan kultur. Struktur mengetengahkan susunan dari suatu tatanan,
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dan kultur mengandung nilai-nilai (values), sistem, dan kebiasaan yang
dilakukan oleh para pelakunya yang mencerminkan perilaku dari sumberdaya
manusianya. Dengan demikian maka reformasi birokrasi harus dilakukan

pada sub menjadi prioritas.

Pemahaman terhadap GDRB dan Road Map Reformasi Birokrasi merupakan
langkah penting dalam merealisasikan gerakan reformasi birokrasi. GDRB
adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan Reformasi
Birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Sementara Road Map
Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi GDRB yang disusun dan
dilakukan setiap lima tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi

birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya.

Ashari ET (2010) yang menyatakan bahwa 7he success of the bureaucratic
reform could be achieved if the basic foundation, namely human resource of
apparatuses, were able to be managed optimally and sustainable. In order for
apparatus management reforms can be realized, can be used 2 (two) approaches;
using external approach, encompassing policy approaches and systems; and
internal approach, encompassing approach to cultural development and the
inculcation values of organization. These approaches need to be understood and
become a main point in setting the policy direction of apparatus management that
is more productive, efficient, and effective. Mengacu pendapat tersebut, dapat
disimpulkan bahwa fondasi utama reformasi birokrasi seyogianya dimulai

dari reformasi manajemen Sumberdaya Manusia Aparaturnya.

Pembahasan birokrasi dapat pula dilakukan dari sisi kasus korupsi. Korupsi
merupakan penyakit birokrasi yang penyembuhannya hanya dapat dilakukan
melalui reformasi birokrasi (Suwitri, 2007). Mereformasi birokrasi untuk
memberantas korupsi dapat dilakukan melalui penyusunan kebijakan
publik (public policy). Perspektif ini dapat disinkronkan dengan komitmen
dari pimpinan lembaga untuk melakukan political will melalui kekuatan
otoritas. Jika dikembalikan pada konsep ini, pimpinan menjadi penentu
keberhasilan proses reformasi birokrasi. Perpaduan antara kekuasaan yang
melahirkan political will yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan dengan
kemauan yang melahirkan goodwill. Kedua hal ini akan memperkuat dalam
proses implementasi reformasi birokrasi. Konsep Suwitri oneline dengan
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konsep reformasi birokrasi dari Lili Romli (2008) yang menyatakan bahwa
“This reformation era, bureucracy in Indonesia are not many change, both in
central government or local government. Burecracy behavior at reformation era
is resemble with New Order era. Although central government are many policy
about burecracy reform, but burecracy behavior are not many change. Bureucracy
in Indonesia still is patrimonialism. For bureucracy reform, both sentral
goverment or local goverment, necessary bring into reality good governance’.
Konsep Suwitri dan Lili Romli ini diperkuat oleh Mariana D (2006) yang
menyatakan bahwa dalam konteks Indonesia dengan budaya paternalistik
yang masih kuat, keberhasilan pembenahan birokrasi akan sangat ditentukan
oleh peran pemimpin atau pejabat tinggi birokrasi. Jadi pembenahan tersebut
seyogianya dilakukan dari level atas karena pemimpin birokrasi kerap kali
berperan sebagai ‘patron’ sehingga akan lebih mudah menjadi contoh bagi

para bawahannya.

Apabila dikorelasikan dengan kewenangan, kewenangan besar dimiliki birokrat
sehingga hampir semua aspek kehidupan masyarakat ditangani birokrat.
Kewenangan yang terlalu besar tersebut, memungkinkan menonjolkan peran
birokrasi sebagai pembuat kebijakan ketimbang pelaksana kebijakan, lebih
bersifat menguasai daripada melayani masyarakat. Akhirnya, wajar saja jika
kemudian birokrasi dianggap sebagai sumber masalah atau beban masyarakat
ketimbang sumber solusi bagi masalah yang dihadapi masyarakat. Fenomena
itu terjadi karena tradisi birokrasi yang dibentuk lebih sebagai alat penguasa
untuk menguasai masyarakat dan segala sumberdayanya. Dengan kata lain,
birokrasi lebih bertindak sebagai pangreh praja daripada pamong praja
(Santoso, 2008).

Salah satu manfaat reformasi birokrasi yang mendasar semestinya memberikan
perspektif rancangan besar yang akan dilakukan (Miftah Thoha, 2008).
Selanjutnya Miftah menegaskan, pemimpin daerah seharusnya mengenal
warganya secara baik sehingga pelayanan publik tidak lagi berorientasi pada
kepentingan penguasa, tetapi lebih kepada kepentingan publik. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa kajian utama reformasi birokrasi adalah

perbaikan tata laksana, kualitas SDM, dan penguatan kelembagaan.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini yang menggunakan pendekatan dan analisis kualitatif model
analisis interaktif. Analisis interaktif mengacu konsep (Miles dan Huberman,
2014) dengan melalui empat tahap analisis, yakni daza collection, data reduction,
data display, dan conclusion. Kempat tahapan tersebut diperkuat dengan empat
langkah pemeriksaan data melalui credibility, transferability, dependability, dan
confirmability. Fokus Penelitian dalam penelitian ini terdiri atas skala prioritas
delapan area perubahan reformasi birokrasi, tantangan dalam implementasi
reformasi birokrasi dan identifikasi aktor yang memberikan kontribusi dalam
percepatan implementasi reformasi birokrasi. Lokasi penelitian di Kabupaten
Penajam Paser Utara. Dalam penelitian, diperkuat dengan data sekunder
terdiri dari Peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Pemerintah,
Instruksi Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati yang mengatur
tentang pelaksanaan reformasi birokrasi; progress report Reformasi Birokrasi
tahun 2010-2014 dan 2015-2019, serta hasil perubahan dan program kerja
pemerintah dalam reformasi birokrasi. Data primer diperoleh dari sumber
data, baik key informan maupun informan penelitian, yaitu Tim Reformasi
Birokrasi Kabupaten PPU. Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah pengumpulan dokumen-dokumen terkait gerakan reformasi birokrasi,
wawancara dengan Key Informan dan FGD dengan Tim Internal Reformasi
Birokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Organisasi dan Tata Laksana

Substansi dari reformasi birokrasi adalah pelayanan publik, etos kerja, dan
profesionalitas, substansi tersebut dipetakan dalam delapan area perubahan.
Prinsip yang harus dilakukan untuk bagian tata laksana adalah perubahan dan
penguatan mindset tentang penyediaan kualitas pelayanan publik yang baik.
Bagian tata laksana membidangi pelayanan publik, di dalamnya menentukan
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP). Bagian tata
laksana juga menangani survei kepuasan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk
mengetahui bagaimana tingkat kepuasan masyarakat dalam mendapatkan

pelayanan publik yang dilakukan pemerintah. Tugas lain yang perlu dilakukan
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oleh bagian tata laksana adalah mengkoordinir, melakukan pembinaan dalam
pembinaan OPD dalam melakukan pelayanan publik. Bagian ini sangat
concern pada penataan organisasi publik karena dilatarbelakangi oleh sering
terjadinya overlap antar OPD dalam menjalankan tugas pokok.

Bagian tata laksana berkewajiban menata organisasi, misalnya mengondisikan
agar keadaan organisasi berjalan dengan efektif dan efisien terkait dengan alur
pelayanan, proses kerja, SOP untuk proses kerja, termasuk alur pelayanan
ke masyarakat harus ditata dengan baik. Mengacu pada proses bisnis, ada
rangkaian hubungan antara satu pelaku bisnis dengan yang lain atau satu
unit dan unit yang lain, sedangkan SOP menjelaskan alur kerja antara satu
lingkungan. Standar Operasional Prosedur (SOP) mengarah pada standardisasi
pelayanan, baik pelayanan publik maupun nonpublik. Bagian tata laksana
memberikan bimbingan kepada semua OPD untuk mampu menyusun SOP
dalam pelayanan publik. Sehubungan dengan program kerja dari tata laksana,
selama ini dapat berjalan dengan baik, namun yang menjadi kendala adalah
sering terjadi rol/ing staf, di mana hal ini cukup mengganggu kinerja. Adanya
promosi jabatan dan rolling staf menyebabkan terjadinya misunderstanding.
Diperlukan refresh, kalau pejabatnya mutasi atau promosi otomatis yang
menggantikan harus mampu me-refresh lagi, setiap tahun harus mengevaluasi
dokumen standar pelayanan.

Kinerja Bagian Tata Laksana telah menyentuh pada semua dinas, bahkan
sampai ke tingkat kelurahan dan desa. Apabila dihubungkan dengan konsep
good governance, bagian tata laksana telah mampu menerapkan prinsip-
prinsip dasar good governance. Misalnya mengacu pada nilai atau konsep
transparansi dalam pelayanan publik, maka sumber-sumber daya yang dapat
disampaikan ke publik harus disampaikan, namun dengan batasan yang
jelas. Pemaksimalan penggunaan website merupakan salah satu metode dalam
menyampaikan informasi kepada publik. Namun, dalam implementasi konsep
good governance, bagian tata laksana terkendala oleh keterbatasan sumber daya
manusia dan ketersediaan anggaran. Dua hal ini cukup menghambat kinerja
bagian tata laksana. Kondisi terkini mengindikasikan masih ada interpretasi
yang berbeda antara beberapa dinas terkait dan wewenang atau otoritas yang

dimiliki sehingga hal ini memungkinkan adanya tumpang tindih dalam
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membuat kebijakan dan sulit untuk membedakan tugas dan wewenang antar
dinas. Pada bagian tata laksana mengenal sistem, proses dan prosedur kerja
kemudian dikaitkan dengan efektif, efisien kemudian dikorelasikan dengan
prinsip good governance. Di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), terdapat
tiga OPD yang menjadi percontohan untuk progress reformasi birokrasi, yaitu
Rumah Sakit Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), DPMTSP dan
Disdukcapil. Terdapat peningkatan kualitas pelayanan publik dalam OPD
tersebut namun belum maksimal. Kendala yang dihadapi adalah sarana dan
prasarana yang belum memadai. Yang diamati dalam hal ini adalah standar
kerja dan standar pelayanan yang belum dikelola dengan baik. Ada beberapa
OPD di mana lokasi kantornya tergabung dalam satu gedung untuk beberapa
OPD, hal ini menyebabkan kesulitan bagi OPD tersebut untuk memberikan
pelayanan publik yang baik. Kendala diperparah oleh kualitas sumber daya
manusia yang ada, di mana staf atau aparatur sipil negara yang ada belum
sepenuhnya menguasai aplikasi yang diterapkan dalam memberikan pelayanan

publik.

Salah satu fokus dari Reformasi Birokrasi di Kabupaten Penajam Paser
Utara adalah pembenahan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
Manajemen Aparatur Sipil Negara dimulai dari recognizing masalah-masalah
yang fundamental, antara lain bahan baku (7he Raw Material) bahwa
pada masa sebelumnya pengangkatan ASN didasarkan pada data base.
Strategi ini merupakan pola konvensional yang kurang efektif, efisien, dan
produktif sehingga perlu diubah mindser kerjanya. Pengelolaan Aparatur
Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Penajam paser Utara (PPU) tidak hanya
tentang penegakan kedisiplinan, namun lebih kepada produktivitas kerja
dengan indikator yang digunakan adalah prestasi kerja. Salah satu strategi
dalam penegakan kedisiplinan adalah ditanamkan konsep disiplin dengan
menginternalisasi budaya kerja disiplin. Strategi yang dilakukan pemerintah
Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dalam internalisasi budaya kerja,
dapat diamati dari gambar berikut:
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Publik

Gambar 3. Strategi penguatan budaya kerja di Pemerintah Kabupaten Penajam

Paser Utara

Penataan ini dilakukan secara kelembagaan atau pembenahan tata kerja
organisasi agar tidak tumpang tindih mekanisme kerja antardinas. Filosof
yang dibangun adalah tidak ada dinas yang kebanyakan pekerjaan dan dinas
yang tidak ada pekerjaan.

Pemerintahan yang baik salah satu indikatornya adalah adanya efektivitas
birokrasi, itu merupakan tatanan ideal yang memang harus dilakukan
lembaga Pemerintah demi efektivitas dan efisiensi. Birokrasi yg terlalu gemuk
dan overlapping kebijakan akan berdampak pada pemborosan anggaran.
Salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser
Utara (PPU) adalah memperjelas tupoksi dan penegakan SOP, bahkan
sangat dimungkinkan menggunakan pendekatan-pendekatan militer dalam
menegakkan kedisiplinan ASN atau dengan kata lain adanya manajemen satu
komando karena kebijakan Bupati yang menjadi arah dari RPJMD. Kejelasan
instruksi di lapangan sangat diperlukan agar tidak terjadi masalah-masalah
dalam mengeksekusi kebijakan publik. Konsep yang digaungkan bagian
tata laksana sudah tepat, yaitu penataan dinas atau tipologi dinas. Dengan
demikian, ada garis yang jelas bagaimana keterkaitan kinerja antardinas, setiap

dinas saling berkaitan, dan tidak ada dinas yang kerja sendiri.
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Tupoksi kerja, promosi jabatan, pengelolaan tenaga honorer menjadi
perhatian Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Pengangkatan
tenaga honorer harus mengacu pada profesionalisme dan memang memiliki
kompetensi yang jelas dan spesifik. Pembahasan masalah-masalah fundamental
di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), misalnya peningkatan kualitas
sumberdaya manusia dan perbaikan infrastruktur menjadi poin penting yang
memerlukan perhatian dari semua stakeholder. Terkait kedua hal tersebut,
mengacu pada pandangan dari berbagai sumber dan para pemangku kebijakan,
pembangunan dan pengembangan sumberdaya manusia menjadi prioritas
utama. Hal ini diawali dari konsep dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai
pelayan publik. Sementara pengembangan infrastruktur dapat menyesuaikan
dengan skala prioritas dalam konsep pembangunan. Pengembangan sumber
daya manusia di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) perlu dilakukan
dengan rencana yang baik melalui yaitu pendalaman observasi. Terdapat dua
bagian utama dalam pemetaan kualitas sumber daya manusia yaitu tenaga ahli
(skill) dan tenaga umum. Pemetaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara (PPU) adalah memberikan porsi atau prioritas pada
tenaga ahli atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kemampuan
teknis tertentu. Proses update dan upgrade skill Aparatur Sipil Negara (ASN)
harus dilakukan secara periodik, artinya kemampuan atau ski// Aparatur Sipil

Negara (ASN) harus mampu mengikuti tuntutan perkembangan teknologi.

Mengacu pada delapan area reformasi birokrasi, Kabupaten Penajam Paser
Utara (PPU) mempunyai skala prioritas, yaitu kinerja atau akuntabilitas.
Untuk dapat mengejar target tersebut, diperlukan political will dan good will
dari pimpinan daerah selaku pemegang otoritas manajemen pengembangan
SDM. Perubahan budaya kerja yang masih jauh dari standar pelayanan publik
menjadi main obstacle yang perlu dicarikan solusi terbaik. Reformasi Birokrasi
memerlukan kesadaran kolektif dari semua szakeholders, termasuk di dalamnya
kesadaran kolektif Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam perspektif administrasi publik, dikenal istilah collective action atau kerja
kolektif. Mencermati pada beberapa opsi, implementasi Reformasi Birokrasi
dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu politik atau administrasi.

Kedua pendekatan tersebut, memiliki kelebihan dan kekurangan. Apabila

55




Unmul Hebat, Kaltim Berdaulat, IKN Kuat:

Kontribusi Pemikiran Universitas Mulawarman di Usia 60 Tahun Volume 1

menggunakan pendekatan politik prosesnya akan lebih cepat, namun
beresiko tinggi, misalnya reposisi secara besar-besaran. Sementara pendekatan
administrasi lebih tertib, namun memerlukan proses dan waktu yang panjang
dan sedikit lambat. Di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), ada dua
pendekatan yang digunakan dalam pencapaian target Reformasi Birokrasi.
Untuk pencapaian target jangka pendek, digunakan pendekatan administrasi
dengan menggunakan prosedur dan tata cara birokrasi di bawah koordinasi
Sekretaris Daerah. Pendekatan secara moral dan administrasi dilakukan
agar konsep reformasi birokrasi dapat diwujudkan dengan tertib dan dalam
kondisi yang kondusif, serta untuk menjaga komitmen Aparatur Sipil Negara
(ASN) dalam menjalankan tugas dan kewajibannya maka dapat dilakukan
dengan menegakkan pakta integritas. Hal ini dilakukan untuk menjaga
semangat komitmen antara ASN dan menciptakan lingkungan yang mampu

mendorong penciptaan zona integritas.

Sumberdaya Manusia

Dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai aset birokrasi
menjadi sesuatu yang sangat urgen dalam rangka upaya untuk menciptakan
pelayanan publik yang baik. Sehubungan dengan Aparatur Sipil Negara
(ASN), muncul beberapa poin penting, antara lain manajemen Aparatur
Sipil Negara (ASN) dan proses menjadikan ASN sebagai Human Capital.
ASN sebagai Human Capital seyogianya proses manajemen sudah dilakukan
dengan baik, misalnya terkait ketatalaksanaan dan pengisian kebutuhan
jabatan. Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih banyak memiliki
kekurangan terkait pengisian jabatan, namun proses-proses tersebut sudah
dilakukan, baik pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), administrasi dan
pengawas. Proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), penataannya
telah dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang No 5 Tahun 2014.
Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), sudah dilakukan. Sementara untuk

administrator sedang dilakukan uji kompetensi secara berkala.

Asisten administrator uji kompetensi secara berkala dilakukan melalui
uji kompetensi untuk administrator setara dengan eselon 3. Kompetensi
Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu dievaluasi dengan harapan standar
kualitas ASN terjaga dengan baik. Assessment seluruh pejabat pengawas
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eselon 4 juga telah dilakukan, dalam pengertian bahwa untuk pengawas
telah dilakukan lakukan uji kompetensi secara normatif. Upaya peningkatan
kapasitas ASN di Kabupaten PPU belum dapat dilakukan secara optimal,
diperlukan support dana untuk kediklatan baik diklat struktural, teknis dan
fungsional. Ketiga diklat tersebut diperlukan untuk meningkatkan kapasitas
Sumber Daya Manusia (ASN). Namun demikian untuk kabupaten baru
seperti Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) secara pembiayaan memang
sangat terbatas dan diperlukan anggaran-anggaran tambahan khusus untuk
peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dikarenakan keterbatasan
anggaran tersebut maka Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong
Aparatur Sipil Negara (ASN) belajar secara mandiri dan juga mendorong
Aparatur Sipil Negara (ASN) mampu secara mandiri meningkatkan kapasitas
dan kapabilitasnya. Proses pembelajaran tentu telah banyak dilaksanakan
oleh instansi, namun demikian respon yang ada di tingkat pejabat, dalam
arti peluang uji kompetensi untuk pengawas dan untuk administrator belum
banyak dilakukan. Untuk menjadikan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai
Human Capital merupakan hal yang tidak mudah, salah satu faktornya adalah
terkait pemetaan kompetensi, dari hasil interview dengan bagian Sumberdaya
Manusia (Asisten 3) dikatakan bahwa posisi sumberdaya manusia (ASN)
Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kurang kompeten, secara kuantitatif
bahkan angkanya mencapai mencapai 50%. Beberapa mindset yang harus
dirubah dalam rangka peningkatan kompetensi (kapasitas dan kapabilitas)
ASN; pertama bertitik tolak dari perubahan dari bekerja secara konvensional
bertransformasi bekerja secara modern. Hal yang menjadi salah satu kendala
di PPU adalah kualitas sumberdaya manusia yang direkrut melalui daza base
tenaga tidak tetap. Penerimaan ASN pada tahun 2007 yang kurang selektif
dan prosesnya yang konvensional menjadi faktor terberat dalam peningkatan
kompetensi ASN. Jika dihadapkan pada tuntutan kerja, teknologi, budaya
kerja yang serba maju dan kompetitif, serta menuju pada era global dan
digital maka sumberdaya manusia tersebut tidak memiliki kompetensi
yang cukup. Kondisi ini diperparah dengan jumlah tenaga yang direkrut
tersebut mayoritas golongan 2 dengan kuantitas sekitar 800 orang. Dengan
demikian, fakta ini menjadi data penguat bahwa Kabupaten Penajam Paser
Utara (PPU) terbebani oleh sumberdaya manusia yang tidak kompetitif
dan kapabel. Hal yang diperlukan PPU saat ini adalah SDM yang mampu
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bekerja dengan akselerasi adaptasi yang tinggi. Sumberdaya manusia yang
ada diharapkan mampu beradaptasi dengan kemajuan yang ada, minimal
mereka mampu menjadi user teknologi penunjang organisasi. Penguasaan
teknologi, manajemen sosial media, manajemen informasi publik, perspektif
digitalisasi, electronic approach merupakan model-model kerja modern yang
menuntut kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Tuntutan itu semakin
tinggi karena pertimbangan geografis Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU),
di mana PPU berdampingan langsung dengan IKN. Dengan demikian,
kompetensi (kapabilitas dan kapasitas) ASN PPU harus seimbang (equal)
dengan kompetensi ASN IKN.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diharapkan
mampu untuk merumuskan rencana strategis yang mengacu pada renstra,
dan visi misi bupati. Cakupan kinerja dari dinas harus mampu menangkap
wilayah kerjanya di lingkup Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Misalnya
Dinas Sosial Kabupaten PPU, ketika membahas anggaran maka Dinas
Sosial harus mampu menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk
meng-cover kesejahteraan masyarakat PPU, dinas pendidikan harus mampu
mengkalkulasi budger untuk menciptakan kualitas pendidikan yang baik dan
mampu mengatasi masalah-masalah pendidikan, Dinas Koperasi dan UMKM
juga demikian, harus mampu menghitung keperluan pengembangan pelaku
usaha sektor mikro kecil dan menengah, begitu juga dinas-dinas yang lain.
Dengan demikian, konsep hilir dan hulu dalam percepatan pengembangan
Kabupaten PPU dapat dilakukan dengan baik.

Percepatan pembangunan daerah juga ditentukan oleh kemampuan leader
atau kepala daerah. Kepala daerah yang memiliki kepekaan yang tinggi dalam
menangkap isu-isu strategis, kepekaan dalam mengenali kemauan publik,
kebutuhan publik, dan juga kepekaan kepala daerah dalam memahami
masalah-masalah mendasar masyarakat maka /leader tersebut akan mampu
menjadi teladan dan menginspirasi masyarakat. Dengan demikian, maka
program-program yang dicanangkan tentu akan berorientasi pada rakyat
dan memberikan prioritas kebijakannya pada program-programnya berpihak
kepada kepentingan rakyat. Dampak yang timbul juga akan memberikan
perubahan pada ASN di lingkungan internal.
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Sehubungan dengan perspektif leadership, dapat diuraikan bahwa Bupati
Penajam Paser Utara (PPU) memiliki program-program pro rakyat yaitu
Program Pembangunan Pemberdayaan Kelurahan dan Perdesaan Mandiri
(P2KPN) yang dijalankan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa (DPMD). Sosialisasi Program Pro-P2KPM yang dimotori oleh Bidang
Pemberdayaan, Kelembagaan, dan Sosial Budaya Masyarakat DPMD
Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan materi yang disampaikan, antara
lain terkait dengan pola pendampingan Bantuan Keuangan (Bankeu) Khusus,
Alokasi Dana Desa (ADD), dan pendampingan Program Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan (PPMK). Sosialisasi dilaksanakan di semua wilayah
kecamatan, sedangkan pihak yang akan dilibatkan dalam kegiatan itu,
antara lain camat, kepala desa/lurah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
pendamping Pro-P2KPM tingkat kecamatan dan tingkat desa. Pendamping
Pro-P2KPM kecamatan dan desa/kelurahan yang telah dikontrak oleh
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Status para pendamping
tersebut adalah mitra kerja bagi kecamatan, kelurahan, dan mitra kerja
pemerintah desa, tidak ada hubungan hierarki atasan bawahan, namun mereka
setara dan merupakan mitra pengembangan program-program pemberdayaan
masyarakat.

Kegiatan Pro-P2KPM mengacu pada ketentuan pokok, sebagai acuan bagi
camat, pemerintah desa, lembaga masyarakat, dan pelaku lain mulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan, sampai dengan serah
terimakegiatan. Pro-P2KPM, diselenggarakan berdasarkan prinsip demokratis,
partisipatif, transparan, dan akuntabel, yakni dilakukan secara musyawarah
dengan perwakilan masyarakat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan
secara fisik maupun administrasi. Prinsip lainnya adalah prioritas, yakni
berdasarkan kebutuhan yang sifatnya mendesak, prinsip desentralisasi yang
berarti memberikan kepercayaan kepada masyarakat melalui lembaga, prinsip
kesinambungan, efisiensi, dan prinsip efektif. Kegiatan Pro-P2KPM dilakukan
secara swakelola, yakni direncanakan, dikerjakan, dan diawasi oleh masyarakat
dengan mengoptimalkan sumberdaya lokal, termasuk menekankan pola
swadaya, partisipasi, dan gotong royong. Dengan demikian, Pro-P2KPM
menjadi program unggulan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
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Peningkatan (enhancement) kompetensi ASN menjadi pelayan publik
yang profesional dan berintegritas, diperlukan proses yang panjang dan
strategi yang tepat, di antaranya melalui pendekatan budaya kerja. Budaya
Kerja perlu dihidupkan dalam rangka memotivasi semangat kerja ASN,
membangun mental ASN, dan mengubah mindser ASN. Institusionalisasi
budaya diharapkan mampu menjadi pondasi dalam membangun nilai-
nilai kedisiplinan. Para pengambil kebijakan; kepala OPD atau pejabat
eselon 3 harus mampu memahami nilai-nilai budaya yang sudah tertanam
dengan baik pada lembaga publik. ASN yang telah terikat dengan
sumpah sebagai ASN maka harus mampu untuk menerapkan nilai-nilai
budaya organisasi (budaya kerja) yang baik dan komit dengan segala

konsekuensinya.

Penanaman konsep disiplin dilakukan oleh stakeholder di PPU, melalui
berbagai event termasuk dalam proses Musrembang. Dalam Musrembang,
disampaikan kembali tentang nilai-nilai dasar pelayan publik, dan penekanan
ini dikaitkan dengan isu nasional tentang pemindahan Ibu Kota Negara.
Pemindahan Ibu Kota Negara menjadi #rigger dalam perbaikan kualitas
layanan publik di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

KESIMPULAN

Reformasi Birokrasi dilakukan dengan mengacu pada Grand Design
Reformasi Birokrasi yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81
Tahun 2010, sedangkan pelaksanaan operasional Grand Design Reformasi
Birokrasi 20102025, akan dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi
yang ditetapkan setiap lima tahun sekali oleh Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal yang perlu dipahami bahwa
Grand Design Reformasi Birokrasi didasarkan pada lima poin penting, yaitu
visi pembangunan nasional, arah kebijakan reformasi birokrasi, visi dan
misi reformasi birokrasi, tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, sasaran
lima tahunan reformasi birokrasi. Dengan mengacu pada lima hal tersebut,
disusunlah Road Map reformasi birokrasi dan jenjang menyesuaikan tingkatan

dalam pemerintahan.
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Secara khusus penelitian ini akan mengkaji beberapa hal, pertama penguatan
tata laksana dan kedua tentang sumber daya aparatur, di mana kedua tema
tersebut dikaitkan dalam percepatan Reformasi Birokrasi. Kedua area tersebut
menjadi salah satu prioritas Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara dalam
upaya memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Rendahnya kualitas
Sumber Daya Aparatur dan Tatalaksana Organisasi Pemerintah Daerah yang
belum maksimal menjadikan pelayanan publik di Kabupaten Penajam Paser

Utara belum memenuhi standar pelayanan publik yang baik.

REFERENSI

Alexander D, JM Lewis, M Considine. 2011. How politicians and bureaucrats
network: A compari son acros s governments. Public Administration,
89(4): 1274-1292. doi: 10.1111/j.1467- 9299.2010.01890.x

Angkasah L, H Adolf, GDH Wibowo, Z Asikin. 2017. Bureaucratic reform
in the perspective of State Administration Law. Mediterranean Journal

of Social Sciences 8(5 S1): 35-35.

Ashari ET. 2010. Reformasi pengelolaan SDM aparatur, prasyarat tata kelola
birokrasi yang baik. /urnal Borneo Administrator 6(2).

Berenschot W. 2018. Incumbent bureaucrats: Why elections undermine civil

service reform in Indonesia. Public Administration & Development,

38(4): 135-143. doi: 10.1002/ pad.1838.

Bhen RD. 1998. The new public management paradigm and the search for
government accountability. International Public Management Journal

2(1): 131-164.

Cope GH. 1997. Bureaucratic reform and issues of political
responsiveness. Journal of Public Administration Research and Theory7(3):
461-471.

Dasandi N, M Esteve. 2017. The politics-bureaucracy interface in developing
countries. Public Administration & Development 37(4): 231-245. doi:
10.1002/ pad.1793

du Gay P. 1994. Making up managers: Bureaucracy, enterprise and the liberal
art of separation. 7he British Journal of Sociology 45(4): 655-674.

61




Unmul Hebat, Kaltim Berdaulat, IKN Kuat:

Kontribusi Pemikiran Universitas Mulawarman di Usia 60 Tahun Volume 1

Farida U, SZ Bin-Tahir. 2019. Bureaucratic reform of tourism sector public
services in Tana Toraja Regency. In /OP Conference Series: Earth and
Environmental Science (340(1), p. 012045). IOP Publishing.

Frederickson HG. 2000. Can Bureaucracy be Beautiful? Public Administration
Review 60(1): 47-53.

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010.

Liou KT, MA Feldheim. 2018. Implementing downsizing reforms in county
governments. Public Administration Quarterly 42(1): 32-58.

Nugroho S, A Bandono, O Suharyo. 2021. Human resources development
assessment planning program and bureaucratic reform management

on the performance of government organization. Management Science

Letters, 11(4), 1429-1438.

Mariana D. 2006. Reformasi birokrasi pemerintah pasca orde
baru. Sosiohumaniora 8(3): 240.

Gie KK. 2003. Reformasi birokrasi dalam mengefektifkan kinerja pegawai
pemerintahan. In Workshop Gerakan Pemerantasan Korupsi: Jakarta.

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite
Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi

Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010—
2014.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015—
2019.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020—
2025.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaa Reformasi
Birokrasi.

62




Unmul Hebat, Kaltim Berdaulat, IKN Kuat:

Kontribusi Pemikiran Universitas Mulawarman di Usia 60 Tahun Volume 1

Prasojo E, T Kurniawan. 2008. Reformasi birokrasi dan good governance:
kasus best practices dari sejumlah daerah di Indonesia. Dipresentasikan

dalam The 5" International Symposium of Journal Antropologi Indonesia.

Ricks JI. 2018. Agents, principals, or something in between? Bureaucrats and
policy control in Thailand. Journal of East Asian Studies 8(3): 321-344.
doi: 10.1017/jea.2018.17

Road Map reformasi birokrasi yang dituangkan dalam Peraturan Bupati 17
Tahun 2014.

Romli L. 2008. Masalah Reformasi Birokrasi. Civil Service Journal 2(2
November).

Sahid A, I Amirullah, A Azis, AA Rachman. 2018. E-government-based
bureaucratic reform in public service. In 2" International Conference of

Communication Science Research (ICCSR 2018) (pp. 68-70).
Sharma G, X Bao, W Qian. 2012. Public attitude, service delivery

and  bureaucratic reform in e-government: a  conceptual

framework. Information Technology Journal 11(11): 1544-1552.

Sinambela, L Poltak. 2011. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan
Implementasi.Bumi Aksara, Jakarta.

Simangunsong F, I Hutasoit. 2018. Implementing Road Map model ahead
Indonesian bureaucratic reform through quick wins method. Academy
of Strategic Management Journal 17(6).

Suwitri S. 2007. Pemberantasan Korupsi di Indonesia: sebuah upaya reformasi

birokrasi. Dialogue 4(1): 23—41.

Thoha M. 2002. Reformasi birokrasi pemerintah. In Seminar Good Goverance
di Bappenas.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007.
Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintan Daerah.

ZuhroRS. 2016. Good governance dan reformasi birokrasi di Indonesia. Jurnal
Penelitian Politik 7(1): 21.

63
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ABSTRACT

This study examines whether East Kalimantan local politics provides a conducive
political environment for the development of IKN (Nusantara Capital City).

It sheds light on three crucial political infrastructures of East Kalimantan as its
host province, namely local democracy, ethno-religious diversity, and political
awareness. The findings show that East Kalimantan’s local democracy, ethno-
religious diversity, and political awareness support the capital citys development.

However, as the governmental system built for the capital city differs from those of
East Kalimantan and other provinces across the archipelago. Some improvements
become a condition sine qua non for establishing a more democratic, diversity-
friendly, and humanistic capital city governed by the Nusantara Capital City
Authority.

Keywords: democracy, ethno-religious diversity, political awareness, IKN



Unmul Hebat, Kaltim Berdaulat, IKN Kuat:

Kontribusi Pemikiran Universitas Mulawarman di Usia 60 Tahun Volume 1

PENDAHULUAN

Kalimantan Timur adalah provinsi yang kaya akan sumber daya alam, baik
hutan, hasil tambang, minyak, gas alam, lahan pertanian dan perkebunan,
sampai perikanan-kelautan. Kekayaan sumber daya alam ini banyak menarik
para investor, pengusaha, dan para migran untuk berinvestasi, berbisnis, dan
meraih kesempatan kerja serta keberuntungan. Kekayaan sumber daya alam
ini juga menjadikan Kalimantan Timur di tahun 2017-2021 sebagai provinsi
dengan PDRB per kapita terbesar kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta
(BPS, 2022).

Dari luas daratan Provinsi Kalimantan Timur seluas 12,73 juta hektare,
sebanyak 256 ribu hektare lahannya telah ditetapkan sebagai wilayah Ibu
Kota RI yang baru: Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemindahan ibu kota RI ini
dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur tentu melalui kajian panjang oleh
Kementerian PPN/Bappenas, seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) untuk Master Plan ibukota negara yang baru. Hal yang terlihat
menonjol dari kajian ini adalah persoalan teknis tata ruang dan lingkungan
hidup dalam upaya melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Kajian
tentang bentuk pemerintahan dan beberapa aspek politik juga pasti melalui
kajian yang tidak singkat yang hasilnya bisa dilihat dalam undang-undang
pembentukan IKN dan peraturan pelaksanaannya. Namun, studi tentang
daya dukung politik oleh hosz province-nya yang menjadi kawasan pendukung
utama ibu kotabaru belum banyak mendapat perhatian. Untuk itulah, studi
ini berusaha mengisi atau menjembatani gap yang ada melalui kajian kondisi
infrastruktur politik lokal Provinsi Kalimantan Timur yang diharapkan bisa

menjadi daya dukung politik dalam membangun IKN yang kuat.

Ada tiga isu krusial yang perlu dicermati agar infrastrukeur politik host province
kondusif dalam mendukung pembangunan IKN dari perspektif politik. Tiga
isu tersebut adalah kondisi demokrasi lokal, keberagaman penduduk, dan

kesadaran politik masyarakat Kalimantan Timur.

Kondisi demokrasi yang kondusif di provinsi induk diperlukan agar
lingkungan politik IKN bisa mendukung sistem politik dan pemerintahan
khusus Ibu Kota Nusantara. Bila sistem demokrasi lokal Kaltim sering
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bergejolak tentu ini akan berdampak terhadap pembangunan IKN dan citra
IKN yang ingin dibangun. Untuk melihat kondisi demokrasi, kita tidak bisa
hanya melihat dari telah dibentuknya lembaga-lembaga demokrasi lokal atau
telah dipenuhinya syarat-syarat formal agar dikatakan menganut sebuah sistem
demokrasi (demokrasi formal atau prosedural). Hal yang juga perlu dipenuhi
agar demokrasinya tidak bersifat semu adalah adanya pendalaman democratic
contents schingga produk demokrasinya adalah demokrasi esensial atau
demobkrasi substansial (Linz dan Stepan, 1996; Noor, 2018). Jadi di samping
adanya lembaga-lembaga demokrasi perlu juga dilihat kinerja dari lembaga-
lembaga tersebut apakah sudah menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.
Kondisi kebebasan sipil (civil liberties), serta pengakuan, penghormatan, dan

pemenuhan hak-hak politik warga juga mesti menjadi tolok ukur.

Di level negara, hampir semua negara mengklaim dirinya adalah negara
demokratis. Klaim ini bukan hanya datang dari negara otoritarian, kerajaan
absolut, negara yang menerapkan paham fasisme, melainkan juga dari negara-
negara sosialis-komunis. Dengan kata lain, ada ketidaksamaan pandangan
tentang demokrasi. Untuk itu, beberapa organisasi internasional mencoba
untuk melakukan pengukuran kondisi demokrasi yang bisa dipakai untuk
menilai tingkat demokrasi dari suatu negara. Organisasi nirlaba internasional,
Freedom House, menggunakan indikator hak-hak politik (political rights)
dan kebebasan sipil (civil liberties) untuk melihat derajat kebebasan politik
dalam suatu negara sejak tahun 1972, dan menggolongkan Freedom Ratings
negara-negara di dunia ini dalam tiga kelompok: Free, Partly Free, dan Not
Free. Lembaga survei internasional yang lain, The Economist Inte[lz’gence Unit
(EIU), membuat Democracy Index dengan menggunakan indikator electoral
process and pluralism, functioning of government, political participation, political
culture, dan civil liberties yang kemudian mengelompokkan semua negara di
dunia dalam empat kategori: negara demokrasi penuh (Full Democracies),
negara demokrasi yang masih ada cacatnya atau belum sempurna (Flawed
Democracies), negara dengan rezim campuran antara otoritarian dan demokratis
(Hybrid Regimes), dan negara dengan rezim otoritarian (Authoritarian
Regimes). Dalam penggolongan Freedom House, Indonesia pernah masuk
kategori dengan status Free (tahun 2006-2013), namun sejak 2014 sampai
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survei terakhir (2021) Indonesia masuk dalam kategori negara dengan status
Partly Free. Untuk penggolongan EIU, mulai dari survei awal (2006) sampai
yang terbaru (2021), Indonesia selalu masuk dalam kategori negara dengan
status Flawed Democracies (Freedom House, 1998—2022; EIU 2006-2022).

Di Indonesia juga ada survei tahunan tentang kondisi demokrasi di negara
kepulauan ini. Survei ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk
mengukur Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di tingkat provinsi. Berdasarkan
IDI, provinsi ini kemudian diperoleh IDI rata-rata nasional. Indikator yang
dipakai adalah kondisi kebebasan sipil, pemenuhan hak-hak politik warga,
dan peran lembaga-lembaga demokrasi di masing-masing provinsi (BPS,
2016). Sejauh ini tidak ada pengukuran tingkat demokrasi di masing-masing
provinsi secara komprehensif di seluruh Indonesia selain yang dilakukan BPS.
Untuk itu, artikel ini akan menggunakan IDI untuk melihat perkembangan
demokrasi di Kalimantan Timur. Untuk mengetahui razing demokrasi di
Kaltim, posisi demokrasi lokal Kaltim dibandingkan dengan provinsi-provinsi

lain.

Survei-survei internasional tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk
mengukur kadar demokrasi di suatu wilayah negara, baik yang demokrasi
formal/prosedural maupun demokrasi esensial/substansial. Dalam pada itu,
survei Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) juga merupakan upaya untuk

mengukur demokrasi prosedural dan substansial di seluruh wilayah negeri.

Isu kedua adalah tentang keberagaman. Adanya keberagaman adalah salah
satu prasyarat dari demokrasi. Namun, adanya keberagaman tidak serta merta
menjadikan negara tersebut demokratis. Bahkan, beberapa negara dengan
keberagaman tinggi, porak-poranda dalam perang sipil berkepanjangan.
Untuk itu, kondisi keberagaman perlu ditelusuri. Di negara pluralis seperti
Indonesia masalah suku dan agama merupakan masalah nasional mengingat
beberapa pengalaman terkait konflik antarsuku dan kelompok agama di
wilayah Indonesia. Auikool (2013) yang meneliti Indonesia dengan studi
kasus di Medan mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya bukan negara
dengan sistem multiculturalism, melainkan plural monoculturalism atau multi
monoculturalism. Hal ini mengingat masih ada perlakukan ketidaksetaraan,
tersegmentasi dalam masalah etnis/ras, dan adanya ethnic boundary, seperti
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etnis Tionghoa sehingga policy dan praksisnya tidak sinkron (Auikool, 2013).
Merembetnya konflik antar-etnis dari Kalimantan Barat ke Kalimantan
Tengah, namun tidak ke Kalimantan Timur karena beberapa faktor
(Nooteboom, 2006), juga merupakan contoh eksisnya segmentasi etnis dan
ethnic boundary. Bila konflik antar-ethno-religious groups terjadi di Kalimantan
Timur, tentu ini akan berdampak ke IKN. Karenanya, kajian ethno-religious
groups di host province sangat imperatif. Tulisan ini akan memetakan kondisi
keragaman di Kalimantan Timur, potensi konflik berbasis keberagaman, serta
relasi antarkelompok agama. Masalah fraksionalisasi etnis, polarisasi etnis,

serta kerukunan antar-umat beragama menjadi pusat perhatian dalam isu ini.

Sebuah sistem pemerintahan tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya
tanpa didukung oleh rakyatnya. Dalam ilmu politik, manusia sejak dari dalam
kandungan sampai dikuburkan tak bisa lepas dari politik. Oleh sebab itu,
Aristoteles menyebut manusia adalah makhluk politik (zo0n politicon, political
animal). Semasa hidupnya, isu yang menjadi pusat perhatian dalam hal relasi
rakyat-negara adalah isu kesadaran politiknya yang menjadi isu ketiga dalam
studi ini. Kesadaran politik bisa diukur dari beberapa aspek. Namun yang
paling kentara dan data dasarnya berupa data-data numerik adalah kesadaran
politik yang terkait dengan partisipasi politik masyarakat dalam pemberian
suara (voters turnout). Data partisipasi politik mereka dari pemilu ke pemilu
secara inheren mengindikasikan tingkat kesadaran politiknya dalam ikut
membuat keputusan politik dalam pemilihan pemimpin-pemimpin politik,
baik di wilayah eksekutif maupun legislatif. Studi ini akan menyoroti posisi/
kondisi tingkat kesadaran politik masyarakat Kalimantan Timur yang sebagian
penduduknya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara
secara de facto akan menjadi penduduk IKN.

Berdasarkan paparan di atas, research questions dalam studi ini, yaitu pertama
sejauh mana tingkat demokrasi, keberagaman, dan kesadaran politik di
Kalimantan Timur? Kedua, apakah kondisi demokrasi, keberagaman, dan
kesadaran politik tersebut kondusif menjadi daya dukung politik lokal
Kalimantan Timur dalam membangun ibu kota Nusantara yang kuat? Ketiga,
mengingat adanya kritik-kritik terhadap sistem pemerintahan Badan Otorita
yang dianggap tidak demokratis dan pembangunan IKN dikhawatirkan
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mengulang pengalaman DKI Jakarta terhadap penduduk aslinya, upaya apa
yang diperlukan untuk menciptakan ibu kota negara yang lebih demokratis,
ramah keberagaman, dan humanis? Tujuan dari penelusuran ini adalah
memberi gambaran tentang kondisi dan potensi daya dukung politik lokal
Kalimantan Timur dalam membangun IKN yang kuat. Tujuan lainnya adalah
memberi sumbang saran pemikiran untuk hal-hal spesifik yang mendapat
sorotan kritis dalam pembangunan IKN dari perspektif politik.

METODOLOGI

Studi ini menggunakan model ibrary research, di mana peneliti mengumpulkan
sejumlah data bahan pustaka yang sesuai dengan tema atau masalah yang
diteliti serta tujuan dari studi ini. Hal ini dilakukan dengan cara menelaah,
membandingkan, dan menyeleksi data-data yang dikumpulkan.

Data-data yang digunakan adalah data-data sekunder yang dikumpulkan dari
berbagai sumber data. Data-data yang dikumpulkan berupa data data-data
kuantitatif dan kualitatif. Data-data kuantitatif (numerik) bersumber dari
Badan Pusat Statistik (BPS), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian
Agama, Lembaga-lembaga internasional, Pemda, Perguruan Tinggi, dan
Jurnal, sementara data kualitatif didapatkan dari berbagai pustaka terkait.
Bentuk datanya adalah data statistik, dataset, portal data, laporan penelitian,
buku, dan artikel jurnal. Data-data numerik digunakan untuk pembuktian
atau mendukung data-data kualitatif. Secara umum, data-data yang
dikumpulkan, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif
kualitatif dengan metode deduktif.

Khusus untuk mengetahui keragaman etnis dalam bentuk Ethnic
Fractionalization Index (EF1) dan Ethnic Polarization Index (EPOI) digunakan

rumus statistik sebagai berikut:

FEL-1- 3 ¢ gror-1-% (X275
A O ;= _H( 0.5 ) s

i
di mana EFlj adalah Ethnic Fractionalization Index di wilayah j, EPOIj adalah
Ethnic Polarization Index di wilayah j, dan Sij adalah proporsi kelompok etnis
i (i= 1...N) dalam wilayah j (Arifin ez al., 2016, Cf Montalvo dan Reynal-
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Querol, 2002). Skor EFI dan EPOI memiliki rentang 0 sampai 1. Skor EFI
yang rendah (mengarah ke 0) artinya keragaman etnisitasnya mengarah ke
homogen, sedangkan yang tinggi (mengarah ke-1) menunjukkan tren ke arah
keberagaman yang tinggi (heterogen). Sementara skor EPOI yang rendah
mengarah ke polarisasi etnis yang rendah, dan sebaliknya untuk yang tinggi.
Polarisasi etnis yang tinggi menunjukkan rivalitas antara dua kelompok etnis
yang tinggi. Polarisasi yang relatif tinggi bisa juga terjadi untuk lebih dari
dua kelompok etnis, seperti tiga kelompok etnis dengan proporsi berimbang
atau gabungan dua kelompok yang proporsi gabungannya berimbang vis-a-vis
kelompok ‘7ival (Montalvo dan Reynal-Querol, 2002).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Demokrasi di Kalimantan Timur

Kondisi demokrasi di Indonesia bisa dilihat dari pemenuhan unsur-unsur
formal berupa keberadaan dan peran Lembaga-lembaga demokrasi yang
merupakan syarat dari ada tidaknya demokrasi. Hal kedua adalah unsur-
unsur substansial atau esensial dari sistem demokrasi yang dibangun. Hal
pertama direpresentasikan oleh Lembaga-lembaga demokrasi (institution
of democracy), sedangkan yang kedua adalah pemenuhan hak-hak politik
(political rights) dan kebebasan sipil (civil liberties). Ada tiga parameter yang
dipakai BPS untuk memotret kondisi demokrasi di provinsi-provinsi di
Indonesia, termasuk Kalimantan Timur. Pertama, kondisi Kebebasan Sipil
(civil liberties), diukur dengan empat variabel, yakni Kebebasan Berkumpul
dan Berserikat, Kebebasan Berpendapat, Kebebasan Berkeyakinan, dan
Kebebasan dari Diskriminasi), Kedua, pemenuhan hak-hak politik yang
diukur dari dua variabel: Hak Memilih dan Dipilih serta Partisipasi Politik
dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan. Ketiga, peran Lembaga-
lembaga demokrasi yang diukur dengan memakai lima variabel, yakni Pemilu
yang Bebas dan Adil, Peran DPRD, Peran Partai Politik. Peran Birokrasi,
dan Peran Pengadilan yang Independen. Setiap variabel di masing-masing
parameter tersebut, kemudian diukur dengan indikator-indikator dan setiap

indikator diukur dengan pertanyaan-pertanyaan.
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Dari survei tahunan yang dilakukan BPS di seluruh Indonesia, data kebebasan
sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi tahun 2009-2020 adalah
sebagai berikut.

Tabel 1. Parameter indeks demokrasi di Kalimantan Timur
Parameter/ Tahun
Wilayah 2009 [ 2010 [ 2011 [ 2012 [ 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Kebebasan Sipil
Kalimantan

. 98,22197,79(91,84 (97,16 92,14 93,28 | 93,07 | 78,25 | 83,33 (90,99 | 88,5 | 96,13
Timur

Nasional 86,97 (82,53 (80,79 77,94 79 |82,62| 80,3 |76,45|78,75|78,46| 77,2 | 79,4
Hak-hak Politik

Kalimantan
Timur

Nasional 54,6 |47,87 | 47,54 46,33 | 46,25 |63,72|70,63|70,11 | 66,63 |65,79|70,71 | 67,85
Lembaga Demokrasi

54,78 (53,89 |45,12(51,69 55,36 | 70,42 | 82,74 78,35 | 67,18 | 61,38 | 66,27 | 74,56

Kalimantan
Timur

Nasional 62,72(63,11|74,72|69,28|72,24|75,81 | 66,87 | 62,05|72,49|75,25|78,73 | 75,66
Keterangan: > 80=Baik; 60-80=Sedang; < 60=Buruk.
Sumber: BPS 2015-2019, 2021 (diolah)

67,57172,34| 68,1 (69,68 58,2 (69,94 |63,99 (60,36 |68,72|72,22|82,17|76,01

Berdasarkan Tabel 1, indeks kebebasan sipil di Kalimantan Timur lebih tinggi
dibandingkan dengan indeks kebebasan sipil rata-rata nasional. Mengingat
skor mulai 0-69,9 dikategorikan Buruk, 70-79,9 Sedang, dan 80-100 Baik
maka hanya tahun 2016 kondisinya Sedang. Sementara dari tahun 2009
sampai 2020 kondisi kebebasan sipil di Kalimantan Timur termasuk dalam

kategori Baik.

Berkenaan dengan hak-hak politik, data tersebut menunjukkan bahwa indeks
hak-hak politik secara umum berada di atas rata-rata nasional, kecuali untuk
tahun 2011, 2018, dan 2019. Kondisi untuk tahun 2009-2013 termasuk
Buruk/Rendah, tahun 2014 dan 2016-2020 termasuk Sedang, dan hanya
tahun 2015 yang termasuk Baik/Tinggi. Hal ini berarti bahwa mulai tahun
2014 (sampai sekarang) pemenuhan hak-hak politik masyarakat Kalimantan

Timur termasuk Sedang atau cukup kondusif.

Untuk Lembaga politik, Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar Indeks
Lembaga Politik berada di bawah rata-rata nasional (2009, 2011, 2013, 2014,
2015, 2017, dan 2018). Namun secara umum, termasuk Cukup (tahun 2013
termasuk Buruk/Rendah, tahun 2019 termasuk Baik/Tinggi).
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Penggabungan Indeks Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik, dan Lembaga
Politik untuk kemudian dirata-ratakan akan melahirkan Indeks Demokrasi.
Indeks Demokrasi Kalimantan Timur (IDKT) dibandingkan dengan Indeks
Demokrasi di provinsi-provinsi lain akan menunjukkan posisi atau ranking
IDKT di Indonesia, sebagaimana bisa dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. Indeks demokrasi Kalimantan Timur dan ranking-nya se-Indonesia

No | Tahun 1}2:11::1? IDKT IDI Kategori I{:l(:i:lsll Keterangan
1 2009 8 72,31 67,30 Sedang 33 Di atas rata-rata nasional
2 2010 4 73,04 63,17 Sedang 33 Di atas rata-rata nasional
3 | 2011 18 66,37 65,48 Sedang 33 Di atas rata-rata nasional
4 | 2012 8 71,23 62,63 Sedang 33 Di atas rata-rata nasional
5 | 2013 9 68,13 63,72 Sedang 33 Di atas rata-rata nasional
6 2014 6 77,77 73,04 Sedang 33 Di atas rata-rata nasional
7 2015 3 81,24 72,82 Baik/Tinggi 34 Di atas rata-rata nasional
8 2016 13 73,64 70,09 Sedang 34 Di atas rata-rata nasional
9 | 2017 19 72,86 72,11 Sedang 34 Di atas rata-rata nasional
10 | 2018 16 73,88 72,39 Sedang 34 Di atas rata-rata nasional
11 | 2019 13 77,67 74,92 Sedang 34 Di atas rata-rata nasional
12 | 2020 3 81,99 73,66 Baik/Tinggi 34 Di atas rata-rata nasional

Keterangan: IDKT: Indeks Demokrasi Kalimantan Timur; IDI: Indeks Demokrasi Indonesia
Sumber: BPS 2015-2019, 2021 (diolah)

Dari Tabel 2 terlihat bahwa Indeks Demokrasi Kalimantan Timur berada di
atas rata-rata nasional di semua tahun (2009-2020). Hal ini berarti bahwa
kondisi demokrasi di Kalimantan Timur lebih baik dari kondisi demokrasi
secara nasional. Data tersebut juga menunjukkan bahwa perkembangan
demobkrasi lokal di Kalimantan Timur fluktuatif dengan tren terakhir semakin
membaik. Bahkan, di tahun 2020 peringkat kinerja demokrasi di Kaltim
menduduki urutan terbaik ketiga. Peringkat ketiga ini sama dengan peringkat
tahun 2015, namun untuk tahun 2020 skornya lebih baik dari tahun 2015.
Kinerja demokrasi yang baik (tinggi) ini menunjukkan bahwa Kalimantan
Timur telah menyiapkan dan menyediakan lingkungan politik yang kondusif
bagi pembangunan IKN, serta menjadi daya dukung politik yang bisa
diandalkan dalam membangun IKN yang kuat.
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Keberagaman di Kalimantan Timur

Demobkrasi tidak bisa dilepaskan dengan keberagaman. Bahkan, keberagaman
itu sendiri adalah prasyarat bagi berjalannya sistem demokrasi yang mapan,
atau minimal sebagai penyubur dalam pengembangan demokrasi yang
menjunjung tinggi martabat manusia dan penghormatan hak asasi manusia
tanpa memandang latar belakangnya. Namun demikian, keberagaman yang
salah kelola bisa bersifat destruktif. Untuk itulah perlu dikenali profil dari
keberagaman itu, serta kecenderungan-kecenderungannya sehingga langkah

penguatan dan konsolidasi—atau langkah antisipasi—bisa dirancang dan

dieksekusi.

Keberagaman dalam perspektif politik, umumnya dilihat dari ethno-religious
groups atau keberagaman kelompok etnis/suku dan kelompok agama. Dari
dua jenis keragaman ini akan muncul keragaman bahasa, budaya, dan lain
sebagainya. Sejarah dunia juga mencatat bahwa pergolakan politik, perang
sipil, gerakan pemisahan diri (secessionist movement), perebutan kekuasaan,
genosida (genocidelethnic cleansing) dan perselisihan antarwarga banyak

disebabkan oleh masalah keberagaman (perbedaan) agama dan kesukuan.
1. Keberagaman Kelompok Agama dan Kerukunannya

Berbeda dengan banyak negara yang menyerahkan urusan agama
ke masyarakat sebagai urusan privat (bukan tugas pemerintah), di
Indonesia konstitusi dan undang-undang tentang pemerintahan daerah
mengamanatkan urusan agama menjadi tugas negara/pemerintah.
Di negara yang penganut agamanya berupa dua kelompok dengan
proporsi berimbang, bisa menjadi masalah karena rivalitas agama.
Dalam penelitian juga ditemukan walaupun hanya ada satu agama yang
dominan, konflik berbasis agama bisa terjadi karena perjuangan agama
minoritas untuk mempertahankan eksistensinya dan untuk mendapat
perlakuan yang sama/adil (kesetaraan), atau pertcumbuhan laju penganut
agama minoritas melebihi laju percumbuhan penganut agama mayoritas
(Santoso, 2002). Beberapa contoh kasus konflik bernuansa agama karena
hal ini terjadi di Situbondo, Ambon, Poso, dan beberapa daerah lainnya
di Indonesia.
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Di Kalimantan Timur, berdasarkan data kependudukan tahun 2021,
jumlah penduduk berdasarkan agama proporsinya adalah Islam 87,42%,
Protestan 7,50%, Katolik 4,42%, dan yang beragama Hindu, Buddha,
dan Konghucu, serta penganut aliran kepercayaan proporsinya masing-
masing di bawah 1% (BPS 2022). Dalam pengamatan penulis, konflik
terbuka bernuansa agama tidak pernah terjadi di Kalimantan Timur.
Yang beberapa kali terjadi hanya perselisihan warga tentang tempat untuk
beribadah, pendirian tempat ibadah, dan perusakan tempat ibadah.
Hal inilah yang menjadi perhatian Kementerian Agama (Kemenag)
sehingga Kementerian in melakukan survei tahunan di seluruh Indonesia
(termasuk Kalimantan Timur) untuk mengukur tingkat kerukunan umat

beragama.

Menurut Kemenag, kondusif tidaknya keberagaman agama dalam
mendukung sistem pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan
bernegara bisa dilihat dari toleransi antar umat beragama, kesetaraan
perlakukan antar agama, dan kerja sama antar agama. Hasil kajian
kerukunan umat beragama oleh Kemenag di Kalimantan Timur dan
provinsi lain di seluruh Indonesia dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 3. Kerukunan Umat Beragama di Kalimantan Timur

Di i/Indeks 2017 2018 2019 2020 2021
rmenstinde KT| ID | KT | ID | KT | ID |KT| ID |KT| ID
Toleransi Antar n/a | 70,91 74,7 170,33 (73,84 (72,37 | n/a | 64,15 | n/a | 68,72
Agama

Kesetaraan Antar n/a | 72,38 70,8 [70,33|72,15|73,72| n/a | 69,54 | n/a | 75,03
Agama

Kerjasama Antar n/a |73,51| 71,4 |70,56|74,75|75,40 | n/a | 68,68 | n/a | 73,41
Agama

Indels Kerukunan |, /1) 071 25 3 170,90(73,58| 73.83 | n/a |67.46|76.6| 7239
Umat Beragama

Keterangan:

- KT=Skor Kalimantan Timur, ID=Skor rata-rata nasional untuk seluruh provinsi
(Indonesia) Skor: 0-20 = Sangat rendah (Sangat buruk), 21-40 = rendah (Buruk),
41-60=sedang (Cukup), 61-80 = Tinggi, (Baik), 81-100 = Sangat tinggi (sangat baik)
Sumber: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI 2018, 2019, 2020, 2021, Kemenag.
go.id (22 Maret 2018) (72,27), Merdeka.com (20 Desember 2021) (indeks 2021 Kaltim),
Antaranews.com (25 Maret 2019)

75




Unmul Hebat, Kaltim Berdaulat, IKN Kuat:

Kontribusi Pemikiran Universitas Mulawarman di Usia 60 Tahun Volume 1

Data di atas menunjukkan bahwa untuk tahun 2018, tingkat toleransi
beragama, kesetaraan antar-agama dan kerja sama antar agama di
Kalimantan Timur semuanya di atas rata-rata nasional. Secara keseluruhan
di tahun 2018, indeks kerukunan beragama berada di atas rata-rata
nasional dengan skor tinggi (baik). Di tahun 2019, tingkat kesetaraan
antar-agama dan kerja sama antar-agama di Kalimantan Timur berada di
bawah rata-rata nasional sementara untuk toleransi antar-agama berada
di atas rata-rata nasional. Meskipun secara keseluruhan di tahun 2019
indeksnya di bawah rata-rata nasional, skornya untuk Kaltim termasuk

tinggi (baik).

Selain tahun 2017, di tahun 2020 juga terdapat penurunan kerukunan
antar umat beragama secara nasional akibat dari terbelahnya masyarakat
(termasuk yang bernuansa agama) menjelang dan setelah Pilkada DKI
2017 (2016-2017) dan Pileg-Pilpres 2019 (2018-2020) karena isu sara,
hoax, ujaran kebencian, politisasi agama (politik identitas), dan lain
sebagainya. Kondisi di tahun 2020, kemudian mengalami koreksi di
tahun 2021, dengan meningkatnya indeks kerukunan beragama secara
nasional yang mana indeks kerukunan beragama di Kaltim berada di atas

rata-rata nasional, dan kategorinya tinggi (baik).

Secara keseluruhan, indeks kerukunan beragama di Kalimantan Timur
fluktuatif, namun secara umum termasuk dalam kategori tinggi (baik).
Artinya, masalah toleransi antar-agama termasuk kondusif dan bisa

menjadi daya dukung penting dalam pembangunan IKN.
Keberagaman Kelompok Etnis

Indonesia memiliki sekitar 633 kelompok suku (Arifin, 2014) yang
kalau dijumlahkan dengan subsukunya berjumlah 1.340 suku (Dataset
BPS, 2010). Jumlah suku dan subsuku di Kalimantan Timur menurut
Kabupaten/Kota adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:
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Tabel 4. Jumlah suku di Kalimantan Timur menurut kabupaten/kota

No Kabupaten/Kota Jumlah Suku Keterangan
1 | Kabupaten Paser 129 - Banyak suku yang
2 | Kabupaten Penajam Paser Utara 86 Zama Eerdomisili

- i Kabupaten/Kota

3 | Kota Ballkpapan' . 216 berbeda,
4 | Kabupaten Kutai Timur 148 - Total suku dan sub-
5 | Kabupaten Berau 141 suku di Kalimantan
6 |Kota Bontang 104 Timur adalah 435 suku.
7 | Kota Samarinda 234
8 | Kabupaten Kutai Kartanegara 162

9-10 | Kabupaten Kutai Barat 123

dan Mahakam Ulu*
Catatan:

*Sensus dilakukan tahun 2010 sebelum pemekaran kabupaten
Sumber: Dataset Sensus Penduduk BPS 2010 (diolah)

Dari data suku tersebut, jumlah suku terbanyak ada di Kota Samarinda,
yang kemudian disusul oleh Kota Balikpapan. Banyak penduduk dengan
latar belakang suku yang sama berdomisili di kabupaten/kota yang
berbeda, dan jika di total, jumlah suku di Kalimantan Timur adalah
435 suku. Dengan demikian, dari total 1.340 suku yang ada di seluruh
Indonesia, sekitar 32,46% bisa ditemukan di Kalimantan Timur. Namun
demikian, suku-suku besar atau suku-suku yang sering menjadi perhatian

di level nasional, semuanya ada di Kalimantan Timur.

Keberagaman suku adalah merupakan kekayaan alamiah yang dimiliki
Kalimantan Timur yang untuk banyak hal sangat besar manfaatnya
seperti pertumbuhan ekonomi. Namun, keragaman suku juga memiliki
potensi konflik. Dalam melihat potensi konflik di Kalimantan Timur,
dua alat ukur yakni Ethnicity Fractionalization Index (EFI) dan Ethnicity
Polarization Index (EPI/EPOI) digunakan dengan data dasar etnis
berikut.
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Tabel 5. Komposisi penduduk menurut suku di Provinsi Kalimantan

Timur
Nama Suku/ Jumlah Nama Jumlah
No Sub-Suku No Kelompok
(Ranking A; Jiwa % Suku (Ranking | Jiwa %
N=435)) B; N=306)
1 |Jawa 968,680 |32,70 | 1 |Jawa 968,680 | 32,70
2 | Bugis 555,619 | 18,76 | 2 | Bugis 555,619 | 18,76
3 | Banjar 415,435 | 14,02 | 3 |Banjar 415,435 | 14,02
4 | Kutai 269,431 | 9,10 | 4 |Kutai 269,431 | 9,10
5 | Toraja 64,305 2,17 | 5 | Dayak 162,388 | 5,48
6 | Paser 54,632 1,84 | 6 | Paser 67,322 2,27
7 | Sunda 49,518 | 1,67 | 7 | Toraja 64,305 | 2,17
8 | Madura 44,218 1,49 | 8 | Sunda 49,518 1,67
9 | Dayak Tunjung | 42,156 1,42 | 9 | Madura 44218 1,49
10 | Buton 38,434 1,30 | 10 | Buton 38,434 | 1,30
11 | Dayak Benuaq 36,055 1,22 | 11 | Batak 32,454 1,10
12 | Dayak Kenyah 27,714 0,94 | 12 | Cina 25,686 0,87
13 | Cina 25,686 0,87 | 13 | Makassar 22,502 0,76
14 | Makassar 22,502 0,76 | 14 | Berau 21,089 0,71
15 | Berau/Merau 21,089 0,71 | 15 | Mandar 20,900 0,71
16 | Mandar 20,900 0,71 | 16 | Sasak 19,704 0,67
17 | Sasak 19,704 0,67 | 17 | Flores 18,706 0,63
18 | Dayak Bahau 18,837 | 0,64 | 18 | Bajau 18,078 | 0,61
19 | Flores 18,706 0,63 | 19 | Minahasa 17,121 0,58
20 | Bajau 18,078 0,61 | 20 | Mamuju 11,280 0,38
21 | Suku lain 230,538 | 7,78 | 21 | Suku lain 119,364 | 4,02
(415 suku) (286 suku)
Total 2,962,234 | 100 Total 2,962,234 | 100
Keterangan:

Sensus  suku  bangsa  terakhir/terbaru  diadakan = tahun 2010  (sensus
sebelumnya: 1930 dan 2000). Sensus 2010 dilakukan sebelum pembentukan
Provinsi Kaltara. Data dalam tabel adalah data di 10 Kabupaten/Kota
Provinsi Kaltim hasil pemekaran (dipisahkan dari Kabupaten/Kota yang menjadi bagian
dari Provinsi Kaltara).

Sumber: Diolah dari Dataset Sensus Penduduk BPS (2010)
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Dengan menggunakan rumus statistik EFI dan EPOI sebagaimana
dipaparkan di depan, dengan populasi suku dan subsuku yang ada di
Kalimantan Timur sebanyak 435 suku (lihat Tabel 5, Ranking A), EFI
di Provinsi Kalimantan Timur adalah 0,82749 (dibulatkan menjadi
0,83) yang artinya keragaman etnis tinggi. Sementara untuk EPI/EPOI,
diperoleh nilai 0,50960 (0,51) yang artinya polarisasi etnis sedang atau
moderat.

Bila kelompok-kelompok subsuku Dayak, seperti Dayak Tunjung,
Dayak Benuaq, Dayak Bahau, Dayak Kayan, Dayak Pinihing, dan
lain sebagainya dikelompokkan menjadi satu kelompok suku Dayak,
demikian juga untuk kelompok suku Paser (Paser, Paser Adang, Paser
Telake, Paser Balik, dan sebagainya) dan suku Batak (Batak Karo, Batak
Toba, Batak Tapanuli, dan sebagainya) (cf. Ananta ez al., 2015), urutan
populasi kelompok etnis menjadi sebagaimana bisa dilihat dalam Tabel
5 Ranking B. Pengelompokan ini dilakukan untuk suku-suku yang
berpotensi masuk dalam ranking 20 besar kelompok etnis. Dengan
menggunakan rumus dan perhitungan yang sama untuk N=306 (Ranking
B) diperoleh nilai EFI 0,82471 (0,82) dan EPOI 0,52043 (0,52). Dari
data ini, perubahan EFI dan EPOI tidak signifikan, baik dikelompokkan
atau tidak. Dengan demikian, polarisasi etnis di Kalimantan Timur

termasuk moderat atau kondusif secara umum.

Dari paparan tersebut, Kalimantan Timur adalah provinsi multi etnis.
Ethnic Fractionalization Index (EFI)-nya tinggi, sebesar 0,82-0,83 yang
menunjukkan provinsi ini sangat heterogen. Sementara itu, Ethnic
Polarization Index (EPOI)-nya yang 0,51-0,52 menunjukkan masyarakat
Kalimantan Timur tidak terpolarisasi secara tajam, melainkan moderat.
Hal ini berarti tingkat keragaman etnis di Kalimantan Timur cenderung
tidak berpotensi menimbulkan konflik frontal seperti di Kalimantan
Tengah dan Kalimantan Barat. Kalau pun ada konflik-konflik atau
ketegangan etnis yang muncul akibat dari Indeks EFI yang tinggi, puncak
ketegangannya biasanya tidak berlangsung lama, seperti beberapa kasus
di Kutai Barat dan Penajam Paser Utara (atau di Kota Tarakan ketika

masih menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Timur).
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EFI dan EPOI bisa berubah dikarenakan migrasi, dan tingkat EPOI
yang tinggi berpotensi menimbulkan konflik yang frontal. Namun,
mengingat IKN akan menjadi magnet bagi masyarakat dengan berbagai
latar belakang etnis yang berarti berbagai etnis akan datang ke Kaltim/
IKN maka tingkat polarisasinya akan menurun atau relatif sama.
Kondisi keberagaman Kalimantan Timur seperti ini di samping akan
mendukung demokrasi lokal juga akan menjadi daya dukung politik

dalam membangun IKN multikultural yang kuat.

Kesadaran Politik Masyarakat Kalimantan Timur

Data-data statistik tentang sejauh mana tingkat kesadaran politik masyarakat
Indonesia atau Kalimantan Timur belum pernah dibuat. Sebabnya, belum
pernah ada survei berskala nasional maupun regional tentang kesadaran
politik. Hal ini karena ukuran baku kesadaran politik belum disepakati oleh
para ahli. Dalam kenyataannya, memang banyak faktor atau kondisi yang
mempengaruhinya, banyak alat ukur yang bisa diajukan, dan alat ukur yang
dipakai satu ahli dengan ahli lainnya juga berbeda-beda. Akibatnya, penelitian-
penelitian tentang kesadaran politik memakai variabel yang berbeda-beda

antara satu peneliti dan peneliti lainnya.

Namun demikian, ada satu data statistik yang bisa dipakai untuk melihat
tingkat kesadaran politik, yakni data tentang partisipasi politik dalam
pemilu. Hamonangan mengatakan bahwa tinggi rendahnya partisipasi
masyarakat dalam pemilu “dapat dijadikan barometer untuk mengukur
beberapa hal, seperti menilai keberhasilan suatu pemilihan, menilai kesadaran
politik rakyat/masyarakat, atau mengukur legitimasi peserta pemilihan
yang menang’ (Hamonangan, 2022). Dengan kata lain, tingkat partisipasi
politik bisa dijadikan barometer dalam mengukur tingkat kesadaran politik
masyarakat. Memang data partisipasi politik tidak bisa dipakai untuk melihat
tingkat kesadaran politik secara keseluruhan—mengingat banyaknya alat
ukur kesadaran politik—namun data partisipasi politik dalam pemilu adalah

data indikatif penting untuk melihat kesadaran politik masyarakat.

Masyarakat di Kalimantan Timur sudah mengikuti beberapa kali Pemilu dan
Pilkada sejak dipakainya sistem pemilihan langsung. Data tingkat partisipasi
politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada (voters turnouz) di level provinsi
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dan kabupaten/kota yang tersedia, lengkap, dan bisa mewakili adalah data
Pilpres 2019, Pileg 2019, Pilkada Serentak 2018, dan Pilkada Serentak
2020 sebagaimana disajikan dalam Tabel 6 dan 7.

Tabel 6. Partisipasi masyarakat Kalimantan Timur dalam Pemilu Nasional

2019
Pileg Pilpres

Tingkat Rata-rata Tingkat Rata-rata

No | Kabupaten/Kota Partisipasi | Nasional Pa.rtigil;)aasi Nasional
(%) (%) (%) (%)
1. | Paser 81,57 81,69 82,4 81,97
2. | Kutai Kartanegara 81,29 81,69 81,6 81,97
3 Berau 85,22 81,69 86,2 81,97
4. | Kutai Barat 80,12 81,69 80,9 81,97
5. | Kutai timur 82,75 81,69 83,4 81,97
6. | Penajam Paser Utara 82,51 81,69 82,7 81,97
7. | Mahakam Ulu 77,69 81,69 79,9 81,97
8. | Kota Balikpapan 79,28 81,69 80,1 81,97
9. | Kota Samarinda 76,18 81,69 76,6 81,97
10. | Kota Bontang 82,82 81,69 83,3 81,97
Rata-Rata Kaltim 80,14 81,69 80,7 81,97

Sumber: BPS 2019, Portal KPU RI 2019 (diolah)

Tabel 7. Partisipasi masyarakat Kalimantan Timur dalam Pilkada Serentak

2018 & 2020
Pilgub Kaltim 2018 Pilbup/Pilwali se-Kaltim 2020
Tingkat Rata-rata Tingkat Rata-rata
No | Kabupaten/Kota Pa.rti;gil;aasi Nasional Partifil;aasi Nasional
(%) (%) (%) (%)
1 | Paser 54,58 73,24 67,23 76,09
2 | Kutai Kartanegara 59,75 73,24 56,67 76,09
3 | Berau 51,09 73,24 68,42 76,09
4 | Kutai Barat 58,22 73,24 71,14 76,09
5 | Kutai Timur 46,66 73,24 63,64 76,09
6 | Penajam Paser Utara 70,69 73,24 70,68* 73,24*
7 | Mahakam Ulu 62,24 73,24 75,41 76,09
8 | Balikpapan 62,98 73,24 59,47 76,09
9 | Samarinda 57,75 73,24 51,84 76,09
10 | Bontang 57,10 73,24 70,78 76,09
Rata-rata 58,16 73,24 64,96** 76,09**

Keterangan: *Pilkada Serentak 2018; **Rata-rata untuk Pilkada Serentak 2020

Sumber: KPU Kaltim 2019, KPU RI 2018, Warta Kaltim 20 Des 2020, Media Indonesia 24
Jan 2021
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Bila data-data tersebut diambil rata-ratanya dan ditambahkan dengan data-
data umum yang sebagian hanya tersedia rata-ratanya, rekapitulasi adalah
sebagai berikut.

Tabel 8. Partisipasi politik masyarakat Kaltim dalam Pemilu dan Pilkada

Pemilu Pilkada
Pileg-Pilpres TP (%) Pilgub TP (%) | Pilbup/Pilwali TP (%)
Pileg 2009 65,90 | Pilgub 2008 67,00 | Pilbup/Pilwali 2015 56,97
(Putaran Pertama) di semua Kab/
Kota kecuali PPU
(Pilkada Serentak
2015)
Pilpres 2009 66,78 | Pilgub 2008 58,84 | Pilbup PPU 2018 70,68
(Putaran Kedua) (Pilkada Serentak
2018)
Pileg 2014 68,15 | Pilgub 2013 55,48 | Pilbup/Pilwali 2020 | 64.96
semua Kab/Kota
selain PPU (Pilkada
Serentak 2020)
Pilpres 2014 62,63 | Pilgub 2018 58,16
(Pilkada Serentak
2018)
Pileg 2019 80,14
Pilpres 2019 80,7
(Pemilu Serentak
2019)

Keterangan: TP = Tingkart Partisipasi
Sumber: KPU Kaltim 2019, KPU RI 2020 (diolah)

Dengan mengacu pada data-data tersebut, tingkat partisipasi politik
masyarakat Kaltim cukup tinggi dalam pembuatan keputusan nasional,
yang bisa dilihat dari data-data Pileg dan Pilpres. Namun untuk pemilihan
regional berskop provinsi, tingkat partisipasinya rendah atau belum optimal.
Sementara di tingkat kabupaten/kota, partisipasi masyarakat di masing-
masing kota/kabupaten termasuk baik, kecuali untuk Kota Samarinda dan
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tingkat partisipasi politik dalam pemilu/pilkada adalah barometer—atau
untuk tingkat tertentu menjadi proxy—dalam mengukur kesadaran politiknya.
Secara umum, bisa dikatakan tingkat kesadaran politiknya cukup optimal dan
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naik turunnya tingkat kesadaran itu tergantung dari isu yang direspons. IKN
adalah isu nasional dan dengan mengamati antusiasme masyarakat Kaltim
dalam merespons pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan
Timur, dapat dikatakan bahwa kesadaran politik masyarakat Kaltim (termasuk
yang menjadi penduduk IKN) akan menjadi daya dukung politik yang sangat
berarti bagi pembangunan IKN.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), IKN memerlukan berbagai

daya dukung agar pembangunannya lancar tanpa gejolak dan berkelanjutan.
Daya dukung politik berupa kondisi demokrasi lokal, keberagaman, dan
tingkat kesadaran politik masyarakat sangat krusial. Pemaparan tersebut
menunjukkan bahwa demokrasi lokal Kaltim telah menyediakan lingkungan
politik yang sehat bagi IKN, dan kondisi keberagaman masyarakat kondusif
dalam pembangunan ibu kota yang multikultural. Kondisi tingkat kesadaran
politik tergantung dari isu-isu yang dihadapkan pada mereka; namun untuk
isu-isu nasional, tingkat kesadaran untuk berpartisipasi tergolong tinggi. IKN
adalah isu nasional dan masyarakat cukup antusias menyambut perpindahan
ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur sehingga kesadaran politik
mereka terkait isu IKN bisa diandalkan.

Berkenaan dengan beberapa kritik terhadap sistem demokrasi yang akan
diterapkan dalam pemerintahan IKN oleh Badan Otorita di mana IKN
tidak akan memiliki DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota sementara
masyarakat Kaltim (yang sebagian diantaranya menjadi masyarakat IKIN)
sudah terbiasa berdemokrasi dan menyampaikan aspirasinya melalui
sistem perwakilan lokal, diperlukan mekanisme agar masyarakat IKN bisa
menyampaikan aspirasinya atau aspirasinya bisa diserap. Fungsi penyerap
aspirasi ini bisa dilekatkan ke instansi-instansi di IKN atau dibuat lembaga/
forum khusus untuk hal tersebut.

Mengingat di wilayah IKN hanya akan ada Pemilu nasional (Pilpres dan
Pileg) maka untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat IKN
melalui DPR dan DPD, di IKN perlu dibentuk daerah pemilihan (Dapil)
khusus IKN. Hal ini karena berdasarkan RUU Pemilu Draf Pemutakhiran 26
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November 2020 yang akan digunakan untuk Pemilu 2024, tidak ada Dapil
untuk IKN. Menurut Draf RUU Pemilu tersebut yang ketentuan tentang
Dapil sama dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, setiap Dapil untuk
pemilihan anggota DPR mendapatkan minimal 3 kursi dan maksimal 10 kursi
dengan sistem Sainte Lague dan setiap provinsi mendapat 4 wakil di DPD
dengan sistem suara terbanyak kesatu sampai keempat. Kaltim mendapat
jatah 8 kursi di DPR dan 4 di DPD, dan dengan adanya Dapil khusus IKN,
IKN akan memiliki minimal 7 wakil dengan konstituen masyarakat IKN
(3 kursi di DPR, 4 kursi di DPD). Wakil-wakil inilah yang akan menyuarakan

aspirasi masyarakat dari segi politik dan kewilayahan.

Menjamurnya ormas-ormas atau kelompok-kelompok berplatform etnis
belakangan ini—mulai dari yang murni paguyuban atau budaya sampai yang
terkait pilkada, industri kelapa sawit, pertambangan bara, dan sekarang IKN—
bukan tidak mungkin menimbulkan friksi-friksi. Guna menjaga keberagaman
etnis dan juga agama agar tetap harmonis serta untuk mengeratkan hubungan
antar ethno-religious groups, perlu dibentuk atau diberdayakan forum ezhno
religious groups di IKN sebagai media komunikasi dan interaksi. Perlu
dipertimbangkan pula membangun tempat ibadah semua agama di IKN
dalam satu kompleks/hamparan guna memupuk dan mengintensifkan

interaksi, toleransi, dan kerja sama antar-umat beragama.

Terkait dengan penduduk asli IKN, diperlukan ruang cultural & ethnic
heritage yang alami untuk ekspresi budaya serta kegiatan ekonomi subsisten
dan komersial mikro/menengah guna merespons kekhawatiran pengalaman
penduduk asli DKI Jakarta terduplikasi di IKN. Hal ini penting untuk
generasi mendatang dan terutama generasi sekarang. Khusus untuk generasi
mendatang, agar mereka tidak tersisih di ibukota super modern perlu
upaya-upaya serius mempersiapkan mereka dengan membukakan jalan,
menciptakan peluang, dan memberikan kesempatan untuk hidup layak di
ibu kota metropolis. Entry point-nya adalah di pendidikan.
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DAMPAK SOSIAL-BUDAYA RENCANA
PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA, IDENTIFIKASI
DAN ALTERNATIF PENGELOLAANNYA

Harihanto

Program Doktor Ilmu Lingkungan

ABSTRACT
The plan to relocate the National Capital City (IKN) to East Kalimantan will have

some negative impacts, including socio-cultural impacts that must be managed to
avoid, prevent, overcome, minimize, or control. The environmental study carried
out in 2019 is a Strategic Environmental Assessment (SEA) because this project
is a national strategic project. This SEA aims to provide protection directions
and criteria for environmental security and identify the condition of social and
economic aspects. The study was conducted using the Rapid Assessment method.
One of the priority strategic issues through the SEA is recognized, namely, socio-
cultural dynamics. Based on several priority issues that have been identified, the SEA
drafting team provided many recommendations. However, the recommendations
do not cover the priority issue of socio-cultural dynamics. Therefore, it is necessary
to identify this project plan’s socio-cultural impacts (such as an independent Social
Impact Analysis) to provide alternative management. Impact identification using
a simple interaction matrix method successfully identified several socio-cultural
impacts. The impact on the preparatory stage: the emergence of land speculators/
scalpers (<), the increase in land prices (), the increase in inbound migration
(+), the increase in population (+), the increase in population density (-), the
occurrence of social conflicts (<), and the increasing even distribution of the
population (+). Impact identification using a simple interaction matrix method
successfully identified several socio-cultural impacts. The impact on the preparatory
stage: the emergence of land speculators/scalpers (-), the increase in land prices
(t), the increase in inbound migration (+), the increase in population (+), the
increase in population density (-), the occurrence of social conflicts (-), and the
increasing even distribution of the population (+). All impacts at the construction
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stage, except increased employment opportunities, are expected to continue at the
operating stage. Meanwhile, the impacts that occur at the operating stage include
increasing infrastructure & regional facilities (+), increasing public facilities and
social facilities (+), increasing regional accessibility (+), increasing unemployment
(-), and increasing crime (-).

Keywords: plan to relocate the national capital, identification of socio-cultural impacts, and
alternative management of socio-cultural impacts.

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Pada tanggal 19 April 2019 Presiden Jokowi, memutuskan untuk
memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimanta Timur
(Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan kabupaten Kutai Kartanegara)
sebagai realisasi amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Nasional 2020-2024 (Anonim, 2022a). Alasan yang melatarbelakangi
rencana ini: (1) jumlah penduduk Jakarta sudah terlalu banyak dan padat
(“sangat padat” menurut Undang-Undang No. 56/PRP/1960. Pada tahun
2020, kepadatan penduduk Jakarta mencapai 16.704 jiwa/km?* (Baswedan,
2020). Angka ini 118 kali lipat dari angka rata-rata nasional akibat urbanisasi
yang tinggi; (2) kualitas lingkungan fisik Kota Jakarta, terutama udara sudah
sangat buruk, secara fisik nampak penuh “smog” (smoog and fog = kabut asap)
dengan konsentrasi PM 2,5 per 27 Januari 2022: 5,9 kali di atas nilai panduan
kualitas udara tahunan WHO; (3) angka kriminalitas yang tinggi di Jakarta
dengan Indeks Kriminalitas menempati urutan ke-21 di Asia dengan skor
53,7; namun pada tingkat nasional menduduki peringkat pertama (TIMES
INDONESIA, JAKARTA, https://s.id/1huPR); (4) Jakarta sering banjir,
termasuk banjir kiriman dan banjir rob, akibat dari: (i) permukaan tanahnya
turun 7,5-10 cm karena pengambilan air tanah oleh penduduk (Monardo,
online, diunduh tanggal 10 Juni 2022), (ii) perilaku sebagian penduduknya
yang sering membuang sampah ke sembarang tempat, sampah menyumbat
saluran pembuangan air dan menumpuk di bagian hilir sungai (Anonim,
2022b), (iii) banjir kiriman dari wilayah sekitarnya (Jawa Barat dan Banten)
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yang topografinya lebih tinggi (Anonim, 2022¢), dan (iv) pasang naik air
laut. Dengan memindahkan IKN ke Kalimantan Timur sekalgus dapat
memeratakan distribusi penduduk; karena sampai tahun 2020 sekitar 60%
penduduk Indonesia masih tinggal di Jawa, Madura, Bali, dan Lombok yang
luasnya hanya + 6,6% dari luas total Indonesia (Harihanto, 2020). Sementara
Provinsi Kalimantan Timur yang luasnya 129.066,64 km® (Badan Pusat
Statistik — BPS, 2022a) hanya berpenduduk 3,77 juta jiwa (Badan Pusat
Statistik — BPS, 2022b) dengan kepadatan hanya 29,22 jiwa/km* (Badan
Pusat Statistik — BPS, 2022¢).

Sebagai proyek pembangunan berskala nasional, proyek ini diperkirakan akan
menimbulkan berbagai dampak, termasuk dampak sosial-budaya yang bersifat
negatif yang perlu diidentifikasi guna mengantisipasi atau merencanakan
pengelolaannya agar dapat dihindari, dicegah, ditanggulangi, diminimisasi,
atau dikendalikan karena dampak negatif itu merugikan. Sebaliknya,
supaya dampak positif yang mungkin terjadi dapat ditingkatkan dan dapat
memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat (Anonim, 2012).
Sementara sebagai proyek strategis, proyek ini tidak dilengkapi dengan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai studi lingkungan
yang bersifat detail; melainkan hanya dilengkapi dengan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) yang bersifat umum dan global. KLHS ini hanya
dilakukan menggunakan metode cepat (Rapid Assessment). Rekomendasi
di bidang sosial dari KLHS ini hanyalah: (1) penguatan ekspresi identitas
masyarakat lokal dan penataan ruang transisi peri urban atau desa kota
dengan menguatkan identitas masa lalu dan peninggalan budaya; dan (2)
pengembangan kebijakan afirmatif dan pengembangan kecamatan dan desa
cksisting pada kunci percepatan penyiapan lokasi, integrasi sosial, akselerasi
manfaat pertumbuhan IKN dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;
(3) peta jalan pengembangan masyarakat eksisting di calon wilayah IKN dan
satelit dari tahun 2020-2025: masyarakat sekitar habitat dan kawasan Nilai
Konservasi Tinggi (NKT); masyarakat berbasis pertanian ladang dan kebun;
serta masyarakat desa tua dan wilayah tradisional (Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, 2019).
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Inti dan tujuan ketiga rekomendasi tersebut adalah: (1) agar identitas
masyarakat dan budaya lokal diperkuat dengan hadirnya IKN di sana, agar
tidak punah; (2) perlunya integrasi sosial antara pendatang dengan penduduk
lokal karena dengan hadirnya IKN di sana akan semakin banyak pendatang;
namun bagaimana cara memperkuat identitas masyarakat dan budaya lokal
serta integrasi sosial antara pendatang dan penduduk lokal itu belum dirinci;
(3) membangun, membina masyarakat sekitar lokasi IKN khususnya pada
kawasan yang bernilai Konservasi Tinggi agar masyarakat tersebut tidak
merusak kawasan, dan nilai konservasi kawasan dapat dipertahankan;
mengembangkan pertanian dan perladangan di kalangan masyarakat,
terutama di kalangan masyarakat desa tua dan tradisional.

Adapun rekomendasi tindak lanjut di bidang sosial-budaya yang diberikan
dari KLHS ini adalah: (1) menyelenggarakan KLHS yang lebih detail terhadap
Kebijakan, Rencana dan/atau Program IKN, termasuk KLHS untuk master
plan dan rencana berdasarkan KLHS IKN ini; (2) perencanaan master plan
bidang sosial-budaya dan kependudukan berbasis partisipasi masyarakat di
dalam tahapan pembangunan-pertumbuhan 25 tahun ke depan, termasuk
menciptakan nilai universal adab publik yang tertib, setara dan berlanjut;
dan (3) pelaksanaan studi kelayakan (feasibility study) lanjutan yang lebih
detail terkait sistem sosial budaya setempat, serta pola dan tren percumbuhan
perkotaan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019).

Dilihat dari rekomendasi tindak lanjut nomor (2), tulisan ini setidaknya
merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat; dan dilihat dari
rekomendasi tindak lanjut nomor (3), tulisan ini merupakan sebagian dari studi
kelayakan lanjutan, terutama studi kelayakan lingkungan sosial. Sementara
studi kelayakan lingkungan secara keseluruhan mestinya diwujudkan di dalam
bentuk AMDAL bagi setiap rencana kegiatan yang merupakan bagian dari
proyek ini secara keseluruhan. Sampai saat ini, AMDAL yang dimaksud dan
akan dilaksanakan barulah AMDAL Kawasannya (Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Pemerintah Kabupaten PPU dan Pemerintah Kabupaten Kutai
kartanegara, 2022).
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Perumusan Masalah

1. Dampak sosial apa saja (negatif maupun positif) yang berpotensi terjadi

dari rencana proyek pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur?

2. Bentuk-bentuk pengelolaan bagaimana yang secara teoritik-normatif
dapat diterapkan untuk mengelola dampak sosial (negatif maupun
positif) dari rencana pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan

Timur?

Tujuan

1.  Mengidentifikasi dampak sosial-budaya (negatif maupun positif)
yang berpotensi terjadi dari rencana pemindahan IKN dari Jakarta ke

Kalimantan Timur.

2. Memberikan rekomendasi kepada pemrakarsa proyek tentang bentuk-
bentuk pengelolaan yang dapat diterapkan untuk mengelola dampak
yang dimaksud, terutama dampak negatif.

METODE

Identifikasi dampak potensial dilakukan menggunakan metode Matriks
Interaksi Sederhana (Leopold ezal., 1971) antara komponen tahap kegiatan dan
komponen lingkungan sosial-budaya yang dilengkapi dengan uraian sebab-
akibat (kausalitas) (Anonim, 2006). Sementara bentuk-bentuk pengelolaan
dampak yang direkomendasikan diidentifikasi melalui metode analogi dari
proyek yang sejenis dengan dampak yang sejenis pula dengan mengacu pada
dokumen studi kelayakan lingkungan yang sudah ada, khususnya dokumen
studi kelayakan lingkungan sosial dari proyek sejenis. Batas wilayah studi
ini adalah Indonesia, mengingat proyek ini berskala nasional sehingga dapat

mempengaruhi dan mendapat respons dari masyarakat seluruh Indonesia.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Dampak Potensial pada Komponen Sosial-Budaya

Identifikasi dampak potensial yang dilakukan dengan membagi proyek atas
tiga tahap (persiapan, konstruksi, dan operasi) telah berhasil mengidentifikasi
19 dampak sosial-budaya. Kegiatan tahap persiapan meliputi: pengumuman
rencana proyek, dan pengadaan tanah. Kegiatan tahap konstruksi meliputi:
pembangunan gedung, dan pembangunan prasarana dan sarana penunjang.
Sementara kegiatan tahap operasi adalah pengoperasian kantor pemerintahan
dan pusat perdagangan. Ke-19 dampak itu terdiri atas delapan (42,11%)
dampak positif (+); enam (31,58%) dampak positif atau negatif, dan lima
(26,31%) dampak negatif. Dilihat dari perimbangan jumlah dampak positif
dan negatif, lebih banyak dampak positifnya. Akan tetapi, studi ini belum
mengkaji intensitas dan sifat pentingnya dampak, mengingat studi ini bukan

merupakan AMDAL formal, melainkan “AMDAL independen”.

Pada tahap persiapan teridentifikasi delapan dampak: timbulnya persepsi
dan sikap masyarakat terhadap rencana proyek (+)'; munculnya spekulan
dan calo tanah ()% meningkatnya harga tanah (+); terjadinya konflik sosial
(-); meningkatnya migrasi masuk (+); bertambahnya jumlah penduduk (+)%
meningkatnya kepadatan penduduk (-), dan semakin meratanya distribusi
penduduk Indonesia (+). Timbulnya persepsi dan sikap masyarakat terhadap
rencana proyek bersumber dari pengumuman rencana proyek, terutama melalui
media massa dan media sosial. Dampak ini dapat bersifat positif dan negatif,
tergantung pada kelompok masyarakatnya dan cara mengumumkannya.
Dampak ini dapat terjadi di kalangan masyarakat di sekitar lokasi proyek
maupun di kalangan masyarakat luas mengingat proyek ini merupakan
proyek nasional. Dampak negatif munculnya spekulan/calo tanah bisa terjadi
karena proyek ini memerlukan tanah yang luas. Dampak setidaknya dapat
terjadi di sekitar lokasi IKN karena lokasi IKN sudah “dipatok” dan oleh
pemerintah tidak boleh ada transaksi tanah di lokasi itu. Dampak ini dapat

merugikan masyarakat dan pemerintah, serta dapat menimbulkan dampak

1 ( ) = dampak positif atau negatif, antara lain tergantung dari sudut pandangnya atau
kelompok masyarakat yang menerima dampak itu.

2 (-) = dampak negatif, dampak yang merugikan masyarakat..

3 (+) = dampak positif = dampak yang menguntungkan masyarakat.
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turunan meningkatnya harga tanah yang menguntungkan pemilik tanah,
namun merugikan pembeli tanah. Dampak ini juga dapat merupakan dampak
langsung karena dengan kehadiran IKN status tanah di situ akan naik sehingga
harganya juga naik. Meningkatnya harga tanah ini juga dapat menimbulkan
konflik sosial antara penguasa/pemilik tanah dengan spekulan/calo dan antara
spekulan/calo dengan pemrakarsa proyek. Meningkatnya migrasi masuk ke
wilayah sekitar lokasi IKN terjadi karena mereka mendengar akan ada proyek
di situ. Tujuan mereka biasanya mencari pekerjaan pada proyek, membuka
usaha, mengadu nasib untuk memperbaiki kehidupan. Dampak ini dapat
menimbulkan dampak turunan: bertambahnya jumlah penduduk di sekitar
lokasi/tapak proyek, dan meningkatnya kepadatan penduduk. Bertambahnya
jumlah penduduk merupakan dampak positif karena jumlah penduduk di
kabupaten yang akan menjadi wilayah IKN masih sangat sedikit. Sementara
jumlah penduduk yang memadai diperlukan sebagai pelaksana pembangunan.
Meningkatnya kepadatan penduduk merupakan dampak negatif, walau rona
awalnya “tidak padat” (Anonim, 1960) (Tabel 1).

Pada tahap konstruksi identifikasi dampak potensial: meningkatnya
kesempatan kerja (+); meningkatnya kualitas SDM lokal (+); meningkatnya

kesempatan berusaha.

Tabel 1. Jumlah dan kepadatan penduduk di calon lokasi IKN

Luas Kategori
Kabupaten {:f;ln‘;l; Wilayah (Ija‘::“i‘l‘;;‘;) (UU No56/
(km?) 2 1960)¢
Penajam Paser Utara 160.912 3.333,06 48 Tidak padat
Kutai Kartanegara 734.485 | 27.263,10 27 Tidak padat
PPU + Kukar 895.397 | 30.506,16 30 Tidak padat

Sumber: 1.Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten PPU dan Kutai Kartanegara, 2022.
2. Anonim, 1960.

(+); meningkatnya pendapatan rumah-tangga (+); terciptanya pola nafkah
ganda bagi penduduk lokal (+); dan bertambahnya jenis dan jumlah
kegiatan ekonomi informal (+). Meningkatnya kesempatan kerja merupakan
dampak positif langsung dari pembangunan konstruksi karena kegiatan

ini memerlukan sejumlah pekerja yang diperkirakan akan dipenuhi oleh

4 Sampai 50 orang/km? = tidak padat; 51 — 250 orang/km? = kurang padat; 251 — 400 orang/
km? = cukup padat; 2401/km? = sangat padat.
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pekerja migran dan lokal. Dampak ini dapat menurunkan dampak lanjutan
berupa meningkatnya kualitas SDM lokal, dan pendapatan rumah-tangga.
Meningkatnya kualitas SDM lokal dapat dialami oleh mereka yang dilibatkan
di dalam pembangunan konstruksi. Di dalam kegiatan ini para pekerja
lokal dapat belajar dari pekerja pendatang yang biasanya membawa nilai-
nilai positif lebih rajin, lebih terampil, lebih ulet, dan sebagainya. Demikian
pula meningkatnya pendapatan rumah-tangga dapat dialami oleh pekerja
lokal, apa lagi jika sebelumnya mereka ini menganggur. Meningkatnya
pendapatan rumah tangga ini dapat menjadi besar akibat meningkatnya
kesempatan berusaha bagi penduduk lokal. Meningkatnya kesempatan
berusaha ini terjadi karena diperkirakan banyak pekerja pendatang yang
memerlukan layanan — catering, laundry, penginapan, tempat kos, dan
sebagainya yang dapat disediakan oleh penduduk lokal. Dampak ini juga
dapat terjadi karena pembangunan konstruksi memerlukan sejumlah bahan
dan pekerja yang sebagian dapat disediakan oleh penduduk lokal. Dampak
ini dapat menimbulkan dampak sekunder terciptanya pola nafkah ganda
bagi penduduk lokal karena penyediaan layanan bagi para pekerja pendatang
tersebut bisa jadi merupakan kegiatan sampingan yang sebelumnya belum
mereka kenal. Dilihat dari skala, perizinan, dan jumlah pekerja yang diserap
di dalam kegiatan sambilan tersebut dapat digolongkan sebagai kegiatan
ekonomi informal karena skalanya relatif kecil, tidak memerlukan surat izin,
dan tidak banyak melibatkan pekerja (Swasono ez al, 1986). Sementara
dampak meningkatnya migrasi masuk (t), bertambahnya jumlah penduduk,
meningkatnya kepadatan penduduk, dan semakin meratanya distribusi
penduduk (+) yang terjadi sejak tahap persiapan diperkirakan akan berlanjut
pada tahap konstruksi.

Adapun dampak yang telah diidentifikasi pada tahap operasi adalah
bertambahnya prasarana dan sarana wilayah (+), bertambahnya fasilitas umum
(+), meningkatnya aksesibilitas wilayah (+), meningkatnya pengangguran
(-), dan meningkatnya kriminalitas (-). Bertambahnya prasarana dan sarana
wilayah merupakan dampak positif langsung dari pembangunan konstruksi
karena IKN akan dilengkapi dengan prasarana dan sarana: instalasi air bersih
(Tempo.co Jakarta, 2022), jalan, dan kantor (Kompas.com, 2022). Demikian
pula meningkatnya fasilitas umum dan fasilitas sosial juga merupakan dampak
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positif langsung dari kegiatan ini karena IKN akan dilengkapi dengan fasilitas
umum: tempat pembuangan sampah, halte, dan stadion (Dosen Sosiologi.
com, 2022). Sedangkan meningkatnya aksesibilitas wilayah merupakan
dampak turunan dari bertambahnya prasarana dan sarana wilayah. Dampak
ini dapat dilihat sebagai dampak positif maupun sebagai dampak negatif,
tergantung pada sudut pandangnya. Dari sudut ekonomi kegiatan ini
biasanya dinilai positif karena tahan terhadap krisis, bahkan sering disebut
sebagai “katup pengaman perekonomian” saat terjadi krisis. Dilihat dari
sudut ketertiban umum, kegiatan ini sering dicap mengganggu ketertiban
umum, mengganggu lalu-lintas. Selain itu, dampak ini bersama-sama dengan
meningkatnya kesempatan kerja yang diperkirakan akan terjadi lebih dulu
dapat menimbulkan dampak turunan berupa meningkatnya pendapatan
rumah tangga di kalangan penduduk lokal. Dampak meningkatnya
migrasi masuk, bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya kepadatan
penduduk, dan semakin meratanya distribusi penduduk yang diperkirakan
terjadi sejak tahap persiapan, selain diperkirakan akan berlanjut pada tahap
konstruksi juga berlanjut sampai tahap operasi. Sementara dampak yang
diperkirakan terjadi pada tahap konstruksi dan berlanjut sampai tahap operasi
adalah meningkatnya kualitas SDM lokal, bertambahnya prasarana dan
sarana wilayah, bertambahnya fasilitas umum dan fasilitas sosial, terciptanya
pola nafkah ganda bagi penduduk lokal (+). bertambahnya jenis dan jumlah
kegiatan ekonomi informal, dan meningkatnya aksesisibilitas wilayah (Tabel
2).

Tabel 2. Identifikasi dampak potensial rencana pemindahan IKN, 2022

Tahapan Proyek
Persiapan | Konstruksi | Operasi

Nama Dampak

1 | Timbulnya persepsi dan sikap \/

masyarakat terhadap rencana proyek (+)

Munculnya spekulan/calo tanah (-)

Meningkatnya harga tanah ()
Timbulnya konflik sosial (-)

Meningkatnya migrasi masuk ()

Meningkatnya jumlah penduduk (+)

N O\ [\ [
2|2 |2 |2 |2 <2
2 |22 |2

2|2 |22 |<

Meningkatnya kepadatan penduduk (-)
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Tabel 2. Identifikasi dampak potensial rencana pemindahan IKN, 2022

(lanjutan)
Nama Dampak : Tahapan Proyfak :
Persiapan | Konstruksi | Operasi
8 |Semakin meningkatnya distribusi N V N
penduduk (+)

9 |Meningkatnya kesempatan kerja (+)
10 | Meningkatnya kualitas SDM lokal (+)
11 |Meningkatnya kesempatan berusaha (+)

12 | Terciptanya pola nafkah ganda bagi
penduduk lokal (+)

13 |Bertambahnya jenis & jumlah kegiatan
ekonomi informal (+)

< < 2|2 <22

14 | Meningkatnya pendapatan rumah-
tangga (+)

15 |Bertambahnya prasarana dan sarana
wilayah (+)

16 | Bertambahnya fasilitas umum dan
fasilitas sosial (+)

17 | Meningkatnya aksesibilitas wilayah ()

18 | Meningkatnya pengangguran (-)
19 | Meningkatnya kriminalitas (-)

2|2 | < < < < < 2|2 <2

Alternatif Pengelolaan Dampak Negatif yang direkomendasikan

Tabel 3. Alternatif pengelolaan dampak yang direckomendasikan

Tahap dan Nama Dampak | Alternatif Pengelolaan | Instansi Terkait
1 | Tahap Persiapan
1) |Munculnya Melanjutkan larangan Badan Pertanahan Negara
spekulan/calo tanah | transaksi tanah di lokasi/ (BPN).
) tapak proyek.
2) | Timbulnya konflik | Membentuk panitia BPN, Pemda, Wakil
sosial (-) pengadaan tanah. Masyarakat.

Melakukan studi LARAP. Panitia pengadaan tanah.

Pengadaan tanah berdasarkan | Panitia pengadaan tanah.
peraturan pengadaan tanah
untuk kepentingan umum.
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Tabel 3. Alternatif pengelolaan dampak yang direkomendasikan (lanjutan)

+)

RTRW.

Mengarahkan pendatang ke
wilayah sekitar IKN yang
sedang membangun dan
memerlukan pekerja.

Tahap dan Nama Dampak Alternatif Pengelolaan Instansi Terkait
3) | Bertambahnya Mengarahkan pendatang ke | Kepala Daerah sekitar
jumlah penduduk | wilayah pemukiman sesuai | wilayah IKN.

2. | Tahap Konstruksi

1) | Meningkatnya
kesempatan kerja (+)

Melibatkan sebanyak
mungkin pekerja lokal
ke dalam proyek sesuai

kualifikasi.

Pemrakarsa proyek.

Kontraktor proyek.

2) | Meningkatnya
kualitas SDM lokal
(+)

Sama dengan di atas.

Sama dengan di atas.

3) | Meningkatnya
kesempatan
berusaha

Memberi kesempatan luas
kepada penduduk lokal
untuk menjadi rekanan

proyek.

Sama dengan di atas.

4) | Bertambahnya jenis
& jumlah kegiatan
ekonomi informal

()

Menegakkan peraturan
tentang lingkungan, sektor
informal, dan ketertiban
umum.

Kepala Daerah sekitar lokasi
IKN.

3. | Tahap operasi

1) | Meningkatnya
pengangguran (-)

Mengalihkan eks pekerja
proyek ke proyek pemerintah
lainnya.

Pemrakarsa, Kontraktor.

Kementerian Tenaga Kerja.

Dinas Tenaga Kerja.

Memberikan pelatihan bagi

Pemrakarsa.

eks karyawan proyek dan Kementerian Tenaga Kerja.
penganggur untuk berusaha | ;46 Tenaga Kerja.
mandiri. Balai Latihan Kerja.

Menegakkan peraturan
lingkungan, sektor informal,
ketertiban umum bagi
penganggur yang membuka
usaha dengan melanggar
ketertiban umum.

Kepala Daerah sekitar IKN.

2) |Meningkatnya
kriminalitas (-)

Sama dengan di atas (karena
sebagai dampak turunannya.

Sama dengan di atas.

Mengaktifkan Sistem
Keamanan Lingkungan

(Siskamling).

Kepala Daerah sekitar IKN.
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN
Kesimpulan

Diperkirakan terdapat 19 dampak potensial di bidang sosial-budaya dari
rencana pemindahan IKN dengan proporsi dampak positif lebih banyak
dibanding dampak negatif. Di dalam studi ini, dampak sosial-budaya yang
dimaksud belum dievaluasi intensitas dan sifat pentingnya; mengingat
studi ini merupakan studi independen, bukan studi AMDAL formal, dan
identifikasi dampak hanya didasarkan pada rencana kegiatan secara umum

(belum detail).

Rekomendasi Kebijakan

Direkomendasikan kepada pemrakarsa proyek bahwa semua dampak negatif
di bidang sosial-budaya yang diperkirakan akan terjadi harus dikelola agar
dapat dihindari, dicegah, ditanggulangi, minimisasi, atau dikendalikan.
Terdapat beberapa dampak positif yang direkomendasikan dikelola agar
dapat meningkat dan memberikan manfaat yang lebih besar, terutama
kepada penduduk lokal, yakni meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha,
meningkatnya kualitas SDM lokal, serta bertambahnya jenis & jumlah
kegiatan ekonomi informal. Guna mengkaji intensitas (besarnya) dan sifat
pentingnya dampak harap dilakukan AMDAL formal untuk setiap rencana
kegiatan yang merupakan bagian/dilakukan di dalam kawasan IKN dengan
melibatkan konsultan daerah.
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ABSTRACT

In the states life, the government must consider many aspects, so the constitution

as a state guide is important to implement. However, the reality is that many

provisions in the states life do not work as they are. The governments policy of
relocating the National Capital has generated many controversies, including
the fast formation mechanism, the disharmonious-ness of equal norms, and
crashing into higher norms. This research is normative legal research, using a legal
approach. The results of this study indicate that the government needs to conduct a
study related to the rules governing the relocation of the capital city. Especially the
mechanism for administering regional government in the city so that the relocation
of the capital city and the administration of government in the area can later run
Jollowing applicable norms and principles.

Keywords: construction; Indonesia; national capiral city; statehood; the capiral city of the nusantara.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Negara Indonesia adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada bangsa

Indonesia. Memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang
luar biasa. Dengan daerah geografis yang begitu luasnya, saat ini Indonesia
telah terbagi menjadi 37 Provinsi. Provinsi merupakan pemerintah daerah
yang berada di bawah Pemerintah Pusat, memiliki otoritas untuk mengurusi
daerahnya masing-masing. Selanjutnya, di bawah pemda provinsi ada
pemerintah kabupaten dan kota yang juga memiliki otoritas untuk
menjalankan penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

Dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni tertuang pada Pasal
18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
NRI Tahun 1945) yang pada intinya mengakui keberadaan Pemerintahan
Daerah. Disebutkan juga bahwa pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten,
serta kota dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Lebih spesifik lagi yakni pada Pasal 18B disebutkan bahwa negara mengakui
dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus
atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Secara langsung,
dapat dimaknai bahwa negara Indonesia memiliki daerah di luar dari
pemerintahan biasanya yang tentu saja untuk mengukur ini tidak boleh
serampangan, harus menggunakan variabel yang jelas sehingga ke depannya
pemerintah dapat menentukan dengan tepat bahwa daerah apa saja yang

dapat dikategorikan daerah khusus dan yang bersifat istimewa.

Berkenaan hal tersebut, pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara
(UU IKN) kemarin menuai banyak kontroversi, terlepas dari jangka waktu
pembentukannya yang begitu singkat, namun secara materiil atau legal
substansinya juga menjadi sorotan. Di dalam UU IKN disebutkan bahwa
yang akan menyelenggarakan pemerintahan Ibu Kota Nusantara adalah
Kepala Otorita yang selanjutnya ditegaskan pula bahwa Kepala Otorita
berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan
oleh Presiden. Melihat klausul tersebut, dengan menggunakan UUD NRI
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Tahun 1945 sebagai batu uji, dapat kita lihat bahwa tidak satupun pasal
atau ayat menyebutkan redaksi terkait penyelenggaraan pemerintahan
daerah dapat dilaksanakan oleh Kepala Otorita. Selanjutnya dengan melihat
Undang-Undang Pemerintah Daerah (UU Pemda) pun demikian, bahwa
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dijalankan oleh Kepala
Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik
Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Bukan hanya menabrak Konstitusi dan UU
saja, melainkan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah pun turut
dilanggar, dan masih banyak kerancuan lainnya yang dapat kita temukan di
dalam UU IKN tersebut.

Tulisan ini mengkaji tentang: (a) Konsep konstruksi hukum Ibu Kota Negara
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (b) strategi pengukuran daerah yang

memiliki sifat khusus dan istimewa.

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menelaah
dan mengkaji berbagai literatur yang berkenaan dengan penyelenggaraan
pemerintahan Ibu Kota Negara. Menurut Sudikno Mertokusumo, penelitian
kepustakaan dapat berdiri sendiri tanpa disertai atau dilengkapi dengan
penelitian lapangan. Penelitian hukum dapat semata-mata hanya mendasarkan
pada penelitian kepustakaan saja (penelitian hukum normatif).

Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, penelitian ini
menggunakan dua pendekatan masalah, yakni pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan konseptual. Pertama, pendekatan perundang-
undangan, fokus dari pendekatan perundang-undangan ini adalah menggali
berbagai peraturan perundang-undangan terkait topik penelitian dalam
kegunaannya sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan Ibu Kota
Nusantara. Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual, pendekatan
ini akan diarahkan pada usaha untuk menemukan konsep ideal dalam

penyelenggaraan pemerintahan Ibu Kota Nusantara.
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Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang
terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum

tersier.

a) Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat karena

dikeluarkan oleh pemerintah dalam penelitian ini meliputi:
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587).

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5588).

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5678).

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766).
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b) Bahan Hukum Sekunder diartikan sebagai sumber hukum yang tidak
mengikat, tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan
hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari
bidang hukum tertentu, berupa buku-buku, disertasi, tesis, skripsi,
jurnal, dan makalah-makalah hukum yang berhubungan dengan objek
penelitian. Bahan hukum sekunder ini berguna untuk meningkatkan
mutu dalam memahami hukum positif yang berlaku. Bahan-bahan juga
didapatkan melalui pemberitaan media cetak maupun online, terkait
konstruksi hukum Ibu Kota Negara.

¢) Bahan Hukum Tersier, diartikan sebagai sumber yang memberi penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam
penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum,

serta Kamus istilah Inggris-Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa bahan hukum
melalui metode penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilaksanakan
dengan menggunakan literatur pustaka, baik berupa buku-buku, jurnal
ilmiah, media massa dan internet, serta referensi lain yang relevan guna

menjawab rumusan permasalahan.

Analisis Data

Data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu
mengumpulkan dan menyeleksi bahan hukum sesuai dengan permasalahan
yang diteliti, kemudian dideskripsikan sehingga menghasilkan gambaran atau
simpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya schingga mampu menjawab

seluruh permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Konstruksi Ibu Kota Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Bangunan hukum di dalam konstitusi kita tidak begitu spesifik atau mengatur
dengan tegas tentang konstruksi Ibu Kota Negara, hanya ada dua pasal yang

menyebutkan secara langsung yang berkaitan dengan Ibu Kota Negara.
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Pertama adalah Pasal 2 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa:
“Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya dalam lima tahun di
Ibu Kota Negara. Kedua adalah Pasal 23G ayat (1) menyebutkan bahwa:
Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibu Kota Negara, dan memiliki
perwakilan di setiap Provinsi. Sehingga apabila negara ingin memindahkan
ataupun mengeluarkan kebijakan terkait Ibu Kota Negara, posisinya sangatlah
fleksibel, namun tentu saja harus dengan pertimbangan yang rasional dan
tidak membentur peraturan perundang-undangan yang lain. Dalam sejarah
bangsa Indonesia khususnya pada masa kerajaan, pemindahan Ibu Kota
Negara merupakan hal yang biasa terjadi, banyak faktor yang menyebabkan
hal tersebut, salah satunya seperti bencana alam, di mana pada masa itu,
ketika sebuah ibukota kerajaan mengalami bencana alam, maka segera akan
dipindahkan karena dianggap telah terkena kutukan para dewa.

Kondisi masa lalu yakni di masa kerajaan tentu saja tidak dapat dijadikan satu
satunya komparasi untuk menguatkan pemakluman pemindahan Ibu Kota
Negara, mengingat di masa itu bentuk pemerintahannya adalah monarki/
kerajaan, sehingga titah raja menjadi kewenangan absolut dalam membuat
sebuah kebijakan. Komparasi dengan negara lain di masa kini juga bisa
digunakan, ternyata cukup banyak negara yang melakukan pemindahan
Ibu Kota Negaranya, sebut saja Brazil telah memindahkan ibukotanya
dari Rio Janeiro, Korea Selatan memindahkan ibukotanya dari Seoul ke
Sejong, dan masih banyak lagi. Sampai disini kita dapat melihat bahwa
pemindahan Ibu Kota Negara bukanlah hal yang begitu sakral, atau tidak
dapat dilakukan, bahkan isu pemindahan Ibu Kota Negara telah ada sedari
zaman pemerintahan Presiden Soekarno sampai dengan masa pemerintahan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun kembali lagi bahwa banyak
faktor yang kemudian menyebabkan hal tersebut belum terimplementasi di

masa pemerintahannya.

Selanjutnya dengan mencermati UU IKN, tepatnya pada konsideran UU
tersebut, dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat
(1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2)
UUD NRI Tahun 1945. Pada intinya dasar hukum yang digunakan hanya

bermuatan tentang kewenangan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat
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(DPR) untuk mengusulkan/membentuk sebuah undang-undang, adapun
pasal yang lainnya adalah memuat tentang bahwa Indonesia terbagi atas
daerah provinsi. Daerah provinsi terbagi atas daerah kabupaten dan kota, serta
pengakuan adanya daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Sama halnya
dengan Undang-undang tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu
Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU
DKI Jakarta), bagian konsiderannya hampir sama memuat dasar hukum yang
terdapat pada UU IKN.

Pada bagian penjelasan UU DKI Jakarta, disebutkan bahwa Provinsi
DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam
kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam
mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, perlu
diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melihat penjelasan tersebut dan juga
muatan yang terkandung di dalam UU DKI Jakarta bahwa DKI Jakarta
sebagai provinsi sekaligus Ibu Kota Negara, masih senapas dengan konstitusi
kita karena penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan masih memenuhi
unsur-unsur pemerintahan provinsi, misalnya pada undang-undang tentang
pemerintahan daerah (UU Pemda) disebutkan bahwa pemerintahan daerah
menyelenggarakan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI
Tahun 1945. Klausul tersebut dapat dimaknai bahwa untuk menjalankan
penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik itu provinsi, kabupaten, dan
kota pemerintahan daerahnya (gubernur, bupati, dan/atau walikota) tidaklah
sendiri, yakni ada DPRD yang juga turut serta dalam melaksanakan jalannya
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berbeda dengan apa yang termaktub pada UU IKN, walaupun disebutkan
sebagai salah satu pemerintahan daerah dengan redaksi bahwa Pemerintah

Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita
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Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan
pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah
Khusus. Namun, tidak disebutkan sama sekali bahwa dalam menjalankan
penyelenggaraannya akan dilakukan bersama dengan DPRD sehingga klausul
dalam UU IKN tersebut kontradiktif dengan semangat penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang tertuang di dalam Konstitusi maupun di dalam
UU Pemerintahan Daerah.

Mengukur Daerah yang Memiliki Sifat Khusus dan Istimewa

Mencermati redaksi pada konstitusi kita mengenai pengakuan daerah
yang memiliki sifat khusus dan istimewa tepatnya pada Pasal 18B UUD
NRI Tahun 1945, dapat menggunakan pendekatan sejarah, dalam naskah
komprehensif UUD NRI Tahun 1945 Buku IV Jilid 1 dijelaskan bahwa:
I. Oleh karena Negara Indonesia atau suatu eenbeidstaat, Indonesia tak akan
mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat szzat juga. Daerah
Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi
pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom
(streek dan locale rechts gemeenschappen) atau bersifat daerah administrasi
belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-
undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan
perwakilan daerah oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas
dasar permusyawaratan. II. Dalam ferritoire Negara Indonesia terdapat lebih
kurang 250 zelfbesturende landchappen dan volksgemeenschappen, seperti desa
di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan
sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya
dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik
Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan
segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati
hak-hak asal-usul daerah tersebut. Ketentuan pasal 18 beserta penjelasannya
diatas menegaskan bahwa UUD NRI Tahun 1945 tidak menganut bentuk
negara federasi. Tidak ada negara dalam negara, hanya ada pemerintahan
daerah. Selain itu, UUD NRI Tahun 1945 juga mengakui dacrah-daerah yang

bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi saja.
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Dengan melihat penjelasan tersebut, saya kira telah membuka dengan terang
benderang maksud dari lahirnya Pasal 18B tersebut sehingga dasar hukum
dalam pembentukan UU IKN kurang tepat, bahkan muatan UU IKN telah
menabrak Pasal 18B itu sendiri, secara tegas dikatakan bahwa daerah-daerah
yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah yang oleh ke
semuanya itu harus menjalankan pemerintahannya dengan bersendikan atas
dasar permusyawaratan. Adapun pemaknaan mengenai daerah yang bersifat
istimewa juga tidak begitu tepat, mengingat penjelasan terkait Pasal 18B,
mengatakan bahwa daerah yang dimaksud adalah daerah yang mempunyai
susunan asli, sedangkan kita ketahui bersama daerah yang saat ini ditunjuk

sebagai IKN belum memenuhi ketentuan syarat tersebut.

PENUTUP
Kesimpulan

1. Mekanisme terkait pengaturan Ibu Kota Negara tidak dibunyikan secara
spesifik di dalam Konstitusi kita schingga tidak banyak memberikan
pengaruh kepada pemerintah ketika mengeluarkan kebijakan tentang
pemindahan Ibu Kota Negara. Namun, bukan berarti bahwa dalam
proses pemindahan Ibu Kota Negara kita dapat dipindahkan dengan
bebas, tentu saja harus didasari dengan pertimbangan rasional dan
ilmiah, seperti kajian dan penelitian terkait risiko yang ditimbulkannya.
Harus memandang aspek sosial budaya masyarakat sekitar, kemampuan

sumber daya manusia, dan juga kesanggupan finansial negara.

2. Ukuran sebuah daerah dapat dikatakan sebagai daerah yang memiliki
sifat khusus dan istimewa juga tidak disebutkan secara spesifik pada
konstitusi kita, namun melalui penelusuran pada naskah komprehensif
UUD NRI Tahun 1945 Buku IV Jilid 1, jelas disebutkan bahwa
pemerintah daerah memiliki otoritas di daerahnya yang kemudian
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dijalankan bersama
dengan dewan perwakilan rakyat daerah yang secara langsung
penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut dapat dikatakan telah

bersendikan permusyawaratan, begitu pun dengan daerah istimewa
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di mana daerah tersebut harus memiliki susunan asli atau hak-hak
asal-usul yang masih hidup sehingga daerah tersebut dapat memiliki

keistimewaan.

Saran/Rekomendasi

Sebaiknya pemerintah mengkaji ulang terkait muatan yang terkandung
di dalam UU IKN tersebut, terkhusus pada klausul yang menyebutkan
IKN adalah Pemerintahan Daerah Khusus, dan juga pada klausul yang
menyebutkan Ibu Kota Negara Nusantara sebagai lembaga setingkat
kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota
Nusantara. Di samping kedua klausul tersebut menggambarkan kerancuan
logika penyelenggaran pemerintahan daerah, klausul tersebut juga secara

langsung menghianati napas Konstitusi.
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Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
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ABSTRACT

The concept of moving the city capital for Indonesia is a discourse that has been
in the works for a long time, partly because the burden that DKI Jakarta has
been carrying so far is too heavy. East Kalimantan was chosen as the new capital
city. This paper aims to see the transfer of the citys capital from the perspective of
international law. The results of the study concluded that several things need to be
prepared for the new state capital, including; (1) the availability of territory for
foreign embassies in the capital area of new countries and (2) the need to strengthen
regulations related to non-fly zones in strategic areas, such as the presidential palace
(3) East Kalimantan is directly adjacent to the Indonesian Archipelagic Sea Route
11 so that potential threats from the sea area are very likely to attack the national
capital, it is necessary to strengthen the maritime sector security in ALKI II both
internally and regionally (4) there are several practices of moving the capital city
by other countries that can become a consideration for Indonesia in relocating the
Capital city.

Keywords : International Law, Moving the Capital City
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PENDAHULUAN

Isu terkait pemindahan Ibu Kota Negara ini bukanlah isu baru, setidaknya
ide pemindahan Ibu Kota Negara sudah menjadi pembahasan sejak era
kolonial, lahirnya wacana pemindahan ibu kota dari Batavia ke Surabaya.
Gubernur Jendral Hindia Belanda Herman Willem Daendels (1762-1818)
ingin memindahkan pusat pemerintahan karena dua faktor: (1) alasan
kesehatan karena di Batavia banyak sumber penyakit. (2) alasan pertahanan,
di Surabaya terdapat benteng dan pelabuhan. Namun, rencana ini gagal
karena membutuhkan dana besar, sedangkan Prancis dan Belanda lebih

mengutamakan dananya untuk perang melawan Inggris.

Di era Soekarno ide ini kembali bergulir, di mana Palangkaraya
dipersiapkan untuk menjadi ibu kota negara. Alasan Soekarno memilih
Palangkaraya, secara geografis Palangkaraya berada di tengah-tengah
Indonesia dan wilayah yang tersedia masih sangat luas. Jakarta pada
waktu itu dipandang sangat rentan terhadap kepentingan-kepentingan
asing. Jika Ibu Kota Negara dipindahkan ke Kalimantan Tengah,
ibukota tidak akan diganggu oleh kepentingan asing, namun wacana ini
gagal direalisasikan karena saat itu menghadapi sulitnya kondisi keuangan

negara.

Wacana kembali muncul di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) tahun 2012. Beberapa daerah muncul sebagai alternatif
Ibu Kota Negara, yaitu Palembang (Sumatera Selatan), Karawang (Jawa
Barat), Sulawesi Selatan dan Palangka Raya (Kalimantan Tengah). Tapi SBY
lebih mendorong pengembangan Jakarta sebagai pusat bisnis ekonomi dengan
nama The Greater Jakarta.

Pada era Presiden Joko Widodo, pemindahan Ibu Kota Negara sudah
dibahas oleh pemerintahan Jokowi sejak 2019 lalu usai rapat terbatas soal
pemindahan ibukota. Jokowi memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota
Negara keluar pulau Jawa dan dicantumkan dalam Rapat Paripurna JMN
pada tahun 2020-2024 dengan perkiraan pembiayaan Rp466,98 triliun. Ada
beberapa alasan mengenai urgensi perpindahan ibu kota negara, di antaranya
(1) populasi terlalu padat; (2) dominasi kontribusi ekonomi terhadap PDB
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sebesar 58,49 persen; (3) krisis air bersih; (4) konversi lahan terbesar terjadi
di Pulau Jawa; (5) pertumbuhan urbanisasi sangat tinggi; dan (6) ancaman
bencana alam.

Dengan alasan tersebut, beberapa wilayah di Indonesia ditinjau untuk
menjadi pertimbangan Ibu Kota Negara yang baru. Sejumlah daerah dianggap
memenuhi kriteria untuk menjadi Ibu Kota Negara baru, antara lain wilayah
Sumatera bagian Timur, Kalimantan dan Sulawesi Bagian Selatan. Pemilihan
wilayah tersebut karena paling kecil terdampak risiko bencana, kepadatan
penduduk relatif rendah, serta minim risiko konflik kemanusiaan yang
aman dari perspektif pertahanan dan keamanan. Di antara beberapa wilayah
tersebut, kawasan Bukit Soeharto di Kalimantan Timur memiliki sejumlah
keunggulan, di antaranya kelengkapan infrastruktur pendukung yang telah

tersedia di sekitar kawasan.

Wilayah di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur telah resmi ditetapkan
menjadi Ibu Kota Negara baru Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Rancangan Undang-undang IKN pun akhirnya di sahkan oleh DPR RI.
Meskipun beberapa pihak masih pro dan kontra. Pihak kontra berpendapat
ibu kota negara akan menjadi ancaman ruang hidup masyarakat lokal maupun
satwa langka yang berada di lokasi proyek ibu kota negara yaitu Kabupaten
Penajam dan daerah penyangga yakni Kutai Kartanegara dan Balikpapan.
Selain itu, sosialisasi RUU IKN sangatlah minim, bahkan dilakukan tertutup
di salah satu kampus terbesar di Kalimantan Timur sehingga partisipasi publik

menjadi minim, termasuk penyusunan kajian lingkungan hidup strategis

(KLHS) yang tidak melibatkan masyarakat di sekitar lingkar IKN.

Terlepas dari pro kontra yang muncul pascapenetapan Ibu Kota Negara
di wilayah Kalimantan Timur. Perpindahan Ibu Kota Negara bukan lah
merupakan hal yang baru terjadi bagi negara-negara di dunia. Setidaknya
di Kawasan Asia sendiri, ada enam negara yang sudah pernah melakukan
pemindahan Ibu Kota Negara dengan alasan yang bermacam-macam, seperti
(1) Myanmar memindahkan Yangon ke Naypyidaw, (2) Pakistan dari Karachi
ke Islamabad, (3) Kazakhstan dari Almaty ke Astana, (4) Malaysia dari Kuala
Lumpur ke Putra Jaya, (5) India dari Kolkata ke New Delhi, dan (6) Vietnam
yang memindahkan Hoi Chi Minh ke Hanoi.
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Dari deretan negara-negara tersebut, memang tidak semuanya yang berhasil
memindahkan Ibu Kota Negara mereka. Diantaranyaadabeberapa negarayang
gagal dalam melakukan pemindahan Ibu Kota Negara, di mana dampaknya
adalah kerugian yang terjadi mengingat pembangunan infrastruktur sudah
berjalan di negara tersebut.

Namun di antara negara-negara tersebut, Malaysia lah yang memiliki alasan
pemindahan Ibu Kota Negara mirip dengan Indonesia. Dikutip dari kanal
Youtube Narasi Newsroom, Malaysia memindahkan Ibu Kota Negara ke
Putra Jaya karena Kuala Lumpur sudah tidak mampu untuk memberikan

kualitas hidup yang layak bagi masyarakat dan pejabatnya.

Indonesia sebagai negara yang akan melakukan pemindahan ibukota menjadi
penting untuk ‘mengatur strategi’ bagaimana agar pemindahan tersebut bisa
berjalan dengan baik. Tulisan ini hadir untuk melihat bagaimana keadaan
perpindahan ibu kota negara dilihat dari perspektif hukum internasional. Hal-
hal apa yang perlu menjadi perhatian bagi stakeholder demi tidak terganggunya
hubungan Indonesia dan negara-negara lain? Hal-hal apa yang akan menjadi
kendala, serta tantangan dalam pemindahan Ibu Kota Negara? Tulisan ini
hadir untuk mendeskripsikan implikasi pemindahan Ibu Kota Negara dari
perspektif hukum internasional dan untuk mengidentifikasi peluang dan

tantangan bagi Indonesia dalam membangun ibu kota negara yang baru.

METODE PENULISAN

Menggunakan pendekatan doktrinal, yaitu penelitian dengan melakukan
analisis mengenai aturan-aturan dan studi kepustakaan. Dengan pendekatan
statute approach, conceptual approach, serta analytical approach. Teknik
penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis

kajian menggunakan analisis kualitatif.

PEMBAHASAN
Pemindahan Ibu Kota Negara dari Perspektif Hukum Diplomatik

Hukum Diplomatik pada hakekatnya merupakan ketentuan atau prinsip-
prinsip Hukum Internasional yang mengatur hubungan diplomatik

antarnegara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama dan ketentuan
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atau prinsip-prinsip yang dituangkan di dalam instrumen-instrumen hukum
sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan
kemajuan Hukum Internasional.

Menurut Komisi Hukum Internasional, bentuk yang paling tepat dalam
mengadakan hubungan diplomatik antara dua negara adalah dengan
mendirikan misi diplomatik tetap atau (Ambasade atau Legation). Akan tetapi,
tidak tertutup kemungkinan bagi kedua negara yang bersangkutan untuk
menempuh cara atau bentuk lain. Negara yang mengirim wakil diplomatiknya
untuk ditempatkan di suatu negara lain disebut “negara pengirim” atau “zhe
sending state”, sedangkan negara yang menerima wakil diplomatik negara lain

dinamakan “negara penerima” atau “the receiving state”.

Kantor Kedutaan Besar di suatu negara menunjukkan lambang adanya
perwakilan diplomatik, serta adanya hubungan yang harmonis dan kerja sama
antarnegara yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi, budaya dan
hubungan ilmiah sebagaimana ditentukan pada Pasal 3 huruf (e) Konvensi
Wina 1961. Dalam menjalin hubungan internasional atau hubungan
diplomatik dengan berbagai negara yang ada di dunia, biasanya suatu negara
akan menempatkan perwakilan diplomatiknya di negara lain atau negara

mitranya.

Perwakilan diplomatik juga memiliki andil yang sangat besar, contohnya
dalam pembuatan perjanjian internasional yang dilaksanakan melalui
perundangan yang melibatkan beberapa wakil dari masing-masing negara
pembuat perjanjian. Peran yang dimiliki oleh perwakilan negara berkaitan
dengan hubungan antarbangsa, salah satunya diplomasi yakni usaha
memelihara hubungan antarnegara.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu
Kota Negara, terdapat 99 kantor kedutaan besar negara asing yang terdapat
di Jakarta dan terdapat pula sekretariat Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia
Tenggara (ASEAN).

Perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke wilayah di lingkungan
Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi
Kalimantan Timur tentu saja berdampak pada gedung kedutaan besar negara
asing yang saat ini berada di Jakarta.
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Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota
Negara menyatakan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/
lembaga internasional akan berkedudukan di Ibu Kota Nusantara berdasarkan
kesanggupan dari masing-masing perwakilan negara asing dan perwakilan
organisasi/lembaga internasional tersebut. Pasal tersebut mengandung makna
bahwa dengan pindahnya Ibu Kota Negara tentu saja perwakilan diplomatik
dan gedung kedutaan besar yang berada di Jakarta akan ikut dilakukan

pemindahan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemindahan gedung kedutaan besar negara
asing akan menunggu ketersediaan wilayah dan infrastruktur di Ibu Kota
Negara baru agar perwakilan diplomatik tetap dapat menjalankan misi, tugas,
dan fungsinya dengan baik.

Pemindahan Ibu Kota Negara dari Perspektif Hukum Udara

Internasional

Wilayah udara suatu negara adalah ruang udara yang ada di atas wilayah
daratan, wilayah laut pedalaman, laut teritorial dan juga wilayah laut negara
kepulauan. Pasal 1 Konvensi Paris 1919 yang dikuatkan oleh konvensi
Chicago 1944 menegaskan bahwa negara mempunyai kedaulatan yang penuh
dan eksklusif atas ruang udaranya. Negara memiliki yurisdiksi eksklusif dan

kewenangan yang penuh untuk mengontrol ruang udara di atas wilayahnya.

Negara berhak dalam menentukan wilayah udara mana yang boleh dilewati
oleh pesawat sipil dan penetapan tersebut juga harus disesuaikan dengan
peraturan yang telah diatur Konvensi Chicago 1944 dan yang ditetapkan
Organisasi Penerbangan Sipil Internasional. Sepanjang menyangkut zona
udara terlarang diatur dalam Pasal 9 Konvensi Chicago 1944. setiap negara
berhak menetapkan zona larangan terbang bagi pesawat udara sipil asing dan
militer asing, bahkan larangan tersebut berlaku juga terhadap pesawat sipil
nasional. Larangan terbang diterapkan oleh negara-negara dengan berbagai
alasan salah satunya dengan semakin berkembangnya teknologi di ruang udara
tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran, seperti
pemotretan dari udara melalui satelit ataupun adanya kegiatan spionase yang

dilakukan oleh musuh yang dapat mengganggu kedaulatan suatu negara.
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Terkait dengan alasan keamanan militer dan keselamatan publik, penetapan
zona larangan terbang tersebut bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban
suatu negara.

Zona larangan terbang juga disebut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan. Pengaturan zona terlarang
atau di dalam peraturan pemerintah ini disebut sebagai kawasan udara
terlarang diatur dalam Pasal 1 angka 10. Wilayah udara Indonesia dibagi ke
dalam 3 bentuk kategori, yaitu:

1. Kawasan berbahaya (danger)
Diartikan sebagai ruang udara tertentu di atas daratan dan/atau perairan
yang sewaktu-waktu dapat terjadi aktivitas yang membahayakan

penerbangan pesawat udara.

2. Kawasan terlarang (prohibited)
Diartikan sebagai sebuah wilayah udara di atas daratan dan/atau perairan
teritorial suatu negara, di mana pesawat udara dilarang terbang melalui
ruang udara tersebut karena pertimbangan pertahanan dan keamanan
negara, serta keselamatan penerbangan.

3. Kawasan terbatas (restricted)
Diartikan ruang udara tertentu di atas daratan dan/atau perairan karena
pertimbangan pertahanan dan keamanan atau keselamatan penerbangan
atau kepentingan umum, berlaku pembatasan penerbangan bagi pesawat

udara yang terbang melalui ruang udara tersebut.

Kawasan terlarang digunakan untuk kepentingan keamanan dan pertahanan
negara yang mana benar-benar dilarang untuk penerbangan pesawat sipil,
serta penetapan ini bersifat permanen dan menyeluruh bagi pesawat sipil
nasional dan pesawat sipil asing, larangan tersebut hanya dapat ditetapkan
di dalam wilayah udara Indonesia, sebagai contoh Instalasi Nuklir, Istana
Presiden, dan Pangkalan Militer.

Ibu Kota Negara merupakan simbol kedaulatan dan integritas negara yang
potensial terhadap segala macam ancaman. Pemindahan Ibu Kota Negara
memiliki implikasi dalam pertahanan negara karena merupakan zona strategis

pertahanan.
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Ibu Kota Negara memiliki kerawanan eksternal tinggi di seluruh matra atau
dimensi, yaitu darat, maritim, dan udara. Joint Warfare menjadi operasi yang
harus dikedepankan untuk memitigasi risiko tersebut. Ruang udara menjadi
matra dengan tingkat kerawanan tertinggi bagi IKN. Nusantara berada di
radius rudal antarbenua (ICBM), dan Aypersonic negara besar. Selain itu,
letak Nusantara mendekati Flight Information Region (FIR) negara tetangga.
Akibatnya, ruang udara di sekitarnya lebih mudah diintai, dan diinfiltrasi
asing. Joint Warfare di Nusantara pun harus disiapkan untuk merespons

tantangan geopolitik IKN yang dominan bersifat air centric.

Ruang udara Indonesia berbatasan langsung dengan sejumlah ruang udara
negara lain, di antaranya Australia (Melbourne FIR dan Brisbane FIR), Sri
Lanka (Colombo FIR), Singapura (Singapore FIR), Malaysia (Kuala Lumpur
FIR dan Kota Kinabalu FIR), Filipina (Manila FIR), Amerika Serikat (Oakland
Oceanic FIR), Papua Nugini (Port Moresby FIR), dan India (Chennai FIR).
Dengan pindahnya Ibu Kota Negara, pengaturan yang berkaitan dengan zona
larangan terbang di atas wilayah/istana kepresidenan nantinya memerlukan

pengaturan yang lebih konkret lagi.

Pemindahan Ibu Kota Negara dari Perspektif Hukum Laut Internasional

Dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara baru dari Jakarta ke Kalimantan
Timur, mengubah karakter geografis Ibu Kota Negara Indonesia selama ini.

Jika Jakarta selama ini berbatasan secara administratif dengan:
e sebelah utara: Laut Jawa
*  sebelah barat: Provinsi Banten
*  sebelah Selatan: Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten
e sebelah timur: Provinsi Jawa Barat

Maka kawasan Ibu Kota Negara baru di wilayah Kalimantan Timur, akan

berbatasan dengan:

*  Sebelah utara: Kutai Kartanegara berbatasan dengan Kabupaten
Malinau, Provinsi Kalimantan Utara
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*  Sebelah timur: Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang, serta Selat
Makassar

*  Sebelah selatan: Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota

Balikpapan

*  Sebelah barat: Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam
Ulu

Jika ditinjau dari kondisi geografis, posisi Ibu Kota Negara baru di sebelah
timur nantinya akan berbatasan dengan selat Makassar. Lantas bagaimana
potensi Ibu Kota Negara baru yang berbatasan dengan Selat Makassar

menurut Hukum Laut Internasional?

Skema Alur Laut Bagi Negara Kepulauan
Dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, kedaulatan

negara kepulauan meliputi perairan yang ditutup oleh garis pangkal kepulauan
ditarik sesuai ketentuan yang ada dalam UNCLOS 1982 yang disebut sebagai
perairan kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman dan jaraknya dari
pantai. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas perairan kepulauan, dasar
laut, dan tanah di bawahnya dan sumber daya alam yang ada di dalamnya.
Kedaulatan (sovereignty) dan hak berdaulat (sovereignty right) negara atas
laut merupakan hak negara untuk melakukan pengaturan, pengawasan,
perlindungan, dan pengelolaan atas laut guna melindungi kepentingan
nasional di lautan. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara kepulauan,
berhak untuk menegakkan kedaulatan wilayahnya untuk mengatur dan

mengendalikan wilayah perairannya tersebut.

Pengaturan mengenai negara kepulauan dalam UNCLOS 1982 diatur pada
BAB IV pada Pasal 46 hingga Pasal 54, di antaranya mengatur mengenai Hak
Lintas Damai (right of innocent passage) dan Hak lintas Alur Laut Kepulauan
(right of archipelagic sea lanes passage) bagi negara Kepulauan. Ratifikasi
Indonesia terhadap UNCLOS 1982 mempunyai akibat hukum bahwa
Indonesia harus mengatur lebih lanjut tentang hak lintas alur laut kepulauan
ke dalam peraturan nasionalnya dan oleh Indonesia telah dituangkan dalam
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang
menetapkan bahwa Indonesia menentukan alur-alur laut termasuk rute
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penerbangan di atasnya yang cocok digunakan untuk pelaksanaan lintas
alur laut kepulauan tersebut dengan menentukan sumbu-sumbunya yang
dicantumkan pada peta-peta laut yang diumumkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan
Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas
Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut Kepulauan yang ditetapkan. Ada tiga
jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia beserta cabangnya di perairan Indonesia,

yaitu:

1. ALKI I: rute untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan melintas Laut
Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa Selat Sunda ke Samudra Hindia atau

sebaliknya.

2. ALKI cabang IA: rute untuk pelayaran dari Selatan Singapura melintasi
Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda ke Samudra
Hindia atau sebaliknya, atau melintasi Laut Natuna ke Laut Cina Selatan
atau sebaliknya.

3. ALKI II: rute untuk pelayaran dari Sulawesi melintasi Selat Makassar,
Laut Flores dan Selat Lombok ke Samudra Hindia atau sebaliknya.

4. ALKI IIIA: rute untuk pelayaran dari Samudra Pasifik melintasi Laut
Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu sebelah
Barat Pulau Sawu ke Samudra Hindia atau sebaliknya.

5. ALKI cabang IIIB: rute untuk pelayaran dari Samudra Pasifik melintasi
Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan Laut Leti ke Laut Timor atau
sebaliknya.

6. ALKI cabang IIIC: rute untuk pelayaran dari Samudra Pasifik melintasi
Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, ke Laut Arafuru atau sebaliknya.

7. ALKI cabang IIID: rute untuk pelayaran dari Samudra Pasifik melintasi
Laut Maluku, Laut Seram dan Laut Banda, Selat Ombai dan Laut Sawu
sebelah Timur Pulau Sawu ke Samudra Hindia atau sebaliknya.

8. ALKI cabang IIIE: rute untuk pelayaran dari Sulawesi melintasi Laut
Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Laut Ombai, dan Laut Sawu sebelah

barat Pulau Sawu atau Laut Sawu sebelah Timur Pulau Sawu ke Samudra
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Hindia atau sebaliknya, atau melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut
Banda, Selat Leti dan Laut Timor ke Samudra Hindia atau sebaliknya,
atau Laut Seram dan Laut Banda ke Laut Arafura atau sebaliknya.

ALKI ditetapkan untuk menghubungkan dua perairan bebas, yaitu
Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Semua kapal dan pesawat udara
asing yang mau melintas ke utara atau ke selatan harus melalui ALKI.

Gambar 1. Jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia
Sumber: Twitter @kkpgoid

Dengan ditetapkannya jalur terkait Alur Laut Kepulauan Indonesia,
kapal-kapal asing yang sedang melakukan pelayaran internasional dalam
melaksanakan hak lintas melalui ALKI, baik kapal niaga maupun kapal
perang dapat melintas tanpa harus meminta izin terlebih dahulu kepada
Pemerintah Indonesia. Termasuk kapal selam asing juga dapat melintas tanpa
harus muncul dipermukaan laut, namun hanya dikhususkan pada tiga jalur
alur laut yang telah disepakati. Jika melewati alur laut yang telah ditentukan,
dianggap telah melakukan pelanggaran. ALKI merupakan pedoman atau
acuan agar tidak terjadi pelanggaran bagi kapal-kapal asing yang melintasi
wilayah perairan Indonesia. Selain itu, penetapan alur memberikan manfaat
kepada Indonesia karena Indonesia dapat dengan gampang mengawasi dan
mengontrol kapal dan pesawat udara asing yang melintasi perairan

Indonesia.
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Bagaimana Perlindungan di Wilayah ALKI II Selama Ini?

Posisi geografis Indonesia yang sangat strategis menjadi barometer
stabilitas keamanan di kawasan Asia dan Pasifik, khususnya di kawasan
Asia Tenggara. Lebih dari 80% wilayah perairan  masuk ke dalam
wilayah yurisdiksi Indonesia. Jika dilihat dari perspektif penyebaran wilayah
RI yang luas dan terbuka, ALKI merupakan bentuk penyederhanaan untuk
pengawasan lalu lintas kapal dan pesawat udara asing yang melewati wilayah

perairan Indonesia.

Mengingat letaknya yang strategis sebagai jalur penghubung Samudra Hindia
dan Samudra Pasifik, menjadikan ALKI memiliki sejumlah permasalahan
yang berpotensi menjadi ancaman terhadap wilayah perairan Indonesia. Di
antaranya seperti masalah pelanggaran wilayah laut di sekitar blok Ambalat,
walaupun wilayah ini bukan merupakan garis sumbu ALKI II, melainkan
terletak di laut Sulawesi yang merupakan pintu masuk dan keluar untuk
pelayaran melalui ALKI I sehingga setiap bentuk ancaman di sekitar wilayah
akan memberikan dampak terhadap keamanan di sekitar wilayah ALKI II.

Masalah lainnya adalah Zllegal Fishing, wilayah Selat Makassar, Teluk Bone,
Laut Flores, dan Laut Bali merupakan salah satu dari 11 wilayah pengelolaan
perikanan (WPP NRI 713) yang tersebar di perairan Indonesia dengan potensi
pemanfaatan 1.177.857 ton/tahun dan pemanfaatan 810.734 ton pada tahun
2019 dan untuk beberapa jenis ikan sudah termasuk kategori overfishing.

Kemudian, Selat Makassar merupakan ‘corong’ wilayah perairan Indonesia
dengan ancaman penyelundupan narkoba yang tinggi. Hasil studi BNN 2015
menunjukkan bahwa Kalimantan Timur menempati peringkat ketiga dengan
prevalensi pengguna narkoba sebesar 2,9%. Angka ini jauh di atas rata-rata
prevalensi nasional, yaitu 2,2%. Jakarta menjadi provinsi dengan prevalensi
pengguna narkoba terbesar di Indonesia dengan angka 4,73% yang kemudian
disusul Kepulauan Riau 3,1%. Di mana menurut beberapa studi 70% metode

pengirimannya menggunakan jalur laut.

Dari uraian tersebut, tata kelola pemerintahan di laut menyangkut dengan
keselamatan, keamanan, dan penegakan hukum dapat dikatakan belum

tersedia secara memadai. Mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia
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keberadaan szakeholder masih jauh dari harapan untuk dapat menjadi armada
angkatan laut yang kuat dan tangguh. Saat ini kapal perang angkatan laut
yang dimiliki Indonesia rata-rata berumur di atas 50 tahun merupakan kapal
perang bekas angkatan laut bekas negara Uni Soviet di era perang dingin,
demikian juga dengan kapal selamnya. Jumlah kapal selam yang dimiliki
Indonesia masih kurang dibandingkan Malaysia yang memiliki wilayah laut
lebih sempit dari Indonesia. Untuk itu, perlu didorong penyediaan fasilitas
armada pengawasan untuk memperkuat pertahanan di wilayah maritime

boundary.

Penguatan kerja sama dengan negara-negara di kawasan ASEAN juga bisa
menjadi jalan keluar. Misalnya dengan adanya pembentukan ASEAN Maritime
Forum (AMF) yang diinisiasi oleh Indonesia pada tahun 2003. Forum ini lahir
bertujuan untuk membahas isu keamanan, serta membangun keterhubungan
dan konektivitas di kawasan maritim ASEAN sehingga akses perdagangan,
khususnya melalui jalur laut dapat terselenggara dengan baik. Pembentukan
AMEF sendiri, tidak terlepas dari kepentingan nasional Indonesia dalam aspek
kelautan. Sebagai negara yang dominan dengan kawasan kelautan, penting
bagi Indonesia untuk memberikan penegasan tentang kepentingan Indonesia

berkaitan dengan identitasnya sebagai negara kepulauan.

Kendala dan Tantangan Pemindahan Ibu Kota Negara
Peristiwa pemindahan Ibu Kota Negara telah banyak dilakukan oleh beberapa

negara dengan alasan yang beragam. Contoh berikut ini memberikan
gambaran bahwa pemindahan Ibu Kota Negara merupakan peristiwa yang
tidak tabu dan dilaksanakan dengan tujuan memecahkan permasalahan demi
kebaikan maupun kemajuan bangsa dan negara. Berikut ini beberapa contoh
negara-negara yang pernah melakukan pemindahan Ibu Kota Negara:
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Tabel 1. Negara-negara yang pernah melakukan pemindahan Ibu Kota
Negara
No | Negara | IbukotaLama | Ibukota Baru | Tahun Alasan Pemindahan
1 [Rusia Saint Petersburg | Moskow 1918 |Moscow lebih dekat dengan negara-
negara Eropa
2 | Turki Istanbul Ankara 1923 |Memindahkan ibu kota negara karena
di Istanbul penuh kemerosotan moral
(dekadensi) dan korupsi setelah
runtuhnya kekaisaran Ottoman
3 |Brazil Rio de Janeiro  |Brasilia 1956 |Padatnya penduduk dan kemacetan
yang tinggi
4 |Pakistan | Karachi Islamabad 1961 |Karachi yang dulu pernah menjadi pusat
perdagangan di Sungai Indus, sudah tak
layak lagi sebagai ibukota
5 |Nigeria Lagos Abuja 1975 |Untuk menghindari kepadatan
penduduk. Pemindahan ke Abuja
dikarenakan akses yang mudah, iklim
yang mendukung dan ramabh, serta
untuk menghindari tensi politik
6 |Tanzania |Dares Salaam |Dodoma 1980 |Dodoma dipilih karena lokasinya yang
strategis untuk membangun pusat
perekonomian yang baru
7 |Sri Lanka | Colombo Sri 1982 | Colombo sudah terlalu penuh dan
Jayawardenepura tak mampu menampung kantor
Kotte pemerintahan
8 |[Jerman Bonn Berlin 1990 |Penyatuan kembali Jerban Barat dan
Jerman Timur
9 |Kazakhstan | Almaty Astana 1997 |Pasca berakhirnya kekuasaan Uni Soviet
10 |Malaysia  |Kuala Lumpur |Putrajaya 1999 |Kuala Lumpur dianggap terlalu padat
11 [Myanmar |Yangon Naypyidaw 2005 |Ibukota baru Myanmar lebih terpusat
dan strategis
12 |Korea Seoul Sejong City 2005 |Pemindahan dilakukan untuk
Selatan pembangunan pusat perekonomian baru
dan pemerataan

Sumber: Kumpulan artikel-artikel media on/ine

Dari beberapa contoh negara yang pernah melakukan pemindahan ibukota
negaranya tentu saja memiliki alasan dan pertimbangan di antaranya
pertimbangan politik, ekonomi-sosial-budaya, dan pertimbangan fisik seperti
infrastruktur. Pemindahan ibu kota negara tentu saja membutuhkan anggaran
atau pendanaan yang sangat besar karena harus mempersiapkan infrastruktur
sarana dan prasarana seperti istana kepresidenan, gedung pemerintahan,
sarana jalan dan transportasi, fasilitas bagi negara lain, dan lain-lain yang

menunjang jalannya pemerintahan negara di tempat yang baru.

126




Unmul Hebat, Kaltim Berdaulat, IKN Kuat:

Kontribusi Pemikiran Universitas Mulawarman di Usia 60 Tahun Volume 1

PENUTUP

Konsep pemindahan ibukota negara Indonesia merupakan wacana yang
sudah lama digulirkan, alasannya antara lain dikarenakan beban yang selama
ini diemban DKI Jakarta sudah terlalu berat. Hingga akhirnya dipilih wilayah
di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara yang
baru. Pemindahan Ibu Kota Negara dalam perspektif hukum Internasional
ada beberapa hal yang perlu persiapkan, di antaranya (1) ketersediaan
wilayah dan infrastrukeur bagi gedung-gedung kedutaan besar negara asing di
wilayah Ibu Kota Negara baru; (2) perlunya penguatan regulasi terkait zona
larangan terbang di wilayah-wilayah strategis, misalnya istana kepresidenan;
(3) Provinsi Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan Alur Laut
Kepulauan Indonesia II sehingga potensi-potensi ancaman dari wilayah laut
mungkin sekali terjadi yang menyerang Ibu Kota Negara, perlu penguatan
dalam pengamanan sektor kelautan di ALKI II, baik secara internal maupun
regional; (4) ada beberapa praktik perpindahan Ibu Kota Negara oleh negara
lain yang dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia dalam melakukan
pemindahan Ibu Kota Negara.
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ABSTRAK

Maldistribusi tenaga dokter dan dokter spesialis menjadi masalah utama
dalam pemenuhan SDM kesechatan di Kalimantan Timur. Peningkatan
akses pelayanan keschatan dapat dicapai dengan pemerataan SDM
kesehatan yang berkualitas. Pendekatan smart city dalam pembangunan IKN
memerlukan SDM kesehatan yang berkualitas sejalan dengan visi Fakultas
Kedokteran Universitas Mulawarman yang menghasilkan tenaga kesehatan
berkualitas berstandar internasional. Kementerian Keschatan dengan enam
pilar transformasi sistem keschatan melalui Academic Health System (AHS)
mengintegrasikan sistem pendidikan dan kesechatan yang diprediksi dapat
memenuhi kebutuhan dan pemerataan kebutuhan dokter dan dokter spesialis
secara optimal. Dengan pencapaian akreditasi A, Fakultas Kedokteran
Universitas Mulawarman mampu meningkatkan produksi tenaga dokter dan
dokter spesialis dan berpartisipasi dalam pemenuhan dan pemerataan tenaga
kesehatan. Potensi lain adalah dengan tenaga ahli yang dimiliki mampu
menginisiasi task shifting dan multitasking bagi tenaga kesehatan, terutama
di daerah terpencil dan mengembangkan peningkatan keterampilan secara
berkelanjutan, serta mengembangkan layanan kesehatan zelemedicine.

Kata Kunci: IKN, FK Unmul — Pemenuhan kebutuhan, pemerataan dokter dan dokter spesialis.



Unmul Hebat, Kaltim Berdaulat, IKN Kuat:

Kontribusi Pemikiran Universitas Mulawarman di Usia 60 Tahun Volume 1

PENDAHULUAN

Masalah utama sektor kesehatan Indonesia adalah distribusi SDM
kesehatan yang tidak merata, retensi tenaga kesehatan yang rendah dan
sulitnya redistribusi tenaga kesehatan sebagai dampak dari desentralisasi(1).
Di Indonesia, rasio jumlah tenaga dokter dan dokter spesialis terhadap
penduduk jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan rasio di negara-
negara maju, bahkan di regional Asia Tenggara. Sampai tahun 2022, masih
terdapat 671 Puskesmas belum memiliki tenaga dokter, dan sekitar 155
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) belum memiliki tujuh dokter
spesialis(2).

Data Kementerian Kesehatan tahun 2021 menunjukkan Kalimantan
Timur termasuk provinsi dengan ketersediaan SDM kesehatan yang
cukup memadai. Selain sebagai dacrah dengan fiskal tinggi, juga dekat
atau berbatasan dengan provinsi yang mempunyai fakultas kedokteran
terakreditasi unggul sehingga pemenuhan tenaga dokter dan dokter spesialis
scharusnya tidak menjadi masalah. Meskipun dalam dua dekade terakhir
terdapat peningkatan jumlah dokter umum sebesar 30% dengan rasio dokter
umum sebesar 0,55 dan rasio dokter spesialis sebesar 0,02 per 100,000
penduduk masih ada fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang
tidak mempunyai tenaga dokter/dokter spesialis. Masalah utama SDM
kesehatan, khususnya dokter dan dokter spesialis adalah penyebarannya yang
tidak merata atau maldistribusi. Mengacu pada Standar Pelayanan Minimal
(SPM) SDM Kesehatan, di Kalimantan Timur tahun 2021 masih terdapat
kekurangan 72 dokter umum di seluruh Puskesmas dan sekitar 120 dokter
spesialis berdasarkan tipe rumah sakit yang ada(3). Berdasarkan pemetaan
distribusi dokter densitas tertinggi berada kota besar seperti kota Samarinda,
Balikpapan, Tenggarong, dan Bontang. Sementara yang terendah ada di
daerah kabupaten yang mempunyai Daerah Terpencil, Perbatasan dan Terluar
(DTPT) seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, Paser, Berau, dan Kutai Timur.
Kenyataan ini diperparah dengan adanya fakta 25% dari jumlah dokter
saat ini akan pensiun dalam lima tahun ke depan(4) dan survei di kalangan
mahasiswa kedokteran menunjukkan 80% mahasiswa kedokteran tidak

berniat untuk bekerja di daerah pedalaman(5).
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Beberapa faktor yang menjadi penyebab maldistribusi tenaga dokter dan
dokter spesialis yaitu akses geografis yang sulit antar daerah, jumlah penduduk
sedikit, formasi CPNS yang terbatas dan minimnya dukungan pemerintah
daerah terutama rendahnya ketersediaan peralatan penunjang membuat
dokter enggan untuk bertahan lama. Penelitian Laksono dkk menunjukkan
kelengkapan sarana dan tenaga dokter di pelayanan kesehatan dasar berkaitan
dengan tingginya angka pemanfaatan fasilitas kesehatan terutama di daerah
bagian barat Indonesia(6). Maldistribusi dokter spesialis di sejumlah
Kabupaten dinilai menjadi salah satu akar persoalan kurang maksimalnya
pelayanan kesehatan rujukan. Beberapa kebijakan telah dilaksanakan untuk
mengatasi maldistribusi dan inefisiensi tenaga dokter dan dokter spesialis
seperti pelatihan peningkatan kompetensi, penyediaan tunjangan khusus, dan
pemberian beasiswa untuk meningkatkan pasokan tenaga kesehatan di daerah
yang kurang terlayani dan pedesaan, dan sistem kontrak. Kebijakan sistem
kontrak terbukti dapat memenuhi dan mempertahankan keberadaan tenaga
dokter terutama untuk daerah yang sulit dijangkau(7). Data Kemenkes akhir
tahun 2021 menunjukkan angka kecukupan dokter adalah 21,63/100.000
penduduk jauh lebih rendah dibandingkan target Renstra Kemenkes tahun
2014-2020 yaitu sebesar 48/100.000 penduduk. Disamping itu analisis
dengan kurva Lorenz dan Gini Index menunjukkan angka 0,45 yang
menggambarkan tenaga dokter terkonsentrasi di ibukota provinsi dan kota
besar di Kabupaten/Kota(8). Dengan penambahan rasio dokter umum 2
kali dan dokter spesialis sebanyak 1,5 kali maka kekurangan dokter umum
bisa terselesaikan dalam jangka waktu 10 tahun dengan catatan semua
dokter bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Namun saat ini sekitar 20%
dokter bekerja di bidang manajerial, schingga pemenuhan kebutuhan dokter
bertambah waktunya menjadi 12 tahun dengan rasio tersebut(9).

Keberadaan Ibu Kota Negara (IKN), penduduk di Kalimantan Timur
diperkirakan bertambah secara bertahap. Pada tahun 2025, provinsi
Kaltim akan dihuni 5-7 juta orang dan pada tahun 2035 meningkat
menjadi  8,7-9,7 juta orang. Jumlah penduduk di kota Nusantara
tahun 2045 diperkirakan mencapai 1,7-1,9 juta warga pada area 256
ribu hektare. Selain dari aspek meningkatnya jumlah penduduk, data

epidemiologi menunjukkan Kalimantan Timur termasuk provinsi
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dengan angka kesakitan Penyakit Tidak Menular (PTM) yang cukup tinggi,
seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, keganasan, dan penyakit
dengan gangguan kejiwaan.

Disisi lain, Kalimantan Timur selain mempunyai pola epidemiologi
penyakit menular, juga dikenal dengan hutan dan kehidupannya. Terkait
aspek kesehatan dengan penyakit menular setidaknya terdapat tiga hal yang
menjadi pembahasan: pertama, keberadaan vektor yang sudah ada di hutan
sekitar IKN yang dapat menyebabkan penyakit yang ditularkan vektor
(vector borne disease), misalnya demam dengue, demam chikungunya, zika
virus fever dan malaria dan penyakit menular yang berhubungan dengan
binatang (zoonosis), seperti rabies, penyakit kuku dan mulut (anthrax), dan
penyakit cacing. Menurut Kementerian Kesehatan, sampai saat ini beberapa
kabupaten/kota di Kalimantan Timur termasuk Kabupaten Penajam Paser
Utara masih berstatus endemis malaria dan dengue. Analisis mendalam
tentang vektor dan kemungkinan binatang sumber penyakit yang dominan
di lokasi IKN Nusantara perlu dilakukan secara berkesinambungan. Kedua
ialah perubahan lingkungan yang mungkin terjadi karena pembukaan
IKN Nusantara. Perubahan lingkungan di hutan juga sedikit banyak akan
berpengaruh pada kehidupan vektor dan binatang penular penyakit. Ketiga,
kajian tentang penyakit endemik di daerah IKN Nusantara, serta daerah
sekitarnya, termasuk pola peningkatan kasusnya schingga pengumpulan
data dapat dilakukan secara retrospektif dan prospektif. Pengembangan
fakultas kedokteran dalam biomolekuler genomic menjadi prioritas agar data
epidemiologi penyakit dapat dianalisis secara komprehensif. Dengan data
dan surveilans yang komprehensif, antisipasi kemungkinan penyakit menular
yang mungkin akan terjadi di masa datang sedapat mungkin dicegah atau

diminimalkan dampaknya, atau setidaknya dilakukan mitigasi dengan baik.

Tulisan ini mengkaji strategi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
dalam pemenuhan dan distribusi tenaga dokter dan dokter spesialis dalam
mengantisipasi keberadaan IKN di Provinsi Kalimantan Timur. Topik
kajian difokuskan pada (a) menganalisis prospek pemenuhan SDM tenaga
dokter dan dokter spesialis di Kalimantan Timur; (b) Menganalisis masalah

maldistribusi pemenuhan dokter dan dokter spesialis di Kalimantan Timur;
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(c) mendeskripsikan menggambarkan potensi pengembangan fakultas
kedokteran dalam memfasilitasi pemenuhan tenaga keschatan dalam
pembangunan IKN.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan realist evaluation.
Pendekatan realist evaluation dipilih karena dapat menelaah
perkembangan pencapaian visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas
Mulawarman dan kebijakan Kementerian Kesehatan melalui program
AHS selama lima tahun ini secara komprehensif. Pendekatan realist
memungkinkan untuk mendokumentasikan dampak kebijakan AHS
di berbagai konteks wilayah geografis di Kalimantan Timur. Penelitian
ini menggunakan data kuantitatif dan kualitatif yang akan memberikan
informasi terkait pengukuran input, proses, dan outcome dari target-
target rencana strategis dari FK Unmul. Data kuantitatif dikumpulkan
dari sumber sekunder di level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
Apa saja indikator dalam perencanaan kebutuhan dokter dan dokter
spesialis yang berhasil dicapai dan yang belum dicapai di tingkat
nasional dan Provinsi Kalimantan Timur? Pertanyaan lebih lanjut: apa
upaya yang dilakukan fakultas kedokteran untuk memenuhi target
pemenuhan jumlah tenaga dokter? Dan apakah konteks kebijakan
Universitas Mulawarman dalam meningkatkan sinergitas dengan
sektor lain sehingga isu maldistribusi tenaga dokter dan dokter spesialis
sebelum IKN dapat diminimalisir?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prospek Pemenuhan SDM Tenaga Dokter dan Dokter Spesialis
di Kalimantan Timur

Dokter spesialis adalah salah satu komponen utama dalam sistem pelayanan
kesehatan. Dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN), dokter spesialis
menjadi hilir dalam hirarki sistem rujukan. Merujuk pada continuum of care,
dokter spesialis memberikan pelayanan tingkat tertinggi dan memberikan

rekomendasi untuk pelayanan paripurna. Berdasarkan hasil penelitian,
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terbukti bahwa ketersediaan faktor suplai dalam mendukung kebijakan
IKN secara umum jumlahnya masih belum mencukupi, serta distribusinya
belum merata di setiap wilayah kabupaten/kota(1). Distribusi sebaran tenaga
kesehatan di Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Distribusi tenaga kesehatan di Kalimantan Timur tahun 2022*

Dokter | Dokter | Dokter Gigi

KAB Rk spesialis Gigi Spesial(i;sg Perawat
Paser 79 31 27 1 588
Kutai Barat 86 18 10 1 676
Kutai Kartanegara 218 67 38 4 1.403
Kutai Timur 179 72 38 4 1.158
Berau 152 32 31 4 744
Penajam Paser Utara 76 26 17 2 347
Mahakam Hulu 23 1 2 0 210
Kota Balikpapan 564 330 125 34 2.270
Kota Samarinda 618 281 101 16 2.626
Kota Bontang 206 74 50 3 767
Jumlah 2.201 932 439 69 10.789

*Sumber: Laporan Dinas Keschatan Prov. Kaltim Tahun 2022

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2018
melakukan kajian untuk mengestimasi rasio kebutuhan dokter spesialis di
Indonesia. Hasil estimasi didasarkan pada komposisi ketersediaan dokter
spesialis saat ini, menunjukkan pada tahun 2025 rasio kebutuhan dokter
spesialis sebesar 0,28 atau 28 dokter spesialis untuk 100.000 penduduk.
Kajian itu juga mengestimasi rasio per spesialisasi, yaitu spesialis penyakit
dalam sebesar 0,03; spesialis obstetri dan ginekologi sebesar 0,03; spesialis
anak, yaitu 0,03; spesialis bedah sebesar 0,02; spesialis anestesiologi sebesar
0,02; spesialis radiologi sebesar 0,01; spesialis patologi klinik sebesar 0,01;
spesialis neurologi sebesar 0,01; spesialis jantung dan pembuluh darah, yaitu

0,01; spesialis paru sebesar 0,01; dan spesialis lainnya sebesar 0,09 (3,10).
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Tabel 2. Jumlah estimasi kebutuhan dokter dan dokter spesialis di Provinsi
Kalimantan Timur

) Rasio | Kekuran: Kebutuhan
LU e Ideal** saat iniﬁ[an IKNqq

Umum 2.158 0,55 1 1.761 1.700
Penyakit Dalam 65 0,02 0,03 62 51
Obstetri dan Ginekologi 74 0,02 0,03 53 51
Anak 68 0,02 0,03 59 51
Bedah 61 0,02 0,02 24 34
Anestesiologi 53 0,01 0,02 32 34
Radiologi 31 0,008 0,01 11 17
Patologi Klinik 30 0,008 0,01 12 17
Neurologi 32 0,008 0,01 10 17
Jantung dan Pembuluh Darah 22| 0,006 0,01 20 17
Paru 24 0,006 0,01 18 17

* rasio saat ini akhir tahun 2021
** rasio ideal per 1000 penduduk
9 kebutuhan sesuai rasio ideal tahun 2025

99 kebutuhan IKN proyeksi pertumbuhan penduduk 1,7-1,9 juta

Tabel 2 menunjukkan walaupun Kalimantan Timur termasuk provinsi dengan
fiskal tinggi rasio dokter dan semua jenis dokter spesialis masih di bawah
rasio ideal. Penelitian Hikmah menggunakan Indonesian Family Life survey
(IFLS) East menunjukkan distribusi tenaga dokter Puskesmas di Provinsi
Kalimantan Timur cukup baik(11). Berbeda dengan ketersediaan dokter di
pelayanan primer Puskesmas, laporan dinas kesehatan Provinsi Kalimantan
Timur menunjukkan beberapa rumah sakit umum daerah masih kekurangan
dokter spesialis(4). Hasil kajian Ilyas menunjukkan peningkatan jumlah
dokter spesialis berhubungan dengan pertambahan jumlah penduduk(12),
jumlah rumah sakit swasta, banyaknya daerah yang tergolong daerah DTPT.
Lemahnya regulasi dan adanya regulasi internal mengurangi keberadaan
dokter spesialis(8).

Pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas diperlukan untuk meningkatkan
akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Hal itu dapat dilakukan salah
satunya dengan melakukan integrasi sistem pendidikan dan keschatan melalui
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Academic Health System (AHS). Pemenuhan jumlah ideal dokter spesialis
di Kalimantan Timur sejalan dengan program AHS yang dikembangkan
Kementerian Kesehatan dan Direktorat Pendidikan Tinggi Kemendikbud

tahapan pencapaian kebutuhan dokter dan dokter spesialis secara optimal.

Maldistribusi Pemenuhan Dokter dan Dokter Spesialis

di Kalimantan Timur

Pemerataan SDM keschatan yang berkualitas diperlukan untuk meningkatkan
akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Kebijakan transformasi sistem
kesehatan yang dicanangkan Kemenkes seperti yang terlihat pada Gambar 1
mempunyai enam pilar. Salah satu pilar adalah transformasi layanan rujukan
dengan meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder dan tersier. Sejalan
dengan transformasi layanan rujukan telah dikembangkan program Academic
Health System (AHS) yang mengintegrasikan sistem pendidikan dan kesehatan
dengan sistem lainnya sehingga dapat membantu percepatan pemenuhan dan
pemerataan dokter spesialis(9). Program AHS dapat menghitung jumlah
dan jenis lulusan SDM Keschatan dan memenuhi kebutuhan wilayah,
mendefinisikan profil dan va/ue SDM kesehatan yang diperlukan di wilayah
tersebut, serta menentukan pola distribusi SDM kesehatan yang sustainable

mulai dari layanan primer hingga tersier(9).

Nwankwo di Nigeria mengklasifikasikan masalah ketidak adilan dan sulitnya
mempertahankan keberadaan tenaga kesehatan dalam tiga faktor utama, yaitu
faktor sosial budaya, faktor sistem pelayanan kesehatan, dan faktor intrinsik
atau individual tenaga kesehatan(13). Faktor sosial budaya meliputi modal
simbolik dan stigma, sedangkan sistem kesehatan dan pemerintahan masalah
termasuk sumberdaya manusia yang buruk untuk kebijakan dan perencanaan
kesehatan, sumberdaya kerja dan lingkungan, desentralisasi, perbedaan gaji,
distribusi miring dari kesehatan tersier fasilitas ke daerah perkotaan dan
campur tangan politik. Faktor intrinsik petugas kesehatan termasuk kemajuan
karier dan prospek, efek negatif pada kehidupan keluarga, karakteristik
pribadi, dan latar belakang, isolasi, persepsi, dan keyakinan pribadi. Zaou
(2015) di China mengungkapkan kurangnya rasio dokter/penduduk secara
nasional disebabkan dokter memiliki opsi untuk memilih pekerjaan dan

140




Unmul Hebat, Kaltim Berdaulat, IKN Kuat:

Kontribusi Pemikiran Universitas Mulawarman di Usia 60 Tahun Volume 1

tinggal di wilayah urban(14). Penelitian Hermawan e# 4/., mengungkapkan
alasan mengapa tenaga kesehatan memilih bekerja di ibukota provinsi yaitu
infrastrukeur fasilitas kesehatan, kondisi kerja dan kehidupan yang kurang layak
di daerah pinggiran/rural, dan kesempatan memperoleh tambahan penghasilan
dari kerja sampingan di daerah perkotaan atau di daerah kaya(8). Penelitian
Laksono ez al, menyatakan variabel yang berhubungan dengan jumlah
tenaga dokter adalah jumlah penduduk, densitas atau kepadatan penduduk,
jumlah rumah sakit, dan jumlah puskesmas yang ada di suatu daerah(6).
Zurn et al., (2004) menemukan wilayah dengan tingkat sosial ekonomi
lebih baik terkait dengan akses terhadap pendidikan yang baik terutama
untuk anak dan ketersediaan lapangan kerja untuk pasangan berpengaruh
terhadap pilihan tenaga kesehatan untuk bekerja di daerah tersebut(15).
Di sisi lain kemungkinan terjadi migrasi dokter dan dokter spesialis terutama
di wilayah IKN dan sekitarnya sehingga pemenuhan kebutuhan dokter
umum dan spesialis akan tercapai, tetapi tanpa adanya pengaturan yang baik
maldistribusi dokter dan dokter spesialis di Provinsi Kalimantan Timur akan

tetap terjadi.

Potensi Pengembangan Fakultas Kedokteran dalam Memfasilitasi
Pemenuhan Tenaga Kesehatan dalam Pembangunan IKN

Visi Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Mulawarman mengacu pada
Visi Universitas Mulawarman yaitu menjadi fakultas kedokteran berstandar
internasional yang unggul di tingkat nasional dalam pengembangan
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang kedokteran dan
kesehatan yang bertumpu pada hutan tropis lembab (tropical rain forest) dan
lingkungannya pada tahun 2034(16). Visi dan misi FK Unmul didasarkan
Rencana Induk Pengembangan (RIP) FK Unmul tahun 2015-2034 yang
diimplementasikan melalui Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018-2022
yang menitikberatkan pada penguatan jejaring menuju fakultas kedokteran

yang unggul bercirikan tropical rain forest bertaraf internasional(17).

Mengacu pada model pilar transformasi sistem kesehatan yang dikembangkan
Kementerian Kesehatan (Gambar 1), Fakultas Kedokteran Universitas

Mulawarman dengan keunggulan kedokteran tropis dapat bersinergi dengan
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Kementerian Kesehatan dalam memfasilitasi peningkatan kuota penerimaan
mahasiswa dokter umum dan dokter spesialis, serta membuka program
spesialisasi baru dalam rangka penyediaan tenaga kesehatan di IKN.

Visi
‘Sejalan dengan visi Presiden untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan

. |
Outcome " P Memperkuat sistem
RPIMN bidang anak, keluarga b:ren(ana kesehatan & pengendalian
kat dali kit Hidup Sehat (GERMAS)
Kesehatan dan kesehatan reproduksi m‘“vm . pengendalian penyaki idup Sehat ( ) obat dan makanan
1 ——

Ia Transformasi layanan primer
n.jllﬂn nﬂm
Y /h\‘ R /ﬂ\‘ Y )
_ Edukasi ¢ Pencegahan || Pencegahn et - . akiag © @
B lategori penduduk primer sekunder kkapasitas dan dan mutu layanan ketahanansektor ketahanan
s 7 kampanye uama: Penambahan Sirning 14 penyatir | | Hapabilitas seloundér & tertier farmaci 8yl tanggap darurat
Imunisasi, gai b d Iesehatm Jejaring nasional
sembang, o ags, | | menjad 14 antigen teringg dspsss3n | | pembagunan iarng ksl dalam negs
anti rokok, sanitasi & dan periuzsan i3, 71k layanan 14 vaksin rutin, top 10 tenaga cadzngan
kebershan inghungan, | | cakupan i seluruh & peninglatan AN penyedaan 40 obat unggulan, kemitraan obat, tap 10abes by tanggap darura inble
skining penyakit, Indonesia untuk kesenatan iU & | | esengal, cemenhan dengan world's tap volume & by valie. top exercse.
Kepatuhan pengotitan ey heal Keslapsiagaan ki

4 Transformasi sistem Ay Transformasl SDM g Transformasi teknologi
pemblayaan kesehatan Kesehatan kesehatan

Gambar 1. Pilar transformasi sistem kesehatan

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah memfasilitasi pembentukan
Academic Health System (AHS) merupakan integrasi dari fakultas kedokteran,
rumah sakit/sarana pelayanan kesehatan, serta institusi pendidikan profesi
kesehatan lainnya dalam menata ketersediaan SDM kesehatan di Indonesia.
Beberapa fungsi integrasi dalam AHS yang terkait dengan fakultas kedokteran
adalah mempercepat pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan, memfasilitasi
kerja sama dalam penelitian translasional proses riset untuk mentranslasikan
penemuan di laboratorium dalam intervensi klinik atau sebaliknya(18), dan
peningkatan mutu pelayanan di sektor pendidikan dan penelitian, serta efisiensi
biaya dengan adanya “shared budget” dan “shared facility”. Fakultas kedokteran
Unmul mempunyai prodi, yaitu prodi pendidikan dokter, prodi profesi dokter,
prodi pendidikan dokter gigi, prodi profesi dokter gigi, prodi D3 Keperawatan
dan Prodi Spesialis Bedah (Sp1 Bedah) dan sedang mengajukan pendirian
prodi baru, yaitu Spesialis Paru, Anestesi dan S1 Keperawatan/NERS. Prodi
pendidikan dokter dan Profesi Dokter telah terakreditasi A sejak tahun 2019
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telah meluluskan lebih dari 700 dokter. Mengacu pada data diatas FK Unmul
mempunyai kemampuan meningkatkan produksi tenaga kesehatan, terutama
di wilayah yang masih kekurangan sehingga dapat menjamin pemenuhan
dan pemerataan tenaga keschatan di DTPK dengan memberdayakan tenaga
lokal dan menginisiasi task shifting dan multitasking bagi tenaga kesehatan di
DTPK, serta mengembangkan layanan kesehatan telemedicine spesifik lokal.
Di samping itu, FK Unmul juga dapat memberikan beasiswa pendidikan
tenaga keschatan, pendidikan berkelanjutan, dan sertifikasi tenaga kesehatan.
Salah satu tahapan dalam pemenuhan kebutuhan dokter di Indonesia adalah
dengan peningkatan kuota mahasiswa dokter umum(19).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman mempunyai kemampuan
meningkatkan produksi dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi
spesialis, perawat dan dokter spesialis bedah, serta dokter spesialis lainnya

dalam rangka pemenuhan dan pemerataan tenaga keschatan.

2. Pengembangan pendidikan program dokter spesialis melalui kerja
sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian

Kesehatan dan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur.

3. Dukungan pemerintah daerah dalam pemenuhan tenaga kesehatan dan
peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sehingga

masyarakat dapat mengakses fasilitas keschatan secara optimal.
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ABSTRAK
Ibu Kota Negara (IKN) akan dibangun di Pulau Kalimantan, di mana

wilayah Kalimantan Timur selain memiliki pola epidemiologi sebagai wilayah
tropis, terkenal dengan hutan dan pola kehidupannya. Oleh karena itu,
aspek kesehatan yang terkait dengan penyakit menular dan tidak menular,
patut menjadi perhatian; khususnya tentang penyakit yang disebabkan oleh
berbagai vector. Menurut WHO, vector-borne diseases menyumbang lebih
dari 17% penyakit menular di dunia dan menyebabkan lebih dari 700
ribu kematian setahunnya di dunia. Salah satu penyakit yang ditularkan
vektor adalah malaria, infeksi parasit yang ditularkan nyamuk Anopheles.
Diperkirakan, ada sekitar 219 juta kasus malaria di dunia dan lebih dari 400
ribu kematian di dunia setiap tahunnya. Penyakit lainnya yang ditularkan
oleh vektor adalah demam dengue, di mana virus masuk ketubuh manusia

melalui gigitan nyamuk aedes.

Dengan munculnya berbagai dampak dari pembangunan IKN di atas, perlu
diantisipasi kemungkinan penyakit menular maupun penyakit tidak menular
yang akan terjadi di masa datang schingga sedapat mungkin dicegah atau
diminimalkan dampaknya bagi masyarakat sekitar.

Berdasarkan hal tersebut, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
IKN Nusantara di Kalimantan Timur diperlukan Optimalisasi Upaya
Kesehatan Masyarakat Berbasis Keperawatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) melalui peran serta dan kolaborasi berbagai profesi yang salah
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satunya perawat. Beberapa peran penting perawat dalam optimalisasi upaya
kesehatan masyarakat pada fasilitas kesehatan tingkat perawatan, antara lain
pemberdayaan masyarakat dalam promosi kesehatan, peningkatan pelayanan
keperawatan berbasis peka budaya (zranscultural nursing), optimalisasi peran
keluarga, kader dan tokoh masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan ibu
dan anak, penanganan penyakit degeneratif dengan pendekatan keperawatan
komunitas melalui pemberdayaan lansia dan keluarga di wilayah Ibu Kota
Negara (IKN) dan nursing center sebagai salah satu model perawatan kesehatan
masyarakat di IKN Nusantara.

PENDAHULUAN

Kalimantan Timur ditetapkan menjadi Ibu Kota Negara Baru Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN.
Pengesahan UU ini sebagai langkah awal dimulainya pembangunan Ibu Kota
Negara baru di Kalimantan Timur. Pembangunan IKN dilaksanakan dalam
lima tahap sampai dengan tahun 2045. Tahapan awal pekerjaan yang akan
dilakukan salah satunya adalah membangun pusat kesehatan bagi masyarakat.
Pusat pelayanan kesehatan tentunya dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat
pertama (FKTP). FKTP sebagai garda terdepan pelayanan keschatan di
masyarakat hendaklah mampu mengakomodir segala kebutuhan masyarakat
dengan berbagai karakter, nilai, budaya lokal dan norma yang berlaku, serta
dapat memadukan keberagaman dan keunikan budaya penduduk lokal dan
pendatang di Kalimantan Timur sebagai potensi untuk meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat.

Wilayah Kalimantan Timur selain punya pola epidemiologi tertentu,
memiliki hutan dan kehidupannya yang unik. Oleh karena itu, dalam
aspek kesehatan terkait dengan penyakit menular, patut menjadi perhatian,
khususnya tentang berbagai vektor yang sudah ada di habitat setempat,
termasuk di hutan sekitarnya. Berbagai penyakit yang ditularkan vektor
(vector borne disease), dan juga ada penyakit menular yang berhubungan
dengan binatang yang dikenal dengan nama zoonosis. Menurut WHO, vector-
borne diseases menyumbang lebih dari 17% penyakit menular di dunia dan
menyebabkan lebih dari 700 ribu kematian setahunnya di dunia, seperti

penyakit malaria dan demam berdarah. Permasalahan lainnya, seiring dengan
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perubahan menjadi Ibu Kota Negara, akan terjadi perubahan gaya hidup
masyarakat, di mana kecenderungan pola hidup masyarakat modern yang
minim aktivitas fisik hingga konsumsi makanan dengan gizi kurang seimbang
menjadi beberapa penyebab meningkatnya masalah kesehatan berupa
penyakit tidak menular PTM), seperti Diabetes, hipertensi, penyakit jantung,
dan lain-lain.

Arah kebijakan dan Strategi Pemerintah, yakni meningkatkan pelayanan
kesehatan guna mencapai derajat keschatan setinggi-tingginya dengan
penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan mendorong
peningkatan upaya promotif dan preventif yang didukung oleh inovasi
dan pemanfaatan teknologi maka ditetapkan arah kebijakan kementerian
kesehatan adalah sebagai berikut: 1) Penguatan pelayanan kesehatan primer
dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKD, serta mensinergikan
FKTP pemerintah dan FKTP swasta. 2) Pelayanan kesehatan menggunakan
pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak
usia sekolah, remaja, usia produktif dan lansia, intervensi secara kontinum
(promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dengan penekanannya pada promotif
dan preventif. 3) Penguatan pencegahan fakrtor risiko, deteksi dini dan aksi
multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian
penyakit. 4) Penguatan sistem keschatan di semua level pemerintahan
menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat keschatan masyarakat
yang setinggi-tingginya dengan didukung inovasi teknologi. 5) Peningkatan
sinergitas lintas sektor, pusat, dan daerah untuk menuju konvergensi dalam
intervensi sasaran program dan program prioritas, termasuk integritas lintas

program (Kemenkes RI, 2016).

Dengan munculnya berbagai dampak dari pembangunan IKN di atas, perlu
diantisipasi kemungkinan penyakit menular maupun penyakit tidak menular
yang akan terjadi di masa datang sechingga sedapat mungkin dicegah atau
diminimalkan dampaknya bagi masyarakat sekitar. Hal ini sejalan dengan
perubahan paradigma masyarakat akan keschatan, menjadikan masyarakat
sebagai pemeran utama dalam pencapaian derajat keschatan selain tentunya
peran pemerintah dan petugas kesehatan. Puskesmas sebagai sarana kesehatan
pada tingkat dasar memiliki peranan yang sangat penting guna meningkatkan
derajat kesehatan di masyarakat.
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Dalam menjalankan fungsinya, Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan
dasar secara menyeluruh, berkesinambungan dan bermutu dengan fokus
upaya promotif dan preventif dengan berorientasi pada individu, keluarga,
kelompok, dan masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan pelayanan kesehatan
di Puskesmas menggunakan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan
antarprofesi. Berbagai profesi terlibat aktif dalam pelaksanaan pelayanan
Kesehatan di antaranya dokter, perawat, bidan, dan tenaga keschatan lainnya.
Perawat sebagai tenaga kesehatan yang memiliki ilmu dan kiat berperan aktif
dalam peningkatan kualitas layanan keperawatan.

Puskesmas dalam penyelenggarannya menerapkan prinsip mengacu pada
paradigma schat, pertanggungjawaban wilayah, pemerataan, teknologi tepat
guna, keterpaduan dan kesinambungan. Puskesmas mengintegrasikan dan
mengoordinasikan penyelenggaraan Upaya Keschatan Masyarakat (UKM)
dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) yang didukung oleh manajemen
puskesmas maupun pengambil kebijakan. Dalam menjalankan fungsinya,
Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan dasar secara menyeluruh,
berkesinambungan dan bermutu dengan fokus upaya promotif dan preventif
dengan berorientasi pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) merupakan
salah satu bentuk upaya puskesmas dalam mendukung peningkatan derajat
kesehatan masyarakat berupa perpaduan ilmu dan praktik keperawatan
dengan kesehatan masyarakat melalui dukungan peran serta aktif masyarakat
dengan fokus pelayanan promotif dan preventif secara berkesinambungan
tanpa mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif secara menyuluh dan
terpadu, ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat
untuk ikut meningkatkan fungsi kehidupannya secara optimal sehingga

masyarakat berperan secara mandiri dalam menjaga kesehatannya.

Berdasarkan hal tersebut, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
IKN Nusantara di Kalimantan Timur diperlukan optimalisasi upaya kesehatan
masyarakat berbasis keperawatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) melalui peran serta dan kolaborasi berbagai profesi yang salah
satunya perawat. Beberapa peran penting perawat dalam optimalisasi upaya
kesehatan masyarakat pada fasilitas Kesehatan tingkat perawatan, antara lain
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pemberdayaan masyarakat dalam promosi kesehatan, peningkatan pelayanan
keperawatan berbasis peka budaya (transcultural nursing), optimalisasi peran
keluarga, kader, dan tokoh masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan
ibu dan anak, penanganan penyakit degeneratif dengan pendekatan
keperawatan komunitas melalui pemberdayaan lansia dan keluarga di wilayah
Ibu Kota Negara (IKN) dan nursing center sebagai salah satu model perawatan
kesehatan masyarakat di IKN Nusantara.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Promosi Kesehatan

Seiring dengan perubahan paradigma sakit menjadi paradigma sehat yang
menekankan cara pandang suatu tindakan untuk menjaga dan meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat, dapat membuat masyarakat menjadi mandiri
dalam mengusahakan dan menjalankan upaya kesehatannya. Hal ini sesuai
dengan visi Indonesia sehat, yaitu “Masyarakat Sehat yang Mandiri dan
Berkeadilan” (Kurniawan, 2017). Dalam rangka pencapaian kemandirian
kesehatan, pemberdayaan masyarakat merupakan unsur penting yang tidak
bisa diabaikan. Pemberdayaan kesehatan di bidang kesehatan merupakan
sasaran utama dari promosi kesehatan. Promosi Kesehatan merupakan proses
untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan menginformasikan,
mempengaruhi, dan membantu masyarakat agar berperan aktif untuk
mendukung perubahan perilaku dan lingkungan, serta menjaga dan
meningkatkan kesehatan menuju derajat kesehatan yang optimal (Putra,
2019).

Masyarakat merupakan salah satu strategi global dalam promosi pemberdayaan
(empowerment) kesehatan sehingga pemberdayaan masyarakat sangat penting
untuk dilakukan agar masyarakat sebagai target utama untuk memiliki
kemauan dan kemampuan untuk memelihara, menjaga, dan meningkatkan
status kesehatan. Pemberdayaan dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran,
kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat sehingga
penekanan promosi kesehatan pada pengembangan perilaku dan lingkungan
sehat. Pemberdayaan tersebut merupakan upaya kemitraan berbagai pihak
dan merupakan upaya dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat sehingga
masyarakat aktif (Yusriani dan Alwi, 2018). Pemberdayaan masyarakat
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bertujuan untuk dapat mengidentifikasi, mencegah, dan menanggulangi
masalah kesechatan. Pemberdayaan ini diperlukan adanya promosi kesehatan
(promkes) sebagai salah satu upaya yang wajib ada di puskesmas dan menjadi
tanggung jawab bersama, baik dari petugas puskesmas, pengunjung, serta
masyarakat itu sendiri.

Promosi kesehatan diharapkan dapat melaksanakan strategi yang bersifat
paripurna (komprehensif), khususnya dalam menciptakan perilaku baru.
Tujuan yang utama promosi kesehatan adalah memberikan informasi yang
pada tingkatan lebih lanjut dapat memicu kesadaran masyarakat mengenai
program atau gerakan yang tengah dicanangkan oleh pemerintah, seperti
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) atau Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS) dapat menjadi sebuah gerakan yang sukses dengan dukungan
promosi keschatan (Kemenkes RI, 2017). Kerangka konsep kegiatan
promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yaitu meningkatnya Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat (PHBS) agar dapat terwujudnya peran aktif masyarakat

dalam membudayakan perilaku sehat di semua tatanan (Putra, 2019).

Pemberdayaan dapat dilakukan melalui pendekatan edukatif kepada
masyarakat sebagai sasaran primer program. Advokasi kepada pemangku
kebijakan (stakeholder sebagai sasaran tersier) penting dilakukan agar
program yang akan diimplementasikan memperoleh dukungan dari pihak
yang berkepentingan. Selain itu, perlu adanya dukungan dari para tokoh
masyarakat atau tokoh penting (sasaran sekunder) lainnya yang disegani oleh
masyarakat sebagai social supporter agar turut terlibat untuk memperkuat
dan menciptakan situasi yang kondusif pada saat implementasi program
pemberdayaan Keschatan. Keterlibatan para tokoh penting diharapkan dapat
meningkatkan kepercayaan diri masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam

Gerakan Pemberdayaan Kesehatan (Mubarak dan Chayatin, 2009).

Pemberdayaan terhadap individu, keluarga, dan masyarakat yang
diselenggarakan Puskesmas harus memperhatikan kondisi dan situasi,
khususnya sosial budaya masyarakat setempat, khususnya masyarakat
di sekitar IKN. Dalam pelaksanaan promosi Kesehatan, selain prinsip

pemberdayaan, bina suasana dan advokasi, prinsip-prinsip kemitraan juga
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harus ditegakkan. Kemitraan dikembangkan antara petugas kesehatan
Puskesmas dengan sasarannya (para pasien atau pihak lain) dalam pelaksanaan
pemberdayaan, bina suasana dan advokasi. Tentunya peran aktif masyarakat
tersebut diharapkan dalam penanggulangan masalah keschatan di lingkungan
mereka perlu adanya dukungan dari Puskesmas (Madolan, 2016): Berbagai
kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan di Puskesmas untuk

meningkatkan promosi kesehatan adalah sebagai berikut:

a) Memotivasi tokoh masyarakat dalam pembentukan kader kesehatan atau

pembentukan kelompok yang peduli terhadap kesehatan;
b) Membentuk jejaring dalam pembentukan PHBS di masyarakat;
c) Penggerakan kelompok masyarakat dalam pemanfaatan Posyandu; dan

d) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Peningkatan Penggunaan
Obat Rasional melalui Metode Cara Belajar Insan Akdif (CBIA)
(Kemenkes RI, 2017).

Peningkatan Pelayanan Keperawatan Berbasis Peka Budaya
(Transcultural Nursing)

Dalam semua situasi dari pelayanan kesehatan, pemahaman akan budaya
dalam pelayanan keperawatan adalah hal yang mendasar untuk perawat.
Pemahaman budaya dan komunikasi menciptakan dasar untuk tujuan
keperawatan, sangat penting untuk pelaksanaan asuhan keperawatan yang
aman dan berkualitas (Schyve, 2007). Di mana asuhan keperawatan peka
budaya membutuhkan kompetensi budaya untuk meningkatkan efikasi diri
perawat (Ferguson, 2007). Risiko miskomunikasi dan potensial terjadinya
kesalahan, meningkat ketika pasien dan perawat tidak bicara dalam bahasa
yang sama, atau ketika ada perbedaan sosial budaya antarlainnya (Kaspar
& Reddy, 2017). Kalimantan Timur merupakan provinsi yang memiliki
suku budaya dan etnis yang beragam. Oleh sebab itu, sangat diperlukan
pemahaman yang baik tentang bagaimana melihat keanekaragaman budaya
ini untuk meningkatkan pelayanan keperawatan yang ada. Kurangnya
kompetensi budaya dapat menyebabkan budaya syok yang memiliki aspek
negatif bagi perawat dan pasien. Keduanya mungkin merasa tidak nyaman,
ketidakberdayaan, frustasi, dan disorientasi (Leininger & McFarland, 2002).
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Keperawatan transkultural dipandang sebagai pengetahuan tentang individu,
keluarga, kelompok, dan komunitas dalam sistem keperawatan yang beragam.
Di mana pemahaman dan pengetahuan tentang budaya mempunyai peran
sangat penting bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan kepada
pasien. Pertimbangan dan keputusan dalam perawatan pasien melibatkan
banyak pertimbangan penting, kemampuan beradaptasi profesional perawat
sangat penting, terutama dalam hal keragaman budaya karena dapat
mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada pasien (Albougami,
2016). Keperawatan transkultural berfokus pada budaya dan analisis
komparatif dengan melihat perilaku kepedulian dan pola keperawatan, serta
nilai-nilai tentang sehat dan sakit (Roman ez 4/, 2013).

Keperawatan transkultural memiliki tujuan memberikan asuhan keperawatan
dengan melihat atau memandang nilai-nilai budaya, serta keyakinan dan
praktik. Di mana nilai budaya memainkan peran yang sangat penting bagi
perawat dalam melakukan komunikasi, menegakkan diagnosa keperawatan,
serta mengambil keputusan (Roman ez al, 2013) dan berfokus pada
pelaksanaan praktik keperawatan terhadap perbedaan dan kesamaan budaya
dalam pelaksanaan asuhan keperawatan (Leininger & McFarland, 2002).
Hal ini sangat membantu perawat dalam memahami dan menghormati
keragaman budaya pasien dalam perawatan pasien sehingga terciptanya
perawat peka budaya melalui pembelajaran dan pengembangan kebudayaan
yang kompeten (Jeffreys, 2010).

Kemampuan atau kompetensi dalam keperawatan didefinisikan sebagai
berkelanjutan dan dengan proses dinamis dalam memberikan pelayanan
kepada pasien secara efektif dengan beragamnya latar budaya dalam
mengurangi risiko dan memperoleh pemahaman tentang kebutuhan
pasien (Sharifi ez al, 2019). Perawat sebagai pemberi pelayanan keschatan
dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif, dan aman
bagi pasien (Theander ez al, 2016). Praktik perawatan dipengaruhi oleh
keyakinan dan nilai budaya yang cenderung tertanam dalam pandangan
dunia, bahasa, filosofi, agama, kekeluargaan, sosial, politik, pendidikan,
ekonomi teknologi, ethnobistory, dan lingkungan kebudayaan. Pelayanan

keperawatan yang berdasarkan budaya dapat meningkatkan kepuasan pasien
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sehingga dapat mempengaruhi derajat kesehatan dan kesejahteraan individu,
keluarga, kelompok, dan komunitas di dalam lingkungannya. Adanya bukti
antara efektivitas kompetensi budaya dan pelayanan. Hal tersebut digunakan
lebih lanjut untuk mengevaluasi dalam meningkatkan pengalaman layanan
dan hasil (Bhui ez 4/, 2007). Keperawatan yang berdasarkan budaya dapat
terwujud apabila pola, nilai budaya, dan perawatan digunakan secara tepat,
aman, dan bermakna (Bhui ez 2/, 2007).

Kemampuan atau kompetensi perawat dalam keperawatan transkultural
meliputi motivasi, sikap, pengetahuan, perilaku, serta kemampuan perawat.
Sementara kemampuan kontekstual antarbudaya meliputi budaya, gender,
dan ras, serta hubungan budaya (Martin & Nakayama, 2012). Pengetahuan
tentang budaya pasien sangat penting bagi perawat sehingga perawat mampu
berpikiran terbuka terhadap perawatan pasien, pengetahuan perawat terhadap
keperawatan transkultural sangat efektif untuk meningkatkan nilai-nilai
profesional, keterampilan empati, kecerdasan, dan kepekaan budaya (Kagan
& Orsal, 2020).

Kompetensi budaya merupakan perkara yang sangat kompleks, di mana
kompetensi ini mempertimbangkan kebutuhan mencakup tindakan dan
pengambilan keputusan dalam membantu, serta mendukung orang atau
pasien dengan budaya tertentu memperoleh serta mempertahankan nilai-nilai
keperawatan yang relevan. Berdasarkan teori perawatan budaya Leininger,
perawatan yang sesuai secara budaya hanya dapat diberikan jika pola budaya
pasien diketahui (Leininger & McFarland, 2002). Perawat yang kompeten
secara budaya memiliki pengetahuan, kepekaan, kecakapan, dan keterampilan
yang diperlukan dalam melakukan tindakan berdasarkan budaya (Sharifi ez 4L,
2019). Memiliki pengetahuan tentang latar belakang budaya sebagai seorang
perawat merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang baik
dan sensitif dengan menghormati kebutuhan pasien dan melaksanakan asuhan
keperawatan transkultural yang holistik dan kompeten (Maier-Lorentz, 2008;
Sharifi et al., 2019).

Beberapa prinsip yang harus dipahami dan dilakukan untuk meningkatkan
kemampuan perawat di Puskesmas yang dapat meningkatkan memberikan

pelayanan yang efektif dan aman, meliputi kebutuhan akan akses yang
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sama terhadap perawatan, menghormati kepercayaan dan praktik budaya,
akomodasi perawatan budaya dan atau negosiasi, restrukturisasi dan atau pola

ulang perawatan budaya, dan pentingnya komunikasi dalam pelayanan.

Optimalisasi Peran Keluarga, Kader, dan Tokoh Masyarakat
dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

Salah satu indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat di bidang
kesehatan dapat dinilai dari salah satu ouzcome di mana masyarakat mempunyai
kontribusi dalam menurunkan angka kesakitan, angka kematian, dan angka
kelahiran, serta meningkatkan status gizi masyarakat. Seperti yang kita
ketahui bahwa Puskesmas dalam pemberdayaan masyarakat yang berwujud
UKB, salah satunya adalah upaya kesehatan ibu dan anak, meliputi Posyandu,
Polindes, Bina Keluarga Balita (BKB), memotivasi tokoh masyarakat dalam
pembentukan kader kesehatan atau pembentukan kelompok yang peduli

terhadap kesehatan.

Menurut Kemenkes RI (2021), salah satu indikator yang menggambarkan
kesejahteraan masyarakat di suatu negara adalah Angka Kematian Ibu (AKI)
dan Angka Kematian Bayi dan Balita (AKB dan AKABA). Oleh karena itu,
upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak harus mendapat perhatian khusus,
baik dari pemerintah maupun masyarakat. Kondisi kesehatan keluarga dapat
digambarkan dengan data yang telah dibandingkan sebelumnya. Angka
Kematian Ibu (AKI) telah menurun dari 346 kematian per 100.000 kelahiran
hidup pada tahun 2010 menjadi 305 kematian per 100.000 kelahiran hidup
pada tahun 2015. Angka Kematian Neonatal (AKN) menurun dari 20 per
1.000 kelahiran Hidup tahun 2002 menjadi 15 per 1.000 kelahiran hidup
pada tahun 2017. Menurunnya Angka Kematian Balita (AKB) dari 46 per
1.000 kelahiran hidup tahun 2002 menjadi 32 per 1.000 kelahiran hidup
tahun 2017.

Penyebab langsung kematian ibu adalah gangguan hipertensi dalam kehamilan
(33,1%), pendarahan obstetrik (27,03%), komplikasi nonobstetrik (15,7%),
komplikasi obstetrik lainnya (12,04%), infeksi yang berkaitan dengan
kehamilan (6,06%), dan penyebab lain (4,81%) (SRS, 2016). Kejadian
kematian ibu sebanyak 77% ditemukan di rumah sakit, 15,6% di rumah,
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4,1% di perjalanan menuju RS/fasilitas kesehatan, dan 2,5% di fasilitas
pelayanan kesehatan lainnya. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013
dan 2018 menunjukkan terjadinya peningkatan cakupan indikator kesehatan
ibu yang direfleksikan dari indikator empat kali kunjungan ANC (K4) dan
pertolongan persalinan yang dilakukan oleh tenaga keschatan. Proporsi
pemeriksaan kehamilan K4 telah menunjukkan kenaikan dari 70% pada
tahun 2013 (Riskesdas, 2013) menjadi 74,1% pada tahun 2018 (Riskesdas,
2018). Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan juga naik dari
66,7% pada tahun 2013 (Riskesdas, 2013) menjadi 79,3% pada tahun 2018
(Riskesdas, 2018). Penyebab kematian neonatal terbanyak adalah komplikasi
kejadian intrapartum (28,3%), gangguan respiratori dan kardiovaskuler
(21,3%), BBLR dan prematur (19%), kelainan kongenital (14,8%), dan
infeksi (7,3%). Kematian neonatal dan balita juga paling banyak terjadi di
rumah sakit yaitu 68% untuk kematian neonatal dan 62,8% untuk kematian
balita. Penyebab utama kematian bayi adalah gangguan yang terjadi pada masa
perinatal (49,8%), kelainan kongenital dan genetik (14,2%), pneumonia
(9,2%), diare dan infeksi gastrointestinal lainnya (7%), viral hemorrhagic
fever (2,2%), meningitis (2%), gangguan undernutrisi dan metabolik (1,3%)
(Hudoyo, 2018).

Pemberdayaan masyarakat di bidang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
merupakan upaya memfasilitasi masyarakat untuk membangun sistem
kesiagaan masyarakat dalam upaya mengatasi situasi gawat darurat dari aspek
nonklinis terkait kehamilan dan persalinan. Upaya kesehatan ibu dan anak
merupakan upaya di bidang kesehatan yang menyangkut pelayanan dan
pemeliharaan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi dan
anak balita, serta pra sekolah (Nurhakiki ez 2/, 2021) dan (Aningsih ez 4/,
2019)

Tokoh masyarakat menjadi orang yang sangat berperan dalam perantara
penyampaian informasi kesehatan sebagai bentuk kegiatan promotif dan
preventif yang dilakukan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat
dalam membantu meningkatkan kualitas pemeliharaan keschatan masyarakat,
terutama kesehatan ibu dan anak. Tokoh masyarakat sebagai orang yang

mempunyai pengaruh besar dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat
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menjadikannya sangat penting dalam berperan mengatasi kurang pengetahuan
masyarakat, terutama masyarakat daerah terpencil dan masyarakat dengan

sosial budaya yang homogen.

Posyandu merupakan salah satu sarana dalam upaya pelayanan kesehatan
yang dilaksanakan oleh, dari, dan bersama masyarakat untuk memberdayakan
masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna
memperoleh kesehatan ibu dan anak. Adapun pelayanan posyandu yang paling
utama diberikan kepada masyarakat, yaitu kesehatan ibu dan anak, imunisasi,
pemberian gizi, serta pencegahan dan penanggulangan diare. Sasaran Posyandu
adalah bayi, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Posyandu merupakan
kegiatan oleh dan untuk masyarakat yang akan menumbuhkan komitmen
masyarakat, terutama para ibu dan menjaga kelestarian hidup, serta tumbuh
kembang anak. Dalam pelaksanaan kegiatannya Posyandu dimonitori oleh
kader terpilih dari wilayah sendiri yang terlatih untuk melaksanakan kegiatan
rutin di Posyandu maupun diluar hari buka Posyandu (Kemenkes RI, 2020).

Kesehatan ibu dan anak yang menjadi perhatian dalam permasalahan kesehatan
keluarga di antaranya peningkatan capaian pelayanan keschatan ibu dan anak
tidak disertai dengan perbaikan angka kematian ibu, mengindikasikan belum
optimalnya kualitas pelayanan maternal dan neonatal, fenomena tiga terlambat
masih terjadi, yakni terlambat pengambilan keputusan rujuk ke Fasyankes
yang tepat, terlambat sampai ke tempat rujukan dan terlambat ditangani
dengan tepat, masih adanya kejadian gangguan tumbuh kembang balita yang
dapat mengakibatkan szunting. Petugas kesehatan tidaklah mampu mengatasi
permasalahan semua ini sendiri, perlu bantuan besar dari keluarga, kader, dan
tokoh masyarakat yang akan menjadi penggerak utama agar keluarga mampu

menyelesaikan masalah kesehatan ibu dan anak yang mereka hadapi.

Memberdayakan keluarga harus dilakukan dalam membantu pelaksanaan
program peningkatan keschatan ibu dan anak, yakni kemampuan tenaga
kesehatan dalam meningkatkan partisipasi segenap keluarga (sebagai
masyarakat terkecil) untuk berperilaku hidup sehat, mencegah jangan sampai
ada anggota keluarganya yang sakit, bahkan meningkatkan derajat kesehatan.
Pemberdayaan keluarga ini harus dilakukan karena dengan memberdayakan
masyarakat saja tidaklah cukup untuk mencapai target RPJPM 2020-2024.
(Hudoyo, 2018)
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Keluarga merupakan bagian dari masyarakat yang perannya sangat penting
untuk membentuk kebudayaan yang sehat. Dari keluarga lah pendidikan
individu dimulai dan akan tercipta tatanan masyarakat yang baik sehingga

untuk membangun kebudayaan maka mulailah dari keluarga.

Posyandu merupakan salah satu sarana dalam upaya pelayanan kesehatan
yang dilaksanakan oleh, dari, dan bersama masyarakat untuk memberdayakan
masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna
memperoleh kesehatan ibu dan anak. Adapun pelayanan posyandu yang paling
utama diberikan kepada masyarakat yaitu kesehatan ibu dan anak, imunisasi,
pemberian gizi, serta pencegahan dan penanggulangan diare. Sasaran Posyandu
adalah bayi, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Posyandu merupakan
kegiatan oleh dan untuk masyarakat yang akan menumbuhkan komitmen
masyarakat, terutama para ibu dan menjaga kelestarian hidup serta tumbuh
kembang anak. Dalam pelaksanaan kegiatannya, Posyandu dimonitori oleh
kader terpilih dari wilayah sendiri yang terlatih untuk melaksanakan kegiatan
rutin di Posyandu maupun diluar hari buka Posyandu (Kemenkes RI, 2020).

Kader Posyandu adalah seorang yang karena kecakapannya atau
kemampuannya diangkat, dipilih dan atau ditunjuk untuk memimpin
pengembangan posyandu di suatu tempat atau desa. Peran kader posyandu
ini yaitu memantau pertumbuhan anak atau balita, mengadakan penyuluhan
terkait tentang kesehatan ibu dan anak sehingga masyarakat mengetahui dan
mampu mempraktikkan apa saja yang perlu diperhatikan dalam penanganan
anak, ibu hamil ataupun ibu menyusui, serta melakukan pendampingan bagi
ibu yang kurang schat atau sakit jika ada yang perlu dirujuk ke rumah sakit
(Astuti et al., 2017).

Dengan gambaran pemberdayaan masyarakat dan keluarga, dapat disimpulkan
bahwa peran Puskesmas sebagai penanggung jawab wilayah memiliki dua
upaya yang harus dilakukan, yaitu UKP (Usaha Kesehatan Perorangan)
dengan pendekatan JKN dan penguatan pelayanan kesechatan dan UKM
(Usaha Kesehatan Masyarakat) dengan pendekatan pemberdayaan keluarga,
pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan berwawasan kesehatan kedua
upaya tersebut secara sinergis akan menuju kepada tercapainya keluarga-

keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas
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PUSKESMAS

PEMBANGUNAN

BERWAWASAN KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN
PEMBERDAYAAN NASIONAL, PENGUATAN

KELUARGA PELAYANAN KESEHATAN
SEHAT

PENDEKATAN KELUARGA

Dikutip: Kemenkes RI (2016), Pedoman Umum Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan
Keluarga

Penanganan Penyakit Degeneratif dengan Pendekatan
Keperawatan Komunitas melalui Pemberdayaan Lansia dan Keluarga

di Wilayah Ibu Kota Negara (IKN)
Upaya Kesechatan Masyarakat (UKM) yang saat ini digalakkan oleh

pemerintah, yakni program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
(PIS-PK). Program Indonesia Sehat-Pendekatan Keluarga (PIS-PK) adalah
program yang dirancang dalam meningkatkan derajat kesehatan dan status
gizi masyarakat melalui upaya keschatan dan pemberdayaan masyarakat
dengan pendekatan keluarga. Pendekatan keluarga merupakan salah satu
cara Puskesmas dalam meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan/
meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan
mendatangi keluarga. Lansia di Indonesia dominan hidup dan dirawat oleh
keluarga sehingga pendekatan ini dapat diterapkan dalam menangani penyakit
degeneratif agar dapat memberdayakan lansia dan keluarganya di wilayah Ibu
Kota Negara (IKN).

Lanjut usia mengalami pertumbuhan dan perkembangan jumlah populasi
pesat, baik di tingkat dunia maupun Indonesia. Jumlah populasi lansia di
dunia ditemukan sebanyak 727 juta orang dengan rentang usia 65 tahun atau
lebih pada tahun 2020. Populasi lansia ini diproyeksikan akan meningkat
menjadi 1,5 miliar pada tahun 2050. Persentase penduduk lanjut usia di
Indonesia didapatkan sebanyak 10,7 persen dari total populasi penduduk
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Indonesia pada tahun 2020. Jumlah populasi lansia diprediksikan terus
meningkat sebesar 19,9 persen pada tahun 2045. Data lansia di Indonesia
tahun 2017 terdapat 23,66 juta jiwa penduduk lansia atau setara dengan
9,03% dari total penduduk. Dengan persentase di atas 7%, Indonesia dapat
dikategorikan sebagai negara berstruktur tua. Data lain menunjukkan bahwa
sebanyak 29,52 persen rumah tangga dihuni oleh lansia atau setara tiga dari
sepuluh rumah tangga di Indonesia. Lansia adalah kelompok berisiko yang
jumlahnya terus mengalami peningkatan dan berpotensi mengalami masalah
kesehatan.

Data menarik lain ditemukan bahwa hampir setengah dari populasi lansia
mengeluh mengalami masalah kesehatan sebulan terakhir yang berimplikasi
pada terganggunya aktivitas sehari-hari pada tahun 2021. Selain itu, mayoritas
lansia atau sebanyak 81,08 persen mengobati masalah keschatannya sendiri dan
lansia masih merokok setiap hari sebanyak 24,19 persen (Badan Pusat Statistik
Indonesia, 2021; Kementerian Kesehatan, 2017). Data ini menunjukkan
bahwa jumlah lansia semakin meningkat dan negara Indonesia telah masuk
dalam negara berstruktur tua dan lansia memiliki perilaku kesehatan yang
sangat berisiko. Faktor risiko pada lansia yakni kecenderungan memiliki
tingkat kematian lebih tinggi, kurangnya akses ke pelayanan kesehatan, tidak
memiliki asuransi, memiliki harapan hidup yang lebih rendah dan kualitas
hidup secara keseluruhan berkurang (Allender ez al., 2014).

Perubahan menua dan faktor risiko dapat menyebabkan konsekuensi
fungsional negatif, baik dari segi fisik maupun psikososial. Perubahan
psikososial yang harus dihadapi lansia, yakni pensiun, relokasi, menjadi
janda atau duda, kematian teman dan keluarga, serta perilaku ageism. Lansia
yang telah pensiun akan mengalami berkurangnya pendapatan, identitas/
peran, status sosial/wewenang, struktur sosial, tujuan hidup dan interaksi
dengan sebaya. Relokasi atau perpindahan akan menyebabkan lansia merasa
kehilangan ruang, perubahan tetangga dan kehilangan teman. Kematian
teman dan keluarga juga berdampak pada psikososial lansia, seperti adanya
rasa kehilangan teman akrab, takut akan kematian dan berkurangnya aktivitas
sosial. Perilaku aegis juga memiliki konsekuensi negatif pada lansia, seperti
perlakuan negatif pada lansia, ekspektasi/harapan mengenai kelansiaan

yang tidak sesuai, stereotype dan mitos yang disematkan pada lansia.
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Lansia yang telah menjadi janda atau duda akan mengalami kehilangan sosok
yang menolong, menemani, pasangan seksual, kehampaan, berduka, berubah
dalam hal tanggung jawab, sangat bergantung pada orang lain dan kesepian.
Masalah kesepian yang teratasi akan berpengaruh pada kondisi kesehatan
lansia (Miller, 2012).

Data dari riset kesehatan dasar pada tahun 2013 ditemukan penyakit
degeneratif yang paling sering dialami lansia secara berurutan, yakni
hipertensi, artritis, stroke, penyakit paru obstruksi kronik, diabetes melitus,
kanker, penyakit jantung koroner, batu ginjal, gagal jantung, dan gagal ginjal.
Penyakit-penyakit yang dialami lansia yang sebagian besar penyakit kronik
akan menjadi beban anggota keluarga dalam merawat lansia (Kholifah, 2016).
Hal ini berimplikasi pada penduduk dengan usia produktif harus menanggung
penduduk lansia. Data rasio ketergantungan total dunia didapatkan bahwa 74
orang tanggungan lansia per 100 orang usia kerja pada tahun 2015 (Nations,
2015). Data memperlihatkan rasio ketergantungan lansia sebesar 16,76 yang
berarti bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung
sekitar 17 orang lansia (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2021). Dapat
disimpulkan keluarga menjadi tumpuan utama lansia dalam kehidupan

sehari-hari, khususnya bagi lansia dengan penyakit degeneratif dan kronik.

Hasil penelitian menunjukkan lansia wanita Amerika Afrika dengan diabetes
mengalami hambatan untuk perawatan diri (keterbatasan fungsional, stres,
peran multi- caregiver) dan menggunakan strategi koping dengan spiritualitas,
gereja dan keluarga dalam melakukan perawatan diri penyakit diabetes
(Leeman er al, 2015). Lansia Amerika Afrika meminta atau menerima
bantuan (keuangan atau sebaliknya) di luar keluarga selama pengalaman
penyakit kanker mereka. Biaya pengobatan menimbulkan kesulitan yang
signifikan bagi banyak orang sehingga lansia membutuhkan keyakinan agama
dan spiritualitas, serta ketersediaan dukungan dalam menghadapi pengobatan
penyakit kanker (Wenzel ez al., 2012). Peranan keluarga pada lansia dengan
penyakit menjadi hal yang krusial.

Struktur dan proses keluarga memiliki potensi untuk meningkatkan
kesehatan dan kesejahteraan dari penyakit kronis. Selain itu, keluarga mampu
memberikan ketahanan (resilience) kepada lansia dalam menghadapi penyakit
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kronis. Namun, disisi lain penyakit kronis pada lansia secara signifikan
berdampak anggota keluarga, terutama mereka yang bertanggung jawab
atas pengasuhan (Latham, 2016). Meskipun hasil penelitian menunjukkan
keterlibatan keluarga memiliki efek psikologis pada individu dengan penyakit
medis (Leung et al, 2007). Pemerintah melalui kementerian kesehatan
telah mengembangkan program berbasis kesehatan masyarakat yaitu PIS-
PK (Program Indonesia Sehat-Pendekatan Keluarga) untuk meningkatkan
status kesehatan. Program Indonesia Sehat-Pendekatan Keluarga (PIS-PK)
merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan derajat keschatan
dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat dengan pendekatan keluarga. Pendekatan keluarga merupakan
salah satu cara Puskesmas dalam meningkatkan jangkauan sasaran dan
mendekatkan/meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya
dengan mendatangi keluarga. Program ini diterapkan dengan pendekatan
pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan berkesinambungan (continuum of
care). Hal ini berarti bahwa pelayanan kesehatan harus dilakukan terhadap
seluruh tahapan siklus hidup manusia (/ife cycle), sejak masih dalam kandungan
hingga usia lanjut. Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan yang
berkesinambungan, fokus pelayanan kesehatan harus pada keluarga. Salah
satu indikator keluarga sehat pada program ini, yaitu penderita gangguan jiwa
mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan (Kementerian Kesehatan
RI, 2016). Program PIS-PK sangat sesuai dengan praktik pelayanan komunitas
dengan fokus pendekatan keluarga. Oleh karena itu, perawat komunitas
perlu berperan aktif dalam menjalankan program PIS-PK melalui keilmuan

keperawatan komunitas.

Keperawatan komunitas (Community Health Nursing) merupakan kombinasi
antara praktik keperawatan dan kesehatan masyarakat yang bertujuan dalam
mempertahankan, pemeliharaan, dan promosi kesehatan. Usaha tersebut
dilaksanakan pada individu, keluarga, dan kelompok di dalam masyarakat.
Oleh karena itu, perawat komunitas menerapkan pencegahan dan promosi
kesehatan dalam praktiknya dalam asuhan keperawatan yang dilakukan pada
kelompok risiko rendah hingga risiko tinggi. Dalam praktik komunitas,
diperlukan strategi meliputi promosi keschatan, intervensi keperawatan,
pemberdayaan, proses kelompok dan kemitraan (Nies & McEwen, 2019).
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Salah satu target dalam praktik CHN, yakni kelompok lansia. Kelompok
lansia merupakan salah satu kelompok usia prioritas yang memerlukan
penanganan dan peranan dari perawat CHN.

Peran perawat CHN (Community Health Nursing) perlu melakukan
penanganan masalah penyakit degeneratif yang cenderung ke arah kronis.
Dalam praktiknya, peran perawat komunitas dapat ditinjau dari tiga level
pencegahan, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Pada tingkat pencegahan
primer, perawat komunitas berperan sebagai pemberi asuhan (care provider),
pendidik, motivator, dan fasilitator. Peran perawat komunitas pada tingkat
pencegahan sekunder, yaitu penemu kasus (case finding) depresi, memberikan
perawatan langsung (direct care), seperti terapi aktivitas individu maupun
kelompok dan melakukan rujukan ke pelayanan selanjutnya. Pada tingkat
pencegahan tersier, perawat komunitas berperan sebagai pemberi asuhan
untuk membantu lansia dengan penyakit degeneratif dalam mencapai hidup
yang optimal. Selain itu, prinsip keperawatan kesehatan komunitas perlu
diperhatikan melalui pelibatan peran aktif masyarakat, mengutamakan
pelayanan promotif, preventif, tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif
kepada individu, keluarga, dan masyarakat (Nies & McEwen, 2019).
Kelompok lanjut usia memerlukan perhatian khusus pada aspek kesehatan
yang semakin menurun. Hal ini merupakan konsekuensi fungsional
akibat proses penuaan sehingga perawat komunitas sebagai garda terdepan
pelayanan kesehatan masyarakat perlu menunjukkan peran dan fungsinya.
Indonesia dan wilayah IKN akan menghadapi bonus demografi, salah
satunya kelompok lansia. Prinsip No Left Behind menjadi hal yang penting
diperhatikan dalam pemberian dan pelayanan kesehatan sehingga lansia tidak
terabaikan dari pelayanan kesehatan dan sosial. Implikasinya, lansia menjadi
lebih sehat sehingga kualitas hidup meningkat dan keluarga tidak terbebani
dalam menanggung dan merawat lansia, baik secara ekonomi, psikologis, fisik

dan sosial.

164




Unmul Hebat, Kaltim Berdaulat, IKN Kuat:

Kontribusi Pemikiran Universitas Mulawarman di Usia 60 Tahun Volume 1

Nursing Center Sebagai Salah Satu Model Perawatan Kesehatan
Masyarakat di IKN Nusantara

Perawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas) merupakan salah satu tanggung
jawab Puskesmas sebagai institusi pelayanan kesehatan tingkat pertama.
Kegiatan pelayanan yang dilakukan Perkesmas dilakukan melalui serangkaian
proses keperawatan sebagai kegiatan pemecahan masalah kesehatan yang
dihadapi individu, keluarga, kelompok risiko tinggi maupun masyarakat
sebagai sasaran pelayanan. Proses tersebut diawali dengan kegiatan pengkajian,

perencanaan, implementasi, dan evaluasi keperawatan.

Melalui kegiatan Perkesmas, masyarakat diharapkan memiliki pengertian,
kebiasaan, dan perilaku hidup sehat sehingga mampu memiliki daya ungkit
terhadap upaya pemeliharaan dan pencapaian derajat keschatan yang
setinggi-tingginya. Proses keperawatan yang dilakukan oleh perawat-perawat
komunitas di Alberta dan Florida Amerika Serikat mampu mengatasi masalah-
masalah kesehatan masyarakat di daerah tersebut, khususnya ibu hamil dan
keluarga miskin sebagai klien yang dibuktikan dengan terjadinya peningkatan
pengetahuan dan keterampilan tentang kesehatan, serta mendekatkan klien
pada sumber pelayanan kesechatan primer dan rujukan yang diperlukan
(Billay ez al, 2008) (Shwartz er al, 2011). Bila dibandingkan dengan
perawat-perawat komunitas di Indonesia, realisasi pelaksanaan Program
Perkesmas belum berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penelitian
yang dilakukan di Kabupaten Agam mengungkapkan bahwa pelaksanaan
Perkesmas belum memberikan kontribusi yang memadai terhadap cakupan
Perkesmas (Indra, 2006). Demikian juga penelitian yang dilakukan di Sleman
mengungkapkan bahwa perawat Puskesmas di Kabupaten Sleman yang
melakukan Program Perkesmas sesuai dengan uraian tugas hanya berjumlah
33,01%, begitu pula dengan Perawat Perkesmas lebih mengutamakan upaya
kuratif dan rehabilitatif, serta cenderung mengabaikan upaya promotif dan
preventif. Survei yang dilakukan oleh Subdit Keperawatan Dasar Depkes RI
pada tahun 2005 menunjukkan bahwa terdapat 78% perawat melakukan
diagnosis penyakit, 79% perawat membuat/menulis resep obat, dan 87%
perawat memberikan tindakan pengobatan (Depkes RI, 2005). Faktor
lainnya yang menghambat pelaksanaan perkesmas, antara lain sumberdaya

dan ketersediaan material yang mendukung pelaksanaan perkesmas (Susiani,
2018).
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Permasalahan-permasalahan  tersebut memerlukan upaya penanganan
sehingga perawat Perkesmas dapat melaksanakan peran dalam menggerakan
Puskesmas untuk mencapai tujuan pendiriannya. Nursing Center (NC)
atau Sentra Keperawatan, hadir sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja
perawat Perkesmas dengan memadukan pengelolaan pendidikan, pelayanan
kesehatan, penelitian keperawatan, dan pelayanan informasi kesehatan.
Laporan Kegiatan Perkesmas Dinas Kesechatan Kota Bandung Tahun 2012
menunjukkan bahwa Puskesmas-puskesmas yang aktif menjalankan Nursing
Center mengalami kenaikan persentase jumlah keluarga mandiri (KM) IV
pada triwulan IV bila dibandingkan dengan jumlah persentase KM IV pada
triwulan I (Dinkes Prov Jabar, 2006).

Nursing Center memiliki tujuan agar tercapainya masyarakat sechat dengan
indikator kemandirian keluarga melalui pemberdayaan dan pendidikan
yang terpadu, serta penelitian keperawatan yang berkualitas secara efektif
efisien. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, hal yang menjadi sasaran
utama adalah mahasiswa, tenaga perawat di Puskesmas, dan klien (individu,
keluarga, kelompok khusus, maupun masyarakat umum). Kehadiran NC di
Puskesmas diharapkan dapat menjadi jembatan adanya kesenjangan antara
teori keperawatan komunitas di ranah akademik dan kondisi nyata yang ada
di pelayanan kesehatan primer, khususnya Puskesmas. Tujuan pelaksanan NC
diharapkan adanya perubahan sikap dan cara berpikir yang bersifat sistemik
dengan melihat keperawatan satu kesatuan yang utuh dunia pendidikan,
pelayanan, dan penelitian. Hal ini sejalan dengan sebuah teori klasik dari
model konseptual keperawatan yang diungkapkan oleh Betty Neuman yang
menyatakan bahwa keperawatan merupakan profesi yang memperhatikan
semua unsur untuk mencapai keseimbangan sebagai suatu proses menuju

sehat.

Menurut  Suharyati  (2007), Nursing Center merupakan pengelolaan
terpadu antara pelayanan, pendidikan, dan penelitian keperawatan dengan
memberdayakan potensi yang ada. Nursing Center selalu diupayakan dalam
memandang keperawatan sebagai suatu kesatuan yang komprehensif sehingga
Nursing Centermemilikikarakteristikyangunik. Model konseptual keperawatan

merupakan rancangan yang terstruktur terdiri atas berbagai konsep memiliki
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hubungan spesifik dan dapat digunakan sebagai landasan dalam prakeik
keperawatan. Nursing Center sebagai model keperawatan komunitas beranjak
dari berbagai asumsi dasar yang berkaitan dengan pelayanan, pendidikan, dan

penelitian-pengembangan keperawatan komunitas.

Peran perawat merupakan deskripsi tentang apa yang dilakukan oleh perawat
di Nursing Center, baik kepada klien maupun kepada mahasiswa keperawatan.
Perawat yang terlibat dalam Nursing Center, baik yang berasal dari Puskesmas
maupun institusi pendidikan mempunyai empat peran utama adalah sebagai
Pemberi pelayanan kepada klien, Pendidik keperawatan untuk mahasiswa/
peserta pelatihan, Peneliti untuk pengembangan ilmu, Praketik, serta pengelola
keperawatan.Untuk dapat melakukan keempat peran dengan baik, diperlukan
perubahan pola pikir agar memandang pendidikan, pelayanan, dan penelitian
keperawatan sebagai suatu kesatuan yang utuh merupakan cara/alat utama
untuk mencegah atau menghilangkan masalah. Dengan kata lain, fokus
intervensi merupakan pengungkit yang dapat digunakan untuk merubah
penyebab situasi ke arah hasil yang diharapkan. Fokus intervensi Nursing
Center ada pada upaya memfasilitasi, advokasi, koordinasi, serta kolaborasi
seluruh kegiatan Nursing Center untuk mencapai pelayanan dan pendidikan
keperawatan yang berkualitas penerapan suatu model keperawatan selalu

diikuti berbagai konsekuensi, baik yang berkenaan dengan proses maupun

hasil.

Pembangunan keschatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan
untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku sehat yang meliputi
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat; mampu menjangkau
pelayanan kesehatan bermutu; hidup dalam lingkungan sehat; dan memiliki
derajat keschatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, dan
masyarakat. Puskesmas sesuai bertanggung jawab menyelenggarakan
pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja (Permenkes NO 75 Tahun
2014).

Salah satu model yang dapat diterapkan untuk mengoptimalisasi pembangunan
Kesehatan adalah Nursing Center, khususnya dalam rangka memaksimalkan
upaya pelayanan Kesehatan masyarakat. Nursing Center yang melibatkan
perawat puskesmas dibantu oleh mahasiswa yang berasal dari institusi
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keperawatan dapat berperan optimal dalam pelaksanaan upaya Kesehatan
masyarakat. Berdasarkan Kepmenkes RI No 279 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas, perawat mempunyai dua peran, yaitu peran minimal dan peran

ideal.

Perawat secara profesional minimal dapat berperan, antara lain penemu kasus
(case finder), pemberi pelayanan (caregiver), pendidik/penyuluh kesehatan
(health teacher/educator), koordinator dan kolaborator, pemberi nasihat
(counselor), panutan (role model). Sementara perawat yang ideal masih perlu
mampu untuk berperan sebagai manajer kasus, konsultan, pemodifikasi

lingkungan, peneliti, dan advokat.

KESIMPULAN

Optimalisasi upaya kesehatan masyarakat berbasis keperawatan pada fasilitas
kesehatan tingkat pertama (FKTP) di Ibu Kota Negara “Nusantara’ di
Kalimantan Timur perlu ditingkatkan melalui pemberdayaan masyarakat
dalam promosi kesehatan, peningkatan pelayanan keperawatan berbasis peka
budaya (transcultural nursing) untuk meningkatkan kemandirian masyarakat
dalam peningkatan derajat kesehatan. Selain itu, optimalisasi peran keluarga,
kader dan tokoh masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak,
penanganan penyakit degeneratif dengan pendekatan keperawatan komunitas
melalui pemberdayaan lansia dan keluarga di wilayah Ibu Kota Negara (IKIN)
serta penerapan model nursing center sebagai salah satu model perawatan
kesehatan masyarakat di IKN Nusantara Nursing Center ini diharapkan dapat
menjadi sebuah model yang memiliki kontribusi positif bagi peningkatan
derajat kesehatan masyarakat, khususnya IKN Nusantara. Model Nursing
Center dapat menjawab permasalahan permasalahan kesehatan, khususnya

permasalahan Kesehatan masyarakat
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ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 telah menetapkan Ibu Kota Negara

baru di Kalimantan Timur yang diberi nama Ibu Kota Nusantara (IKN). Secara
administratif, wilayah IKN berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan
Kutai Kartanegara. Situasi masalah kesehatan di Kalimantan Timur, termasuk
di dalamnya wilayah IKN, mendapat perhatian khusus dalam tulisan ini. Salah
satu dari lima tahapan besar untuk membuat Indonesia lebih produktif; serta
memiliki daya saing dan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan di
dunia, yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini dimulai
dari usaha untuk menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, balita, dan
anak usia sekolah, khususnya upaya penanganan stunting dan upaya untuk
mengatasi kematian ibu dan bayi. Tulisan ini merupakan review berbagai
literatur yang membahas tentang situasi terkini balita stunting, underweight,
wasting, gizi lebih dan gemuk di Kalimantan Timur. Status Gizi pada anak di
bawah lima tahun (Balita) diukur berdasarkan umur, berat badan (BB), dan
tinggi badan (TB). Kalimantan Timur mempunyai angka prevalensi balita
dengan underweight di atas angka nasional (16,2%), gizi baik di bawah angka
nasional (81,7%), dan gizi lebih di atas angka nasional (2,2%). Kalimantan
Timur mempunyai angka prevalensi stunting di atas angka nasional (28,3%).
Kalimantan Timur mempunyai angka prevalensi balita wasting di bawah

angka nasional (7,3%), namun memiliki angka prevalensi balita gemuk di atas
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angka nasional (6%). Rekomendasi kebijakan yang diberikan untuk intervensi
stunting adalah dengan intervensi gizi spesifik dan sensitif, yaitu pemberian
ASI eksklusif, imunisasi dasar lengkap, persalinan di fasilitas kesehatan dan
dibantu oleh tenaga kesehatan, serta kepemilikan akses terhadap layanan

sumber air minum layak dan sanitasi layak.

Kata Kunci: gemuk, gizi lebih, stunting, underweight, wasting

ABSTARCT

Law Number 3 of 2022 established a new state capital in East Kalimantan,
the Ibu Kota Nusantara (IKN). The IKN area is located in Penajam Paser
Utara and Kutai Kartanegara Regencies. The health problems in East
Kalimantan, including the IKN area, receive special attention in this paper.
One of the 5 (five) significant stages to make Indonesia more productive
and have high competitiveness and flexibility in dealing with changes in
the world is the development of Human Resources (HR). The stage starts
with efforts to ensure the health of pregnant women, infants, toddlers, and
school-age children, particularly efforts to deal with stunting and steps to
overcome maternal and infant mortality. This paper reviews various works of
literature that discuss the current situation of stunting, underweight, wasting,
overweight and obese children under five in East Kalimantan. Nutritional
status in children under five years (toddlers) is measured based on age, weight
(BB), and height (TB). East Kalimantan had a prevalence rate of under-five
children with underweight above the national figure (16.2%), good nutrition
below the national rate (81.7%), and over-nutrition above the national rate
(2.2%). East Kalimantan had a stunting prevalence rate above the national
rate (28.3%). East Kalimantan had a prevalence rate of under-five wasting
below the national figure (7.3%) but has a prevalence rate for under-fives
overweight above the national rate (6%). The policy recommendations for
stunting interventions are specific and sensitive nutrition interventions,
namely exclusive breastfeeding, complete primary immunization, delivery in
health facilities and assisted by health workers, and ownership of access to

proper drinking water and proper sanitation services.

Keywords: obesity, over nutrition, stunting, underweight, wasting
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PENDAHULUAN

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengesahkan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
pada tanggal 15 Februari 2022. Ibu Kota Negara ini diberi nama Nusantara
dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN), yang berada
di Kalimantan Timur. Pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara
memiliki visi Ibu Kota Negara sebagai kota dunia untuk semua yang
bertujuan utama mewujudkan kota ideal yang dapat menjadi acuan (role
model) bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan dunia. Visi
besar tersebut bertujuan untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai kota
berkelanjutan di dunia, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan

simbol identitas nasional.

Dalam mewujudkan konsep Tiga Kota yang kokoh, IKN, Balikpapan, dan
Samarinda akan membentuk segitiga pembangunan ekonomi yang saling
melengkapi. IKN akan menjadi ‘saraf” dalam strategi Tiga Kota sebagai pusat
pemerintahan baru dan pusat inovasi hijau yang berperan sebagai basis untuk
sektor-sektor baru yang didorong oleh inovasi, seperti biosimilar dan vaksin,
protein nabati, nutraceutical, dan energi baru terbarukan (EBT). IKN juga
akan menjadi basis untuk Smart City dan layanan digital, pendidikan abad

ke-21, serta pariwisata kota, bisnis, dan kesehatan.

Kesehatan tidak hanya diartikan sebagai sehat fisik dan terhindar dari
penyakit, namun juga secara mental, sosial, dan spiritual secara keseluruhan
yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan
ekonomi. World Health Organization (WHO) juga menyatakan bahwa
kesehatan adalah salah satu hak asasi manusia (HAM) yang semua orang,
terlepas dari suku, agama, pandangan politik, kepercayaan, serta kondisi
sosio-ekonomi untuk mendapatkan dan mengaksesnya. Dengan kata lain,
kondisi sehat dan bugar memungkinkan warga untuk tetap beraktivitas dan
produktif, baik itu di lingkungan terkecil maupun di masyarakat. Penduduk
yang sehat menjadi elemen penting dalam pembentukan kota sehat sekaligus
kota yang menyehatkan. Begitu pula sebaliknya, kota yang menyehatkan akan

mendorong terwujudnya penduduk yang sehat.
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Wilayah IKN berada di sebelah utara Kota Balikpapan dan sebelah selatan
Kota Samarinda dengan luas wilayah darat kurang lebih 256.142 hektare dan
luas wilayah perairan laut kurang lebih 68.189 hektare. Secara administratif,
saat ini wilayah IKN terletak di antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten
Penajam Paser Utara (Kecamatan Penajam dan Sepaku) dan Kabupaten Kutai
Kartanegara (Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, dan Samboja).
Situasi masalah kesehatan di Kalimantan Timur, termasuk di dalamnya
Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, mendapat
perhatian khusus dalam tulisan ini.

Dilihat dari risiko kesehatan berdasarkan data yang ada, wilayah Kabupaten
Kutai Kartanegara rentan terhadap penyakit yang disebarkan melalui vektor
hewan, seperti malaria, demam berdarah, filariasis, zika, dan chikungunya.
Sementara itu, Kabupaten Penajam Paser Utara adalah salah satu wilayah
endemik malaria tertinggi di Indonesia. Selain itu, penyakit infeksi saluran
pernapasan atas (ISPA), tifoid, dan dengue juga sering ditemukan di wilayah
Kabupaten Penajam Paser Utara. Banyaknya aktivitas penebangan pohon,
terutama di kawasan hutan, biasanya meninggalkan kubangan air dan menjadi
tempat berkembangbiaknya nyamuk Anopheles balabacensis yang membawa
vektor penyakit malaria. Tantangan lainnya, yaitu tren meningkatnya
prevalensi penyakit tidak menular (PTM) di antaranya stroke, penyakit
jantung, kanker, dan diabetes yang merupakan penyebab utama beban
penyakit (kematian dan kecacatan). Kejadian PTM disebabkan mayoritas
karena gaya hidup masyarakat yang kurang sehat, seperti kurangnya aktivitas
fisik dan pola konsumsi yang tidak sehat. Kondisi serupa juga terjadi di
wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang ditunjukkan dengan masih besarnya
proporsi beban penyakit tidak menular, dibandingkan penyakit menular.

Dalam pidato Visi Indonesia yang disampaikan pada tanggal 14 Juli 2019,
Presiden Joko Widodo menyebutkan lima tahapan besar yang akan dilakukan
untuk membuat Indonesia lebih produktif, serta memiliki daya saing dan
fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan di dunia. Satu dari lima
tahapan tersebut adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
yang menjadi kunci Indonesia ke depannya. Presiden menyebutkan bahwa
titik dimulainya pembangunan SDM dimulai dari usaha untuk menjamin

kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, balita, dan anak usia sekolah. Tidak
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lupa, Presiden menekankan upaya penanganan smunting dan upaya untuk
mengatasi kematian ibu dan bayi. Agenda prioritas yang disusun pemerintah
ini tentu sejalan dengan upaya untuk mencapai berbagai tujuan dalam Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Stunting atau kerdil adalah kondisi di mana balita memiliki panjang atau
tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umurnya. Menurut
WHO, kondisi gagal tumbuh ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam
waktu lama, serta terjadinya infeksi berulang. Kedua faktor penyebab ini
dapat dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai, terutama dalam 1.000
Hari Pertama Kehidupan (HPK). Periode 1.000 HPK yang meliputi 270 hari
selama kehamilan dan 730 hari pertama setelah bayi dilahirkan merupakan
periode yang menentukan kualitas kehidupan. Apabila mengalami masalah
gizi pada periode tersebut, anak akan mengalami kesulitan dalam mencapai
perkembangan fisik dan kognitif yang optimal.

Masalah kekurangan gizi secara global sampai saat ini masih mendapatkan
perhatian utama, terutama di sebagian negara berkembang. Masalah gizi
tersebut meliputi underweight (berat badan menurut umur dengan nilai z skor
kurang dari -2 SD), stunting (tinggi/ panjang badan menurut umur dengan
nilai z skor kurang dari -2 SD), wasting (berat badan menurut tinggi/panjang
badan dengan nilai z skor kurang dari -2SD), dan defisiensi mikronutrien.
Nilai z skor adalah skor standar berupa jarak skor suatu nilai dari mean
kelompoknya, dapat berupa nilai atau dalam satuan SD (standar deviasi) di
mana kegunaannya, yaitu dapat membandingkan posisi seseorang dengan

orang lain dalam kelompok masing-masing,.

Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, prevalensi
underweight, stunting, wasting berturut-turut adalah 17,8%; 30,8%; dan
10,24%. Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting
cukup tinggi dibandingkan negara-negara berpendapatan menengah lainnya.
Riskesdas melaporkan prevalensi szunting dari tahun ke tahun berturut turut
dari tahun 2007, 2010, 2013, dan 2018 adalah 36,8%; 34,6%; 37,2%; dan
30,8%. Di Nigeria, hasil penelitian menunjukkan balita stunting umur 0-23
bulan sebesar 36,7% dan umur 0-59 bulan sebesar 21%. Hasil penelitian
lainnya menunjukkan balita stunting tingkat sedang di Bangladesh sebesar
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26%, di India sebesar 24,3%, dan di Nepal sebesar 24,3%, sedangkan jumlah
balita szunting tingkat berat di Bangladesh sebesar 15,2%, di India 23,7%,
dan di Nepal 15,9%.

Status gizi anak di bawah lima tahun merupakan indikator kesehatan yang
penting karena usia balita merupakan kelompok yang rentan terhadap masalah
gizi dan penyakit. Underweight dan wasting menunjukkan kekurangan
gizi akut. Sementara stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak
balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk
usianya. Risiko yang disebabkan oleh kekurangan gizi dalam jangka pendek
di antaranya meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian, gangguan
perkembangan (kognitif, motorik, bicara), meningkatnya beban ekonomi
untuk biaya perawatan dan pengobatan anak yang sakit. Jangka panjang
menyebabkan menurunnya kesehatan reproduksi, konsentrasi belajar, dan
rendahnya produktivitas kerja.

Kurang gizi yang terjadi pada awal masa kanak-kanak memiliki konsekuensi
yang serius. Anak yang mengalami gizi kurang cenderung mengalami sakit
yang lebih parah. Terdapat hubungan kuat antara kurus pada anak dan
kematian pada anak. Kurus pada anak balita menyumbang kematian sebesar
4,7% atau dua juta kematian dari seluruh kematian anak balita di dunia.
Anak kurang gizi yang lolos dari kematian akan menjadi dewasa yang pendek,
memiliki IQ yang lebih rendah, terhambat produktivitas ekonominya dan
berisiko lebih besar memiliki keturunan dengan berat badan yang kurang.
Anak yang terlahir dengan berat badan rendah dan berlanjut menderita gizi
kurang pada masa kanak-kanaknya akan tumbuh menjadi dewasa dengan
risiko lebih besar untuk memiliki glukosa darah, tekanan darah dan lipid
darah yang tinggi. Jika digabungkan, masalah pendek dan kurus pada anak
serta gangguan pertumbuhan saat janin akan menyumbang 21 persen DALY
untuk anak balita. DALYs atau “Disability-Adjusted Life Year”, yaitu ukuran
beban penyakit yang dihitung dari banyaknya tahun yang hilang karena sakit,
tidak produktif (“disable”) atau kematian dini.

Penelitian di Ghana menyebutkan kekurangan gizi pada anak akan berdampak
pada rendahnya tingkat pendidikan dan berkorelasi dengan rendahnya
pendapatan saat dewasa. Sekitar 41% angkatan kerja dengan pekerjaan
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manual di negara tersebut pada tahun 2012 mengalami kekurangan gizi pada
masa anak-anak. Hal tersebut mengakibatkan penurunan produktivitas kerja
yang diperkirakan berdampak pada penurunan 0,44% gross domestic product
(GDP). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan kekurangan gizi

membutuhkan peran dari berbagai sektor terkait.

METODE

Tulisan ini merupakan review berbagai literatur yang membahas tentang
situasi terkini balita stunting, underweight, wasting, gizi lebih, dan gemuk
di Kalimantan Timur. Status Gizi pada anak di bawah lima tahun (Balita)
diukur berdasarkan umur, berat badan (BB), dan tinggi badan (TB). Berat
badan anak balita ditimbang menggunakan timbangan digital yang memiliki
presisi 0,1 kg, sedangkan tinggi badan/panjang badan diukur menggunakan
alat ukur tinggi badan/panjang badan dengan presisi 0,1 cm. Variabel BB
dan TB anak balita disajikan dalam bentuk tiga indeks antropometri, yaitu
BB/U, TB/U, dan BB/TB. Untuk menilai status gizi anak balita, angka
berat badan dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan dalam nilai
terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO
2005. Selanjutnya, berdasarkan nilai Z-score dari masing-masing indikator

tersebut ditentukan status gizi anak balita dengan batasan sebagai berikut:
1. Klasifikasi status gizi berdasarkan indeks BB/U:
a.  Underweight. Z-score < -3,0 s/d Z-score < -2,0
b. Gizi Baik : Z-score > -2,0 s/d Z-score < 2,0
c.  Gizi Lebih : Z-score > 2,0
2. Klasifikasi status gizi berdasarkan indikator PB/U:
a.  Stunting : Z-score < -3,0 s/d Z-score < -2,0
b. Normal : Z-score > -2,0
3. Kilasifikasi status gizi berdasarkan indikator BB/PB:
a.  Wasting : Z-score < -3,0 s/d Z-score < -2,0
b. Normal : Z-score > -2,0 s/d Z-score < 2,0
c. Gemuk : Z-score > 2,0

181




Unmul Hebat, Kaltim Berdaulat, IKN Kuat:

Kontribusi Pemikiran Universitas Mulawarman di Usia 60 Tahun Volume 1

HASIL DAN PEMBAHASAN
Status Gizi Balita berdasarkan Berat Badan menurut Umur (BB/U)

Prevalensi balita dengan underweight secara nasional berdasarkan BB/U sebesar
16,1%. Lebih dari 50 persen provinsi di Indonesia mempunyai prevalensi
underweight melebihi dari angka nasional. Kalimantan Timur mempunyai
angka prevalensi balita dengan underweight di atas angka nasional (16,2%),
gizi baik di bawah angka nasional (81,7%) dan gizi lebih di atas angka nasional
(2,2%). Prevalensi balita underweight di Provinsi Kalimantan Timur (16,2%)
sedikit lebih tinggi dari angka nasional (16,1%). Prevalensi wnderweight
tertinggi berada di Kabupaten Kutai Timur (20,8%), dan terendah berada di
Kabupaten Penajam Paser Utara (12,0%). Untuk prevalensi status gizi lebih
tertinggi berada di Kabupaten Kutai Barat (4,0%) dan terendah di Kabupaten
Penajam Paser Utara (0,3%).

Status Gizi Balita berdasarkan Tinggi Badan menurut Umur (TB/U)
Prevalensi balita szunting nasional berdasarkan TB/U sebesar 27,3%. Lebih

dari 50 persen provinsi di Indonesia mempunyai prevalensi szunting melebihi
dari angka nasional. Kalimantan Timur mempunyai angka prevalensi stunting
di atas angka nasional (28,3%). Sebanyak lima kabupaten dari total 10
kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur angka prevalensi balita stunting
berada di atas angka prevalensi provinsi. Tiga kabupaten dengan angka
prevalensi balita stunting tertinggi adalah Kutai Timur, Kutai Kartanegara
dan Mahakam Ulu dengan angka berturut-turut adalah 39,7%; 37,5%; dan
36,6%. Sementara angka szunting balita di 5 kabupaten/kota lainnya berada
di bawah angka prevalensi provinsi. Tiga kabupaten/kota dengan angka balita
stunting terendah adalah Balikpapan, Berau, dan Kota Samarinda dengan
angka prevalensi berturut-turut adalah sebesar 14,0%, 24,6% dan 24,7%.

Status Gizi Balita berdasarkan Berat Badan menurut Tinggi Badan
(BB/TB)

Kalimantan Timur mempunyai angka prevalensi balita wasting di bawah
angka nasional (7,3%), namun memiliki angka prevalensi balita gemuk

diatas angka nasional (6%). Status gizi anak di Provinsi Kalimantan Timur
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berdasarkan BB/TB didapatkan prevalensi yang wasting tertinggi berada di
Kota Balikpapan, yaitu 11,7%, selanjutnya Kota Samarinda yaitu 7,9% dan
Kutai Kartanegara yaitu 7,4%, sedangkan tiga kabupaten/kota yang terendah
balita dengan wasting ada di Kota Bontang yaitu 3,1%, Mahakam Ulu yaitu
3,8% dan Penajam Paser Utara yaitu 4,0%. Prevalensi anak yang normal
paling banyak didapatkan di Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu sebesar
94,9%, Paser yaitu 92,5%, dan Mahakam Ulu yaitu 89,7%, sedangkan
prevalensi anak normal yang paling sedikit ada di Kota Balikpapan, yaitu
80,4%, Kutai Barat yaitu 84,1% dan Kutai Timur yaitu 85,6%. Prevalensi
balita yang gemuk paling banyak didapatkan di Kabupaten Kutai Barat yaitu
10,1%, Kutai Timur dan Kota Bontang yaitu 8,9%, sedangkan prevalensi
anak yang gemuk paling sedikit ditemui di Penajam Paser Utara yaitu 1,1%,
Paser yaitu 3,4%, dan Kota Samarinda yaitu 3,5%.

Status Gizi Balita (Data SSGBI 2019 Integrasi dengan Susenas Maret
2019)

Data SSGBI 2019 yang terintegrasi dengan Susenas Maret 2019 menunjukkan
jumlah data kunjungan untuk indikator BB/U adalah 85 690 balita, TB/U= 84
792 balita, dan BB/TB=84,572 balita. Prevalensi gangguan gizi underweight,
wasting, stunting, dan overweight perlu dikategorikan berdasarkan nilai ambang
untuk menjaga koherensi semua indikator antropometri. Kategori tersebut
dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat keparahan di masing-masing
wilayah sehingga pemerintah dapat mengidentifikasi dan membuat prioritas
dan melakukan intervensi yang tepat. Tingkat keparahan gangguan gizi
dikategorikan menjadi lima tingkatan, yaitu sangat rendah, rendah, sedang,
tinggi, dan sangat tinggi. Nilai ambang batas atau cuz-off stunting sama dengan

underweight, sedangkan nilai cuz-off wasting sama dengan overweighr.

Prevalensi gizi buruk dan gizi kurang pada anak umur 0-59 bulan (Balita)
di Indonesia dari hasil integrasi SSGBI dan Susenas 2019 sebesar 16,29%.
Prevalensi gizi baik di Indonesia sebesar 82,01%. Seperti yang dinyatakan
dalam WHA bahwa prevalensi gizi lebih di atas 3 persen merupakan masalah
kesehatan masyarakat. Prevalensi status gizi (BB/U) pada anak 12-23 bulan
menurut provinsi dan nasional. Ada 22 provinsi dengan prevalensi underweight
anak usia 12-23 bulan kategori sedang termasuk Kalimantan Timur.
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Prevalensi (gizi lebih) overweight anak usia 12-23 bulan di Indonesia termasuk
kategori sangat rendah. Artinya, overweight pada anak usia 12-23 bulan belum
menjadi masalah kesehatan, sebaliknya yang wunderweight menjadi masalah

kesehatan hampir di seluruh provinsi di Indonesia.

Prevalensi status gizi (BB/U) pada anak 24-59 bulan menurut provinsi dan
nasional. Jumlah provinsi dengan prevalensi underweight anak usia 12-23
bulan kategori sedang sebanyak 17, termasuk Kalimantan Timur. Prevalensi
(gizi lebih) overweight anak usia 24—59 bulan di Indonesia termasuk kategori
sangat rendah. Artinya, overweight pada anak usia 24—59 bulan belum menjadi
masalah keschatan, sebaliknya yang underweight menjadi masalah kesehatan

di sebagian besar provinsi di Indonesia.

Prevalensi status gizi anak umur 0—59 bulan berdasarkan tempat tinggal di
daerah perkotaan. Prevalensi gizi buruk dan gizi kurang pada anak umur
0-59 bulan (Balita) yang tinggal di wilayah perkotaan di Indonesia dari hasil
integrasi SSGBI dan Susenas 2019 sebesar 14,21%. Prevalensi gizi baik pada
anak umur 0-59 bulan (Balita) yang tinggal di wilayah perkotaan di Indonesia
sebesar 83,71%. Prevalensi gizi lebih pada anak umur 0-59 bulan (Balita)
yang tinggal di wilayah perkotaan di Indonesia sebesar 2,09%.

Prevalensi balita dengan status gizi tinggi badan menurut umur (TB/U) yang
stunting nasional sebesar 27,7%. Prevalensi stunting pada anak balita laki-
laki yaitu 27,67% lebih tinggi bila dibandingkan dengan prevalensi stunting
nasional. Prevalensi stunting pada anak balita perempuan yaitu sebesar
26,45% terlihat lebih rendah daripada prevalensi stunting nasional (26,67%).
Prevalensi stunting anak umur 24-59 bulan adalah 32,8%. Angka nasional
prevalensi balita dengan status gizi tinggi badan menurut umur (TB/U)
stunting di daerah perkotaan sebesar 24,1%. Angka nasional prevalensi balita
dengan status gizi tinggi badan menurut umur (TB/U) stunting di daerah
pedesaan yaitu 32,0%.

Secara keseluruhan, status gizi balita di Indonesia mengalami perbaikan
dibandingkan tahun 2018. Prevalensi status gizi balita menurut menurut
ketiga indikator berdasarkan data hasil SSGBI 2019: Prevalensi wasting
Nasional 7,4%; Prevalensi stunting Nasional 27,3%; Prevalensi underweight

Nasional sebesar 16,1%. Untuk prevalensi berdasarkan data hasil Integrasi
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antara SSGBI 2019 dan Susenas 2019, nilainya tidak berbeda jauh, yaitu
sebesar 7,4% untuk prevalensi wasting Nasional. Prevalensi stunting Nasional

hasil Integrasi adalah sebesar 27,7%; Prevalensi underweight Nasional sebesar

16,3%.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Masalah kekurangan gizi secara global sampai saat ini masih mendapatkan
perhatian utama, terutama di sebagian negara berkembang dan meliputi
underweight, stunting, wasting, serta defisiensi mikronutrien. Menurut Riset
Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, prevalensi underweight, stunting,
wasting berturut-turut adalah 19,6%; 37,2%; dan 12%. Riskesdas melaporkan
prevalensi szunting dari tahun ke tahun berturut turut dari tahun 2007, 2010,
dan 2013 adalah 36,8%, 34,6%, dan 37,2%. Risiko yang disebabkan oleh
kekurangan gizi dalam jangka pendek di antaranya meningkatnya angka
kesakitan dan angka kematian, gangguan perkembangan, meningkatnya
beban ekonomi untuk biaya perawatan dan pengobatan anak yang sakit.
Jangka panjang menyebabkan menurunnya kesehatan reproduksi, konsentrasi
belajar, dan rendahnya produktivitas kerja. Anak yang terlahir dengan berat
badan rendah dan berlanjut menderita gizi kurang pada masa kanak-kanaknya
akan tumbuh menjadi dewasa dengan risiko lebih besar untuk memiliki
glukosa darah, tekanan darah dan lipid darah yang tinggi. Hasil penelitian
SSGBI 2019 yang terintegrasi Susenas Maret 2019 menunjukkan prevalensi
underweight didapatkan sebesar 16,29%, stunting 27,67%, dan wasting
7,44%.

Pemerintah telah menyusun kerangka intervensi szunting yang terbagi menjadi
dua, yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi
spesifik merupakan intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 HPK
dan berkontribusi pada 30 persen penurunan stunting. Kegiatan intervensi
ini umumnya dilakukan pada sektor kesehatan. Adapun kerangka intervensi
sensitif dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor
kesehatan dan berkontribusi pada 70 persen intervensi stunting. Sasaran dari
intervensi ini adalah masyarakat secara umum dan tidak dikhususkan bagi
ibu hamil dan balita pada 1.000 HPK. Penetapan prioritas intervensi stunting
dilakukan dengan menggunakan enam variabel yang mewakili indikator terkait
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dengan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif, yaitu pemberian
ASI eksklusif, imunisasi dasar lengkap, persalinan di fasilitas kesehatan dan
dibantu oleh tenaga kesehatan, serta kepemilikan akses terhadap layanan

sumber air minum layak dan sanitasi layak.
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ABSTRAK
Wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terletak di dua kabupaten

eksisting secara administratif, yaitu Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai
Kartanegara (Kukar). Jika Kalimantan Timur berperan sebagai paru-
paru IKN, Balikpapan dan Samarinda adalah otot dan jantungnya untuk
pergerakan saraf IKN Nusantara. Sejumlah 39,1% masyarakat Kalimantan
Timur lebih memilih pengobatan dilakukan sendiri dibanding ke tenaga
medis gigi, hanya 19,2% yang ke dokter gigi. Dari 61,5% penduduk
Kalimantan Timur bermasalah kesehatan gigi dan mulut, hanya 13,8%
yang menerima perawatan (RISKESDAS 2018). Artikel ini bertujuan
mengetahui distribusi tenaga dokter gigi dan fasilitas pelayanan keschatan
terhadap kepadatan penduduk untuk mengkaji determinan pemanfaatan
pelayanan keschatan gigi masyarakat di kawasan strategis dan kota penyangga
IKN Nusantara. Observasi data mencakup wilayah Penajam PPU, Kukar,
Balikpapan, dan Samarinda. Analisis dokter gigi terhadap penduduk dihitung
berdasar Kepmenkes tentang perencanaan SDM bidang kesechatan dengan
target 14 dokter gigi untuk 100.000 penduduk. Rasio Fasilitas Keschatan
Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)
berdasar jumlah di kabupaten untuk 10.000 penduduk. Effective Medical
Demand masyarakat Kalimantan Timur untuk mendapat pelayanan dari
tenaga medis gigi sejumlah 8,5%. Distribusi dokter gigi di IKN Nusantara

dan sekitarnya belum merata. Rata-rata satu FKTP IKN Nusantara dan kota
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penyangganya menampung pelayanan kesehatan 23.256 penduduk; satu
FKTL melayani keschatan 111.111 penduduk. Jika memandang rancangan
pengoperasian infrastruktur dasar tahap awal ke kawasan IKN Nusantara
2024, pemerintah otorita perlu menyiapkan sekitar 65 tenaga dokter gigi
untuk 500.000 penduduk. Determinan pemanfaatan pelayanan kesechatan
gigi masyarakat IKN Nusantara berlandaskan faktor akses sarana kesehatan,
persepsi kebutuhan, ketersediaan dokter gigi. Suplai pelayanan kesehatan
gigi masyarakat IKN memerlukan komitmen penuh dari pemerintah otorita
untuk mendukung pemerataan dengan melibatkan pemerintah pusat,
provinsi Kalimantan Timur, Universitas Mulawarman, Persatuan Dokter Gigi
Indonesia.

Kata Kunci: Fasilitas Pelayanan Kesehatan, IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Kesehatan
Gigi Masyarakat, Universitas Mulawarman

ABSTRACT

The state capital region (IKN) of the archipelago is administratively located in
two regencies: North Penajam Paser (PPU) and Kutai Kartanegara (Kukar).
If East Kalimantan acts as the lungs of IKN, then Balikpapan and Samarinda
represent the muscles and heart that support the nerves of IKN Nusantara. In
East Kalimantan, 39,1% of people prefer to do their own dental treatment
rather than visit dental medical personnel, and only 19,2% go to the dentist ;
61,5% of the population have dental and oral health problems, but only 13,8%
received treatment (Basic Health Research data of Indonesia, 2018). This study
aims to determine the distribution of dentists and healthcare facilities according to
population density to examine the determinants of the utilization of community
dental health services in strategic areas and cities supporting IKN Nusantara.
The data used in this study covered the areas of PPU, Kukar, Balikpapan, and
Samarinda. The analysis of the minimum number of dentists per population size
was calculated based on the Ministry of Health’s planning for human resources
in the health sector, which targets 14 dentists per 100.000 residents. According
to the ratio of first-level health facilities (FKTP) and advanced-level health
facilities (FKTL) to 10.000 residents. The effective medical demand for dental
medical personnel in East Kalimantan is 8,5%. Dentists in IKN Nusantara

and its surroundings are not evenly distributed. Moreover, the average number of
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dentists in the administrative area of IKN Nusantara is still less than the national
target, and it has not yet reached the WHOS ideal value. On average, in IKN
Nusantara, one FKTP unit accommodated health services for 23.256 residents,
and one FKTL unit served 111.111 residents. Based on the operational design of
the basic infrastructure for the initial stage of relocation to the IKN Nusantara
area, the government authority needs to prepare around 65 dentists for every
500.000 residents by 2024. Determinants for the use of dental health services
by the IKN Nusantara community were based on the affordability of access to
health facilities, perceptions of teeth and mouth health needs, and the availability
of dentists. The supply of dental health services to the community requires the
government authoritys full commitment to support an even distribution of
dentists. In addition, the involvement of the central government, East Kalimantan
Province, Mulawarman University, Indonesian Dental Association, and other
health professional organizations to regulate policy would support the strategy of
providing a health system in the strategic area of IKN Nusantara.

Keywords: Health service facilities, IKN Nusantara, East Kalimantan, Community dental
health, Mulawarman University

PENDAHULUAN
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan upaya

pemerintah untuk mengusung pembangunan ekonomi yang inklusif dengan
menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru yang merata ke seluruh
penjuru wilayah melalui akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia
serta tidak hanya menitikberatkan pada Pulau Jawa semata. Sebelum disahkan
menjadi wilayah otorita pada 15 Februari 2022, rencana lokasi pemindahan
IKN berada di Provinsi Kalimantan Timur. Secara administratif, wilayah
IKN terletak di dua kabupaten eksisting, yaitu Penajam Paser Utara dan
Kutai Kartanegara. Kawasan strategis nasional (KSN) IKN berdekatan
dengan dua kota penyangga yang telah berkembang, yaitu Balikpapan dan
Samarinda dengan luasan wilayah darat 256.142 hektare dan luas wilayah
perairan laut 68.189 hektare. Jika Kalimantan Timur berperan sebagai paru-
paru IKN, Balikpapan dan Samarinda adalah otot dan jantungnya untuk
pergerakan saraf IKN Nusantara. Kebijakan pemindahan ibukota yang telah
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diputuskan oleh jajaran pemerintah dan DPR melalui proses diskusi panjang
dan perencanaan tidak instan. Hal tersebut ditandai tahapan kajian kebijakan
terstrukeur, komprehensif, dan turut mengikuti aturan perundang-undangan
berlaku yang melibatkan seluruh elemen pemangku kepentingan, akademisi,
masyarakat lokal pemangku adat setempat hingga kesultanan Kalimantan
Timur, serta penyerapan aspirasi masyarakat. Pemindahan IKN ditopang oleh
beberapa kerangka regulasi, yaitu UU IKN, Peraturan Presiden, dan Peraturan
Kepala Otorita IKN.

Berlandaskan ~ peraturan  perundangan  sistem  kesehatan  nasional,
pembangunan bidang kesehatan melakukan upaya penyelenggaraan sistem
kesehatan oleh seluruh potensi bangsa, baik masyarakat, swasta, maupun
pemerintah secara sinergis demi mencapai derajat kesehatan masyarakat
setinggi-tingginya. Tujuan ini akan tercapai selama komponen-komponen
sistem kesehatan nasional terintegrasi baik. Determinan tingkat komunitas
yang menjadi domain sangat penting dalam model perilaku utilisasi pelayanan
kesehatan adalah karakteristik pedesaan atau perkotaan, tarif pelayanan,
jaminan pembiayaan kesehatan, rasio fasilitas keschatan dan personilnya

terhadap populasi.
Data RISKESDAS 2018 menunjukkan penduduk Indonesia bermasalah gigi

dan mulut sebesar 57,6%, dan dari prevalensi tersebut hanya 10,2% yang
menerima pelayanan tenaga medis gigi. Di Kalimantan Timur, dari 61,5 %
penduduk bermasalah kesehatan gigi dan mulut, hanya 13,8% yang mendapat
perawatan tenaga medis gigi. Sejumlah 39,1% masyarakat Kalimantan
Timur lebih memilih pengobatan dilakukan sendiri dibandingkan ke tenaga
medis gigi. Hanya 19,2% masyarakat yang pergi ke dokter gigi dan 3,3%
pergi ke dokter gigi spesialis. Sementara tenaga medis gigi lain yang masih
dicari oleh masyarakat untuk pengobatan adalah dokter umum (3,7 %) dan
terapis gigi (1,1%). Selebihnya masih pergi ke tukang gigi (1,6%). Begitu juga
dengan frekuensi berobat ke tenaga medis gigi, tingkat penduduk yang tidak
pernah berobat masih sangat tinggi (95,3%). Tenaga medis gigi adalah setiap
orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan gigi, serta memiliki
pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan gigi
yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya pelayanan kesehatan

gigi. Kementerian Kesehatan telah menyusun perencanaan Sumber Daya
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Manusia (SDM) keschatan dengan target tersedia 13-14 dokter gigi untuk
pelayanan 100.000 penduduk tahun 2019-2025. Hasil tulisan ini diharapkan
dapat menggambarkan situasi pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi di IKN
Nusantara beserta kota penyangga sekitarnya untuk persiapan pemerintah

otorita dalam memenuhi kebutuhan kesehatan gigi masyarakat tahun 2024.

METODE

Artikel ini mengobservasi dua wilayah eksisting dan dua kota penyangga
sekitar IKN Nusantara (Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Balikpapan,
Samarinda) untuk mengkaji determinan pemanfaatan pelayanan keschatan
gigi masyarakat. Pengumpulan data sekunder diambil dari unduhan dan
wawancara narasumber instansi terkait di Badan Pusat Statistik provinsi
Kalimantan Timur, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Universitas
Mulawarman, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2018-2021.
Analisis data secara univariat untuk mengetahui distribusi ketersediaan tenaga
dokter gigi dan fasilitas pelayanan kesehatan terhadap kepadatan penduduk
IKN Nusantara untuk gambaran deskriptif pengamatan setiap variabel.
Analisis dokter gigi terhadap penduduk dihitung berdasarkan Keputusan
Kementerian Kesehatan tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber
Daya Manusia (SDM) Kesehatan dengan target terdapat 14 dokter gigi
untuk 100.000 penduduk. Rasio fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)
berdasarkan jumlah puskesmas di kabupaten dan kotamadya per 10.000
penduduk dan satu dokter gigi. Rasio FKTL berdasarkan jumlah rumah sakit
di kabupaten dan kotamadya per 10.000 penduduk dan 1 satu dokter gigi

spesialis.

HASIL

Effective Medical Demand (EMD) 2018 masyarakat Kalimantan Timur
untuk mendapat pelayanan dari tenaga medis gigi sebesar 8,5%, lebih
tinggi dibandingkan skala nasional sejumlah 5,9%. EMD menggambarkan
kemampuan masyarakat untuk menjangkau pelayanan kesehatan dari
tenaga medis. Jumlah penduduk terbanyak berada di kota Samarinda, ibu
kota provinsi Kalimantan Timur, namun tingkat kepadatan penduduk
tertinggi terdapat di kota Balikpapan, yaitu 1.348 orang per km? (Tabel 1).
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Sementara kepadatan terendah terletak di kabupaten Kutai Kartanegara
dengan 32 orang per km? Sesuai kepadatannya, Balikpapan memiliki dokter
gigi umum dan dokter gigi spesialis terbanyak. Satu dokter gigi di Balikpapan
melayani 3.466 penduduk. Hal ini membantu mengatasi kebutuhan pelayanan
kesehatan gigi masyarakat setempat yang sejalan perencanaan nasional, yaitu
13-14 dokter gigi untuk 100.000 penduduk tahun 2019-2025, namun masih
belum ideal berdasar target WHO (satu dokter gigi untuk 2.000 penduduk).
Kabupaten yang memiliki ketersediaan dokter gigi paling sedikit adalah PPU.

Berdasarkan data sistem informasi SDM kesehatan per 31 Desember 2018,
keterisian puskesmas se-Indonesia dengan sembilan jenis tenaga medis
lengkap yang sesuai standar dalam Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 masih
di bawah 50% selain Daerah Istimewa Yogyakarta dan Riau. Terdapat 45,53%
Puskesmas di Indonesia yang tidak memiliki dokter gigi. Secara statistik, setiap
puskesmas di PPU dan Kukar memiliki dua dokter gigi. Namun, di lapangan
tidak seluruhnya menempati Puskesmas karena sebagian berpraktik mandiri
atau direkrut pula oleh rumah sakit. Rata-rata dokter gigi di Balikpapan dan
Samarinda lebih banyak, namun sebagian juga hanya berpraktik di tempat
pribadi, purna tugas, menjadi dosen dan peneliti. Penempatan dokter gigi
spesialis per satu Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) di PPU dan
Kukar juga masih kurang, yaitu rata-rata satu dokter gigi spesialis per unit.
Sementara Balikpapan dan Samarinda memiliki rata-rata dua dokter gigi
spesialis per unit. FKTL yang terdata adalah Rumah Sakit Umum maupun
Rumah Sakit Khusus yang memiliki poliklinik gigi dan mulut.

FKTP yang diobservasi adalah jenis Puskesmas induk. Puskesmas induk
adalah pusat kesehatan masyarakat di tingkat kecamatan. Samarinda memiliki
rasio Puskesmas dan penduduk dengan jumlah terbanyak, yaitu satu unit
FKTP untuk 32.258 penduduk. Kabupaten PPU memiliki rasio paling
sedikit dibanding wilayah lain, yaitu 16.949 penduduk per puskesmas. Jika
mengacu target nasional (Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34
tahun 2016 tentang Peduli HAM atas Kesehatan), satu Puskesmas menaungi
16.000 penduduk dan 100% terakreditasi nasional. Hal ini menggambarkan
ketidakseimbangan rasio antara FKTP : penduduk dan FKTP : dokter gigi,
karena walaupun PPU sudah mendekati angka tersebut, persebaran dokter
gigi yang menempati seluruh Puskesmas belum merata.
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Setiap daerah telah mencapai standar FKTL dengan tersedia minimal satu
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Namun, ketidakmerataan juga terlihat
pada perbandingan rumah sakit dan populasi penduduk. Dominan dokter
gigi spesialis di Kalimantan Timur terkonsentrasi pada kota Balikpapan dan
Samarinda. Beban terbesar FKTL untuk melayani kebutuhan kesehatan
masyarakat berada di Kutai Kartanegara dengan nilai 250.000 orang per unit,
yang notabene kepadatannya lebih rendah dari PPU. Dokter gigi spesialis di
PPU yang bertugas di RSUD masih terbatas pada 1-2 spesialistik, sedangkan
dalam kedokteran gigi terdapat sembilan bidang spesialistik.

Tabel 1. Distribusi fasilitas kesehatan, dokter gigi, penduduk wilayah
eksisting dan kota penyangga IKN Nusantara 2021 berdasarkan

kabupaten/kotamadya
. Kabupaten/Kotamadya
MELELL PPU Kuka.I:' Balikpapany Samarinda
Kepadatan penduduk (org/km?) 56,04 31,94 1.347,80 | 1.061,58
Rasio drg- 100.000 penduduk 10,71 7,03 28,86 19,49
Rasio FKTP-10.000 penduduk 0,59 0,42 0,38 0,31
Rasio FKTL-10.000 penduduk 1 0,04 0,17 0,18
Rasio drg-FKTP 1,82 1,51 7,59 6,23
Rasio drg.Spesialis-FKTL 1 1,33 2,33 1,67

Nilai 7ean pada rasio FKTP per 10.000 penduduk sejumlah 0,43 menunjukkan
bahwa satu unit FKTP di IKN Nusantara dan wilayah sekitarnya menampung
pelayanan kesehatan 23.256 penduduk (Tabel 2). Sedangkan rasio FKTL per
10.000 penduduk sejumlah 0,09 berarti bahwa satu FKTL melayani kesehatan
untuk 111.111 penduduk. Nilai mean pada rasio dokter gigi per 100.000
penduduk sejumlah 16,52 menunjukkan bahwa terdapat 17 dokter gigi pada
100.000 penduduk IKN Nusantara beserta area sekitarnya atau satu dokter
gigi dapat melayani 6.053 orang. Angka tersebut mencapai target nasional
untuk rencana pemenuhan SDM kesehatan tahun 2025, namun masih belum
ideal menurut standar WHO. Jika diamati dari rasio per kabupaten, hasil ini
masih kurang dari target nasional karena di PPU yang merupakan lokasi titik
nol IKN Nusantara, satu dokter gigi masih terhitung untuk 9.337 penduduk
dan yang terbanyak adalah di Kutai Kartanegara, yaitu satu dokter gigi untuk
14.225 penduduk. Hal ini menggambarkan persebaran dokter gigi di IKN
Nusantara masih tidak merata.
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Tabel 2.  Rasio FKTP dan FKTL terhadap penduduk dan dokter gigi
wilayah eksisting dan kota penyangga IKN Nusantara

Variabel Mean |Median| SD | Min - Maks | p-value
Rasio FKTP per 10.000 penduduk 0,43 0,40| 0,12 0,31-0,59 0,61
Rasio FKTL per 10.000 penduduk 0,35 0,18 0,44 0,04-1,00 0,42
Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk| 16,52| 15,10/ 9,75 7,03-28,86 0,72
Kepadatan penduduk (orang/km?) 624,34 558,81| 680,31|31,94 - 1.347,80 0,16

Kesenjangan kepadatan penduduk antara PPU, Kukar, Balikpapan, dan
Samarinda tampak dalam rentang nilai yang lebar antara 32 sampai 1.348
orang/km?* dan standar deviasi sejumlah 680 orang. Namun karena kondisi
alam PPU dan Kukar yang masih terbentang hutan luas, sebagian besar
pemukiman penduduk terkonsentrasi di pesisir pantai dan tepi sungai
Mahakam schingga faktor kepadatan penduduk di IKN Nusantara tidak
cukup untuk dijadikan dasar penentuan capaian minimum variabel.

PEMBAHASAN

Ketersediaan Dokter Gigi dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan terhadap
Kebutuhan Kesehatan Gigi Masyarakat di IKN Nusantara

Peraturan pelaksana setingkat peraturan presiden dan peraturan lembaga
sebagai kerangka penopang regulasi telah diatur untuk pemindahan IKN.
Implementasi kewenangan pengelolaan sektor keschatan akan menjadi
faktor penting dalam penyelenggaraan bidang kesehatan di kawasan otorita,
khususnya aspek penjaminan kesehatan dan perizinan fasilitas kesehatan.
Sementara implementasi dari Permenkes 2052 tahun 2011 yang memberi
kewenangan kepada Dinas Keschatan diperlukan dalam pemberian Surat
Izin Praktik (SIP) untuk mempertimbangkan rasio keseimbangan fasilitas
keschatan dan dokter gigi terhadap penduduk. Jika memandang dari
rancangan pengoperasian infrastruktur dasar pada pemindahan tahap awal
ke kawasan IKN Nusantara, pemerintah otorita perlu menyiapkan sekitar 65
tenaga dokter gigi untuk 500.000 penduduk tahun 2024.

Wilayah otorita IKN Nusantara berdampingan dengan kota Balikpapan
dan Kota Samarinda yang telah memiliki sistem pelayanan kesechatan lebih

komprehensif, serta menjadi tempat rujukan kasus-kasus kesehatan gigi dan
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mulut dari wilayah sekitarnya. Puskesmas merupakan FKTP yang hanya
memberikan pelayanan kesechatan dasar. Pelayanan kesehatan gigi spesialistik
diberikan di FKTL. Jumlah puskesmas induk yang terdata di IKN Nusantara
dan sekitarnya rata-rata telah memenuhi minimal satu sarana kesehatan di
tiap kecamatan. Perbedaan jumlah fasilitas pelayanan keschatan di setiap
wilayah sesuai kebijakan pemerintah daerah dan ditentukan berdasarkan luas
wilayah, persebaran penduduk, kebutuhan, pola penyakit, dan kemampuan

penerapan teknologi.

Persebaran dokter gigi di Kalimantan Timur masih terpusat pada kota
Samarinda dan Balikpapan yang memiliki sarana dan prasarana lebih
memadai. Pada kasus-kasus rujukan tertentu, masyarakat IKN Nusantara
harus menempuh perjalanan panjang untuk mendapat akses pelayanan di
kota Balikpapan dan Samarinda yang notabene rasio dokter gigi terhadap
penduduknya juga masih terkategori di bawah standar ideal. Penduduk PPU
dan Kukar yang tidak tertampung berusaha mengobati permasalahannya
sendiri karena jarak menuju fasilitas kesehatan di dua kota tersebut masih
cukup jauh. Kondisi geografis serta infrastruktur yang belum terselesaikan
turut menjadi kendala. Akibat yang dapat terjadi adalah masyarakat
enggan melakukan perawatan dan pencegahan rutin ke pusat pelayanan
kesehatan sechingga masyarakat tidak segera memeriksakan gigi dan mulut
jika penyakitnya belum parah. Rencana pembangunan IKN Nusantara
yang berkonsep “smart city, smart mobility” hendaknya dapat menjadi solusi
alternatif faktor geografis ini. Transportasi publik setingkat kecanggihan
fasilitas di Pulau Jawa diharapkan mampu mengatasi keterbatasan penduduk
menuju sarana pelayanan kesehatan sebagaimana prinsip pemerintah otorita
IKN Nusantara untuk mewujudkan 80% perjalanan melalui transportasi
yang terhubung, aktif, dan mudah diakses.

Fasilitasi kelengkapan alat kedokteran gigi, teknologi, dan pembangunan
infrastruktur yang rampung diharapkan dapat menarik minat para dokter
gigi Indonesia untuk terjun ke wilayah IKN Nusantara, serta memotivasi
masyarakat dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Program
pengabdian lulusan dokter gigi baru, pembukaan formasi penerimaan CPNS

ataupun jalur beasiswa akademis putra/putri daerah juga dapat menjadi
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strategi mengatasi masalah ini. Ditunjang dengan manajemen pembiayaan
jaminan kesehatan yang tertata rapi, lingkar multifaktorial tersebut dapat
terintegrasi menjadi kesatuan berkualitas dalam penyelenggaraan sistem
kesehatan di IKN Nusantara.

Persepsi Masyarakat tentang Kebutuhan Kesehatan Gigi dan Mulut

Kecenderungan masyarakat menggunakan pelayanan kesehatan berbeda-beda.
Pada berbagai model utilisasi pelayanan kesehatan, dasar pemanfaatannya
banyak berlandaskan faktor perilaku yang mencakup karakteristik demografi,
struktur sosial, jaminan pembiayaan, kemampuan, dan kebutuhan. Ukuran
kebutuhan bersumber dari penilaian individu dan klinis. Persepsi kesakitan
mewakili kebutuhan akan pelayanan kesehatan. Perilaku persepsi sakit gigi
dalam masyarakat saat ini semakin kompleks. Bagi masyarakat yang mengalami
peningkatan kesadaran, kebutuhan kesehatan gigi dan mulut tidak lagi
terpusat pada tindakan kuratif dan rehabilitatif saja, melainkan sudah mulai
berkembang ke arah promotif dan preventif. Bagi masyarakat yang belum
menuju upaya level preventif, mereka mencari pengobatan ke tenaga medis
pada saat kondisi parah. Secara umum, pasien yang datang ke puskesmas
setelah mengalami penyakit gigi dan mulut kronis, padahal secara definitif
puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan
upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan tingkat pertama dengan
prioritas promotif dan preventif di wilayah kerjanya (Permenkes No 43 Tahun
2019). Dunia preventif kedokteran gigi telah mengangkat isu ini dan memulai
upaya intervensi minimal untuk mengubah paradigma masyarakat mengenai
tanggung jawab keschatan gigi individu. Intervensi minimal adalah konsep
pelayanan kedokteran gigi mencakup identifikasi, pencegahan, dan kontrol
penyakit yang bertujuan memberdayakan individu atau masyarakat melalui
informasi, keterampilan, dan motivasi agar bertanggung jawab terhadap
masalah kesehatan rongga mulutnya. Pasien dilibatkan untuk pengendalian
status kesehatan giginya dalam setiap langkah perawatan. Tenaga medis gigi
memberi perhatian utama pada gejala awal, deteksi dini, dan perawatan segera
tingkat mikromolekuler diikuti invasi minimal dan menyenangkan bagi
pasien sebagai pilihan memperbaiki kerusakan ireversibel penyakit. Dalam

konsep ini, dokter gigi berperan menegakkan diagnosa, menatalaksana proses
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awal penyakit sampai monitoring secara berkala. Dengan demikian, filosof
tersebut diharapkan mampu menggeser angka kuratif di Puskesmas sehingga
dapat kembali pada fungsi utamanya.

Perkembangan dunia kedokteran gigi dan mulut dewasa ini sangatlah pesat.
Jenis penanganannya pun semakin beragam sehingga fasilitas pelayanannya
dituntut semakin lengkap seiring perkembangan dunia kedokteran gigi dan
peningkatan ragam penangannya. Hal ini menunjukan bahwa ada peningkatan
kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan dapat digunakan
sebagai indikasi meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kondisi
kesehatan gigi dan mulut. Namun, peningkatan tersebut tidak serta merta
menurunkan biaya pengobatan karena klinik-klinik pelayanan kesehatan gigi
dan mulutyang ada kebanyakan merupakan praktik tunggal. Banyak anggapan
dari mata masyarakat bahwa kesehatan gigi dan mulut identik mahal dan
tidak terjangkau karena selama ini yang nampak di permukaan adalah praktik
mandiri bertarif tinggi tanpa didukung manajerial berorientasi publik. Faktor
ini menjadi salah satu pencetus persentase penduduk Kalimantan Timur
yang masih jauh perbandingannya antara jumlah masyarakat bermasalah
kesehatan gigi dan mulut dengan jumlah yang menerima perawatan. Untuk
menanggapi kecenderungan tersebut, fasilitas pelayanan kesehatan telah
bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam
penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Adanya sistem JKN
mengubah paradigma tentang pelayanan keschatan menuju managed care
dengan bertumpu pembayaran prospektif. Para pengelola dapat mengadaptasi
sistem JKN untuk menunjang operasional fasilitas dan pembiayaan pelayanan
kesehatan. Menghadapi perubahan tersebut, peningkatan mutu dan patient
safety tetap menjadi yang utama untuk mempengaruhi peningkatan kinerja
fasilitas kesehatan. Demi terwujudnya sistem kesehatan gigi dan mulut yang
kuat secara nasional, peran rumah sakit tidak bisa disepelekan, termasuk di
dalamnya kelompok rumah sakit gigi dan mulut dalam institusi pendidikan.
Kelompok rumah sakit tersebut disebut juga sebagai Academic-Based Health
System yang tak hanya berperan dalam pelayanan kesehatan, tetapi juga dalam
bidang pendidikan dan penelitian. Dalam hal ini kinerja rumah sakit di
institusi pendidikan terkait dengan berbagai pihak, antara lain manajemen
rumah sakit itu sendiri, institusi pendidikan, para pendidik (dosen klinik
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yang terdiri dari dosen akademik dan dokter pendidik klinik) beserta peserta
didiknya (khususnya residen dan ko-asisten). Demikian pula perlu dipikirkan
pembinaan jejaring yang dapat melibatkan beberapa sarana kesehatan lain.

Potensi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan terhadap Pemerataan
Dokter Gigi di IKN Nusantara

Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) yang berdiri di Kalimantan Timur
berlokasi di Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda. RSGM tersebut
merupakan salah satu Rumah Sakit Pendidikan bagi mahasiswa Profesi dokter
gigi di Program Studi Pendidikan Profesi dokter gigi (PSPPDG) Universitas
Mulawarman. RSGM Universitas Mulawarman didirikan menurut Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit
Pendidikan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1173/MENKES/PER/X/2004. RSGM Unmul berupaya meningkatkan
mutu manajemen dan pelayanan kesehatan berorientasi pada keselamatan
pasien. Pasien memiliki persepsi yang kuat dan preferensi tentang kunjungan
ke RSGM. Tujuan mengidentifikasi sikap pasien terhadap mahasiswa Profesi
dokter gigi adalah untuk memberikan efek berupa perubahan positif atau
penyesuaian yang akan membuat pasien lebih nyaman di RSGM. Persepsi
pasien yang dirawat oleh mahasiswa Profesi dokter gigi hendaknya diperbaiki
karena RSGM merupakan Rumah Sakit Pendidikan yang mendapat supervisi
cukup ketat dari dokter gigi spesialis sehingga pasien tidak takut atau ragu
dirawat mahasiswa profesi dokter gigi. Pasien merasa aman menerima
perawatan gigi dengan menyadari adanya sterilitas alat yang digunakan dan

pakaian pelindung yang dikenakan mahasiswa profesi dokter gigi.

RSGM Universitas Mulawarman dalam berupaya meningkatkan tingkat
kepercayaan masyarakat untuk menerima perawatan gigi oleh mahasiswa
profesi dokter gigi, melakukan peningkatan kualitas manajemen dan
pelayanan melalui penerapan sistem informasi berbasis komputer. Salah
satunya adalah sistem informasi rekam medik. Rekam medik harus lengkap
dan jelas secara tertulis maupun elektronik. Unit rekam medik bertanggung
jawab atas kelengkapan identitas pasien. Keakuratan sistem informasi harus
mencerminkan keadaan sebenarnya. Syarat ini mengharuskan bahwa informasi

bersih dari kesalahan dan tidak menyesatkan pengguna informasi. Sistem
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informasi harus dirancang sesederhana mungkin sehingga memudahkan untuk
memahami dan mengoperasikannya. Hal terpenting dalam penyelenggaraan
rekam medik adalah pengisian dilakukan secara lengkap dan langsung, tepat
waktu, dan tidak ditunda. Mutu pelayanan rumah sakit, antara lain akan
tercermin pada berkas rekam mediknya. Kemampuan mahasiswa dalam
pengisian rekam medik yang akurat mendukung kualitas pelayanan di RSGM
Unmul sehingga mahasiswa profesi dokter gigi berperan penting dalam sistem

jaminan kesehatan.

Gambar 1. Rumah sakit gigi dan mulut Universitas Mulawarman

Samarinda sebagai salah satu area penyangga IKN Nusantara memiliki potensi
dalam mengatasi isu strategis, khususnya di bidang kesehatan gigi dan mulut
dengan adanya RSGM Universitas Mulawarman. Sebagai fasilitas keschatan
yang berbentuk Rumah Sakit Gigi dan Mulut, fungsi pelayanan kesehatan harus
berorientasi publik dengan efisien. Skala pelayanan pada RSGM Universitas
Mulawarman tidak hanya masyarakat umum, tetapi juga meliputi perencanaan
fasilitas kesehatan yang mampu melayani semua lapisan masyarakat, serta
sebagai tempat pendidikan klinis, penelitian, dan pengabdian masyarakat
bagi mahasiswa dan dosen. Bangunan RSGM Universitas Mulawarman dapat
mengekspresikan fungsi sebagai tempat pengobatan atau penyembuhan dan
mampu menghadirkan kesan hangat dan akrab bagi pasien. Rancangan sistem
alur pasien dan supervisi diarahkan kepada pengoptimalisasian pelayanan dan
kenyamanan pengunjung sehingga mendukung proses kecepatan pelayanan.
RSGM Universitas Mulawarman memastikan pelaksanaan pendidikan yang
dijalankan untuk setiap jenis spesialisasi bagi peserta didik dan supervisi

dalam proses pendidikan. Pelaksanaan pendidikan klinis di rumah sakit harus
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mematuhi regulasi rumah sakit dan pelayanan yang diberikan berada dalam
upaya mempertahankan atau meningkatkan mutu dan keselamatan pasien
sehingga RSGM Universitas Mulawarman dapat secara berkesinambungan
memproduksi dokter gigi putra/putri daerah yang potensial untuk
membangun sektor kesehatan di IKN masa depan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Determinan pemanfaatan pelayanan keschatan gigi masyarakat IKN
Nusantara berlandaskan faktor akses sarana kesehatan, persepsi kebutuhan
kesehatan gigi, dan ketersediaan dokter gigi. Suplai pelayanan kesehatan
gigi masyarakat sangat memerlukan komitmen penuh dari pemerintah
otorita untuk mendukung pemerataan distribusi dokter gigi. Keterlibatan
pemerintah pusat, Provinsi Kalimantan Timur, Universitas Mulawarman,
PDGI, dan organisasi profesi kesehatan lainnya untuk regulasi kebijakan
dapat mendukung strategi penyediaan sistem kesehatan di kawasan strategis
IKN Nusantara.
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ABSTRAK

Stunting merupakan masalah gizi balita di mana tinggi/panjang badan
menurut umur di bawah -2 standar deviasi. Kalimantan Timur masih
memiliki stunting sebesar 22,8%, padahal keragaman pangan hutan tropis
kaya akan zat gizi dan komponen bioaktif lainnya. Kajian ini bertujuan untuk
mengeksplorasi bahan pangan lokal hutan tropis lembap di Kalimantan
timur agar mampu bernilai bergizi dan diterima oleh masyarakat, serta
mempromosikan pangan lokal hutan tropis lembap para remaja di Indonesia.
Penelitian ini dilakukan menggunakan literatur review untuk identifikasi
pangan lokal, rancangan acak lengkap untuk pengolahan pangan, dan guasi
experiment untuk mempromosikan bahan pangan lokal hutan tropis lembap
di Kalimantan Timur. Pangan lokal hutan tropis lembap yang potensial di
Kalimantan Timur dalam meningkatkan gizi bayi, balita, remaja putri,
dan ibu hamil, serta berkontribusi dalam penurunan szunting, di antaranya
tanaman kelakai, jelai, cempedak, nangka, dan buah naga. Pangan lokal hutan
tropis lembap di Kalimantan Timur mampu diolah menjadi pangan bergizi
dan dapat diterima masyarakat, di antaranya nugget ayam kelakai, kue cubit
kacang hijau dan kacang merah, kue kering tepung biji nangka, dan sosis ikan

patin dan mandai.

Kata kunci: stunting, pangan lokal tropis lembap
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PENDAHULUAN
Latar Belakang

Stunting pada anak di bawah usia lima tahun mengindikasikan adanya
pertumbuhan panjang/tinggi badan yang kurang selama periode tersebut.
Hal ini dapat dilihat dengan pertumbuhan panjang/tinggi badan menurut
usia kurang dari -2 standar deviasi menurut median standar percumbuhan
anak World Health Organization (Group, 2006). Stunting dapat hadir di awal
kehidupan dan sebagian besar stunting terjadi pada saat 1.000 hari pertama
kehidupan, yaitu dari masa konsepsi hingga dua tahun kehidupan, walaupun
pertumbuhan panjang badan yang pesat mungkin masih dapat terjadi setelah
dua tahun pertama kehidupan (Leroy er al., 2014). Diperkirakan, stunting
menjadi penyebab satu juta kematian pada anak setiap tahunnya. Stunting
pada bayi dan anak usia dini juga menyebabkan peningkatan kesakitan,
kognisi yang buruk, kesulitan dalam belajar schingga peringkat sekolah
yang buruk, kemungkinan pendek di saat dewasa, produktivitas yang
rendah, pendapatan yang kurang, berisiko untuk kelebihan berat badan,
meningkatkan risiko terhadap infeksi dan penyakit tidak menular di masa
dewasa (Stewart ez al., 2013). Upaya penurunan szunting merupakan satu dari
enam tujuan di Global Nutrition Targets untuk tahun 2025 (McGuire, 2015)
dan merupakan indikator utama pada Sustainable Development Goal of Zero
Hunger (United Nations, 2016).

Stunting masih menjadi masalah di Indonesia. Meskipun telah terjadi
penurunan stunting pada balita di Indonesia sebesar 3,3% (dari 27,7% di
tahun 2019 menjadi 24,4%) (Indonesia, 2020; SSGI, 2021), namun masih
belum memenuhi target dari World Health Organization (WHO) atau
maksimal 20%. Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota negara Indonesia
pun masih mengalami stunting, di mana stunting pada tahun 2021 sebesar
22.8% (SSGI, 2021). Demikian pula dengan kabupaten di calon ibu kota
negara, masih memiliki prevalensi stunting di atas rata-rata provinsi, yaitu
Kabupaten Penajam Paser Utara (27,3%) dan Kabupaten Kutai Kartanegara
(26,4%) (SSGI, 2021). Oleh karena itu, pentingnya penanggulangan stunting

dengan upaya perbaikan asupan gizi melalui keragamanan makanan.
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Keragaman makanan berhubungan terbalik dengan kejadian stunting
(Wantina N, 2017; Widyaningsih NN, 2018). Konsumsi keragamanan
pangan akan difokuskan pada remaja putri, bayi, balita, ibu hamil dan
menyusui karena kejadian szunting yang dapat terjadi pada 1.000 hari pertama
kehidupan.

Kalimantan Timur merupakan provinsi yang kaya akan pangan hutan tropis,
yang kaya zat gizi dan komponen bioaktif lainnya, seperti flavanols dan
phenolic acids. Oleh karena pentingnya pengelolaan keragaman pangan lokal
yang kaya akan zat gizi dan mampu meningkatkan ekonomi penduduk sekitar.
Universitas Mulawarman selaku Universitas terbesar di Kalimantan Timur
selalu berperan dalam membantu percepatan penurunan stunting. Kegiatan
penganekaragaman olahan pangan lokal yang bergizi dan kaya antioksidan
merupakan salah satu sumbangsih dalam memperkaya keragaman lokal.
Departemen Gizi Kesechatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat
selalu mengolah pangan lokal menjadi sebuah makanan yang dapat diterima
oleh masyarakat dan meningkatkan ekonomi masyarakat setempat, melalui

kegiatan tri dharma perguruan tinggi.

Tulisan ini bermaksud mengeksplorasi bahan pangan lokal hutan tropis
lembap di Kalimantan timur agar mampu bernilai bergizi dan diterima oleh
masyarakat dengan fokus kajian: (a) Mengidentifikasi pangan lokal hutan
tropis lembap yang potensial di Kalimantan Timur dalam meningkatkan gizi
bayi, balita, remaja putri, dan ibu hamil. (b) Mengolah pangan lokal hutan
tropis lembap di Kalimantan Timur yang kaya zat gizi dan dapat diterima
oleh masyarakat. (c) Mempromosikan pangan lokal hutan tropis lembap para

remaja di Indonesia.

METODE

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Gizi Masyarakat, Fakultas Kesehatan
Masyarakat, Universitas Mulawarman. Jenis penelitian menggunakan literatur
review untuk identifikasi pangan lokan, rancangan acak lengkap untuk
pengolahan pangan, dan quasi experiment untuk mempromosikan bahan
pangan lokal hutan tropis lembap di Kalimantan Timur. Uji yang dilakukan
meliputi uji organoleptik (rasa, aroma, warna, tekstur) dan uji kandungan

gizi.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Pangan Lokal Hutan Tropis Lembap

Indonesia kaya keragaman hayati yang merupakan sumber bahan baku pangan

lokal yang melimpah. Kalimantan Timur sebagai provinsi penyangga calon

Ibu Kota Negara juga memiliki potensi pangan lokal yang luar biasa besar

walaupun potensi tersebut belum termanfaatkan dengan baik, khususnya

dalam upaya pencegahan stunting di Kalimantan Timur. Beragam pangan lokal

Kalimantan Timur di antaranya buah wanyi, ihau, rambai, kapul, keledang,

tarap, maritam, elai, dan lain-lain. Namun, berikut ini hanya beberapa jenis

pangan lokal khas Kalimantan Timur yang banyak ditemukan dan dapat

dimanfaatkan, serta dikonsumsi oleh masyarakat dalam upaya pencegahan

stunting:

1.

Tumbuhan Kelakai

Kelakai merupakan tanaman jenis paku-pakuan khas Kalimantan yang
banyak ditemukan didaerah rawa. Kelakai kaya zat gizi seperti karbohidrat,
zat besi, vitamin C, dan flavonoid (Syamsul ez al., 2019; Saragih, 2017;
Meiri D, 2005). Kelakai mengandung antioksidan dan mungkin dapat
menetralkan radikal bebas (Irawan D ez 4/, 2006). Namun, tidak adanya
budidaya terstruktur pada kelakai schingga pemanfaatannya tergantung
dari jumlah yang didapat di hutan.

Tanaman Jelai

Tanaman Jelai berasal dari Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.
Tanaman Jelai secara turun-temurun di kembangkan dan dibudidayakan
untuk kebutuhan pangan bagi masyarakat pedalaman di Kalimantan
Timur. Tanaman Jelai atau “Lore” (bahasa Dayak) merupakan tanaman
golongan famili Gramineae. Tanaman mirip gelagah, tingginya mencapai
3 meter. Umur tanaman sekitar 5-6 bulan, hampir mirip dengan padi
lokal. Oleh masyarakat lokal tanaman Jelai ditanam mengelilingi

pertanaman padi sebagai penghalang hama.
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Bila dibandingkan dengan gandum, jelai memiliki kandungan fosfor
dan besi yang lebih tinggi, kandungan lemak dua kali lipat lebih banyak,
protein, vitamin B kompleks, serta energi yang setara (USDA, 2012).
Biji jelai var. ma-yuen dapat diolah menjadi beras jelai dan dikonsumsi
sebagai pangan fungsional pengganti beras. Jelai memiliki keunggulan
dibandingkan serealia lainnya jika dilihat dari kandungan gizinya.
Menurut Nurmala (2011), kandungan karbohidrat pada biji jelai lebih
rendah daripada jagung, beras, sorghum, millet, dan barley, sedangkan
kadar lemak, protein, vitamin B1, dan kalsiumnya lebih tinggi. Biji
jelai mengandung 14% protein, 5% lemak, 65% karbohidrat, 3% serat,
0,07% kalsium, 0,242% fosfor, dan 0,001% besi (Yu et al, 2017).
Dengan kandungan gizi seperti ini, jelai sangat berpotensi dikembangkan
menjadi pangan alternatif pengganti beras sebagai upaya mensukseskan

diversifikasi pangan.
Buah Cempedak

Kandungan setiap 100 g bagian buah cempedak (Artocarpus integer) yang
dapat dimakan kira-kira adalah protein 3,0 g, lemak 0,4 g, karbohidrat
28,6 g, kalsium 20 mg, fosfor 30 mg, zat besi 1,5 mg, vitamin A 200 SI,
vitamin C 15 mg, air 67,0 g. Nilai energinya sebesar 116 kkal (Daftar
Komposisi Bahan Makanan (DKBM), 2017). (Afriani er al, 2020)
mengemukakan bahwa kulit batang cempedak mengandung senyawa

flavonoid yang sangat baik sebagai antioksidan.

Di Kalimantan, cempedak atau dalam bahasa Banjar riwadak, selain
dikonsumsi daging buah dan bijinya, kulitnya pun dapat diolah menjadi
makanan. Kulit cempedak sendiri biasanya dikonsumsi masyarakat luas
sebagai salah satu lauk dengan diolah secara dimasak, ditumis, atau
digoreng yang dinamakan mandai atau dami. Mandai dibuat dengan cara
mengupas kulit buah sampai terlihat putih, kemudian direndam dengan
air garam untuk mengawetkan dan melunakkan teksturnya. Rendaman
dapat dilakukan selama beberapa jam bahkan hingga sebulan (Rahmadi
et al., 2018).
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Buah Nangka

Nangka mungkin mampu menjaga kesehatan mata, antioksida bagi
tubuh, antikanker, melancarkan pencernaan, dan memperkuat tulang
dan gigi (Anggriana er al, 2017). Meskipun biji nangka merupakan
limbah (Handayani N, 2016), namun biji nangka dapat sebagai
sumber karbohidrat (36,7 g/100 g), protein (4,2 g/100 g), dan energi
(165 kkal/100 g) schingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan
yang potensial (Ristia, 2014). Biji nangka kaya mineral, seperti fosfor,
kalsium, dan besi (Choiriyah ez al., 2020).

Buah Naga

Buah naga adalah buah sejenis pohon kaktus. Isi buah naga berwarna
putih, merah, atau ungu dengan taburan biji-biji berwarna hitam yang
boleh dimakan (Pasko ez 4/, 2021). Buah naga di Kalimantan Timur
memiliki keunggulan seperti memiliki rasa yang lebih manis dan ukuran
buah yang besar, serta tidak bergantung pada musim dibandingkan buah
naga dari Jawa. Jenis buah naga ada empat, yaitu Hylocereus undatus
(buah naga kulit merah daging putih), Hylocereus costaricensis (buah naga
kulit merah daging super merah), Hylocereus polyrhizus (buah naga kulit
merah daging merah), Selenicereus megalanthus (buah naga kulit kuning
daging putih) (Hardjadinata, 2010).

Buah naga merah cukup kaya dengan berbagai zat vitamin dan mineral
yang dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh (Pohan, 2018).
Penelitian menunjukkan buah naga merah sangat baik untuk sistem
peredaran darah. Buah naga juga dapat untuk mengurangi tekanan emosi
dan menetralkan toksik dalam darah. Penelitian juga menunjukkan buah
ini dapat mencegah kanker usus, selain mengandung kolesterol yang
rendah dalam darah dan pada waktu yang sama menurunkan kadar lemak
dalam tubuh. Secara keseluruhan, setiap buah naga merah mengandung
protein yang mampu mengurangi metabolisme tubuh dan menjaga
kesehatan jantung, serat (mencegah kanker usus, kencing manis, dan diet),
carotene (kesehatan mata, menguatkan otak, dan mencegah penyakit),
kalsium (menguatkan tulang), dan fosferos. Buah naga juga mengandung

zat besi untuk menambah darah, vitamin B1 (pengontrolan suhu tubuh),
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vitamin B2 (menambah selera makan), vitamin B3 (menurunkan kadar
kolesterol), dan vitamin C. Selain itu, diketahui bahwa daging dan kulit
buah naga mengandung senyawa polifenol dan antioksidan yang tinggi,
serta zat antikanker (Saenjum ez al., 2021).

Buah cempedak

Gambar 1. Buah lokal hutan tropis Kalimantan Timur

Keragaman Olahan Pangan Lokal Hutan Tropis Lembap
Beberapa penelitian telah dilakukan Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Mulawarman dalam rangka mengembangkan produk olahan
pangan berbahan dasar sumber makanan lokal yang merupakan hasil dari
hutan tropis lembap Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Nugget Ayam dan Kelakai

Kontribusi zat gizi nugget kelakai sebagai makanan selingan ataupun
makanan pendamping ASI dapat memenuhi 24,4% angka kecukupan
zat besi bagi anak usia 6-11 bulan dan 38,3% bagi anak usia 1-3 tahun.
Sebagai lauk, kandungan protein juga sudah memenuhi rekomendasi
proporsi isi piringku untuk anak usia 6-<24 bulan yakni 30% untuk
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lauk-pauk sebagai sumber protein (Tabel 1). Kandungan gizi per 100
gram nugget ayam kelakai (200 g ayam 50 daun kelakai) terdapat kadar
air 56,3 g; kadar abu 2,82 g; lemak 7,3 g; protein 10,16 g, karbohidrat
23,41 g, zat besi 2,68 mg, dan energi 200,05 kkal (Sofie, 2021).

Tabel 1. Kontribusi nugget kelakai per 100 gram takaran saji terhadap

AKG Anak
Zat Gigi Kontribusi produk terhadap total AKG perhari

Usia anak AKG Kontribusi Zat Produk (%)
Lemak (g) 6-11 bulan 35 20,8

1-3 tahun 45 16,2
Protein (g) 6-11 bulan 15 67,7

1-3 tahun 20 50,8
Karbohidrat (g) | 6-11 bulan 105 22,3

1-3 tahun 215 10,9
Zat Besi (mg) 6-11 bulan 11 24,4

1-3 tahun 7 38,3
Energi (kkal) 6-11 bulan 800 25,0

1-3 tahun 1350 14,8

Kue Cubit Kacang Hijau dan Kacang Merah

Substitusi tepung kacang hijau dan tepung kacang merah pada
formulasi yang dilakukan memperlihatkan kecenderungan peningkatan
kandungan zat gizi pada setiap parameternya, namun tidak berbeda
nyata atau signifikan secara statistik, kecuali pada parameter lemak.
Formulasi K1 (tepung terigu 50% : tepung kacang hijau 35% : tepung
kacang merah 15%) menjadi formulasi terbaik karena memenuhi syarat
makanan selingan dan tidak melebihi standar acuan label gizi ataupun
AKG dan kue cubit formulasi ini memberikan kontribusi dalam 100 g
takaran saji (3 buah kue cubit) terhadap AKG (Angka Kecukupan Gizi)
remaja, pada kadar kalori sebesar 126,892 kkal, kadar karbohidrat sebesar
42,1 g, kadar protein sebesar 7,23 g, lemak sebesar 13,32 g, zat besi
sebesar 0,001 mg/100 g (Rahman, 2021) (Tabel 2).
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Tabel 2. Kandungan gizi kue cubit per 100 g takaran saji

Formulasi Zat Gizi Kandungan Gizi | AKG (Makanan | Kontribusi
TT : TKH : TKM Pertakaran Saji | Selingan 25%) Produk (%)
Energi (Kkal) 123,188 537,50 22,91
Karbohidrat (g) 29,05 81,50 35,64
Kontrol Protein (g) 6,47 15 43,13
(100:0:0) Lemak (g) 18,43 16,75 110
Zat Besi
(me/100g) 0,001 5,5 0,018
Energi (Kkal) 126,892 537,50 23,6
Karbohidrat (g) 42,1 81,50 51,65
K1 Protein (g) 7,23 15 48,2
(50:35:15) Lemak (g) 13,32 16,75 79,52
Zat Besi
(e 100g) 0,001 5,5 0,018
Energi (Kkal) 139,06 537,50 25,87
Karbohidrat (g) 36,64 81,50 44,95
K2 Protein (g) 7 15 46,67
(50:25:25) Lemak (g) 19,23 16,75 114,8
Zat Besi
(mg/100g) 0,001 5,5 0,018
Energi (Kkal) 136,388 537,50 25,37
Karbohidrat (g) 39,29 81,50 48,2
K3 Protein (g) 7,7 15 51,3
(50:15:35) Lemak (g) 17 16,75 101,49
Zat Besi
(mg/100g) 0,001 5,5 0,018
Keterangan: TT = tepung terigu; T.KH = tepung kacang hijau, T.KM = tepung kacang
merah.

Kue Kering Tepung Biji Nangka

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa kandungan lemak dan kalsium
pada kue nastar A (tanpa menggunakan biji nangka), lebih tinggi
daripada kue nastar B (tepung biji nangka 50%; tepung terigu 50%; dan
C (tepung biji nangka 70%; tepung terigu 30%). Sementara kandungan
karbohidrat, protein, fosfor, dan besi kue nastar C lebih tinggi daripada
kue nastar B dan A (Lestari, 2022) (Tabel 3). Substitusi tepung biji
nangka pada kue berpotensi untuk mencegah terjadinya anemia pada
remaja, ibu hamil, maupun anak balita. Hal ini terbukti dari hasil uji
kandungan zat gizi pada kue kering nastar yang memperlihatkan adanya
peningkatan kadar zat besi dibandingkan dengan menggunakan tepung
terigu saja.
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Tabel 3.  Nilai kandungan gizi kue kering dengan subtitusi tepung biji

nangka
Do Kue Nastar A Kue Nastar B Kue Nastar C
(0:100) (50:50) (70:30)
Karbohidrat 39,3 gram 40,1 gram 40,9 gram
Lemak 20,5 gram 20,0 gram 19,5 gram
Protein 5,33 gram 5,71 gram 6,09 gram
Fosfor 0,14 gram 0,17 gram 0,20 gram
Kalsium 616 mg/kg 459 mg/kg 303 mg/kg
Besi 1 mg 2 mg 3 mg

4. Sosis Ikan Patin dan Mandai

Penelitian dengan memformulasikan sosis ikan patin dengan campuran
mandai sebesar 30% sebagai alternatif makanan kaya protein dan dapat
berfungsi meningkatkan asupan sebagai probiotik yang terdapat pada
mandai, dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Nilai kandungan gizi sosis ikan patin dengan penambahan
mandai (Risma, 2022)

Nilai Gizi 100 gram Kontribusi
Zat Gizi Sosis kontrol Sosis M2 us?ach—;;::lllkun Zat Gizi

(mandai 0%) | (mandai 30%) (%)
Air (g) 57,8 59,6 - -
Abu (g) 2,1 2,3 - -
Lemak (g) 6,3 4,8 45 10,6
Protein (g) 1,1 2,6 20 12,9
Karbohidrat (g) 32,6 30,7 215 14,3
Energi (kkal) 191,6 176,3 1350 13,0

Promosi Pangan Lokal Hutan Tropis Lembap Para Remaja di Indonesia

Upaya pencegahan stunting juga dimulai sejak dini telah dilakukan fakultas
kesehatan masyarakat Universitas Mulawarman melalui upaya edukasi dan
promosi konsumsi aneka ragam makanan dengan berdasarkan pada prinsip
gizi seimbang pada remaja yang akan menjadi calon ayah dan ibu di masa yang
akan datang. Dalam rangka meningkatkan konsumsi pangan yang berancka
ragam, utamanya aneka ragam sayur dan buah lokal khas hutan tropis lembap
telah dilaksanakan serangkaian kegiatan yang terdiri atas webinar internasional

dan pelatihan secara intensif secara online.
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Kegiatan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1.

Advokasi dan sosialisasi pembentukan Nuzrition Education Centre ke
pimpinan Fakultas Kesehatan Masyarakat dan fakultas lain, baik di
Universitas Mulawarman (UNMUL) dan di luar UNMUL.

Persiapan media pembelajaran promosi konsumsi makanan yang berasal
dari tumbuhan dengan contoh adalah pangan olahan hutan tropis

lembap, seperti:

a.  Video pembuatan keripik jagung (Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
EC00202178257)

b.  Video pembuatan kue bolu kacang hijau (HKI EC00202177774)
c.  Video pembuatan susu kacang hijau (HKI EC00202178381)

d. Video pembuatan cempedak/mandai (HKI EC00202178375)

e.  Video pembuatan keripik biji nangka (HKI EC00202178256)

. Video pembuatan selai buah naga (HKI EC00202178383)

g.  Video pembuatan sirup nanas (HKI EC00202178380)

h.  Video pembuatan bayam bening, tumis tempe, dan ikan lele goreng
(HKI EC00202178254)

i.  Video pembuatan sate tempe (HKI EC00202178379)
j. Video pembuatan amparan tatak (HKI EC00202179733)

Launching Nutrition Education Centre dengan mengusung pembelajaran

digital dan media sosial, seperti Youtube dan Instagram.

Pelatihan “Sehat saat pandemi Covid-19” selama tiga hari dalam sebulan
yang dilakukan hanya pada hari Sabtu setiap minggunya. Jadwal dan
materi pelatihan dapat dilihat detail pada lampiran. Namun, secara garis
besar materi setiap hari Sabtu selama 18 September hingga 2 Oktober
2021 adalah sebagai berikut:

a. Hari Pertama
Pre-test pengetahuan gizi peserta. Selanjutnya, dilanjutkan materi
persiapan pembelajaran tatap muka di saat pandemi Covid-19.
Modul memperoleh HKI EC00202177776 dan EC00202178255).
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b.  Hari Kedua
Pengenalan pentingnya konsumsi makanan berbasis tumbuhan,
seperti sayur dan buah. Modul memperoleh HKI EC00202177777.

c.  Hari Ketiga
Eksplorasi pangan olahan hutan tropis lembap dan contoh
latihannya. Modul memperoleh HKI EC00202177775.

5. Webinar internasional yang bertema Lifestyle and mental Health, di
mana narasumber internasional berbicara mengenai gambaran umum
kesehatan mental yang dikaitkan dengan gaya hidup, sedangkan
narasumber lainnya berbicara mengenai konsumsi buah dan sayur yang
tinggi akan polyphenols yang berhubungan dengan beragam risiko
penyakit degeneratif dan kesehatan mental.

Terdapat peningkatan yang bermakna sebelum dan setelah Nutrecent

webinar series 1, 2 dan 3, serta internasional webinar (Gambar 2).

Peningkatan Pengetahuan Peningkatan Pengetahuan
Webinar Series 1 Webinar Series 2
29 9
2.8 8.5
2.7 8
2.6
7.5
2.5
2.4 7
2.3 6.5
2.2 6
Pre test Post test pre-test post test
Penigkatan Pengetahuan Peningkatan Pengetahuan
Webinar Series 3 Internasional Webinar
6.6 4.6
4.5
6.4
44
6.2 43
4.2
6
4.1
5.8 4
pre-test post test pre-test post test

Gambar 2. Peningkatan pengetahun sebelum dan setelah nutrecent
webinar
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Pangan lokal hutan tropis lembap yang potensial di Kalimantan Timur
dalam meningkatkan gizi bayi, balita, remaja putri dan ibu hamil, serta
berkontribusi dalam penurunan szunting, di antaranya tanaman kelakai,

jelai, cempedak, nangka, dan buah naga.

2. Pangan lokal hutan tropis lembap di Kalimantan Timur mampu diolah
menjadi pangan bergizi dan dapat diterima masyarakat, di antaranya
nugget ayam kelakai, kue cubit kacang hijau dan kacang merah, kue

kering tepung biji nangka, dan sosis ikan patin dan mandai.

3. Promosi pangan lokal Kalimantan Timur kepada remaja di Indonesia
masih dapat dilakukan, walaupun saat pandemi Covid-19. Terdapat
peningkatan pengetahuan sebelum dan setelah pelatihan jarak jauh.
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ABSTRAK

Kalimantan Timur dalam menuju Ibu Kota Negara, membutuhkan kesiapan
sumberdaya kesehatan dan masyarakat yang tangguh dalam membangun
kesehatan masyarakat yang optimal. Kader Posyandu sebagai bagian dari
anggota masyarakat, mampu dan bersedia berpartisipasi dalam upaya
penyehatan masyarakat secara sukarela. Peran kader dalam pelayanan kesehatan
ibu dan anak sangat krusial, terutama fokus saat ini yaitu penurunan angka
stunting, di mana salah satu determinannya adalah adanya anggota keluarga
yang merokok. Peran aktif para kader kesehatan sangat diperlukan untuk ikut
mendata dan mengedukasi masyarakat bahwa dengan tidak merokok, maka
orang tua telah menjaga keschatan anak, terutama dalam pencegahan szunting.
Kemampuan kader kesehatan dalam komunikasi berbasis budaya masyarakat
yang didukung dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk
mendorong masyarakat berhenti merokok dapat menjadi salah satu strategi
guna mendukung tumbuh kembang anak dan penciptaan lingkungan sehat

di wilayah penyangga Ibu Kota Negara.

Kata Kunci: Partisipasi, Kader Posyandu, Merokok, Rumah Tangga, IKN
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PENDAHULUAN

Berdasarkan data World Health Organization (2008), diketahui bahwa
terdapat 1,25 miliar perokok di atas usia 15 tahun ke atas. Prevalensi perokok
di Indonesia berada pada peringkat ketiga (4,8%) setelah Cina (35%) dan
India (11,2%). Adapun dampak keschatan yang dapat dialami oleh perokok
aktif maupun pasif salah satunya, yaitu kanker paru-paru dan ISPA pada
perokok pasif, yaitu janin dalam kandungan ibu perokok, anak-anak dari
orang tua perokok dan orang dewasa bukan perokok yang berada dalam
lingkungan keluarga perokok (Maharani ez /., 2011). Chairunnisa dan Nurma
(2015) menjelaskan secara umum ada tiga faktor risiko terjadinya ISPA, yaitu
faktor lingkungan, individu anak, serta perilaku. Faktor lingkungan juga
dapat disebabkan dari pencemaran udara dalam rumah seperti asap rokok.
Kebiasaan kepala keluarga yang merokok di dalam rumah dapat berdampak
negatif bagi anggota keluarga, khususnya balita.

Kondisi Indonesia menurut data GATS (2011) menunjukkan bahwa prevalensi
perokok di Indonesia sebesar 36,1%. Riskesdas (2010) juga menjelaskan
bahwa rata-rata jumlah rokok yang dikonsumsi perokok adalah 10 batang per
hari pada laki-laki dan 6 batang per hari pada perempuan. Kader Posyandu
merupakan salah satu wujud peran serta masyarakat dalam membantu upaya-
upaya pelayanan kesehatan di lingkungan masyarakat. Lopez er al. (2004)
menjelaskan bahwa kader Posyandu merupakan salah satu wujud peran serta
masyarakat dalam membantu upaya pelayanan kesehatan. Peluang ini kiranya
dapat menjadi jalan keluar dalam upaya pengendalian konsumsi rokok di
masyarakat. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Fariani
dan Ira (2015) menjelaskan bahwa program yang berjudul “Kader Posyandu
Peduli Anak” yaitu pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, mampu
membuat kader berperan secara efektif dalam menyadarkan masyarakat
dan menyebarluaskan informasi yang benar tentang pentingnya mencegah
anak dari tindak pelecehan seksual di lingkungannya, khususnya pada aspek
pengetahuan, sikap, dan motivasi masyarakat.

Wibowo et al. (2013) berpendapat bahwa upaya memberdayakan masyarakat
tersebut menciptakan rasa saling menghargai dan menguntungkan, refleksi
kritis, kegiatan partisipasi berbagai sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai

tujuan yang bermanfaat berdasarkan asas kesetaraan, khususnya pada bidang
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kesehatan. Salah satunya kader Posyandu, maka telah terjadi sebuah proses
yang menjadikan komunitas lokal sebagai pusat kegiatan. Kalimantan Timur
sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang terdiri atas 10 kabupaten atau
kota dengan total jumlah penduduk, yaitu sebesar 3.426.638 jiwa (BPS
Kalimantan Timur, 2015). Adapun jumlah Posyandu yang tercatat pada
Profil Kesehatan Kalimantan Timur berjumlah 4.192 unit dan terdiri atas
kader-kader penggerak masyarakat untuk hidup bersih sehat. Kesiapan
Kalimantan Timur sebagai IKN, dibutuhkan sumberdaya yang tangguh di
antaranya dalam sektor kesehatan. Peran serta masyarakat dalam membangun
kesehatan masyarakat salah satunya melibatkan masyarakat di antaranya
peran kader kesehatan dalam mensukseskan program Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS) di mana salah satu indikatornya adalah tidak merokok
di dalam rumah. Lopez e al. (2004) menjelaskan bahwa kader Posyandu
merupakan salah satu wujud peran serta masyarakat dalam membantu upaya
pelayanan kesehatan. Peluang ini kiranya dapat menjadi jalan keluar dalam
upaya pengendalian konsumsi rokok di masyarakat, khususnya di Kalimantan
Timur.

Jumlah kader dan Posyandu yang besar tersebut dinilai menjadi urgensi
dilakukannya penelitian mengenai keadaan kader Posyandu saat ini. Penelitian
ini juga diharapkan dapat bermanfaat dalam penyusunan rencana strategis
peningkatan kapasitas dan peran kader dalam menggerakkan masyarakat
untuk hidup sehat di Kalimantan Timur. Adapun tujuan dari studi yang
telah dilakukan adalah mengidentifikasi karakteristik kader Posyandu saat
ini berupa tingkat pengetahuan dan partisipasi pelaksanaan Posyandu dan
perilaku hidup bersih sehat (PHBS) di masyarakat, terutama pada indikator
ke-10 yaitu tidak merokok di dalam rumah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan
eksplanatoris. Pengumpulan data menggunakan instrumen berupa angket
yang dilakukan dengan teknik se/f-administered. Responden pada penelitian ini
berjumlah 90 kader Posyandu yang berasal dari Balikpapan, Berau, Bontang,
Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Penajam Paser Utara, Paser

dan Samarinda. Responden tersebut dipilih dengan menggunakan metode
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purposive sampling. Adapun uji statistik yang digunakan untuk menganalisis

data dengan menggunakan uji chi square.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan sebelumnya, diketahui
bahwa karakteristik responden 98,9% kader adalah perempuan dan 1,1%
adalah laki-laki. Kader berjenis kelamin laki-laki tersebut berasal dari
Kabupaten Kutai Timur. Selain itu, dapat dilihat bahwa 63,3% kader memiliki
tingkat pendidikan tamat SMA dan 15,6% tamat SMP.

Adapun karakteristik kader di wilayah Kalimantan Timur dapat dilihat pada
gambar di bawah ini:

1.1% 1,1%
14,4% '7
98,904 63,3%
L Laki-laki Perempuan = Tidak sekolah =  TamatSD
Tamat SMP Tamat SMA

s Tamat Perguruan Tinggi

Gambar 1. Jenis kelamin kader =~ Gambar 2. Pendidikan terakhir kader

Mantra dalam Notoatmodjo (2003) menjelaskan bahwa pendidikan dapat
mempengaruhi seseorang termasuk juga perilaku seseorang akan pola hidup,
terutama dalam memotivasi untuk sikap berperan serta dalam pembangunan.
Dengan demikian, dalam hal ini tingkat pendidikan kader dapat
mempengaruhi pola perilaku sekaligus kesadaran untuk mengajak masyarakat
di Kalimantan Timur untuk memiliki pola perilaku sehat salah satunya, yaitu
menghindari konsumsi rokok. Berikut merupakan uraian pengalaman kader

dalam memberikan pelayanan Posyandu berdasarkan lama menjadi kader.
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Gambar 3. Lama menjadi kader

Pada hasil studi yang telah dilakukan juga diketahui 30% responden yang
diteliti memiliki pengalaman menjadi kader lebih dari 11 tahun dan 28,89%
responden telah menjadi kader posyandu 3-5 tahun di wilayah kerja
Puskesmas di sembilan kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Berdasarkan
hasil tersebut, Soekanto (2002) menambahkan bahwa seseorang yang
memiliki pemikiran kritis terhadap sesuatu hingga membuat pengetahuannya
bertambah, namun pengalaman tersebut mungkin hanya untuk dicatat dan
diingat saja sehingga semakin lama pengalaman kader bekerja di masyarakat
maka semakin diingat pula informasi yang diberikan dan hal tersebut dapat
memudahkan para kader dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan

masyarakat di wilayah studi.

90.0% 83.3% 85.6%

80.0%
70.0%
0,
60.0% 57.8%
0,

50.0% 42.2%
40.0%
30.0%
20.0% 16.7% 14.4%

0.0%

Kader menghimbau masyarakat Kader menganjurkan perokok untuk  Kader memberikan informasi
untuk tidak merokok tidak merokok di dalam rumah  kepada perokok/ keluarga perokok,
cara berhenti merokok
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Gambar 4. Upaya kader mengajak masyarakat untuk tidak merokok
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Pada Gambar 4 diketahui bahwa 83,3% kader sering meminta masyarakat
umum untuk tidak merokok. Bentuk ajakan berupa himbauan untuk
tidak merokok dan tidak merokok di dalam rumah. Kader secara aktif
memberikan informasi cara berhenti merokok bagi masyarakat di
tempat mereka tinggal. Kader menganjurkan untuk tidak merokok di
dalam ruangan. Kegiatan yang biasa dilakukan saat kegiatan Posyandu
ini mengingatkan ibu hamil, ibu yang memiliki bayi, atau balita
untuk tidak merokok di dalam rumah kepada suaminya yang perokok.
Selain itu, kami menemukan bahwa hanya beberapa kader yang memberikan
informasi tentang cara berhenti merokok. Beberapa kader tidak sepenuhnya

tahu bagaimana cara berhenti merokok.

Menurut penelitian Novarianto (2015), kesadaran masyarakat akan dampak
buruk rokok pada umumnya masih rendah, dan sebagian besar perokok tidak
menyadari kaitan antara merokok dengan dampak kesehatannya. Salah satu
alasannya adalah sekitar masa tenggang yang diperlukan dari mulai merokok
hingga timbulnya penyakit terkait merokok. Perlunya teknik komunikasi
yang efektif dimiliki oleh para kader agar dapat mengajak masyarakat di
tempat tinggalnya untuk berperan serta aktif dalam menciptakan lingkungan

sehat seperti memiliki rumah yang bebas dari asap rokok.

Kemampuan kader dalam berinteraksi dengan masyarakat juga dipengaruhi
lama kerja sebagai kader, berdasarkan hasil penelitian ini satu-satunya variabel
yang merekomendasikan perokok untuk tidak merokok di dalam ruangan
adalah lama kerja kader dan p-values (o <0,05) atau 0,006. Dari hasil survei
di atas, diketahui bahwa jam kerja kader mempengaruhi pola dan frekuensi
informasi berhenti merokok di tempat kader berada. Dodo (2008) menyatakan
bahwa kader yang lebih tua dan berpengalaman secara konseptual cenderung
berkinerja lebih baik karena mereka kuat secara fisik, dinamis, gesit, kreatif,
dan gesit. Sebagian besar kader yang disurvei adalah masa kerja sekitar 26-56

tahun.

Azwar (2009) menambahkan bahwa apa pun yang terjadi pada seseorang
membentuk dan mempengaruhi rasa syukur dan pemikiran seseorang
tentang rangsangan sosial yang diterimanya. Oleh karena itu, penghayatan
ini dijadikan dasar pemikiran dan sikap terhadap stimulus bisa.
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Dalam hal ini pelaksana Posyandu dapat lebih mudah dan berkomunikasi
dengan segala bentuk pemikiran khususnya di bidang kesehatan masyarakat.
Sosialisasi stimulus berupa ajakan dan himbauan kepada masyarakat Kaltim
diharapkan dapat menggerakkan proses sosial menuju tujuan yang telah
ditetapkan yaitu ajakan berhenti merokok. Selain itu, sebagai salah satu
penggerak masyarakat untuk berperilaku sehat, kader dapat dijadikan sebagai
penggerak pertama untuk mendorong masyarakat menjalani hidup yang lebih

sehat, terutama dimulai dari tingkat rumah tangga.

Hal ini sejalan dengan temuan Pamungkas (2015), di mana komunikasi
interpersonal dan aktivitas komunikasi dalam kelompok masyarakat
memberdayakan kader dari segi kognitif, emosional, dan aspek positif
yang mempengaruhi masyarakat dalam PHBS. Hadiyanto (2001) secara
umum menyatakan bahwa budaya komunikasi masyarakat pedesaan masih
didominasi oleh budaya komunikasi sosial tradisional yang mengutamakan
komunikasi personal atau interpersonal yang ditandai dengan frekuensi dan
intensitas komunikasi interpersonal. Muhaimin (2016) menyatakan bahwa
peran kader di masyarakat adalah menggerakan masyarakat dan memberikan
penyuluhan dan pemantauan, terutama terkait pola perilaku hidup sehat di

masyarakat.

Kader keschatan sebagai motor dalam penggerakan masyarakat hidup
sehat juga diuraikan pada hasil studi yang dilakukan oleh (Lubis dan Santi,
2020; Sukma ez al., 2018) bahwa melalui partisipasi dan keterlibatan kader
kesehatan dapat memicu respons masyarakat dalam meningkatkan keschatan
keluarganya. Selain itu, peran kader yang dominan di lingkungan tempat
tinggal dijadikan sebagai role model hidup schat. Pendekatan-pendekatan
yang dilakukan oleh perempuan selain melalui tutur dan gaya bahasa sehari-
hari, mereka dapat membentuk pola pengetahuan baru kepada masyarakat
di lingkungannya berdasarkan informasi kesehatan yang mereka terima,
kemudian menterjemahkan menjadi bahasa pesan yang dapat lebih diterima
oleh masyarakat sekitar hingga dapat mengarah pada upaya perubahan
perilaku masyarakat. Hal ini akan lebih optimal apabila program pelibatan

kelompok perempuan dilaksanakan secara berkelanjutan.
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Di samping itu, teknik komunikasi yang perlu diperhatikan oleh kader yaitu
agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat diterima dan
mendorong mereka untuk mengubah perilaku atau melakukan suatu hal
yang baik untuk kesehatan mereka. Informasi yang persuasif atau bersifat
mengajak secara aktf dapat dilakukan oleh kader kepada masyarakat.
Diseminasi informasi ini akan efekrif jika kader dapat menganalisis situasi
sasaran yaitu dengan melakukan identifikasi sasaran berdasarkan kondisi
sosiodemografi, kebutuhan informasi kesehatan, serta pemilihan akses dan
metode penyampaian informasi (Rodiah ez /., 2018).

Setiap pelaku komunikasi dengan demikian akan melakukan empat tindakan,
yaitu membentuk, menyampaikan, menerima, dan mengolah pesan. Keempat
tindakan tersebut lazimnya terjadi secara berurutan. Membentuk pesan
artinya menciptakan sesuatu ide atau gagasan. Ini terjadi dalam benak kepala
seseorang melalui proses kerja sistem saraf. Pesan yang telah terbentuk ini,
kemudian disampaikan kepada orang lain, baik secara langsung ataupun tidak
langsung. Bentuk dan mengirim pesan, seseorang dapat menerima pesan yang
disampaikan oleh orang lain. Pesan yang diterimanya ini, kemudian diolah
melalui sistem saraf dan diinterpretasikan. Setelah diinterpretasikan, pesan
tersebut dapat menimbulkan tanggapan atau reaksi dari orang tersebut.
Apabila ini terjadi, si Orang tersebut kembali membentuk dan menyampaikan
pesan baru. Demikianlah tindakan ini secara terus-menerus terjadi berulang-
ulang (Cangara, 2002).

Berdasarkan konsep tersebut, komunikasi yang perlu dibentuk dalam
ranah komunikasi kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh kader perlu
memperhatikan komponen berikut (Duryatmo ez 2/, 2019; Dewi dan Anisa,
2018):

1. Sumber informasi dan karakter komunikator.
2. Pesan komunikasi yang berbentuk verbal dan nonverbal.

3. Media atau saluran sebagai sarana atau wadah di mana menjadi tempat

pesan atau rangkaian pesan dialihkan.
4. Cara, alat, atau metode untuk memindahkan pesan kepada masyarakat.
P Y

5. Penerima atau sasaran yang menerima komunikasi.
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6. Tujuan dan maksud komunikasi kesehatan yang disampaikan.

7. Rangkaian kegiatan antara sumber atau pengirim dan sasaran atau

penerima.
8. Situasi dan suasana dalam aktivitas komunikasi.
9. Proses komunikasi, yakni proses satu arah, interaksi, dan proses transaksi.

10. Pemberian makna bersama atas pesan dari sumber dan penerima yang
terlibat dalam komunikasi antara kader dan masyarakat.

11. Pembagian pengalaman atas pesan yang diperuntukkan dari sumber dan

penerima yang terlibat dalam komunikasi.

Komunikasi kesehatan secara umum meliputi informasi tentang pencegahan
penyakit, promosi kesehatan, pemeliharaan kesehatan masyarakat, regulasi
bisnis dalam bidang kesehatan yang sejauh mungkin mengubah dan
memperbaharui kualitas individu dalam suatu komunitas masyarakat dengan
mempertimbangkan aspek ilmu pengetahuan dan etika yang dimiliki oleh
kader kesehatan saat ini. Komunikasi yang dilakukan oleh kader keschatan
kepada masyarakat tidak hanya sebatas penyampaian pesan saja, tetapi
diperlukan adanya umpan balik (feedback) atau respons dari masyarakat yang
menandakan bahwa penyampaian pesan kesehatan dapat diterima dan sampai

dengan baik oleh masyarakat di wilayah tempat tinggal kader.

Perlu dipahami pula bahwa seorang penggerak kesehatan perlu memperhatikan
tujuan-tujuan dalam penyampaian pesan kesehatan sehingga dapat disadari
bahwa kader memiliki harapan dalam untuk melibatkan masyarakat hidup
sehat dan berperilaku kearah yang lebih baik (Porteous ez 2/, 2002). Tujuan
utama dari komunikasi kesehatan yang dilakukan oleh kader ini adalah
untuk perubahan perilaku kesehatan pada sasaran kearah yang lebih kondusif
sehingga dimungkinkan terjadinya peningkatan status kesehatan sebagai
dampak (impact) dari program komunikasi kesehatan, sebagai contoh adalah
tujuan strategis (Porteous ez al, 2002; Mikrajab dan Rachmawaty 2012;
Marriott et al., 2000) berikut:

1. Relay information, yakni meneruskan informasi kesehatan dari suatu
dari suatu sumber kepada pihak lain secara berangkai (hunting) dari satu
keluarga ke keluarga yang lain.
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2. Enable informed decision making, yaitu memberikan informasi akurat
kepada masyarakat untuk memungkinkan pengambilan keputusan
dalam hal pemeliharaan kesehatan maupun pengobatan di wilayah

tempat tinggal.

3. Promote peer information exchange and emotional support, yakni
mendukung pertukaran pertama dan mendukung secara emosional
pertukaran informasi kesehatan dengan mengedepankan pola komunikasi

yang sesuai dengan adat budaya masyarakat setempat.

4. Promote healthy behavior, informasi untuk memperkenalkan hidup sehat

berbasis budaya dan kearifan lokal.

5. Promote self care, yakni para kader memberikan contoh dan
memperkenalkan upaya pemeliharaan diri sendiri, baik pada tatanan
keluarga, individu, maupun kelompok tertentu di lingkungan masyarakat.

6.  Manage demand for health services, yaitu untuk memenuhi permintaan
layanan keschatan melalui pemberian petunjuk maupun arahan pada

pelayanan kesehatan yang tersedia.

Tantangan lain di samping teknik komunikasi bermasyarakat, kader kesehatan
juga memiliki peluang dalam pemberian informasi kesehatan ibu dan anak
bagi masyarakat. Kader membantu petugas Puskesmas dalam memantau
pertumbuhan bayi dan balita, mengadakan penyuluhan terkait tentang
kesehatan ibu dan anak sehingga pengetahuan masyarakat meningkat dan
mampu mengaplikasikan perawatan anak, ibu hamil ataupun ibu menyusui
serta mendampingi jika ada anak atau ibu yang mengalami masalah kesehatan
dan perlu dirujuk ke rumah sakit.

Peran kader dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak sangat krusial, terutama
saat ini penurunan angka stunting sedang menjadi fokus. Kegiatan bulanan
di Posyandu merupakan kegiatan rutin yang bertujuan antara lain untuk
memantau berat badan dan panjang badan bayi/balita dengan menggunakan
Kartu Menuju Sehat (KMS). Data hasil penimbangan inilah yang menjadi
informasi utama menentukan status gizi bayi balita. Ketepatan waktu
melaporkan hasil penimbangan setiap bulannya menjadi penentu kualitas

data program gizi di tiap Puskesmas.
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Selain penimbangan berat badan dan pengukuran panjang badan, peran kader
dalam pencegahan szunting adalah mencatat determinan tidak langsung terkait
stunting yang terdapat di tingkat rumah tangga. Determinan tidak langsung
tersebut, antara lain ketersediaan air bersih kondisi sanitasi lingkungan rumah
dan keberadaan anggota keluarga serumah yang merokok (Budiastutik, 2019).

Adanya anggota keluarga serumah yang merokok merupakan salah satu
determinan stunting. Penelitian Sari (2020) menunjukkan bahwa anak yang
terpapar asap rokok dengan intensitas lebih dari tiga jam setiap hari dapat
meningkatkan risiko szunting sebesar 10 kali. Pada rumah tangga dengan ayah
yang merokok, pengeluaran untuk protein hewani, buah dan sayur, beras,
makanan ringan, dan makanan bayi lebih rendah dibandingkan dengan ayah
yang tidak merokok (Sari, 2017). Peran aktif para kader kesehatan diperlukan
untuk ikut mendata dan mengedukasi bahwa tidak merokok sama artinya
dengan menjaga kesehatan anak, terutama mencegah stunting. Hambatannya
selama ini keterampilan kader dalam melakukan penyuluhan masih rendah
termasuk belum mengetahui bahwa merokok merupakan determinan tidak
langsung dari szunting. Oleh sebab itu, kader perlu mendapatkan bekal
pengetahuan dan keterampilan yang benar dalam melakukan penimbangan,
pelayanan, dan konseling atau penyuluhan gizi (Pusat Promosi Kesehatan,
2012)

Kader juga perlu memahami wawasan budaya lokal untuk dapat mengajak
masyarakat untuk berhenti merokok hingga terbentuk kebijakan rumah
bebas asap rokok. Setiap daerah tentu memiliki karakeeristik, kebiasaan, dan
budaya yang berbeda. Kader perlu mengenali secara mendalam terkait dengan
budaya setempat untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung
dalam upaya perubahan perilaku seseorang atau sekelompok orang berkaitan
dengan perilaku merokok, serta implementasi kebijakan rumah bebas asap
rokok (Susanti, 2011). Berdasarkan penelitian terkait dengan pengembangan
kawasan bebas asap rokok di Kecamatan Boyolali, diketahui bahwa perilaku
merokok dianggap sebagai perilaku yang diwariskan dari pendahulu sehingga
apabila orang tua merokok, anak-anak pun mesti mengikuti perilaku
tersebut. Di samping itu, walaupun sebagian masyarakat menyadari bahwa

merokok tidak memiliki manfaat, mereka dituntut untuk mengikuti budaya
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setempat, misalnya harus menyediakan rokok saat ketika menyelenggarakan
sebuah acara. Apabila tidak dilakukan, masyarakat sekitar akan menggunjing
(Prayitno, 2010).

Sehubungan dengan penelitian lain, budaya berkaitan dengan menyediakan
dan mengonsumsi rokok di rumah sebagai budaya yang kurang baik, begitu
pun sebaliknya. Sebagian besar masyarakat (65,7%) di Desa Kajang Baru,
wilayah kerja Puskesmas Pandan tidak menyajikan dan mengonsumsi rokok
di rumah. Selain itu, seseorang yang memiliki budaya kurang baik memiliki
peluang sebesar 1.261 kali untuk berperilaku merokok di dalam rumah
(Margono, 2017). Sosial budaya dan kebiasaan di dalam keluarga dapat
mempengaruhi pengetahuan, persepsi, dan sikap seseorang terhadap sesuatu,
termasuk perilaku merokok (Juliansyah dan Rizal, 2018).

Upaya yang dapat dilakukan oleh kader setempat yaitu melakukan advokasi
kepada pemerintah lokal berkaitan dengan aturan yang mengatur perilaku
merokok masyarakat. Salah satu kebijakan yang telah diterapkan di Desa
Bone-bone, Enrekang yaitu menerapkan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun
2009 terkait dengan Kawasan Bebas Asap Rokok. Implementasi kebijakan ini
bertujuan untuk mengurangi perilaku merokok di masyarakat. Peraturan ini
berisi bahwa warga di lingkungan Desa Bone-bone dilarang untuk merokok
sehingga menuntut warga yang ingin merokok untuk keluar jauh dari desa
tersebut (Muslimin, 2016).

Media merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan oleh kader
dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Media harus disesuaikan
dengan kondisi, kebutuhan, dan akses sasaran. Media yang tepat adalah
media yang efektif dalam menyalurkan informasi yang mudah diterima
oleh masyarakat setempat. Selain media yang tepat, konten kesehatan
yang disebarkan juga harus sesuai dengan tujuan promosi kesehatan dan
karakteristik masyarakat setempat (Mustafa, 2022). Salah satu upaya yang
dilakukan di Samoa, Selandia Baru yaitu sehubungan dengan kondisi
sasaran dominan mengakses pesan singkat atau SMS, maka program di
daerah tersebut dirancang untuk menyebarkan SMS tentang berhenti
merokok untuk meminimalisir penggunaan tembakau. Media SMS ini

dirasa cukup efektif dan mudah diterima oleh masyarakat setempat.
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Penggunaan media ini dapat terus dikembangkan dengan memperhatikan
budaya, bahasa, dan struktur sosial politik setempat (McCool et al.,
2018).

Di samping itu, media yang digunakan juga dapat dikreasikan sesuai dengan
kebutuhan sasaran dan konten yang ingin disampaikan. Media penyuluhan
rokok yang cukup unik pernah dilakukan di Kelurahan Rancamaya, yaitu
dengan menggunakan simulasi dampak rokok menggunakan kapas. Hal ini
cukup dapat menggambarkan kepada masyarakat tentang bahaya dari perilaku
merokok (Nasution, 2020).

Apabila dalam suatu kondisi atau daerah tertentu warga agak sulit untuk
dikumpulkan dalam sebuah forum penyuluhan, kader dapat melakukan
penyuluhan dari rumah ke rumah (door to door) menggunakan media
poster, lembar balik, atau leafler. Materi yang dapat disampaikan melalui
media tersebut, antara lain tentang dampak paparan asap rokok orang lain
pada perokok pasif, dampak akibat konsumsi rokok, dan peran keluarga
dalam pengendalian perilaku merokok (Jatmika, 2020). Hal yang juga
dapat dikembangkan di masing-masing Puskesmas atau wilayah yaitu Klinik
Berhenti Merokok atau Cigarette Corner sebagai sarana bagi perokok akeif
untuk mulai dapat mengurangi hingga memberhentikan perilaku merokok.
Klinik ini juga dapat dilengkapi dengan berbagai media promosi kesehatan,
seperti poster, banner, brosur, dan buklet tentang perilaku merokok upaya
pencegahan dan dampak dari perilaku merokok (Yulia A ez al., 2020). Di
samping itu, media tersebut juga dapat digunakan untuk menjadi sarana
sosialisasi keberadaan klinik (Prihatiningsih ez a4/, 2019). Sehubungan
dengan itu, kader dapat menggali potensi media yang dimiliki dan dapat
diakses masyarakat setempat. Hal ini diharapkan dapat mendorong perilaku
berhenti merokok hingga implementasi kebijakan rumah bebas asap rokok di

masyarakat.
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kader Posyandu dapat menjadi agen penggerak perubahan perilaku
merokok masyarakat di tingkat rumah tangga. Upaya-upaya yang
telah dilakukan kader Posyandu atau kader kesehatan yaitu dengan
menghimbau dan menganjurkan masyarakat untuk tidak merokok di
dalam rumah dengan menggunakan media-media KIE tentang bahaya
merokok. Perlu dilakukan pelatihan berhenti merokok kepada kader kesehatan
sebagai salah satu keterampilan tambahan dalam upaya mengurangi angka
perokok di Kalimantan Timur.
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ABSTRACT

The increasing frequency of floods and the untreatment of domestic water waste
during pandemic COVID-19 are potential risk factors for contaminating
pathogen microorganisms on the drainage. The people had not accessed water waste
treatment in urban and rural areas in East Kalimantan. Kutai soil has high clay
content (40.9%—55.9%) and high cation exchange capacity/CEC (16.61-16.95
Meq/100gr). We would explore the study of the effective clay Kutai for Escherichia
coli reducing. This research used the Most Probable Number (MPN) for E. coli
diagnosing, with the third stage of the technique. The presumptive test, confirmed
test, and completed test on control formula and experimental formulas added clay
Kutai and white cement in the samples. The highest effective formula was clay
Kutai with white cement addition. The composition of the formula is 3:1 (7.5
¢ clay Kutai and 2.5 g white cement. The CEC (Capacity exchange of cations)
16.95 Meq/100 gr and clay content 55.9%, the formula has the high reduction
of E. coli, in control 9,2 X 10" E. coli and 150 E. coli afier the experiment, with
the degree of effectively 99.82%. Using Clay Kutai with high clay content and
high CEC to reduce E. coli in water waste by adding white cement to the formula
has increased bacteria reduction. Clay Kutai has potential for water treatment
applications consisting of rural or urban domestic water waste, including for

industry and hospital wastewater treatment.

Keywords: Clay content, CEC, Escherichia coli, Kutai soil
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LATAR BELAKANG

Pengelolaan limbah cair infeksius pada perawatan pasien COVID-19 (Corona
viruse diseases 2019), baik di rumah sakit maupun pada pasien isolasi mandiri
sangat penting sebagai upaya pencegahan potensi penularan pada kawasan
permukiman sekitar kawasan drainase pembuangan aliran limbah infeksius
(Guo ez al., 2020; Hadi ez al., 2020). Survival mikroba patogen, baik virus,
bakteri, maupun parasit lainnya pada limbah cair sangat dipengaruhi sistem
treatment yang dilakukan pada sistem pengolahan air limbah rumah sakit
(SPAL rumabh sakit) (Peng ezal., 2020; Prihartanto ez a/., 2020) dan juga sistem
pengolahan limbah cair domestik rumah tangga dan SPAL komunal pada
wilayah isolasi mandiri pasien COVID-19. Tingginya angka bakteri patogen
pada limbah domestik pada tahun-tahun sebelumnya yang menunjukkan
belum optimalnya sistem pengolahan limbah cair infeksius di sekitar kawasan
kota Samarinda, hal ini dimungkinkan sama di kota-kota wilayah Kalimantan
Timur lainnya (Sedionoto dan Anamnart, 2017).

Pemanfaatan tanah liat kutai dengan kadar clay cukup tinggi (55,90%)
yang terbukti mempunyai tingkat reduksi tinggi (>99%) terhadap mikroba
pathogen (E. coli) disebabkan potensi kapasitas tukar kation/KTK (cation
exchange capacity/ CEC) sebesar 16,95 Meq/100 g (Sedionoto, 2013).
Penambahan semen putih pada formula granulate tanah liat Kutai guna
peningkatan daya absorbsi KTK tanah liat terhadap mikroba patogen secara
khusus angka virus pada air limbah infectious. Dalam beberapa penelitian
menunjukkan signifikansi hubungan reduksi virus maupun bakteri patogen
dengan peningkatan KTK pada tanah liat, demikian juga berasosiasi positif
derajat KTK pada tanah dengan beberapa penyakit infeksi oleh mikroba
(virus dan bakteri) dan penyakit parasit (Steven dan Stotzky, 1983; Anthoni,
1979; Milton dan Stotzky, 1981).

Realita ini yang mendorong penggunaan tanah liat kutai dengan penambahan
semen putih pada formula granul dalam aplikasi laboratorium bagi reduksi
mikroba patogen pada limbah cair infeksius pasien COVID-19 dalam aliran
limbah domestik maupun limbah rumah sakit. Peningkatan kualitas dalam
pengolahan limbah cair di tengah pandemi sangat penting, terlebih kawasan
Kota Samarinda yang rentan banjir dam berpotensi memperluas kontaminasi

pencemaran mikroba dari drainase ke pemukiman (Gotkowitz ez al., 2016).
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METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian laboratorium dengan rancangan.
Eksperimen dengan perlakuan pada kontrol limbah domestik dengan
pengukuran MPN Coli dan Escherichia coli, kemudian dengan memberi

beberapa formula yang diberikan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Berat penyerap semen dan tanah liat kutai sebanyak 4 formula (4:0)10
g:0g; (3:1) 7,5 g:2,5 g; (2:2) 5 g5 g; (1:3) 2,5 g:7,5 g.

2. DPerlakuan pengadukan dengan kecepatan 60-100 rpm selama 2-3
menit, dilanjutkan pengadukan 60 rpm selama 3 menit dan ditunggu

pengendapan selama 1-3 menit.
B. Alat dan Bahan Penelitian

1. DPeralatan

Peralatan yang digunakan peralatan gelas, alat pemanas tanah liat selevel

oven, timbangan analitik juga peralatan khusus lainnya.
2. Bahan

a. Bahan yang digunakan, yaitu limbah domestik yang diambil dari

rumah tangga di Kota Samarinda pada drainase.

b. Bahan penyerap limbah cair semen putih (portland) dan tanah
liat kutai berupa lempung lahan persawahan di Kampung Kutai
Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi
Kalimantan Timur.

c.  Bahan kimia sintesa granulasi tanah liat dan semen putih.

C. Sampel Penelitian

Sampel penelitian adalah limbah cair (limbah domestik) yang diambil dari
rumah tangga pada pemukiman di Kota Samarinda.
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D. Prosedur Penelitian

1.

Preparasi penyerap dan penentuan kondisi optimum

Penelitian ini adalah penelitian laboratorium yang menggunakan jar-est
untuk menguji efektivitas konsentrasi FORMULA yang terbaik. Tanah
liat Kutai dari sawah dicampur dengan banyak air, kemudian disaring
dengan kain kasa atau saringan halus, diendapkan dan lumpurnya
dipisahkan dari air dan dikeringkan 105°C selama 24 jam. Hasilnya
didinginkan dan digerus, kemudian diayak dengan ayakan biasa. Dalam
uji coba digunakan campuran antara semen putih dan tanah liat kutai.
Masing-masing uji menggunakan berat 10 gram campuran empat

formula (4:0) 10 g:0 g, (3:1) 7,5 g:2,5 g, (2:2) 5 g:5 g, (1:3) 2,5 g:7,5 g.

Campuran tersebut masing-masing diaduk dengan 100 mL limbah
domestik. Masing-masing sampel diberi perlakuan pengadukan dengan
kecepatan 100 rpm selama 3 menit, dilanjutkan pengadukan 60 rpm
selama 2 menit dan ditunggu pengendapan selama 3 menit. Hasilnya
(bagian yang tidak mengendap) diuji di laboratorium konsentrasi
parameter logam sebelum dan setelah perlakuan.

Tentang pemilihan waktu 3 menit untuk pengadukan dan pengendapan
serta pengulangannya, ditentukan berdasarkan pengalaman empirik

bahwa waktu-waktu tersebut memberikan hasil yang cukup optimal.
Pengukuran Mikroorganisme

Pengukuran kandungan bakteri coliform dan £. co/; dilakukan pada waktu
kontak 2,4 dan 6 menit. Metode yang digunakan untuk pengukuran
bakteri coliform dan E. coli adalah metode Most Probable Number IMPN)
atau Jumlah Perkiraan Terdekat (JPT). Metode MPN terdiri atas tiga
tahap, yaitu uji pendugaan (presumptive test), uji konfirmasi (confirmed
test), dan uji kelengkapan (completed test). Uji dugaan merupakan tes
pendahuluan tentangada tidaknya kehadiran bakteri coliform berdasarkan
terbentuknya asam dan gas yang disebabkan fermentasi laktosa oleh
bakteri golongan coliform. Uji ketetapan merupakan kelanjutan dari uji
dugaan. Uji ketetapan ini dilakukan untuk mengetahui adanya bakteri
golongan E. coli. Uji kelengkapan merupakan pengujian yang dilakukan
setelah uji ketetapan untuk menentukan bakteri £. coli atau coli fekal.
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E. Analisis Statistik

Pengolahan data akan menggunakan excel program dan SPSS version 17.
Pengaruh penambahan semen putih pada tanah liat kutai terhadap reduksi
E. coli akan dianalisis dengan uji Mann Whitney dan Kruskal Wallis.

Pada bagian ini menjelaskan bahan-bahan yang digunakan untuk penelitian
dan metode yang digunakan untuk penelitian. Metode penelitian berisi
metode yang digunakan oleh peneliti/penulis dalam melakukan penelitian.
Analisis data berisi pemaparan dari peneliti/penulis dalam mengolah data

hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Fisik
Hasil pemeriksaan kualitas fisik tanah liat kutai terlihat dalam data di bawah

ini:

Tabel 1. Hasil pemeriksaan kualitas fisik tanah liat Kutai dan KTK

No Parameter Metode Hasil Analisis Satuan
St1 St2
1| Silr Pipet | 29,80 | 24,60 %
2 | Clay Pipet | 40,90 | 5590 %
3 | Coarse sand Sieve 0,00 0,00 %
4 | Medium sand Sieve 0,00 0,00 %
5 | Fine sand Sieve 29,30 19,50 %
6 | Total sand Hitung | 29,30 19,50 %
7 |KTK Hitung 16,61 16,95 | Meq/100gr

Hasil analisis laboratorium kualitas fisik tanah liat laboratorium tanah
pusrehut Unmul menunjukkan kedua tanah liat memiliki sifat c¢/zy dengan
kandungan clay stasiun 1 sebesar 40,90 dan clay stasiun 2 sebesar 55,90.
Kandungan KTK hitung pada tanah liat stasiun 1; 16,61 Meq/100 g dan
pada stasiun 2; 16,95 Meq/100 g.
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Hasil Uji Mikrobiologi/E. coli dan Coliform

Hasil uji mikrobiologi pathogen terlengkap dari laporan penelitian ini sebagai
berikut:

Tabel 2. Total E. coli dan Coliform pada stasiun pengamatan

No Parameter Jumlah (per 100 ml)
1 | Ecoli 9.2 x 104 Baku Mutu KLH
. 1.000/100 mL
2 | Coliform 9.2 x 104

Baku mutu limbah cair untuk E. coli dan Coliform pada pengukuran
stasiun pengamatan drainase di Jalan Pramuka, Kelurahan Gunung Kelua,
Samarinda menunjukkan angka E. coli dan Coliform masing-masing
9,2 X 10* yaitu nilai melebihi baku mutu KLH sebesar 1.000 MPN Coli/100
mL (KLH). Berdasarkan hasil uji laboratorium, seluruh stasiun pengamatan
derajat pencemaran bakteriologis dengan indikator E. coli dan Coliform telah

melebihi ambang batas.

Tingkat reduksi E. coli pada pada pemberian formula tanah liat Kutai

Efisiensi perlakuan dilihat dari penyisihan angka MPN Coli/100 mL pada
pengujian terlihat pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Efisiensi perlakuan dilihat dari penyisihan konsentrasi E. co/i/100
mL pada formula tanah liat

Jenis Perlakuan Konsentrasi E. coli/100 mL Penyisihan
Sebelum Perlakuan/C | Setelah Perlakuan (%)
A 9,2 x 10* 170 99,82%
B 9,2 x 10* 150 99,84%
C 9,2 x 104 260 99,72%
D 9,2 x 104 130 99,86%

Penyisihan konsentrasi £. co/i/100mL pada Tabel 3 terlihat yang paling efisien
adalah formula D tanah liat:semen putih (1:3), dengan kemampuan degradasi
99,86% dan yang terendah formula A tanah liat:semen putih (4:0) dengan
penyisihan 99,82%.
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Tingkat Reduksi Formula Tanah Liat Kutai Terhadap Angka MPN Coliform

Tingkat reduksi formula tanah liat Kutai terhadap angka MPN coliform
terlihat pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4.  Efisiensi perlakuan dilihat dari penyisihan konsentrasi angka MPN
Coliform/100 mL pada formula tanah liat

Jenis Konsentrasi Angka MPN Coliform/100 mL Penyisihan (%)
Perlakuan | Sebelum Perlakuan/C Setelah Perlakuan vt
A 9,2 X 10* 320 99,65%
B 9,2 X 104 190 99,79%
C 9,2 X 10* 640 99,30%
D 9,2X 10* 240 99,74%

Penyisihan konsentrasi Angka MPN Co/iform/100 mL pada Tabel 4 terlihat
yang paling efisien adalah formula B tanah liat:semen putih (3:1) dengan
kemampuan degradasi 99,79% dan yang terendah formula A tanah liat:semen

putih (4:0) dengan penyisihan 99,65%.

Analisa Kruskal Wallis Pengaruh Perlakuan Tanah Liat terhadap
Reduksi E. coli dan MPN Coli pada Penambahan Semen Putih
dan Peningkatan KTK

Hasil analisis uji Kruskal Wallis pengaruh perlakuan tanah liat terhadap
reduksi £ coli dan MPN E. coli menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan
perlakuan pemberian dosis tanah liat terhadap reduksi £. co/i maupun MPN
coli dengan nilai p-value masing-masing: 0,021 dan 0,000. Peningkatan
efektivitas reduksi pada penambahan semen putih dengan potensi kenaikan
kapasitas tukar kation (KTK).

Perlakuan dalam berbagai formula yang tersusun dari tanah liat dan tersebut
dalam penguraian zat pencemar mikrobiologis pada limbah domestik yang
tinggi konsentrasi MPN coli-nya akan mengalami interaksi/reaksi kimiawi
seperti sistem absorbsi dan gaya pengendapan dengan daya ikat dengan
partikel atau zat lain dalam larutan. Reaksi pertukaran kation, interaksi
antara lempung dan senyawa-senyawa organik. Pada area hujan tropik basah

seperti Kalimantan Timur sangat potensi bagi survival bakteri maupun virus,
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terutama pada limbah domestik terlebih pada masa pandemi COVID-19,
dengan potensi kandungan c/zy dan seiring dengan peningkatan KTK
dengan penambahan semen putih. Pada formula di studi ini sangat potensial
bagi pengembangan anti virus dan bakteri di lingkungan, terutama air limbah

(Sutiknowati, 2016; Handajani, 2020; Madjid, 2007).

Reaksi kompleks antara ion-ion logam dan koloid organik dan anorganik
merupakan implikasi tambahan dari perilaku elektrokimia koloid tanah.
Gaya-gaya yang bertanggung jawab atas jerapan lempung, yaitu gaya fisik,
ikatan hidrogen, ikatan elektrostatik, dan reaksi koordinasi. Gaya fisik yang
terpenting adalah gaya Van der Waals yang merupakan interaksi dipol-dipol
jarak pendek. Peranannya hanya penting dalam jarak dekat karena gaya tipe
ini menurun secara drastis dengan meningkatnya jarak. Dalam praktik di
laboratorium, pengadukan adalah upaya untuk memperpendek jarak agar
terjadi kontak antar dipol-dipol. Jerapan ini akan meningkat seiring dengan
meningkatnya ukuran molekul. Molekul-molekul hasil dekomposisi sampah
(dalam lindi) masih banyak mengandung molekul-molekul ukuran besar
schingga akan lebih mudah terjerap oleh gaya Van der Waals (Muklis, 2007;
Pairun er al., 1999; Hardjowigeno dan Sarwono, 2002; Rosmarkam dan
Yuwono, 2002; Soares et al., 2005).

Hasil uji Kruskal-Wallis menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan
terthadap penurunan E. coli dengan nilai p=0,021 dan perbedaan yang
signifikan terhadap penurunan MPN Coli dengan p=0,000. Absorpsi Van der
Wall terjadi karena gaya adhesi antara zat terlarut dengan adsorben. Gaya-gaya
paling kuat yang ada dalam adsorpsi molekul-molekul kecil dari larutan cair,
yaitu pertukaran ion dan ikatan hidrogen. Adsorpsi zat terlarut oleh adsorben
padat cenderung membentuk ikatan hidrogen. Jika salah satu mempunyai
kelompok ikatan hidrogen sebagai donor dan yang lainnya sebagai akseptor
yang mampu secara efektif mengabsorbsi substansi organik pada mikroba
patogen sehingga tereduksi bersama jerapan aktivasi tanah liat Kutai dengan
penambahan semen putih. Zona hambatan mulai terbentuk pada perlakuan
dengan konsentrasi ekstrak 10.000 ppm, diameter ini cenderung mengalami
pertambahan seiring dengan peningkatan konsentrasi yang didedahkan.
Diameter zona hambatan paling besar pada konsentrasi yang sama diperoleh
pada uji bakteri E. coli, yaitu sebesar 19 mm, sedangkan paling kecil didapat
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pada pengujian bakteri S. aureus. Adanya perbedaan strukeur dan sifat bakteri
uji mungkin merupakan faktor penentu terjadinya perbedaan diameter zona
hambatan pada kedua bakteri uji. Pada konsentrasi 1.000-5.000 ppm belum
membentuk zona hambatan, hal serupa juga terjadi pada kontrol. Tidak
terbentuknya zona hambatan pada konsentrasi tersebut mungkin disebabkan
oleh kecilnya konsentrasi sehingga belum mampu menyebabkan terjadinya
perubahan sistem fisiologis sel bakteri uji. Dengan demikian, bakteri tersebut
mampu untuk tumbuh (Soares, 2005; Tan Kim, 1992; Theng, 2012).

Tanah liat kutai dengan penambahan semen putih optimum, pada penelitian
ini dengan komposisi 75% tanah liat dan 25% semen putih sangat efektif
berfungsi sebagai antimikroba yang merupakan salah satu faktor penentu besar
kecil kemampuannya dalam menghambat pertumbuhan mikroba yang diuji.
Potensi antibakteri dan virus pada aktivasi c/zy kutai dengan penambahan
semen putih seiring peningkatan kapasitas tukar kation (KEK) (Vasiliki ez 4/,
2007; Sedjati, 2007; Sururi ez al., 2010).

KESIMPULAN
Reduksi E. coli dan MPN Coliform tertinggi pada tanah liat rerata 99,71%.

Menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan perlakuan pemberian dosis
tanah liat terhadap reduksi £. co/i maupun MPN Co/i dengan nilai p-value
masing-masing: 0,021 dan 0,000. Penambahan semen putih memiliki
kontribusi dalam peningkatan nilai kapasitas tukar kation (KEK). Tanah liat
Kampung Kutai Lama, Kutai Kartanegara memiliki efektivitas tinggi dalam
reduksi mikroba patogen, baik dengan penambahan semen putih maupun
tanpa penambahan semen putih.

SARAN

Pemanfaatan tanah liat kampung Kutai Lama dapat dikembangkan dalam
aplikasi penerapan teknologi tepat guna bagi aplikasi sistem pengolahan
limbah cair, terutama pada kawasan pedesaan yang belum terakses terhadap
pengelolaan limbah cair, dan pengembangan sentra produksi tanah liat
sebagai adsorben dalam kegiatan pengolahan air limbah, baik di industri,

pemukiman, dan rumah sakit.
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SURVEI KEPUASAN PENGGUNA JASA PELAYANAN
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Chaerunnisa AR, Dewi Yuniar
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ABSTRAK

Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi yaitu memberikan
berbagai pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Survei IKM
ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kinerja aparatur dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Metode penelitian bersifat
deskriptif yakni memberikan gambaran kepuasan pasien yang menggunakan
pelayanan rumah sakit. Populasi pada survei ini adalah pasien yang melakukan
kunjungan berulang untuk melakukan pengobatan. Hasil survei Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Abdul Wahab Sjahranie sebesar 77,05
atau termasuk dalam kategori baik. Rekomendasi untuk survei ini pihak
rumah sakit perlu melakukan pelatihan untuk meningkatkan pelayanan

prima pada petugas pelayanan kesehatan.

Kata Kunci: IKN, kepuasan, rumah sakit

ABSTRACT

In the states life, the government has a function, namely providing various
public services the community needs. This IKM survey was conducted to know
the apparatuss performance in providing services to the community. The research
method is descriptive, which provides an overview of patient satisfaction using
hospital services. The population in this survey were patients who had repeated
visits during the treatment period. The Community Satisfaction Index (IKM)
Survey results at Abdul Wahab Sjahranie Hospital were 77.05 or included in
the Good category. Recommendations for this survey the hospital needs to conduct

training to improve excellent service to health care workers.

Keywords: hospital, IKN, satisfaction survey
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PENDAHULUAN
Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mengisyaratkan bahwa setiap lembaga pemerintah berkewajiban untuk
memberikan pelayanan bagi setiap warga negara dan juga penduduk sebagai
pemenuhan hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik.
Salah satu ikhtiar dalam melaksanakan amanat tersebut adalah dengan

melakukan survei kepuasan masyarakat terkait pelayanan lembaga pemerintah.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat
kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif
dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari
aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara
harapan dan kebutuhannya. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah
melayani masyarakat, maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan
kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan
ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima
pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai
dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.

Upaya demi upaya untuk berbenah terus dilakukan dalam sektor pelayanan
publik. Salah satu upaya yang dilaksanakan melalui survei kepuasan masyarakat
kepada pengguna layanan. Dengan mengukur tingkat kepuasan masyarakat
sebagai pengguna layanan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan
yang secara terpadu, terprogram, konsisten dan bersinergi sehingga pelayanan
yang diberikan kepada masyarakat dapat tepat sasaran dan transparan serta

jauh dari tindakan diskriminatif.

Standar penyampaian layanan merupakan patokan yang digunakan untuk
menilai kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyedia layanan
kepada pengguna untuk memberikan layanan yang berkualitas. Sementara
pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang cepat, menyenangkan,
tidak mengandung kesalahan, dan mengikuti proses dan prosedur. Oleh
karena itu, kualitas layanan tidak hanya ditentukan oleh penyedia layanan,

tetapi juga oleh pengguna layanan.
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Survei ini bertujuan untuk menganalisis indeks kepuasan masyarakat
terhadap layanan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Abdul Wahab Syahranie sebagai rumah sakit penyangga ibu kota negara.
Hasilnya diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki dan
meningkatkan pelayanan yang dianggap masih kurang baik. Penilaian IKM
ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan

publik.

METODE PENELITIAN

Metode survei ini dilakukan berbasis web dan menggunakan bantuan telepon
untuk mengamati fenomena dari subjek penelitian, di mana dalam penelitian
ini tidak membutuhkan hipotesis karena bersifat deskriptif yakni memberikan
gambaran kepuasan pasien yang menggunakan pelayanan di RSUD Abdul
Wahab Sjahranie. Pengumpulan data akan dilakukan pada keluarga pasien
RSUD Abdul Wahab Sjahranie. Data primer dalam penelitian ini akan
diperoleh melalui kuesioner.

HASIL PERHITUNGAN SURVEY DAN PEMBAHASAN

Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di RSUD Abdul
Wahab Sjahranie tahun 2021 diperoleh dari perhitungan jumlah nilai rata-
rata atau mean dari setiap unit pelayanan dan nilai indeks gabungan untuk
setiap unit pelayanan. Untuk memperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat
unit pelayanan dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang. Dari hasil
tersebut diperoleh data berdasarkan unsur pelayanan dan nilai mean sebagai

berikut.

Tabel 1. Nilai Rerata Berdasarkan Unsur Pelayanan

No Unsur Pelayanan Nilai Rerata/ Mean
1 | Kemudahan Pelayanan 3,09
2 | Kesesuaian persyaratan 3,09
3 | Penjelasan petugas 3,13
4 | Kedisiplinan 3,10
5 | Tanggung jawab 3,13
6 | Kemampuan 3,16
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Tabel 1. Nilai Rerata Berdasarkan Unsur Pelayanan (lanjutan)

No Unsur Pelayanan Nilai Rerata/ Mean
Kecepatan 2,90
8 | Keadilan 3,10
Kesopanan dan keramahan 3,23
10 | Kewajaran besaran biaya 3,16
11 | Kesesuaian biaya 2,97
12 | Kenyamanan 3,02
13 | Keamanan 3,08
14 | Ketepatan waktu 2,96
15 | Ketersediaan 3,05
16 | Kesesuaian produk layanan 3,10
17 | Penanganan pengaduan 3,12
Total 3,08

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat diperoleh informasi bahwa unsur-unsur

pelayanan yang masuk pada kriteria kinerja baik dan nilai unsur tertinggi

adalah unsur kesopanan dan keramahan dengan rerata skor adalah 3,23,

kemudian kemampuan petugas dan kewajaran besaran biaya mencapai rerata

skor 3,16. Ketiga unsur ini masuk pada kategori baik. Sedangkan unsur

pelayanan pada kategori kecepatan petugas berada pada rerata skor 2,90

dan kesesuaian biaya memiliki rerata skor 2,97, masuk pada kriteria kinerja

kurang baik.

Selanjutnya, nilai indeks kepuasan yang telah terhimpun berdasarkan unsur

yang dinilai. Adapun distribusi jawaban responden tersebut disajikan dalam

tabel sebagai berikut.

Tabel 2. Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Unsur yang Dinilai

Unsur Penilaian Rata Rata % Penilaian | Rata Rata Tertimbang
Kemudahan Pelayanan 3,09 0,181765
Kesesuaian persyaratan 3,09 0,181765
Penjelasan petugas 3,13 0,184118
Kedisiplinan 3,10 0,182353
Tanggung jawab 3,13 0,184118
Kemampuan 3,16 0,185882
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Tabel 2. Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Unsur yang Dinilai

(lanjutan)

Unsur Penilaian Rata Rata % Penilaian | Rata Rata Tertimbang
Kecepatan 2,90 0,170588
Keadilan 3,10 0,182353
Kesopanan dan keramahan 3,23 0,19
Kewajaran besaran biaya 3,16 0,185882
Kesesuaian biaya 2,97 0,174959
Kenyamanan 3,02 0,177647
Keamanan 3,08 0,181176
Ketepatan waktu 2,96 0,174118
Ketersediaan 3,05 0,179412
Kesesuaian produk layanan 3,10 0,182353
Penanganan pengaduan 3,12 0,183529
Total 3.08
Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) = 77,05
3.082018 x 25
Mutu pelayanan B
Kinerja unit pelayanan BAIK

Berdasarkan tabel 3.2 tersebut dapat diketahui bahwa secara umum nilai
mutu pelayanan yang didapatkan melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) di RSUD Abdul Wahab Sjahranie sebesar 77,05 atau termasuk dalam
kategori baik berdasarkan dari penilaian pasien/keluarga pasien, serta terdapat
unsur yang memiliki nilai tertinggi yaitu unsur kesopanan dan keramahan,

lalu disusul oleh unsur kemampuan petugas pelayanan.

Membangun kepercayaan masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan
penyelenggara pelayanan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam
memperoleh pelayanan publik. RSUD Abdul Wahab Sjahranie Kalimantan
Timur sebagai salah satu rumah sakit pemerintah terus berupaya meningkatkan
mutu dan kualitas pelayanannya. Melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat
ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan melalui penetapan
kebijakan yang tepat sasaran. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh
birokrasi pemerintah daerah seharusnya diberikan dengan sepenuh hati.

Birokrasi menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai pelanggan, namun
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masyarakat sebagai citizen atau warga negara yang memiliki hak untuk
mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu, perlu adanya
penerapan sistem manajemen pelayanan prima sebagai syarat pemenuhan

kepuasan masyarakat. (Bulan ez 4/, 2019)

Disisi lain, penilaian terkait Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap RSUD
Abdul Wahab Sjahranie Kalimantan Timur patut diacungi jempol. Pengukuran
kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja, di mana
tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih
baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat.
Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi
kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat
juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang
dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

1. Unsur Kesopanan dan Keramahan Petugas

Kesopanan dan keramahan petugas menjadi poin plus bagi RSUD AWS
tersendiri. Pengguna layanan akan lebih senang bila bertemu dengan petugas
yang melayani dengan senyuman dan sapaan ramah yang diberikan. Sikap
perhatian, sabar dan bersahabat inilah yang sanggup menularkan semangat
bagi pasien saat ingin sembuh. Komunikasi dan empati yang baik dari petugas
rumah sakit akan mampu merespons pasien dengan lebih komprehensif.

Menurut Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems
(2018) bentuk kesopanan dan empati serta kepedulian pada pasien atau
keluarga pasien di antaranya adalah membantu pasien atau keluarga pasien jika
mereka mengalami masalah dan dibalas dengan sikap ramah dan tersenyum,
ataupun menangani setiap keluhan atau kekhawatiran pasien atau keluarga
pasien (Jung et al., 2018).

2. Unsur Kemampuan Petugas

Kompetensi petugas berkaitan dengan kemampuan rumah sakit untuk
memberikan pelayanan yang segera dan akurat sejak pertama kali tanpa
membuat kesalahan apapun. Kompetensi oleh pasien dikatakan kompeten

dengan kualitas pelayanan yang dirasakan tersebut jika pasien merasa bahwa
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kompeten yang dimiliki petugas kesehatan di RSUD Abdul Wahab Syahranie
sudah baik yang menyatakan bahwa pelayanan dokter kepada pasien rawat
jalan tepat waktu sesuai dengan yang dijanjikan dan puas terhadap petugas
kesehatan dalam menerima pasien ketika ingin melakukan perawatan di unit
rawat jalan (Tangdilambi & Badwi, 2019).

Seorang staf yang memiliki keterampilan yang baik di bidang tugasnya
akan dapat melaksanakan tugas yang diberikan walaupun tugas itu
tidak sesuai dengan keinginannya. Di samping itu, seorang staf yang
terampil akan memperhitungkan untung rugi dari setiap waktu kerja
yang ada schingga dalam melaksanakan kerja biasanya staf lebih kreatif
dan mampu melakukan komunikasi yang baik dengan rekan kerjanya
untuk mencapai target kerja yang telah dibebankan dalam timnya (Fahlevi,
2017).

3. Unsur Kecepatan Pelayanan

Sering kali pelayanan publik dikeluhkan oleh masyarakat karena tidak
memenuhi ekspektasi dan kepuasan pengguna layanan. Hasil survey RSUD
Abdul Wahab Syahranie Tahun 2021 menjelaskan adanya beberapa aspek
yang memiliki nilai mutu pelayanan yang terendah atau termasuk mutu
pelayanannya dianggap kurang baik oleh masyarakat yaitu unsur Kecepatan
Pelayanan, Kesesuaian Biaya dan Ketepatan Waktu. Secara garis besar, ketiga
aspek tersebut memiliki nilai penting bagi masyarakat sebagai pengguna
layanan.

Unsur kecepatan pelayanan dan unsur ketepatan waktu merupakan hal
yang sangat erat kaitannya dalam memberikan pelayanan kepada pengguna
layanan dalam hal ini adalah masyarakat. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat
ini tergolong rendah. Meskipun hanya sebagian kecil dari pengguna layanan
yang menyatakan pelayanan di RSUD Abdul Wahab Sjahranie kurang
cepat dan terkesan lamban, namun tidak menutup kemungkinan, jika
tidak ditangani dan tidak ada upaya perbaikan dari pihak rumah sakit maka
lambat laun kasus seperti ini akan terus berulang sehingga kedepannya dapat
mempengaruhi hubungan rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang

prima dan meningkatkan kepuasan masyarakat.
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4. Unsur Kesesuaian Biaya

Selain itu, unsur kesesuaian biaya menjadi salah satu unsur yang memiliki
penilaian rendah di masyarakat. Hasil survei menunjukkan bahwa masih
banyaknya keluhan ataupun pengaduan dari masyarakat terkait transparansi
informasi biaya pelayanan. Transparansi dalam sebuah pelayanan publik
merupakan suatu kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dan hal
tersebut seharusnya menjadi hal yang mudah diakses oleh semua pihak yang
membutuhkan. Dengan temuan ini, artinya pihak RSUD AWS dirasa perlu
untuk meningkatkan transparansi mengenai tarif pelayanan sehingga tidak
ada pihak yang akan dirugikan dalam kondisi kurangnya transparansi harga
dan biaya/tarif layanan kesehatan dengan pelayanan yang akan didapatkan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Secara keseluruhan, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Rumah
Sakit Daerah Umum Abdul Wahab Sjahranie tahun 2021 yaitu sebesar
3,08 (kategori baik). Pihak rumah sakit dapat memberikan pelatihan untuk
meningkatkan pelayanan prima pada petugas pelayanan kesehatan untuk
memperbaiki kualitas pelayanan sebagai rumah sakit penyangga Ibu Kota
Negara.
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ABSTRAK

Kalimantan merupakan pulau terbesar kedua di Indonesia dengan kekayaan
biodiversitas tumbuhan hutan hujan tropis yang sangat melimpah. Namun,
sangat disayangkan pemanfaatan potensi tumbuhan endemik tersebut
belum bisa dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku obat herbal, terutama
pemenuhan kebutuhan bahan baku dalam negeri. Di sisi lain, budidaya
tumbuhan tersebut belum maksimal, bahkan beberapa tumbuhan endemik
Kalimantan timur sudah mulai sulit ditemukan. Beberapa tumbuhan
endemik yang prospek dan ikonik yaitu; (1) Peronema canescens; (2)
Mitragyna speciosa; (3) Spatholobus littoralis; (4) Aristolochia papilifolia; (5)
Artocarpus champeden; (6) Albertisia papuana; (7) Eurycoma longifolia; dan
(8) Eleutherine bulbosa, serta tumbuhan endemik lainnya, yang diharapkan
menjadi perhatian utama baik dikalangan akademisi, praktisi industri, dan
pemerintah untuk menjadikan tumbuhan endemik Kalimantan sebagai
komoditas unggulan terutama sebagai bahan baku obat herbal untuk
kemandirian bahan baku dalam negeri.

Kata Kunci: Kemandirian Bahan Baku, Obat Herbal, Tumbuhan Endemik Kalimantan
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PENDAHULUAN
Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan daerah kepulauan (sekitar 17.500 pulau)
yang terletak di wilayah tropis antara dua benua (benua Australia dan Asia)
dan dua lautan samudera (Samudra Pasifik dan Samudra Hindia) dengan garis
pantai sekitar sepanjang 95.181 km. Wilayah Indonesia meliputi kurang lebih
sembilan juta kilometer persegi (7 juta km? lautan dan 2 juta km? daratan)
dan hanya sekitar 1,3% dari luas luas bumi. Namun, keanekaragaman
biodiversitas hayatinya sangat tinggi dan merupakan negara terbesar ketujuh
di dunia dengan perkiraan 25% dari spesies tumbuhan berbunga atau dengan
jumlah spesies mencapai 20.000 spesies, 40% di antaranya merupakan
tumbuhan endemik atau tumbuhan asli Indonesia (Rohman ez a2/, 2020;
Kusmana, 2015)

Kalimantan merupakan pulau terbesar kedua di Indonesia dengan kekayaan
biodiversitas tumbuhan hutan hujan tropis yang sangat melimpah. Tak hanya
itu, kekayaan pengetahuan pengobatan tradisional dengan memanfaatkan
tumbuhan yang diwariskan secara turun temurun oleh generasi pada
banyak etnis asli Kalimantan. Sangat disayangkan, sejauh ini pengetahuan
pengobatan tradisional tersebut tidak terdokumentasikan dengan baik,
bahkan dikhawatirkan akan terkikis seiring dengan hilangnya habitat alami
dan punahnya tumbuhan karena aktivitas eksploitasi yang berlebihan °.

Kalimantan merupakan pulau terbesar kedua di Indonesia setelah Papua
dengan luas wilayah 743,330 km* yang terbagi dalam beberapa provinsi yaitu
Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara,
dan Kalimantan Selatan. Selain itu, Pulau Kalimantan memiliki biodiversitas
tumbuhan tropis endemik yang sangat kaya. Namun, sangat disayangkan
pemanfaatan potensi tumbuhan endemik tersebut belum bisa dimanfaatkan
sebagai sumber bahan baku obat herbal, terutama pemenuhan kebutuhan
bahan baku dalam negeri. Di sisi lain, budidaya tumbuhan tersebut belum
maksimal, bahkan beberapa tumbuhan endemik Kalimantan Timur sudah
mulai sulit ditemukan. Selain itu, telah ditetapkan Kalimantan Timur sebagai
lokasi pemindahan Ibu Kota Negara yang dikenal dengan nama IKN Nusantara.
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Akan menjadi ancaman bagi keberlanjutan spesies tumbuhan endemik

yang belum menjadi perhatian atau belum dimanfaatkan atau belum

dibudidayakan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disusun pernyataan masalah
yang diangkat dalam tulisan ini antara lain: (a) bagaimana gambaran jenis
tumbuhan endemik Kalimantan Timur dan penyebaran pertumbuhannya?;
(b) bagaimana gambaran potensi pemanfaatan tumbuhan endemik
Kalimantan Timur untuk mendukung kemandirian bahan baku obat herbal
dalam negeri?; dan (c) bagaimana prospek dan tantangan pemanfaatan

potensi tumbuhan endemik Kalimantan Timur sebagai sumber bahan baku

obat herbal?

Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam
tulisan ini antara lain: (a) memberikan gambaran jenis tumbuhan endemik
Kalimantan Timur dan penyebaran pertumbuhannya; (b) memberikan
gambaran potensi pemanfaatan tumbuhan endemik Kalimantan Timur
untuk mendukung kemandirian bahan baku obat herbal dalam negeri; dan
(c) memberikan gambaran prospek dan tantangan pemanfaatan potensi
tumbuhan endemik Kalimantan Timur sebagai sumber bahan baku obat

herbal?

Metode

Pencarian literatur pada tulisan ini dilakukan dilakukan mulai Januari—Juni
2022 menggunakan database online yang meliputi Pubmed, Google Scholar,
Directory Open Access Journal (DOA]), Web of Science, Scopus, Embase, dan
National Health Institute (NIH). Literatur yang diperoleh kemudian disintesis
dan dikaji untuk mendapatkan informasi yang komprehensif terkait dengan

potensi tumbuhan Kalimantan Timur.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Jenis Tumbuhan Endemik Kalimantan dan Penyebaran

Pertumbuhannya

Beberapa tumbuhan tropis Kalimantan yang telah banyak dimanfaatkan
oleh masyarakat setempat antara lain: Bawang Dayak (Eleutherine bulbosa L.
Merr.), Kadamba (Mitragyna speciosa Korth. Havil.), Lai (Durio kutejensis),
Bajakah (Spatholobus littorus Hassk.), Tabar Kedayan (Aristolochia papilifolia
Ding Hou), Pasak Bumi (Eurycoma longifolia L.), Tabat Barito (Ficus deltoidea
Jack), Meranti (Shorea spp.), Cempedak (Artocarpus champeden), Akar Kuning
(Arcangelisia flava Merr.), Sungkai (Peronema conescens), Gula Gundri (Vitex
trifolia L), Kapul (Baccaurea macrocarpa), Ulin (Eusideroxylon zwageri), dan
masih banyak lagi®. Untuk selengkapnya disajikan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Jenis Tumbuhan Asli/Endemik Kalimantan Timur

Jenis Nama Latin Nama Derah Famili

Pohon Shorea spp. Meranti Dipterocarpaceac
Albertisia papuana Becc. Bekkai, Mekkai Menispermaceae
Mitragyna speciosa Korth Havil Kadamba, kratom Rubiaceae
Artocarpus champeden cempedak Moraceae
Baccaurea lanceolata (Miq.) Limpasu, lempesu, kelempeso, Euphorbiaceae
Muell. kelepesoh
Eusideroxylon zwageri Teijsm. Ulin; Tabalion, tabalien, bulin, | Lauraceae

bulian
Brucea javanica (L) Merr. Sahang burung, kwaloi, buah Simaroubaceae
makassar

Eurycoma longifolia Jack Pasak Bumi, Tongkat Ali, Merule | Simaroubaceae
Peronema canescens Jack Sungkai, jati sabrang, kayu lurus | Verbenaceae
Vitex trifolia L. Gula Gundri, legundi Verbenaceae
Vitex pinnata L. Laban, leban, alaban Verbenaceae
Dracontomelon dao (Blanco) Mer. | Sengkuang, dahu Anacardiaceae
Omalanthus grandifolius Ridl.) Cermin pelanduk Euphorbiaceae
Durio kutejensis Lai Bombacaceae
Parkia roxburghii G. Don Kedaung, kupang Leguminosae
Syzygium sp Kayu serai Myrtaceae

Perdu Donax canniformis K. Scum. Bemban, bamban Marantaceae
Fordia splendidissima (Blume) Kayu Kayan Fabaceae
Stachiphrynium borneensis Ridl Lirik Maranthaceae
Lepisanthes amoena (Hassk.) Kayu matahari, kayu kupu Sapindaceae
Leenh.
Coptosapelta tementosa (Blume) Merung, Manireng Rubiaceae
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Tabel 1. Jenis Tumbuhan Asli/Endemik Kalimantan Timur (lanjutan)
Jenis Nama Latin Nama Derah Famili
Rambat | Uncaria nervosa L. Merr Bajakah Rubiaceae
Spatholobus littorus Hassk. Bajakah Menispermaceae
Aristolochia papilifolia Ding Hou | Tabar Kedayan Menispermaceae
Arcangelisia flava Merr. Akar kuning Menispermaceae
Coscinium fenestratum (Gaertn.) | Akar Kuning Menispermaceae
Fibraurea tinctora Lour. Akar kuning Menispermaceae
Porameria polyneura Hook f. Kayu rapet, akar serapat, Apocynaceae
Manggarsih,
Bauhinia sp. Cawat anuman Fabaceae
Luvunga eleutheandra Dalz. Seluang belum Rutaceae
Chestis platantha Griff. Belimbing Bikut Connaraceae
Passiflora foetida L. Kelubut, Kemot, permot Passifloraceae
Cayrotia sp. Cawat Palui Vitaceae
Tetrastigma sp. Ulur-ulur Vitaceae
Paku- Angiospteris evecta (Forst.) Hoffm. | Paku hati, paku atei Marattiaceae
Pakuan | Asplenium nidus L. Pakis, paku sarang burung, Aspleniaceae
kadaka
Ligodium circinatum (Burm.f.) Litu, Mintu Schizaeaceae
Sw.
Helminthostachys zeylanica Tunjuk langit Ophioglossaceae
Hook.f)
Schizaea digitata (L.) Sw.) Pikajar, Kajar-kajar Schizaeaceae
Stenochloena palustris Burm.f.) | Kelakai, paku haruan, lembiding, | Blechnaceae
pakis
Rumput | Blumea balsamifera (L.) DC. Ombung-Ombung, Sembung, Asteraceae
Kemandin
Costus speciosus (Koenig) J.E Tawar, Tetawar, tebu tawar Zingiberaceae
Smith)
Eleutherine bulbosa L. Merr. Bawang Dayak, bawang tiwai Iridaceae
Euphorbia hirta L. Patikan Kerbau Euphorbiaceae
Epifit dan | Scurulla athropurpurea (Blume) Benalu, Kayu singgah, Jinatun Loranthaceae
Parasit Ficus deltoidea Jack Tabat Barito Moraceae
Hydnophytum sp. Sarang Semut Rubiaceae
Rhizanthes lowii (Becc.) Harms. | Tongkol Ulur-Ulur Rafflesiaceae

Persebaran habitat alami tumbuhan endemik Kalimantan pada dasarnya
sebagian besar tersebar merata di seluruh wilayah Kalimantan. Jadi, tumbuhan
endemik yang ada di Kalimantan Timur pada dasarnya juga ditemukan di
wilayah lain di Pulau Kalimantan, termasuk wilayah Malaysia dan Brunei.
Sejauh ini, tumbuhan asli atau tumbuhan endemik ini masih ditemukan
pada habitat asli dan hanya tumbuhan tertentu saja yang telah dibudidayakan

sehingga beberapa tumbuhan sulit ditemukan atau dijangkau.
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Potensi Pemanfaatan Tumbuhan Endemik Kalimantan Timur untuk
Mendukung Kemandirian Bahan Baku Obat Herbal dalam Negeri

Secara tradisional, tumbuhan endemik Kalimantan Timur telah lama

digunakan oleh masyarakat Kalimantan (terutama Kalimantan Timur) dalam

pengobatan maupun konsumsi rutin sebagai bahan makanan. Namun, sejauh

ini pemanfaatan potensi tumbuhan Kalimantan Timur belum dimanfaatkan

secara maksimal terutama untuk tujuan komersialisasi sebagai sumber bahan

baku obat herbal. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaporkan beberapa

tumbuhan asli Kalimantan Timur yang memiliki potensi pemanfaatan sebagai

bahan baku obat untuk mendukung kemandirian bahan baku obat herbal

dalam negeri, sebagai berikut:

1.

Albertisia papuana Becc.

Albertisia papuana Becc. disingkat A. papuana > dikenal dengan nama
Mekai (Dayak Punan Benalui) atau Bekkai (Dayak Kenyah) atau juga
dikenal dengan sebutan daun Afa’ (Dayak Lundayeh/Putuk)®. Selain itu,
A. papuana juga memiliki sebutan lain yaitu daun Sokai (Kalimantan
Tengah) dan daun san-sakng (Kalimantan Barat)’. Tumbuhan ini
merupakan tumbuhan asli Kalimantan Timur yang telah lama digunakan
oleh masyarakat etnis Dayak sebagai bumbu makanan. Bagian yang
digunakan adalah pucuk muda yang dicampur dalam makanan yang
dimasak. Daun ini memberikan rasa yang membuat makanan menjadi
gurih. Bagian daun memiliki khasiat yang sama seperti penggunaan daun
ganja pada masakan masyarakat Aceh.

Kandungan rasa pada ekstrak kasar A. papuana telah diskrining oleh
beberapa peneliti ditemukan bahwa terdapat banyak kandungan rasa
(taste compounds)® sehingga mekai banyak digunakan sebagai penyedap di
beberapa daerah di Kalimantan, di antaranya di Kalimantan Barat, daun
ini disebut daun bekkai lan. Selain itu, di Kalimantan Utara tumbuhan
ini secara turun-temurun telah digunakan sebagai bahan penyedap
alami . Purwayanti, e /., (2013) melaporkan bahwa bagian ekstraksi
dari daun tumbuhan ini mengandung komponen senyawa rasa yaitu
gallic acid, tyrosine, Ca, B, GMP, malic acid, alanine, valine, aspartic acid,

methionine dan AMP 8, yang memiliki kemampuan sebagai penyedap
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alami. Sementara itu, Lusiana (2009) melaporkan bahwa ekstrak daun
memiliki potensi sebagai antiplasmodium '. Selain itu, masyarakat Dayak
juga menggunakan tumbuhan ini sebagai antihipertensi, antikanker, dan

mengobati stroke’.
Aristolochia papilifolia Ding Hou
Aristolochia papillifolia Ding Hou. disingkat A. papillifolia adalah

tumbuhan merambat yang tingginya sekitar 15 meter dan berbentuk
seperti batang bulat. Batang tumbuhan ini memiliki bentuk gabus di
tengahnya dan terlihat seperti retakan pada kulit kayunya. Permukaan
kulit kayu berlekuk atau bergerigi, batang yang sudah tua berdiameter
1,5-2,5 cm. Helaian daun berbentuk bulat telur atau oval, 13—-19 x
9-15,5 cm, bentuk ujung daun meruncing pangkal daun hampir tumpul
sedikit cekung atau membulat, permukaan daun gundul, permukaan
bawah daun berbulu, tulang daun 5, daun bertulang menjari atau

bertulang lurus, tangkai daun gemuk dengan panjang 6-12 cm. Tangkai
bunga dan bakal buah 3-4 cm''.

Tumbuhan ini secara empiris digunakan oleh etnis suku Dayak
pedalaman Kalimantan Utara yang berkhasiat sebagai penawar segala
racun. Masyarakat suku Dayak Merap Desa Gong Solok Malinau
menggunakan tumbuhan ini untuk mengobati berbagai macam penyakit
terutama kencing manis, penyakit kulit, mimisan, sakit gigi, rematik
dan sakit pinggang. Masyarakat juga menggunakan akar tanaman ini
sebagai obat antiracun, jaundice, dan diare. Berdasarkan penelitian
Supriningrum (2016) menunjukkan bahwa tumbuhan ini memiliki
potensi sebagai analgesia, yaitu ekstrak pada dosis 25 mg/20 gBB dan
50mg/20g BB memiliki efek analgesik yang sebanding dengan tramadol
0,05%. Sedangkan pada dosis 100 mg/20 gBB memiliki aktivitas yang
lebih kuat'?. Penelitian lain melaporkan fraksi etil asetat batang akar

tabar kedayan memiliki aktivitas antioksidan''.
Artocarpus champeden

Artocarpus  champeden atau disingkat A. champeden merupakan
tanaman buah tahunan yang memiliki pohon kayu yang

sangat tinggi dan kuat’’. Buah cempedak memiliki sifat semu
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majemuk dan sangat unik karena buahnya mudah dilepas.
Daging buahnya memiliki warna putih kekuningan sampai jingga,
aroma yang harum, rasanya manis, dan agak berserat dan berlendir.
Daging buah ini tertutupi oleh kulit yang berduri tumpul dan tersusun
rapat'“.

Buah cempedak memiliki senyawa metabolit sekunder seperti fenolik,
flavonoid, dan karotenoid. Buah cempedak juga memiliki aktivitas
seperti antioksidan', sebagai tabir surya'®, anti-zuberculosis, antimalaria,
antikanker, antiinflamasi, antibakteri’/, antidiabetes, antimikroba,

antipiretik, dan antihipertensi'®.
Eleutherine bulbosa L. Merr

Eleutherine bulbosa [Mill.] Urb merupakan tumbuhan jenis bawang-
bawangan yang berasal dari keluarga Iridaceae yang digunakan oleh
masyarakat secara turun-temurun untuk mengobati berbagai macam
penyakit. Tanaman ini memiliki nama lokal yang cukup banyak antara

lain dikenal sebagai bawang tiwai, bawang sabrang, atau bawang Dayak".

E. bulbosa memiliki potensi sebagai obat herbal dengan berbagai
kegunaan serta aktivitas farmakologi dari kandungan metabolit
sckundernya. Bagian umbi tanaman ini berkhasiat sebagai
diuretik,  antiradang, antitumor, menghentikan  pendarahan,
menghilangkan nyeri, obat disentri, maupun sebagai obat kanker.
Daunnya berkhasiat sebagai obat bagi wanita nifas. Selain itu,
juga mempunyai khasiat sebagai obat muntah, pencahar, obat
penyakit kuning, gangguan seksual, kolesterol, gondok, hipertensi,
kista, prostat, diabetes mellitus, asam wurat, hipertensi, gangguan
pencernaan lambung, bronkhitis, sakit pinggang, dan pegal-pegal.
Namun, masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap
tanaman ini sebagai dasar pengembangan tanaman menjadi suatu
sediaan farmasi yang berkualitas sehingga mampu menambah daftar
obat herbal di Indonesia yang dapat meningkatkan penggunaan
tanaman obat oleh masyarakat Indonesia dalam mengatasi berbagai
penyakit®.
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Eurycoma longifolia L.

Eurycoma longifolia L. atau disingkat E. longifolia merupakan tumbuhan
asli Kalimantan yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat secara turun
temurun dan dikenal dengan sebutan pasak bumi atau tongkat ali. Telah
banyak produk-produk yang beredar di pasaran baik pada skala nasional

maupun global®'.

Akar E. longifolia telah digunakan secara turun-temurun dan secara
tradisional dikonsumsi masyarakat sebagai antitumor, mengobati sakit
perut, tonikum, antimikroba, disentri, antihipertensi, antiinflamasi,
antipiretik, disentri, ulkus, malaria, dan sebagai afrodisiak®**. Ekstrak
batang pasak bumi yang diekstraksi menggunakan pelarut etil asetat
telah terbukti memiliki aktivitas sebagai anti-inflamasi, dan berkorelasi
baik dengan pemanfaatannya sebagai antiradang. Selain itu, bagian akar
pasak bumi telah diketahui memiliki senyawa antioksidan yang berfungsi
untuk menjaga kesehatan hati. Serta bagian ekstrak air dari akar terdapat
bioaktif peptide yang dapat meningkatkan konsentrasi dan morfologi

sperma volume air mani secara signifikan %,
Mitragyna speciosa Korth. Havil

Mitragyna speciosa Korth. Havil merupakan salah satu marga terubiaceous
yang pernah dikelompokkan dengan Naucleaceae, dengan ciri-ciri
perbungaan padat, bulat seperti kepala 2**. Tumbuhan ini merupakan
tumbuhan berupa perdu atau pohon yang dicirikan oleh sistem
perbungaan yang padat, bunga tersusun dalam kepala bundar kompak
dengan bracts spathuloid pucat interfloral. Bunga dan ovarium yang
menyatu, dan buah yang banyak®. Ovarium bersel dua dengan stigma
silinder. Daun berseberangan dan tangkai yang berbentuk lunas. Bagian
kepala bunga terletak pada pucuk samping secara lateral, membentuk
tabung pendek atau panjang dengan lima lobus. Benang sari berbentuk

hati, bagian kepala sari berbentuk lanset 4.

M. speciosa merupakan salah satu tanaman obat tradisional di area
Southeast Asia. Di Thailand, Malaysia, Indonesia dan beberapa

negara yang berdekatan, M. speciosa dimanfaatkan daunnya untuk

267




Unmul Hebat, Kaltim Berdaulat, IKN Kuat:

Kontribusi Pemikiran Universitas Mulawarman di Usia 60 Tahun Volume 1

membantu mengurangi sakit kepala, mengurangi nyeri, mengurangi
sakit gigi, dan meningkatkan stamina. Selain itu, tercatat pula
bahwa Kratom digunakan secara tradisional untuk hipertensi,
diabetes, dan demam. Penggunaan tradisionalnya dilakukan
dengan dikunyah, dihisap asapnya, atau rebusan/dekokta biasa.
Detail tentang potensi dan prospek tanaman ini telah kami bahas dalam

bentuk review artikel®.

Peronema canescens Jack

Peronema canescens Jack (P canescens) merupakan jenis pohon yang
termasuk dalam famili Verbenaceae dan tumbuh pada daerah tropis
yang dikenal dengan sebutan sungkai. Spesies ini memiliki beberapa
nama dari berbagai daerah seperti sungkai atau kayu lurus (Kalimantan
Selatan), jati sumatera (Sumatera Selatan), jati sabrang atau ki sabrang
(Sunda). Wilayah sebarannya adalah Indonesia bagian barat hingga
Kalimantan, termasuk Sumatra Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Timur,
dan Kalimantan Selatan. Sungkai tumbuh di hutan sekunder dengan
pertumbuhan yang tidak memerlukan persyaratan khusus dan biasanya
tumbuh dengan baik di tanah dengan kelembaban yang cukup, seperti di

tepi sungai dan daerah musiman yang tergenang air.

Bagian daun dari tumbuhan ini telah dimanfaatkan secara turun-temurun
oleh masyarakat untuk menurunkan panas demam, mengobati sakit gigi
dan malaria”. Selain itu, bagian daun mengandung alkaloid, flavonoid,
dan tannin, serta ekstrak daun memiliki aktivitas sebagai antioksidan®®.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun sungkai memiliki
bioaktivitas dengan nilai 387,26 ppm (ekstrak metanol) dan 107,40 ppm
(ekstrak n-heksan) %.

Spatholobus littorus Hassk.

Spatholobus littorus Hassk. atau disingkat S. /littorus dikenal dengan
sebutan nama “Bajakah” oleh masyarakat setempat. Masyarakat Dayak
sejak dulu telah memanfaatkan tumbuhan akar bajakah sebagai obat
penambah stamina saat melakukan aktivitas serta dimanfaatkan untuk
mengobati berbagai macam penyakit, seperti batang bajakah dapat
menghentikan pendarahan pada luka, selain itu dapat juga dijadikan

268




Unmul Hebat, Kaltim Berdaulat, IKN Kuat:

Kontribusi Pemikiran Universitas Mulawarman di Usia 60 Tahun Volume 1

sebagai obat disentri dan obat pegal *. Secara empiris tanaman bajakah
telah digunakan sebagai obat tradisional oleh masyarakat. Secara turun-
temurun rebusan batang bajakah dapat dimanfaatkan sebagai obat sakit

perut dan diare’.

Pada suatu penelitian ekstrak batang bajakah memiliki kandungan
alkaloid, fenol, saponin, tannin, dan flavonoid. Pada batang bajakah
memastikan memiliki aktivitas sebagai antioksidan dan antibakteri.
Flavonoid sebagai antibakteri bekerja dengan cara merusak membran
mikroba dan pada saponin bekerja dengan cara merusak dinding bakteri
serta membuatnya pecah. Pada tanin memiliki aktivitas antibakeeri
dengan cara menghambat pertumbuhan sel bakteri. Kandungan senyawa
metabolit sekunder pada batang bajakah juga dapat mengobati beberapa

penyakit seperti kanker, diabetes, tumor, dan sebagainya *.

Prospek dan Tantangan Pemanfaatan Potensi Tumbuhan Endemik

Kalimantan Timur sebagai Sumber Bahan Baku Obat Herbal

Tumbuhan endemik Kalimantan memiliki prospek yang sangat menjanjikan
terutama sebagai sumber bahan baku obat herbal. Berbagai hasil riset telah
dilaporkan baik studi lapangan maupun pembuktian di laboratorium telah
memperlihatkan atau membuktikan khasiat dari tumbuhan-tumbuhan
tersebut yang telah lama diklaim dan dimanfaatkan secara turun-temurun.
Beberapa tumbuhan telah dijelaskan di atas, telah dikenal luas bahkan
beberapa di antaranya telah dikomersilkan oleh negara tetangga. Seperti halnya
M. speciosa, tumbuhan ini memiliki ekonomi yang tinggi, akan tetapi justru
masih jadi perdebatan hingga hari ini terkait legalitasnya. Namun, sangat
disayangkan potensi-potensi tersebut belum mendapat perhatian yang serius
dari pemerintah dan sebagian besar hanya dimanfaatkan oleh masyarakat
setempat. Bahkan, seharusnya tumbuhan-tumbuhan tersebut dapat menjadi
ikon dan komoditas andalan oleh masyarakat setempat, beberapa tcumbuhan
ikonik seperti disajikan pada Gambar 1.
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Tabar Kedayan
(A. papilifolia)
i I N

F A el Sl Sl V)
Bekkai (A. papuana) Pasak Bumi (E. lingifolia) Bawang Dayak

Cempedak
(A. champeden) (E. bulbosa)

Gambar 1. Tumbuhan endemik Kalimantan yang prospek dan ikonik

Untuk dapat menjadikan tumbuhan-tumbuhan tersebut sebagai komoditas
andalan terutama sebagai bahan baku herbal, tentu tantangannya sangat
besar. Akademisi UNMUL yang berkecimpung pada bahan alam terutama
akademisi Fakultas Farmasi ditantang untuk dapat mengeksplor dan
mengkaji lebih dalam terkait potensi tersebut. Jika tidak, maka berpotensi
diambil alih oleh pihak yang mengakibatkan eksploitasi yang berlebihan.
Lahan tempat tumbuh semakin berkurang karena aktivitas tambang batu
bara dan perkebunan kelapa sawit yang akan mengancam hilangnya plasma
nutfah yang unggul dan potensial tersebut. Sementara itu, dukungan regulasi
pemerintah masih sangat rendah sehingga pemanfaatannya belum maksimal,

bahkan tidak dimanfaatkan sama sekali terutama sebagai bahan baku obat

herbal.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian di atas, menunjukkan bahwa potensi biodiversitas
tumbuhan endemik Kalimantan (terutama Kalimantan Timur) sangat besar
dan memiliki spesifitas dari masing-masing jenis serta pemanfaatannya oleh
masyarakat setempat. Namun, sangat disayangkan belum dimaksimalkan
pemanfaatannya oleh negara, terutama industri obat herbal dalam
negeri. Semoga kedepannya, dapat menjadi perhatian utama baik di

kalangan akademisi, praktisi industri, dan pemerintah untuk menjadikan
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tumbuhan endemik Kalimantan sebagai komoditas unggulan terutama
sebagai bahan baku obat herbal untuk kemandirian bahan baku dalam

negeri.
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ABSTRAK

Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi dengan sumberdaya alam
yang melimpah di Indonesia. Hingga saat ini, potensi alam yang dimiliki
masih terfokus pada aspek ekonomi dan aspek pertambangan. Tulisan
ini bertujuan untuk mengangkat dan mengkaji potensi pengembangan
nutrasetikal dari sumberdaya alam yang tersedia di “Bumi Etam” dalam
upaya peningkatan status keschatan dan kesejahteraan masyarakat. Hasil
analisa studi pustaka menunjukkan bahwa sumberdaya alam dengan
kandungan nutrisi dan senyawa bioaktif yang terdapat di dalam komoditi
sektor di provinsi Kalimantan Timur memiliki aktivitas farmakologis yang
berperan penting, terutama dalam pemeliharaan kesehatan yang potensial
sebagai bahan baku nutrasetikal. Potensi ini sejalan dengan tingginya tingkat
produksi dari komoditi sektor perikanan, peternakan, dan hortikultura yang
mencapai angka 78%, 20%, dan 2% di setiap tahunnya. Berdasarkan fakta
tersebut, maka perlu perhatian dari pemerintah, investor lokal, dan akademisi
untuk menjadikan Kalimantan Timur sebagai wilayah yang potensial dalam
pengembangan dan pendayagunaan produk nutrasetikal terutama ke arah

preventif, promotif, dan estetik menuju kesehatan holistik.

Kata Kunci: Kesejahteraan, Kalimantan Timur, Kesejahteraan, Nutrasetikal, Kesehatan.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang

Nutrisi atau dikenal dengan istilah “gizi” merupakan salah satu kebutuhan
mendasar pada manusia untuk hidup sehat dan berbagai permasalahan
muncul akibat ketidakseimbangan dari nutrisi. Adanya lonjakan dalam
urbanisasi, gaya hidup, stres, dan malnutrisi menyebabkan peningkatan
penyakit tidak menular. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar Tahun
(2018), penyakit tidak menular di Indonesia seperti diabetes melitus,
hipertensi, dan obesitas meningkat dibandingkan dengan hasil penelitian
tahun 2013. Hal ini menjadi acuan dalam perkembangan paradigma baru
dari masyarakat mengenai peningkatan dan pemeliharaan kesehatan dengan
mengurangi ketergantungan penggunaan obat-obat sintetis, beralih ke
produk dari alam atau “back to nature” terutama penggunaan nutrasetikal.
Hal ini membuktikan bahwa terdapat pelampauan kebutuhan penting dalam

makanan selain sebagai fungsi dasar dari nutrisi tersebut.

Nutrasetikal merupakan istilah yang diciptakan oleh Dr. Stephen De Felice
pada tahun 1989, berasal dari kata “nutrition” atau gizi yang berarti makanan
bergizi atau komponen dari makanan dan “pharmaceuticals” yang berarti
produk yang dapat berupa zat bioaktif yang memberikan manfaat kesehatan
atau medis termasuk untuk pencegahan, pengobatan dari penyakit, dan
pemeliharaan kesehatan (Kalra, 2003; Sarin, 2012). Nutrasetikal memainkan
peran penting dalam memodifikasi dan memelihara fungsi fisiologis sehingga
dapat menjaga keschatan manusia. Umumnya nutrasetikal memiliki khasiat
dan keamanan yang mampu mengurangi atau mencegah perkembangan
penyakit kronik, meningkatkan kesehatan, menunda proses penuaan,
meningkatkan harapan hidup atau menunjukkan manfaat fisiologi spesifik
lainnya seperti peningkatan sistem kekebalan tubuh (Sharma, 2009). Saat
ini, penggunaan nutrasetikal di dunia cukup luas peningkatan secara global
termasuk Indonesia karena pertimbangan nutrisi, tingkat keamanan dan efek
terapeutik. Hasil penelitian oleh peneliti University of Nebraska-Lincoln (UNL)
menunjukkan bahwa mayoritas responden memilih untuk membeli dan
mengonsumsi produk nutrasetikal karena dapat membantu meningkatkan
kualitas kesehatan dan mencegah dari penyakit (Britwum dan Yiannaka, 2016).

276




Unmul Hebat, Kaltim Berdaulat, IKN Kuat:

Kontribusi Pemikiran Universitas Mulawarman di Usia 60 Tahun Volume 1

Produk nutrasetikal dapat berupa zat bioaktif dari herbal atau tanaman,
suplemen makanan, makanan yang diperkaya zat tertentu serta makanan
olahan dengan tujuan pengobatan. Pemanfaatan nutrasetikal telah terbukti
secara ilmiah sebagai imunomodulator, antiinflamasi, antikanker. Sebagian
besar sebagai antioksidan (Alali ez /., 2021; Chanda ez al., 2019). Beberapa
produk nutrasetikal yang telah beredar di pasaran yaitu teh hijau, echinacea,
glukosamin, asam folat, omega-3 dari minyak ikan, likopen, kolagen dan

biotin, serta vitamin dan mineral berbasis suplemen.

Selain dari segi keschatan, pemanfaatan nutrasetikal juga memberikan
pengaruh terhadap ekonomi. Peningkatan ketertarikan masyarakat terhadap
produk nutrasetikal terlihat cukup signifikan untuk membuka peluang bisnis
khususnya dibidang agrifood (berbasis pertanian). Pasar nutrasetikal di
seluruh dunia terus berkembang dan diperkirakan mencapai nilai 250 miliar
USD pada tahun 2018. Hal ini didukung dengan data yang menunjukkan
bahwa pertumbuhan pasar nutrasetikal global di tahun 2020 yaitu sebesar
$413,0 miliar dan diproyeksikan dapat mencapai $650,5 miliar di tahun 2030
(Vig dan Deshmukh, 2022). Adanya usaha pengembangan produk-produk
nutrasetikal yang inovatif dengan mengeksplorasi keanekaragaman hayati
dari sumberdaya alam berbasis lokal pada bidang pertanian, perkebunan, dan
kelautan dapat menjadi peluang bisnis komersial yang tinggi.

Indonesia adalah salah satu negara dengan julukan “megabiodiversity” di
mana memiliki 70% keanekaragaman hayati dunia. Kalimantan Timur
(Kaltim) dikenal sebagai salah satu provinsi yang ada di Indonesia dengan
luas wilayah terluas kedua setelah Papua yang memiliki lahan hutan hujan
tropis terluas di Indonesia dengan luas hutannya mencapai +66% dari total
seluruh wilayahnya (Dishut Kaltim, 2022). Hutan hujan tropis sendiri adalah
pusat kawasan dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi (Bruyn ez
al., 2014). Kaltim juga didukung dengan 157 sungai besar dan kecil yang
mengalir melalui provinsi ini (DLH Kaltim, 2018). Provinsi Kalimantan
Timur secara alamiah memiliki keunggulan karena letak geografis yang
strategis, wilayah yang luas, dan potensi kekayaan sumberdaya alam yang
besar. Kondisi ini bisa menjadi modal besar bagi Kaltim untuk membangun

perekonomian. Saat ini, sektor tambang menjadi sektor unggulan dalam
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perekonomian Kaltim berdasarkan data dari kajian fiskal regional tahun
2020 sedangkan potensi sumberdaya alam tersebut belum dimanfaatkan dan
dikelola secara optimal khususnya dalam pengembangan potensi produk
nutrasetikal untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu,
perlu untuk mengeksplorasi lebih dalam terkait pemanfaatan dengan sumber
daya alam yang ada di Kaltim untuk melihat potensi ketersediaan nutrasetikal
secara lokal dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan

masyarakat Kaltim.

Tulisan ini mengkaji beberapa hal, antaralain: (1) mengkaji potensi sumberdaya
alam di Kalimantan Timur sebagai bahan baku produk nutrasetikal,
(2) menganalisis prospek dan tantangan dalam pengembangan produk
nutrasetikal untuk kesehatan masyarakat Kalimantan Timur, (3) menganalisis
prospek dan tantangan dalam pengembangan produk nutrasetikal untuk
kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode literature review, di mana sepenuhnya
data penelitian menggunakan data sekunder. Penelusuran literatur dan
pustaka yang dimulai bulan Maret-Mei 2022 dengan menggunakan berbagai
kata kunci pada buku, artikel, atau jurnal on/ine yang meliputi Google
Scholar, Pubmed, Directory Open Access Journal (DOA]J), Web of Science,
Scopus dan Portal Garuda. Cakupan wilayah penelitian yaitu Provinsi
Kalimantan Timur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber terkait dalam
rangka memperoleh informasi yang lebih mendalam dan mendetail terkait
dengan penelitian. Data jumlah produksi dikumpulkan pada kisaran waktu
2019-2020 (menyesuaikan ketersediaan data) yang bersumber dari Badan
Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Ketersediaan Produksi sebagai Potensi Bahan Baku Produk
Nutrasetikal

o Sektor perikanan ® Sektor Peternakan m sektor perkebunan m Sektor Hortikultura

Gambar 1. Persentase produksi sektor potensial nutrasetikal Kalimantan
Timur

Gambar 1 menunjukkan bahwa 78% produksi sektor potensial nutrasetikal
di Provinsi Kalimantan Timur didominasi dari sektor perikanan, diikuti oleh
sektor peternakan sebesar 20%, 2% dari sektor hortikultura, serta sektor
perkebunan yang hanya menyumbang 0,005%. Rincian dari masing-masing

sektor dapat dilihat pada Gambar 2 hingga Gambar 7 di bawah ini.
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Gambar 2. Produksi sektor perikanan Kalimantan Timur (ton)
Sumber: BPS Kaltim tahun 2019 dan 2020
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Karakteristik dari Pulau Kalimantan memberikan potensi ketersediaan
sumberdaya perikanan begitu melimpah, khususnya di Kalimantan Timur.
Produksi perikanan dapat diperoleh dari perikanan tambak, laut, dan air tawar.
Berdasarkan data BPS pada Gambar 2, tahun 2020 produksi perikanan laut
menyumbang hingga 163.512 ton ikan sedangkan dari produksi perikanan
darat diperoleh hingga 195.670 ton ikan. Jenis ikan yang diproduksi di
Kalimantan Timur untuk perikanan budidaya didominasi oleh udang windu,
bandeng, kepiting soka, ikan mas, ikan patin, dan ikan nila, sedangkan untuk
perikanan tangkap didominasi dari kelompok ikan tuna, layang, teri, tongkol,
kakap, cakalang, bawal, beronang, belanak, dan masih banyak lagi.
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Gambar 3. Produksi sektor peternakan Kalimantan Timur (ton)
Sumber: BPS Kaltim tahun 2019 dan 2020

Pada sektor peternakan Kalimantan Timur, produksi daging tertinggi yaitu
berasal dari ayam pedaging kemudian diikuti ternak sapi potong. Sedangkan
untuk produksi telur tertinggi berasal dari ayam petelur, diikuti ayam buras.
Berdasarkan data BPS tahun 2020, jumlah produksi daging ayam pedaging
mencapai 65.369,3 ton/tahun sedangkan daging ternak sapi potong sebesar
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7.310 ton/tahun. Selain itu, untuk produksi untuk telur ayam petelur di
tahun 2020 mencapai 6.911 ton/tahun dan telur ayam buras sebesar 2.940,6

ton/tahun.

Sektor Hortikultura

Pada sektor hortikultura di Provinsi Kalimantan Timur, produksi potensial
nutrasetikal berasal dari tanaman biofarmaka, sayuran, dan juga buah-
buahan. Gambar 5 menunjukkan bahwa tahun 2020 produksi tertinggi
dari tanaman biofarmaka adalah jahe dengan jumlah produksinya mencapai
2.489,6 ton. Jumlah tersebut termasuk yang tertinggi dari seluruh provinsi
di Pulau Kalimantan. Produksi tertinggi selanjutnya yaitu mengkudu pace
dengan jumlah produksi 461,1 ton dan kunyit dengan jumlah produksi 427,9
ton. Hampir semua jenis tanaman biofarmaka menunjukan potensi yang

menjanjikan karena rata-rata mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Produksi Tanaman Biofarmaka (ton)
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| 24896
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Gambar 4. Produksi sektor hortikultura (tanaman biofarmaka) (ton)
Sumber: BPS Kaltim tahun 2019 dan 2020

Jenis buah-buahan di Kalimantan Timur didominasi oleh buah-buahan
tropis mulai dari pepaya, pisang, hingga belimbing. Data BPS menunjukkan
di tahun 2020, produksi buah-buahan tertinggi di provinsi ini yaitu pisang
dengan jumlah produksi mencapai 953,3 ton, diikuti oleh nanas dengan
jumlah 219,8 ton, dan salak 198,8 ton.
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Gambar 5. Produksi sektor hortikultura (buah) (ton)
Sumber: BPS Kaltim tahun 2019 dan 2020

Produksi sayur-sayuran di Provinsi Kalimantan Timur masih tergolong
rendah, rata-ratanya lebih rendah dari produksi buah-buahan. Namun, tidak
dapat dipungkiri bahwa Kalimantan Timur tetap memiliki potensi untuk
jenis sayuran seperti timun, terung, dan kangkung. Data BPS tahun 2020
menunjukkan produksi ketimun mencapai 149,5 ton, diikuti oleh terung
dengan jumlah 135,1,8 ton, dan kangkung 124,4 ton.
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Gambar 6. Produksi sektor hortikultura (sayur) (ton)
Sumber: BPS Kaltim tahun 2019 dan 2020

282




Unmul Hebat, Kaltim Berdaulat, IKN Kuat:

Kontribusi Pemikiran Universitas Mulawarman di Usia 60 Tahun Volume 1

Sektor Perkebunan

Pada sektor perkebunan, dapat diakui Kalimantan Timur belum memiliki
jumlah produksi yang signifikan. Berdasarkan data BPS tahun 2020 produksi
tertinggi disumbangkan oleh kelapa dengan jumlah produksi 12,5 ton,
selanjutnya diikuti oleh lada 5,9 ton, dan kakao 3,3 ton.

Produksi tanaman perkebunan (ton)
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Gambar 7. Produksi sektor perkebunan (ton)
Sumber: BPS Kaltim tahun 2019 dan 2020

Prospek dan Tantangan dalam Pengembangan Produk Nutrasetikal
untuk Kesehatan Masyarakat Kalimantan Timur

Dibalik nilai ekonomisnya yang telah banyak diketahui secara luas, komoditas-
komoditas unggulan di atas ternyata masih menyimpan potensi yang besar
untuk dikembangkan sebagai produk nutrasetikal Kalimantan Timur. Selain
tingginya nilai gizi yang terkandung di dalamnya, komoditas-komoditas
tersebut juga mengandung senyawa metabolit sekunder dengan beragam
aktivitas farmakologis. Tentunya hal ini sangat tepat digunakan dalam upaya
mendorong peningkatan status keschatan masyarakat Kalimantan Timur
dalam rangka mendukung program pemerintah menuju “Indonesia Sehat
20257 serta kemandirian bahan baku obat dan pangan fungsional.

Provinsi Kalimantan Timur dengan segala sumberdaya yang dimiliki,
memiliki potensi unggul diberbagai sektor, baik perikanan, peternakan,
perkebunan maupun hortikultura. Tingginya tingkat produksi berbagai

komoditas sektor tersebut menjadikan provinsi ini sangat berpotensi dalam

283




Unmul Hebat, Kaltim Berdaulat, IKN Kuat:

Kontribusi Pemikiran Universitas Mulawarman di Usia 60 Tahun Volume 1

hal pengembangan dan pendayagunaan produk nutrasetikal berbasis produk
lokal. Sektor perikanan dan peternakan merupakan sektor dengan potensi
pengembangan terbesar, hal ini sejalan dengan tingginya tingkat produksi
berbagai komoditas dari sektor tersebut, yakni seperti ikan, daging, dan
telur. Kandungan berbagai asam amino, asam lemak, vitamin, dan mineral di
dalamnya sangatlah penting untuk proses pertumbuhan dan perkembangan
serta pencegahan berbagai penyakit degeneratif. Kemajuan teknologi pangan
modern saat ini sangat mendukung pemanfaatan sumberdaya perikanan dan
peternakan menjadi suatu produk yang selain berdaya jual tinggi, namun juga
bermanfaat dari sisi kesehatan dan estetika. Limbah tulang ikan yang kaya
akan kandungan glukosamin dan kondroitin mampu menjadi solusi kunci
untuk meringankan berbagai kelainan muskuloskeletal. Selain itu, kolagen
dan gelatinnya dapat digunakan sebagai raw pharmaceutical material untuk
obat dan kosmetik (Venugopal, 2018; Nisa ez al., 2017; Tziriska ez al., 2013).

Beberapa komoditas lainnya, seperti sektor hortikultura dan perkebunan yang
meliputi tanaman obat, buah, dan sayur sangat kaya akan kandungan senyawa
polifenol, flavonoid, karotenoid, alkaloid, steroid, maupun terpenoid.
Senyawa-senyawa ini telah dikenal baik ampuh dalam melawan berbagai
penyakit, seperti diabetes melitus, dislipidemia, hipertensi, penyakit jantung
koroner, hingga kanker yang bersifat kronis. Selain itu, metabolit-metabolit
sekunder ini diketahui efektif dalam memelihara dan meningkatkan sistem
imunitas tubuh yang berperan penting dalam melawan berbagai infeksi
kuman penyakit, baik yang berasal dari bakteri, jamur, parasit, maupun virus.
Contoh potensi lainnya dari komoditas kelapa sawit, di mana minyak kelapa
sawit dapat sebagai sumber bahan baku vitamin A dan E dan betakaroten
yang dapat juga mengatasi kekurangan gizi (malnutrisi) sehingga berpotensi

sebagai produk komersial nutrasetikal.

Secara farmakologis, kemampuan senyawa-senyawa tersebut dalam melawan
berbagai jenis penyakit sangat berkaitan erat dengan aktivitasnya sebagai
antioksidan dan antiinflamasi, suatu substansi yang mampu melawan
reaktivitas dari radikal bebas dan mediator inflamasi di dalam tubuh.
Berbagai teori ilmiah telah dikemukakan oleh pakar kesehatan dunia bahwa

terjadinya stres oksidatif dan inflamasi di dalam tubuh merupakan “kunci”
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utama yang mendasari patogenesis dari suatu penyakit, terutama penyakit-
penyakit degeneratif, yang prevalensinya terus meningkat setiap tahunnya.
Kondisi stres oksidatif dan inflamasi yang tidak tertangani dengan baik telah
menyebabkan berbagai kerusakan jaringan, sel atau bahkan materi genetik
yang berujung pada gangguan homeostasis, disfungsi organ dan timbulnya
berbagai penyakit hereditas.

Secara spesifik, kurkumin dan gingerol telah lama dikenal dalam dunia
pengobatan tradisional sebagai senyawa bioaktif alami. Kurkumin yang
terkenal dengan sebutan “the golden nutraceutical” memiliki banyak sekali
manfaat keschatan dan telah terbukti secara ilmiah ampuh dalam mengobati
50 jenis penyakit yang berbeda, mulai dari penyakit saluran pencernaan
hingga kanker dan demensia. Kurkumin merupakan suatu senyawa fenolik
yang berperan sebagai pigmen utama pemberi warna kuning keemasan pada
kunyit. Sama halnya dengan kurkumin, gingerol banyak terkandung di dalam
jahe dengan karakteristiknya yang kuat, aroma yang khas, serta rasa yang pedas
menyimpan banyak manfaat terutama sebagai pereda rasa nyeri dan radang
dan motion sickness. Pemanfaatan kunyit dan jahe yang merupakan komoditas
terbesar dari sektor tanaman obat di Kalimantan Timur, tidak hanya sebatas
pada fungsi pewarna alami dan bumbu dapur saja, namun sudah sejak lama
digunakan masyarakat sebagai salah satu komponen utama dalam pembuatan
jamu, minuman kesehatan asli Indonesia guna upaya preventif dan promotif
kesehatan. Secara molekuler, kurkumin dan gingerol di dalam tubuh memiliki
afinitas yang baik terhadap berbagai protein-protein fungsional tubuh, seperti
enzim dan reseptor hingga faktor-faktor transkripsi di dalam nukleus, di
mana hal ini sangat mendukung aksi farmakologis yang beragam dari kedua
senyawa ini (Pagano ez al., 2020; Kunnomakkara ez a/., 2017).

Dalam konsep yang lebih luas, senyawa metabolit sekunder yang terkandung
di dalam bahan alam telah lama dikenal memiliki kemampuan “multi targeting
Jfor multiple diseases” dengan kategori “generally recognized as safé”, potensi yang
sangat jarang ditemukan pada obat-obatan modern saat ini. Obat-obatan
modern memiliki prinsip spesifik dan selektif pada satu penyakit tertentu
sehingga saat seseorang didiagnosa mengidap berbagai penyakit pada waktu

yang bersamaan (complicated disease), maka jenis obat yang dikonsumsi pun
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akan semakin banyak sesuai dengan jumlah penyakit yang diderita. Hal ini
tentunya sangat menurunkan akseptabilitas pasien, terutama untuk pasien-
pasien geriatri (lansia) yang berdampak pada menurunnya tingkat kepatuhan
pasien yang berujung pada semakin buruknya prognosis penyakit. Di sisi
lain, penggunaan polifarmasi juga sangat meningkatkan risiko kejadian efek
samping obat yang tidak sedikit berujung pada toksisitas bahkan kematian.

Walaupun demikian, penggunaan bahan alam tentunya harus dipandang
secara arif dan bijaksana. Konsep “back to nature” bukan berarti meninggalkan
secara menyeluruh penggunaan obat-obatan modern atau sintetik. Dunia
kesehatan tentunya masih belum bisa terlepas dari penggunaan obat-obatan
jenis ini. Beberapa penyakit dengan tingkat progresivitas yang tinggi sangat
memerlukan tindakan kuratif yang tepat dan cepat, yang mana hal ini belum
bisa didapatkan secara konkret dari penggunaan bahan alam. Tulisan ini
merupakan hasil telaah kami yang menawarkan konsep pemanfaatan dan
pengembangan komoditas di berbagai sektor unggulan Provinsi Kalimantan
Timur sebagai produk nutrasetikal dalam rangka upaya pencegahan,

peningkatan dan pemulihan kesehatan, serta kebugaran jasmani dan rohani.

Prospek dan tantangan Pengembangan Nutrasetikal bagi Kesejahteraan
Masyarakat Kalimantan timur

Penggunaan produk nutrasetikal berbasis suplemen dan makanan-minuman
dari tahun 2017 sampai dengan sekarang secara global di Indonesia mengalami
peningkatan yang manadapatdilihat pada perubahan kebiasaan polakonsumen
Indonesia dalam upaya peningkatan kesehatan. Menurut analisis Markets
Insider (2019) Indonesia merupakan peringkat kedua tertinggi dari negara
ASEAN dalam penggunaan produk nutrasetikal berbasis suplemen kesehatan
dan makanan-minuman diprediksi akan meningkat sampai 135 juta pengguna
pada tahun 2030. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),
pasar suplemen kesehatan dan makanan di Indonesia telah menghasilkan lebih
dari Rp 4,5 triliun (USD 318 juta) dengan 80 persen produk impor terutama
dari Amerika Serikat. Tetapi sangat disayangkan, 90 persen bahan yang
digunakan dalam industri makanan dan suplemen kesehatan Indonesia
masih diimpor schingga memberikan peluang bagi pemerintah Kalimantan
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Timur bersama investor lokal dalam pengembangan nutrasetikal berbasis
sumberdaya alam yang ada di Kalimantan Timur. Dalam potensi peningkatan
kesejahteraan berbasis produk nutrasetikal dapat dilakukan mulai dari bisnis
rumahan sampai industri besar. Sebagai contoh dalam pemanfaatan sumber
pangan sebagai makanan dan minuman fungsional yang memiliki karakter
sebagai nutrasetikal dapat meningkatkan nilai jual pada produk olahan yang
nilai tambahnya masih rendah. Dengan demikian, melalui pengolahan bahan
baku atau pengembangan produk nutrasetikal, diharapkan diperoleh nilai
tambah dari hasil produk yang bersumber dari alam dan dapat meningkatkan

kesejahteraan petani, nelayan, dan semua pihak (masyarakat) yang terlibat.

Pengembangan tersebut memerlukan kontribusi dari berbagai pihak
seperti kolaborasi dari berbagai rumpun keilmuan yang ada di Universitas
Mulawarman, di antaranya ilmu pertanian, ilmu perikanan, dan kelautan
serta ilmu farmasi dalam pengembangan teknologi budidaya untuk menjamin
ketersediaan bahan baku. Ilmu ekonomi dan teknologi informatika dalam
mengidentifikasi kebutuhan pasar, baik dalam negeri atau global serta
teknik pemasaran. Selain itu, ilmu farmasi dan gizi juga berkontribusi dalam
penjaminan mutu dan keamanan serta penggunaan produk nutrasetikal.
Hal ini juga harus sejalan dengan adanya fasilitas pendidikan sebagai
tempat pelatihan nonformal dan fasilitas riset seperti laboratorium dan unit
pengujian yang sesuai dengan standar. Pada arah komersialisasi skala luas
perlu adanya badan usaha atau pabrik bahan baku atau pabrik produksi
produk nutrasetikal. Tantangan lainnya adalah terkait sumberdaya manusia
yang berkompeten seperti penyediaan berbagai jenjang pendidikan dalam
mendukung kemandirian produk nutrasetikal seperti jenjang vokasi dalam
pembuatan produk nutrasetikal, jenjang akademik dalam pengembangan dan

inovasi produk nutrasetikal.

KESIMPULAN

Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi yang besar dalam hal
pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya alam lokal untuk menjadi
suatu produk nutrasetikal. Potensi ini terlihat dari tingginya tingkat produksi
serta kemanfaatan khasiat atau farmakologis dari berbagai komoditas, baik di
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sektor perikanan, peternakan, perkebunan hingga hortikultura dalam rangka
meningkatkan kualitas keschatan masyarakat Kalimantan Timur terutama
ke arah preventif, promotif, dan estetik sehingga perlu adanya dukungan
dari pemerintah, investor lokal, dan akademisi dalam pengembangan dan
pendayagunaan sumberdaya alam berkelanjutan menjadi sumber bahan baku
atau produk nutrasetikal akan meningkatkan nilai tambah dari hasil produk
yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan semua pihak masyarakat yang
terlibat.
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ABSTRAK

Produktivitas hatchery untuk menghasilkan benih atau benur ditentukan
oleh berbagai faktor, terutama ketersediaan induk udang, kualitas air,
manajemen pemeliharaan, pakan alami, dan kesehatan benur. Kendala utama
untuk menghasilkan benur yang sechat dan kelangsungan hidupnya tinggi
adalah adanya infeksi mikroba, khususnya bakteri. Di Kalimantan Timur,
untuk mengatasi gangguan penyakit dan meningkatkan kelangsungan hidup
benur, para pembudidaya di hatchery masih menggunakan bahan kimia dan
antibiotik. Penggunaan bahan tersebut tidak sesuai dengan cara budidaya
ikan yang baik (CBIB), yang salah satunya untuk meminimalisir risiko
keamanan pangan dari bahan kimiawi, biologis, dan fisik. Oleh karena itu,
perlu alternatif lain untuk mengendalikan serangan penyakit yang aman dan
ramah lingkungan. Ekstrak mangrove dapat digunakan untuk antimikroba,
meningkatkan imunitas, dan kelangsungan hidup larva dan benur udang
di hatchery. Pengendalian penyakit pada larva dan benur udang di hatchery
dengan pemberian ekstrak mangrove efektif, aman bagi benur dan lingkungan

serta mampu meningkatkan produktivitas hatchery.

Kata kunci: benur, hatchery, larva udang, mangrove, produktivitas
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PENDAHULUAN

Potensi perikanan di Kalimantan Timur cukup menjanjikan yang didukung
dengan kondisi alam dan wilayah perairan yang sangat luas. Dukungan
sumberdaya perairan yang luas meliputi perairan sungai dan danau serta laut
dan payau. Wilayah pesisir di Kalimantan Timur cukup luas dan panjang,
mulai dari Kabupaten Berau yang paling utara, yang berbatasan dengan
Provinsi Kalimantan Utara, ke selatan masuk wilayah Kabupaten Kutai Timur,
Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan, Kabupaten
Penajam Paser Utara dan Paser. Garis pantai wilayah Provinsi Kalimantan
Timur panjangnya sekitar 3.925 km, mempunyai pulau-pulau kecil sebanyak
275 dan 23 pulau, di antaranya berada di wilayah daratan (Kaltim Post, 2018).

Luas dan panjangnya pesisir wilayah Kalimantan Timur juga menyimpan
potensi perikanan budidaya tambak. Potensi produksi budidaya perikanan
tambak terus mengalami peningkatan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Kalimantan Timur menunjukkan potensi produksi perikanan budidaya
tambak pada tahun 2018 adalah 191.168,2 ha dari total 223.656,5 ha potensi
produksi perikanan budidaya secara keseluruhan. Dilaporkan juga produksi
budidaya tambak pada tahun 2016 adalah 55.578,9 ton dari 114.752,9
total produksi budidaya perikanan seluruhnya. Sedangkan berdasarkan jenis
komoditi perikanan budidaya pada tahun 2017 yang tertinggi adalah hasil
budidaya udang tambak, yaitu 42.257,7 ton dari 121.550,9 ton total seluruh
produksi berbagai jenis komoditi perikanan (KKP, 2018).

Produk unggulan dan andalan Kalimantan Timur untuk ekspor adalah udang
beku dengan volume ekspor yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Negara tujuan ekspornya antara lain Jepang, Malaysia, Singapura, Thailand
dan Eropa. Udang windu Kalimantan Timur saat ini menjadi andalan ekspor
Indonesia dari bidang perikanan. Udang windu dari Kalimantan Timur
termasuk yang terbaik di pasar dunia, dengan kategori premium. Kalimantan
Timur mengekspor udang windu sekitar 150 ton per tahun. Tahun 2019,
ditargetkan ekspor udang windu meningkat 1,4 persen. Produksi udang
windu di Kalimantan Timur rata-rata mencapai 9-10 ton per bulan dari
hasil perikanan tangkap dan budidaya. Kualitas produk udang windu ini
sangat tinggi karena dihasilkan dari budidaya tradisional alami dan tidak ada
perlakuan khusus (Prokal, 2019).
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Informasi dan data di atas menunjukan prospek budidaya udang di tambak
berpeluang sangat baik dan menjanjikan. Keberhasilan budidaya udang di
tambak tidak saja ditopang oleh kondisi alam yang tersedia dan lahan yang
sesuai. Namun, masih banyak faktor lain yang mempengaruhinya, seperti
pengetahuan dan keterampilan para pembudidaya, manajemen kualitas
air, pemberian pakan dan pemeliharaan, serta yang paling krusial adalah
ketersediaan dan mutu benih. Mutu benih sangat mempengaruhi kondisi
kesehatan udang yang dipelihara sechingga mampu bertahan terhadap kondisi
lingkungan yang seringkali berubah. Benur udang yang sehat akan menjadikan
kelangsungan hidup udang tinggi schingga meningkatkan hasil panen dan
menjadikan produktivitas tambak tinggi.

Permintaan benih udang atau benur pada budidaya udang windu seringkali
tidak tercukupi. Hal ini disebabkan produktivitas hatchery yang ada di
Kalimantan Timur masih belum optimal dan kontinyu schingga harus
mendatangkan benih dari luar Kalimantan Timur. Belum ada data secara
pasti berapa kebutuhan benih udang windu untuk budidaya tambak di
Kalimantan Timur. Informasi dari para pembudidaya mengatakan bahwa
benih udang windu seringkali sulit diperoleh karena produksi hatchery yang
ada di Kalimantan Timur jumlahnya terbatas dan tidak menentu. Sedangkan
jika membeli dari luar Kalimantan Timur harganya lebih mahal dan risiko
terjadinya kematian juga tinggi.

Hatchery yang ada di Kalimantan Timur umumnya skala produksinya masih
kecil, baik hatchery yang dikelola pemerintah maupun hatchery swasta,
meskipun data pasti produksi benur di Kalimantan Timur belum ada.
Kenyataan di lapangan, para pembudidaya udang windu seringkali membeli
benur dari luar Kalimantan Timur. Hatchery yang dikelola pihak swasta
pun juga masih skala rumah tangga dengan produksi benur yang terbatas.
Para pemilik hatchery umumnya seringkali mengalami kesulitan untuk
mendapatkan indukan. Induk udang didapat para pengelola hatchery dari
Balikpapan yang berasal dari tangkapan alam, sering juga mereka mendapatkan
indukan dari Surabaya atau daerah lainnya.

Problematika yang dihadapi para pengelola hatchery tidak saja masalah
mendapatkan induk udang yang baik, namun saat pemeliharaan larva juga
menjadi kendala besar. Selain faktor kualitas air, terutama salinitas yang
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menyebabkan kematian larva, kematian larva yang masih cukup tinggi
dikarenakan adanya bakteri patogen, terutama infeksi Vibrio sp. Bakteri Vibrio
harveyi sangat patogen pada larva udang windu, karena jika terinfeksi bakteri
ini akan menyebabkan kematian larva dalam waktu 1 sampai 3 hari sejak awal
infeksi (Saptiani e# al., 2012a). Infeksi V. harveyi pada larva dan post larva
udang windu dapat menyebabkan kematian sekitar 40—75% pada tempat
pembenihan atau hatchery dan menyebabkan kematian sekitar 60-80%
pada budidaya udang windu di tambak (Saptiani ez /., 2020a). Umumnya
V. harveyi menyerang larva udang windu pada stadia zoea, mysis, dan awal
post larva sampai saat mau dipanen (Feliatra ez al., 2014: Saptiani et al.,
2018a,b). Kematian larva dan post larva ini tentunya menimbulkan kerugian
dan produktivitas hatchery menjadi rendah. Kondisi tersebut menimbulkan

kendala dalam penyediaan benur windu untuk kebutuhan benih di tambak.

Selain adanya infeksi bakteri, larva, dan benur Windu di Hatchery rentan
terhadap serangan jamur, meskipun tidak seganas serangan bakteri (Saptiani
danAsikin, 2004). Umumnyaserangan jamur iniakibatkurang memperhatikan
hygiene dan sanitasi wadah atau tandon sumber air dan sarana dan prasarana
budidaya dan lokasi sekitarnya. Udang windu juga rentan terhadap serangan
virus, khususnya virus WSSV. Serangan virus WSSV pada udang windu di
tambak dapat menyebabkan kematian udang sekitar 80-90% dalam waktu
3-8 hari setelah udang menunjukan gejala kehitaman dan naik ke pematang
dan kadang-kadang ada bintik-bintik putih di rostrumnya (Saptiani, 2001;
Saptiani, 2006). Beberapa sampel benur yang berasal dari hatchery ataupun
benur dan udang dari tambak yang pernah diujikan ke laboratorium juga
mengandung parasit protozoa yang kebanyakan dari golongan Zoothamnium,
Epistylis, dan Vorticella.

Beberapa hatchery sebagai tempat pembenihan udang windu di wilayah
Kalimantan Timur untuk meningkatkan kelangsungan hidup larva dan
benur yang dihasilkan masih menggunakan bahan kimia dan antibiotik.
Penggunaan bahan-bahan tersebut sering kali tidak terkontrol dan justru
menimbulkan resistensi dan toksisitas (Saptiani ez al, 2016a,b; Saptiani ez
al., 2018a). Para pembudidaya tambak mengeluh bahwa benur yang berasal
dari hatchery yang diduga banyak menggunakan bahan-bahan kimia dan
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antibiotik justru benur yang ditebar di tambak yang banyak mengalami
kematian, meskipun saat pembelian benur kondisinya sehat (Saptiani ez 4.,
2013). Ini menunjukan bahwa benur yang diberi antibiotik atau bahan kimia
saat di hatchery belum tentu mampu beradaptasi dengan lingkungan tambak.
Bahan kimia dan antibiotik berfungsi membasmi bakteri dan mikroba tanpa
dapat meningkatkan imunitas benur. Menghadapi kondisi lingkungan baru
di tambak diperlukan bahan yang dapat meningkatkan imunitas benur untuk

menghadapi adanya mikroba dan kondisi lingkungan tambak.

Perkembangan akuakultur tidak hanya mengejar target produksi, tetapi harus
menjalankan dan menjaga keschatan lingkungan. Kementerian Kelautan dan
Perikanan telah mencanangkan cara budidaya ikan yang baik (CBIB), salah
satunya melalui usaha budidaya ikan yang berada pada lingkungan yang sesuai,
serta meminimalisir risiko keamanan pangan dari bahan kimia, biologis, dan
fisik. Oleh karena itu, sebaiknya akuakultur menghindari dampak penggunaan
bahan-bahan kimia dan antibiotik yang dapat mengganggu keamanan pangan
dan lingkungan. Beberapa cara untuk menanggulangi gangguan kesehatan dan
penyakit pada larva dan benur udang dapat dilakukan, seperti meningkatkan
imunitas udang dengan bahan imunostimulan, menghambat infeksi bakteri

dengan probiotik, dan bahan antibakteri alami dan sebagainya.

Satudiantaraalternatifyang dapatditerapkan diakuakulturadalah penggunaan
bahan alami dari herbal yang bersifat antimikroba sekaligus imunostimulan.
Bahan antimikrobial berfungsi untuk menghambat pertumbuhan dan
mematikan mikroba. Sedangkan bahan imunostimulan dapat meningkatkan
imunitas atau kekebalan tubuh terhadap infeksi patogen. Ekstrak tumbuhan
dapat digunakan sebagai bahan antimikroba dan imunostimulan untuk
mencegah serangan mikroba pada akuakultur. Beberapa ekstrak tumbuhan
dapat memberantas jamur, bakteri dan sebagai imunostimulan sehingga dapat
digunakan sebagai bahan antimikroba pada larva, benih, dan ikan ataupun
udang sehingga menghasilkan larva, benih, dan ikan ataupun udang yang
sehat dan imunitasnya tinggi (Saptiani ez /., 2012b; Saptiani ez al., 2016a,b,c;
Saptiani et al., 2017: Saptiani ez al., 2018b; Saptiani ez a/., 2019a,b,c; Saptiani
et al., 2020a,b, Saptiani ez al., 2021).
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Tumbuhan yang mempunyai potensi untuk digunakan sebagai bahan
antimikroba di Indonesia cukup melimpah, termasuk juga di wilayah
Kalimantan Timur. Khususnya Provinsi Kalimantan Timur yang berada di
lingkungan ropical forest mempunyai berbagai kekayaan aneka flora dan fauna
yang sangat beragam dengan jumlah yang cukup besar. Sejak zaman nenck
moyang kita, aneka flora atau tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar sudah
banyak digunakan sebagai bahan obat-obatan, baik untuk manusia maupun
hewan. Pada masa sekarang juga telah banyak dipublikasikan berbagai ekstrak
tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat-obatan maupun kosmetik.
Ekstrak dari berbagai tumbuhan tertentu ternyata mempunyai potensi besar
sebagai bahan antiviral, antibakterial, antifungal, antimikrobial, antioksidan,
antitusif, antipiretik, membunuh sel kanker, obat cacing, dan berbagai khasiat

lainnya.

Penggunaan ekstrak tumbuhan untuk bidang akuakultur juga telah banyak
dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasi, namun sudah dipraktekan
oleh para pembudidaya. Penggunaan dan aplikasi pada akuakultur tentunya
harus dipertimbangan berbagai aspek keuntungannya secara ekonomis. Hal
ini harus dilakukan mengingat beberapa tumbuhan maupun tanaman yang
mempunyai khasiat obat ataupun kosmetik telah banyak dimanfaatkan dan
diaplikasikan untuk kepentingan manusia sehingga golongan tumbuhan
tersebut harganya menjadi mahal dan tidak ekonomis untuk akuakultur.
Pemilihan tumbuhan yang digunakan untuk akuakultur sebaiknya
ketersediaannya banyak dan mudah diperoleh di sekitar lokasi budidaya, jika
membeli harganya murah dan mudah ditanam dan dibudidayakan.

Beberapa ekstrak dari tumbuhan mangrove telah banyak dilaporkan dan
dipublikasikan berkhasiat sebagai bahan antivirus, antibakteri, antifungal,
antimikrobial, antiinflamasi, imunostimulan yang mampu meningkatkan
imunitas dan dapat meningkatkan kelangsungan hidup larva, post larva
dan udang. Mangrove banyak tumbuh di wilayah Indonesia, khususnya
di Kalimantan Timur yang memiliki garis pantai yang panjang. Luas
sumberdaya pesisir penting di Kalimantan Timur yaitu tumbuhan mangrove
seluas sekitar 244 ribu hektar (Niaga asia, 2018). Aneka tumbuhan mangrove
banyak dijumpai di pesisir Kalimantan Timur. Beberapa jenis tumbuhan

mangrove di Kalimantan Timur yang ekstraknya dapat digunakan sebagai
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bahan obat adalah Xylocarpus, Lumnitzera, dan beberapa jenis lainnya yang
tergolong tumbuhan mangrove mayor atau Avicennia, Sonneratia, Rhizophora,
Bruguiera sejati, sedangkan tumbuhan mangrove minor atau asosiasi satu
di antaranya adalah Acanthus (Saptiani ez a4/, 2018a: Saptiani, 2019¢;
Saptiani et al., 2020b). Masih banyak jenis tumbuhan mangrove di wilayah
pesisir Kalimantan Timur yang perlu diteliti khasiatnya untuk kepentingan

akuakultur, terutama mangrove minor atau asosiasi.

METODE
Aplikasi ekstrak mangrove pada hatchery dapat dilakukan dengan

menggantikan pemakaian antibiotik dan bahan kimia dengan mengacu
dari beberapa hasil penelitian yang telah dipublikasi maupun yang pernah
diujicobakan. Diperlukan persiapan dan tahapan untuk menyiapkan dan
membuat ekstrak mangrove. Tahapan yang dilakukan untuk membuat
ekstrak dan mengaplikasikan ekstrak mangrove di hatchery meliputi preparasi
tumbuhan mangrove sebagai bahan ekstrak, proses ekstraksi, dan pemberian
ekstrak.

Preparasi Tumbuhan Mangrove

Tahap awal preparasi adalah memilih dan menentukan jenis tumbuhan
mangrove yang akan digunakan dan dibuat ekstrak. Selain memilih jenis
tumbuhan mangrove, juga menentukan bagian dari tumbuhan yang akan
diekstrak, seperti daun, buah, bunga, biji, batang, atau akarnya. Sebaiknya
dipilih bagian tumbuhan yang paling mudah diambil tanpa merusak
tumbuhannya dan mengganggu konservasi lingkungan. Pemilihan daun
sangat bijak karena tidak terlalu mengganggu tumbuhannya. Keuntungan
lainnya adalah jika daun diambil dari mangrove yang ada di tambak akan
mengurangi runtuhan daun di tambak dan menghindari tumpukan serasah
daun mangrove yang mengganggu kualitas air. Jika tumbuhan mangrove
mempunyai buah yang banyak, pemilihan buah mangrove juga alternatif yang
baik. Untuk mendapatkan jumlah kandungan ekstrak daun mangrove yang
baik, dipilih daun yang tidak terlalu tua dan muda. Sampel mangrove yang
diambil seperti daun atau buahnya selanjutnya dipilih dan dibersihkan dari
kotoran, dicuci dengan air tawar, dan ditiriskan. Setelah kering dicincang-
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cincang dengan ukuran sekitar 1 cm. Daun yang sudah dicincang kemudian

dikeringanginkan di ruangan terbuka yang beratap, tetapi yang tidak terpapar

matahari secara langsung. Pengeringan daun diperlukan wakeu sekitar 20—

35 hari tergantung ketebalan daun jenis mangrovenya dan suhu serta cuaca

sekitar. Setiap pagi dan sore hari dilakukan pengacakan atau pembalikan

cincangan daun ini dan dijaga dari kelembaban, terutama saat malam hari.

Kelembaban udara yang tinggi akan memicu tumbuhnya jamur yang nantinya

akan metabolit bioaktif sampel yang akan diekstrak (Saptiani, 2012; Saptiani

Gambar 1. Gambar 2. Gambar 3.

Daun mangrove Daun mangrove Daun mangrove
ditiriskan setelah dicuci dicincang dikeringanginkan
a. Ekstraksi

Daun mangrove yang sudah benar-benar kering selanjutnya bisa
diekstraksi. Tahapan awal adalah proses maserasi, yaitu merendam
sampel dengan pelarut tertentu yang kita pilih. Berbagai pelarut bisa
dipilih mulai dari pelarut yang polaritasnya rendah sampai tinggi, serta
air pun bisa digunakan sebagai pelarut, tergantung tujuan dan target
bioaktif yang mau diambil atau dipilih. Umumnya, untuk mendapatkan
bioaktif secara kasar atau crude digunakan pelarut metanol atau etanol.
Jika ingin mendapatkan bioaktif tertentu bisa dilanjutkan dengan
fraksinasi menggunakan pelarut n-heksan, ethyl acetate, n-butanol,
dan sebagainya. Akuades atau air tawar dan air laut juga bisa digunakan
sebagai pelarut yang mudah dikerjakan dengan peralatan sederhana
tanpa harus menggunakan fasilitas laboratorium.
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Gambar 4. Gambar 5.

Maserasi daun mangrove Ekstraksi daun mangrove

Bahan sampel yang benar-benar sudah kering dimasukan toples dari
kaca sekitar setengah dari tinggi toples, selanjutnya direndam atau
dimaserasi dengan pelarut sampai daunnya terendam semua. Maserasi
dilakukan selama 24 jam dalam kondisi toples tertutup untuk mencegah
penguapan. Hasil maserasi berupa cairan maserat diambil dengan cara
disaring dari ampasnya. Bila cairan yang didapat dari maserasi masih
pekat, maka ampasnya bisa dimaserasi lagi dan diulangi lagi sampai
cairan yang didapat menjadi bening. Jika maserasi menggunakan pelarut
akuades atau air laut dengan salinitas 22—-23% perbandingan sampel yang
diekstrak dengan pelarut sekitar 1:5. Proses maserasi dengan pelarut air,
selain dengan evaporator bisa juga dilakukan dengan pemanasan seperti
merebus dengan suhu sekitar 80°C sampai pelarutnya tinggal setengah.
Proses selanjutnya adalah penyaringan untuk memisahkan cairan dengan
ampas (Saptiani, 2012; Saptiani e# a/., 2018a,b).

Larutan hasil maserasi diekstraksi dengan metode evaporasi, yaitu
dengan menarik kembali pelarut yang mengikat bahan aktif yang
diinginkan dengan alat rotavapor sampai cairan menjadi pekat atau
larutan menjadi sekitar 25% dari volume awal. Setelah itu kandungan
garam yang ada pada tumbuhan mangrove tersebut dikeluarkan dengan
menggunakan metode cair atau bisa diambil secara manual setelah
larutan dingin dan terdapat gumpalan putih di supernatannya, sampai
lapisan putih garamnya habis. Hasil ekstraksi diuapkan di atas penangas
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sampai pelarutnya benar-benar menguap sehingga didapatkan ekstrak
kasar atau crude. Jika menggunakan pelarut air, proses penguapan di
penangas dilakukan sampai cairan tinggal 10% dari semula (Saptiani,
2012; Saptiani e al., 2016a,b,c; Saptiani ez al., 2018a,b).

i q .ﬁ‘ W
% B4

b
Gambar 6. Gambar 7. Gambar 8.
Ekstrak mangrove Ekstrak mangrove Ekstrak mangrove
pelarut ethanol pelarut air tawar pelarut air
Pemberian ekstrak

Perlakuan ekstrak mangrove bisa diberikan dengan konsentrasi mulai
dari 300, 500, 750, 1000, 1250 dan 1500 ppm, tergantung dari jenis
ekstrak mangrove dan pelarut saat maserasi yang digunakan. Perlakuan
diberikan secara perendaman dengan dua cara. Cara yang pertama,
ekstrak dimasukan di wadah perendaman dan dilarutkan sampai
homogen, selanjutnya larva dimasukan sampai sekitar 30-60 menit,
lamanya tergantung kondisi larva udang untuk menghindari stres.
Kemudian, dengan hati-hati larva udang diambil, dipindahkan, dan
dimasukan ke wadah pemeliharaan. Cara kedua, ekstrak dilarutkan
dengan media air pemeliharaan sebanyak 1.00 mL, selanjutnya langsung
dimasukan pada wadah pemeliharaan larva udang di bak yang ada di
hatchery. Namun, sebelumnya media air di wadah pemeliharaan larva
volumenya diatur sedemikian rupa sehingga cukup untuk kehidupan larva
sekitar 30—60 menit, supaya bisa menghemat ekstrak yang digunakan.
Setelah perendaman larva 30-60 menit, selanjutnya air ditambahkan
secara perlahan-lahan sampai volumenya sesuai pemeliharaan larva.
Penentuan pemilihan cara perendaman tersebut bertujuan untuk

menghindari larva udang stres sehingga sangat tergantung situasi dan
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kondisi yang ada. Biasanya setelah perendaman 30 menit, mulai terjadi
perubahan warna pada larva udang, yang awalnya bening transparan
akan berubah menjadi kecoklatan dan akhirnya menjadi kebiruan.
Kondisi ini menunjukan ekstrak diserap oleh udang dan menjadi kebiruan
menunjukan mulai bekerjanya sistem imunitas udang (Saptiani, 2012;
Saptiani et al., 2017, Saptiani ez al., 2018b; Saptiani ez al., 2019a,b;
Saptiani ez al., 2020a,b).

Setelah diberi perlakuan ekstrak dilakukan pengamatan, pengamatan yang
dilakukan adalah gejala klinisnya setiap dua kali sehari, pagi dan sore. Gejala
klinis yang diamati adalah adanya perubahan warna pada tubuh larva atau
post larva udang, tingkah laku, pola renang, gerak refleks, nafsu makan, serta
kelengkapan tubuh dan adanya perubahan lainnya pada larva dan post larva
udang. Apabila ada udang yang mati, bisa dilakukan pengamatan patologi
anatomi (PA). Agar pengamatan PA lebih jelas bisa menggunakan lup atau
kaca pembesar atau mikroskop. Pengamatan PA berdasarkan terjadinya
perubahan warna, bentuk, dan konsistensi semua organ tubuh udang serta
adanya perubahan yang tidak normal. Kelangsungan hidup udang diamati
setiap hari dan dihitung Survival Rate (SR), yang diperoleh dari persentase
larva yang hidup pada waktu atau periode tertentu, seperti saat stadia nauplii,
zoea, mysis dan post larva.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian tentang ekstrak tumbuh-tumbuhan telah dipublikasikan oleh
banyak peneliti yang membuktikan bahwa ekstrak tumbuhan dapat bersifat
antibakteri, antijamur, dan dapat juga digunakan sebagai imunostimulan
yang dapat meningkatkan kesehatan ikan maupun udang sehingga dapat
menghasilkan larva dan benih yang sehat (Ramesh e al., 2014; Saptiani,
2012; Saptiani et al., 2016a,b,c; Saptiani et al., 2017; Saptiani ez al., 2018b;
Saptiani ez al., 2019a.b; Saptiani ez al., 2020a; Saptiani et al., 2021).

Senyawa bioaktif dari bahan tumbuh-tumbuhan di sekitar kita dapat
digunakan sebagai alternatif untuk menanggulangi penyakit pada ikan,
udang, dan biota akuatik (Saptiani ez a/., 2012b; Saptiani ez a/., 2013; Saptiani
et al., 2016a,b,c). Penemuan bioaktif dari tumbuhan bakau/mangrove yang
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dapat digunakan sebagai bahan obat telah banyak dilaporkan, juga penelitian
dan kajian mangrove sebagai antibakteri untuk menanggulangi penyakit pada
budidaya udang (Ramesh ez al., 2014). Mangrove telah banyak digunakan
dalam pengobatan tradisional dan beberapa penelitian melaporkan efektivitas
tumbuhan mangrove terhadap patogen yang terdapat pada manusia, hewan,
dan tumbuhan (Sahoo ez 4l., 2012). Beberapa penelitian awal menunjukkan
bahwa ekstrak mangrove mempunyai aktivitas antibakteri terhadap bakteri

patogen, seperti Pseudomonas, Staphylococcus aureus, dan Escherichia coli
(Dhayanithi ez al., 2012).

Secara in vitro ekstrak mangrove Acanthus ilicifolius, Avicennia, Sonneratia,
Rhizophora,  Bruguiera, Xylocarpus, Lumnitzera bersifat antibakterial,
antifungal, dan antioksidan (Alam ez /., 2006; Saad ez al., 2011; Saptiani
et al., 2013; Saptiani ez al., 2018a,b; Saptiani e al., 2019a,b.; Saptiani,
2019). Ekstrak mangrove menggunakan pelarut etanol, air, dan air laut dapat
menghambat pertumbuhan berbagai mikroba. Ekstrak etanol S. alba, A.
ilicifolius, A. marina, R. stylosa, menghambat V. harveyi dengan zona hambat
12,33-12,67 mm. Ekstrak air laut S. a/ba dan A. marina zona hambatnya
12,00-12,33 mm, sedangkan ekstrak air laut R. stylosa zona hambatnya 11,67
mm (Saptiani e a/., 2018a)

Zona hambat ekstrak etanol A. marina, S. alba, R. stylosa, dan A. ilicifolius
terhadap E. coli sekitar 12,67 mm, ekstrak air laut S. @/ba zona hambatnya
12,33 mm, ekstrak air laut A. marina zona hambatnya 12,00 mm. Ekstrak
etanol A. Marina, A. ilicifolius dan S. alba zona hambatnya terhadap S. aureus
13,33-13,00 mm, sedangkan R. stylosa zona hambatnya 12,67 mm, sedangkan
ekstrak air laut R. szylosa dan A. ilicifolius hambatnya 12,33. Zona hambat
ekstrak etanol A. marina, S. alba, R. stylosa dan A. ilicifolius, ekstrak air laut
S. alba, R. stylosa dan A. ilicifolius ppm terhadap A. hydrophila adalah 12,67—
13,00 mm. Ekstrak air laut A. marina, S. alba zona hambatnya 12,33 mm.
Ekstrak etanol A. ilicifolius dan S. Alba zona hambatnya terhadap Saprolegnia
sp. adalah 12,33 mm dan 12,00 mm (Saptiani ez al., 2018a).

Ekstrak metanol kulit batang Sonneratia alba dan buah A. marina terhadap
Salmonella typhi menghasilkan zona hambat 15 mm. Ekstrak aseton daun

S. alba menunjukkan zona hambat 14 mm terhadap Listeria monocytogenes
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(Mustopa et al., 2015). Zona hambat terbesar ekstrak etanol A. marina
tethadap Penicillium sp. adalah 12-13 mm, Aspergillus alternata 14 mm,
dan Aspergillus niger 13 mm (Rastegar dan Gozari, 2017). Ekstrak buah A.
officinalis mempunyai aktivitas antibakteri 12,66—18,66 mm terhadap spesies
bakteri gram positif maupun negatif (Sharief ez a/., 2014).

Minimum Inhibitory Concentration (MIC) ekstrak etanol daun A. Iicifolius
tethadap V. harveyi adalah 1,95-18,23 ugmL"', A. marina 3,26 pgmL" dan
S. alba 3,91pgmL". MIC ekstrak etanol A. #licifolius terhadap E. coli sekitar
1,95-13,02 pgmL', A. marina 2,6 ngmL", dan S. alba 3,91pgmL'. MIC
ekstrak etanol A. ilicifolius terhadap S. aureus sekitar 2,6-18,23 pgmL", A.
marina 3,26 pgmL™", S. alba dan R. stylosa pgmL'. MIC ekstrak etanol A.
marina dan A. ilicifolius tethadap A. hydrophila adalah sekitar 3,26-18,23
pgmL", S. alba 3,91 pgmL", dan R. stylosa dan ekstrak air laut A. marina 5.1
pgmL'. MIC ekstrak etanol R. stylosa dan A. ilicifolius terhadap Saprolegnia
sp. sebesar 6,51-26,04 ugmL"', A. marina dan S. alba 7,81 pgmL" (Saptiani
et al., 2018a). Sedangkan menurut Ramesh ez a/. (2014), MIC ekstrak aseton
daun A. ilicifolius terhadap V. harveyi adalah 125 pg/mL. MIC Tumbuhan
mangrove terhadap bakteri patogen berkisar antara 20-640 mgmL™" (Selvam
dan Kolanjinathan, 2014).

Menurut Behbahani ez 2/.(2014) menyatakan bahwa MIC dari ekstrak etanol
daun A. marina untuk Aspergillus flavus dan Penicillium italicum masing-
masing adalah 16 dan 8 pgmL". Ekstrak A. marina dapat menghambat
V. harveyi dan Saprolegnia sp., dengan MIC berkisar 3,91-10,42 pg/
mL terhadap V. harveyi dan 6,51-15,63 pg/mL terhadap Saprolegnia sp.
(Saptiani ez al., 2018b). Dilaporkan juga MIC ekstrak metanol A. marina
tethadap Staphylococcus aureus adalah 75-150 pg/mL (Dhayanithi ez al.,
2012). Sedangkan MIC ekstrak etanol daun A. marina terthadap Alternaria
citri dan Penicillium digitatum adalah 16 dan 8 mg/mlL, sedangkan ekstrak
air daun A. marina 64 dan 16 mg/mL (Alizadeh-Behbahani ez 4/., 2015).
Ekstrak metanol dari tumbuhan Ceriops decandra, Avicennia marina,
Rhizophora mucronata, R. mangle, R. apiculata dan Avicennia corniculatum
menunjukkan MIC terbaik pada 20 mg/mL terhadap S. aureus (Selvam dan
Kolanjinathan, 2014).
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Tingkat kelangsungan hidup udang dengan berat 2-3 gram yang diberi
ekstrak dan fraksi A. ilicifolius setelah 7 hari berkisar antara 91,10-100,00%,
sedangkan udang yang tidak diberi ekstrak berkisar 75,6%. Pemberian ekstrak
dan fraksi daun A. ilicifolius dapat meningkatkan kelangsungan hidup udang
windu terhadap infeksi V. harveyi. Hal ini menunjukkan bahwa bioaktif
ekstrak dan fraksi daun A. ilicifolius dapat menghambat percumbuhan V/
harveyi (Saptiani et al., 2012b).

Pemberian infeksi V. harveyi pada udang windu yang diberi ekstrak dan
fraksi daun A. #licifolius menunjukkan bahwa bioaktif yang terkandung pada
mangrove ini dapat menurunkan prevalensi infeksi atau serangan V. harveyi.
Prevalensi serangan V. harveyi pada perlakuan ekstrak dan fraksi daun A.
ilicifolius pada hari ke-7 adalah 60,00-68,90%, dan setelah hari ke-14
menurun menjadi 25,60-59,90 %, sedangkan pada udang yang tidak diberi
ekstrak sebesar 82,1-84,5% (Saptiani ez al., 2012 b). Hal ini terjadi karena uji
tantang atau injeksi V harveyi dapat meningkatkan imunitas udang. Seperti
yang dilaporkan oleh Saptani (2001), uji tantang dapat meningkatkan antibodi
di mana antibodi terbentuk setelah infeksi dan akan meningkat lebih banyak
jika terjadi infeksi sekunder. Adanya infeksi setelah diberi imunostimulan akan
bermanfaat bagi organisme itu sendiri, karena akan meningkatkan resistensi

terhadap organisme patogen.

Ekstrak dan fraksi daun A.ilicifolius dapat menghambat V. harveyi pada udang,
terutama pada perlakuan fraksi n-butanol pada semua konsentrasi yang dapat
menghambat dan mereduksi V. harveyi. Kandungan bioaktif pada ekstrak dan
fraksi A. ilicifolius bersifat bakterisidal terhadap V. harveyi dan mengurangi
penyakit pada udang. Ekstrak daun Acanthus ilicifolius dapat mengurangi dan
menghambat penyakit udang yang disebabkan oleh serangan V. harveyi dan
tidak menimbulkan gejala fibrosis, patologi anatomi hepatopankreas, dan
organ lainnya normal sehingga dapat digunakan dalam budidaya (Saptiani ez
al., 2012b; Saptiani ez al., 2017).

Ekstrak daun A. marina dengan pelarut etanol, air laut, dan air dapat
menghambat V. harveyi dan Saprolegnia sp. secara in vitro maupun secara in vivo
pada post larva udang windu. Ekstrak daun A. marina mampu menghambat
dan mengurangi serangan V. harveyi dan Saprolegnia sp. pada post larva udang
windu (Saptiani e# a/., 2018b). Tumbuhan mangrove mempunyai kandungan
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metabolit sekunder yang cukup banyak, seperti alkaloid, flavonoid, fenolik,
steroid, dan terpenoid. Golongan fenol alami, alkaloid, dan flavonoid telah
banyak dilaporkan memiliki sifat antioksidan, antibakteri, antitumor dan
antivirus (Soonthornchareonnon et al., 2012; Sharief et al., 2014).

Ekstrak tumbuhan daun Rhizophora mucronata dapat menghambat
kandungan Vibrio haveyi dan Saprolegnia sp. pada post larva udang windu,
meningkatkan kesehatan dan tingkat kelangsungan hidup dengan persentase
relatif dari kelangsungan hidup (Saptiani ez al, 2019a). Rhizophora
mucronata, bakau merah tropis telah banyak digunakan dalam pengobatan
tradisional sebagai antiseptik, antibakteri, antiulkusogenik, dan anti inflamasi
(Suganthy dan Devi, 2016).

Ekstrak daun S. alba dengan pelarut etanol, air tawar, dan air laut dapat
menghambat V. harveyi dan Saprolegnia sp. pada udang PL 8. Tingkat
kelangsungan hidup udang yang diberi perlakuan ekstrak etanol daun S. Alba
dan terinfeksi V. harveyi dan Saprolegnia sp. berkisar antara 58,33-80,67%
dan 54,33-7833%, ckstrak air S. alba 46,67-73,33% dan 41,33-69,33%,
ekstrak air laut S. Alba 57,00-81,33% dan 54,67-82,67%, sedangkan pada
larva yang diberi antibiotik 73,33% dan 65,33% dan yang tidak diberi apa-
apa 35,00% dan 37,33%. S. Alba yang diekstraksi dalam air laut dan etanol
dengan konsentrasi 1250 ppm menghasilkan tingkat kelangsungan hidup
tertinggi terhadap V. harveyi (Saptiani er al., 2020a). Tingkat kelangsungan
hidup tertinggi benur yang diinfeksi Saprolegnia sp. adalah pada benur yang
diberi ekstrak air laut S. A/ba dan diikuti benur yang diberi ekstrak etanol dan

air tawar.

Ekstrak daun X. granatum memiliki potensi antimikroba untuk menghambat
infeksi V. harveyi dan Saprolegnia sp. pada post larva udang windu. Ekstrak
etanol dan air daun X granatum pada konsentrasi 800 dan 1.000 ppm
menunjukkan aktivitas yang lebih tinggi dalam menghambat dan mengurangi
infeksi V. harveyi dan Saprolegnia sp. daripada antibiotik (Saptiani ez al.,
2020b).

Beberapa penelitian telah menemukan bukti bahwa ekstrak mangrove
memiliki khasiat yang luar biasa potensial terhadap mikroba patogen. Ekstrak
mangrove menggunakan pelarut etanol, air tawar, dan air laut mampu

menghambat pertumbuhan berbagai mikroba dengan uji in vitro dan in vivo
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(Saptiani e# al., 2018a,b; Saptiani, 2019; Saptiani ez al., 2019a,b; Saptiani ez
al., 2020 a,b; Saptiani ez al., 2021). Antimikroba senyawa tanaman memiliki
potensi terapeutik karena bahan-bahan alami secara fungsional bekerja tanpa
efek samping yang sering dikaitkan dengan antimikroba sintetik (Saptiani ez
al., 2016a).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Bioaktif mangrove punya potensi untuk dijadikan sebagai bahan obat karena
mampu menghambat dan mengendalikan infeksi bakteri dan jamur pada
larva dan post larva (benur) dan udang windu. Bioaktif mangrove sekaligus
dapat digunakan sebagai imunostimulan untuk meningkatkan imunitas larva,
benur, dan udang windu. Bioaktif mangrove bersifat ramah lingkungan dan
dapat digunakan sebagai alternatif pengganti bahan kimia dan antibiotik
untuk mengendalikan penyakit dan meningkatkan produktivitas di hatchery.
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ABSTRAK

Tantangan sistem logistik pangan pada food hub IKN baru menjadi serius.
Pembangunan food estate akan menjadi penyangga pangan IKN dan food
hub. Food estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan
secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan di
suatu kawasan yang dibangun pemerintah. Food estate ini akan menjadi salah
satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 yang diharapkan dapat
meningkatkan ketahanan pangan nasional. Pembangunan food hub pada
IKN menjadi suatu keniscayaan kedepan untuk untuk penyediaan pangan.
Termasuk membangun central of food hub Indonesia juga akan menjadi penting
dengan memilih daerah yang strategis, dilihat dari banyak faktor termasuk
akses sumberdaya, geografis, dan sebagainya. Food hub kedepan juga dapat
berfungsi sebagai jaringan pendukung, fasilitas grup, dan basis penelitian
untuk menentukan bauran produk, strategi pemasaran dan keuangan, rencana

bisnis, analisis data supply dan demand pangan serta kegiatan lainnya.

Kata kunci: IKN, penyangga pangan, sistem logistik
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Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  terbesar di  dunia.
Terbentang  dari  Sabang hingga Merauke, Indonesia memiliki
17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km?.
Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta km? adalah lautan dan 2,55 juta
km? adalah Zona Ekonomi Eksklusif. Kalimantan Timur adalah sebuah
provinsi Indonesia di Pulau Kalimantan bagian ujung timur yang berbatasan
dengan Malaysia, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan
Selatan, Kalimantan Barat, dan Sulawesi. Luas total Kaltim adalah
127.346,92 km? dan populasi sebesar 3.849.832 jiwa, pada tahun 2022.
Kondisi Indonesia dengan kepulauan yang sangat luas ini akan mempengaruhi
dalam distribusi, keterjangkauan, atau akses pangan masyarakat. Indonesia
sebagai negara kepulauan ini akan mempengaruhi biaya logistik pangan. Biaya
logistik pangan di Indonesia disebutkan World Bank paling mahal di Asia
dengan nilai 24% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang disebabkan
oleh volume arus barang tidak seimbang, infrakstruktur logistik nasional
yaitu pelabuhan, jalan, tingginya pungutan liar, peraturan daerah yang tidak
sinkron dengan pusat dan sumberdaya manusia serta teknologi informasi yang
belum memadai. Meningkatkan keterbukaan akses antarwilayah kecamatan
dan kampung maupun dengan daerah lain serta perbaikan sarana jalan,
transportasi pertanian dan pangan.

Kalimantan Timur merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah
keempat di Nusantara. Perencanaan pengembangan suatu wilayah atau daerah
sangat berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi pada daerah yang
akan dikembangkan itusendiri, sepertiyang disampaikan oleh Krugman dengan
3D yaitu Density: Kepadatan penduduk dan aktivitas pembangunan serta
keterbatasan lahan dan ruang tentunya akan sangat mendorong perencanaan
pengembangan ke daerah sekitarnya bahkan daerah lain. Distance: jarak
maupun aksesibilitas ke pusat-pusat aktivitas ekonomi menjadi pertimbangan
penting karena pertukaran uang tinggi tentunya di pusat aktivitas ekonomi.
Posisi wilayah tertentu, misalnya karena mudah dijangkau oleh semua daerah
akan sangat menentukan juga dalam pengembangan daerah tersebut sebagai
pilihan. Diversity: spesialisasi kawasan (keunggulan kompetitif), keunggulan
kawasan baik dari posisi geografis, kekayaaan alam, dan sebagainya tentu
menjadi pertimbangan juga untuk percepatan ataupun menjadi salah satu
pilihan untuk pengembangan kawasan. Bisa saja faktor ini juga menjadi
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pertimbangan oleh negara seperti; 1) kepadatan penduduk di Pulau Jawa, 2)
kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia
atau Produk Domestik Bruto (PDB) sangat mendominasi, 3) krisis air bersih
di Jawa, 4). konversi lahan terbesar di Pulau Jawa, 5) pertumbuhan urbanisasi
sangat tinggi, dan 6). ancaman bahaya banjir, gempa bumi, dan tanah turun
di Jakarta. Selain telah disampaikan oleh pemerintah terkait perencanaan
pemindahan ibu kota negara (IKN), pertimbangan ini juga salah satu yang
digunakan oleh pemerintah selama ini sehingga menentukan Kalimantan
Timur dalam hal ini wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara beririsan dengan
kabupaten Kutai Kartanegara. Penentuan ini sudah selesai, tinggal bagaimana
proses selanjutnya dan tantangan-tantangan ke depan dalam pembangunan
dan pengembangan IKN tersebut, terutama dukungan sektor pertanian
dalam penyediaan pangan untuk Kaltim dan IKN.

Tujuan 7 (tujuh) Program Prioritas Nasional terdiri atas ketahanan
eckonomi, pengembangan wilayah, SDM berkualitas dan berdaya
saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, penguatan
infrastruktur, pembangunan lingkungan hidup, serta stabilitas politik
hukum dan transformasi pada publik. Provinsi Kalimantan Timur dalam
pembangunan pertanian dalam arti luas; penguatan jaminan usaha serta
koorporasi petani dan nelayan, pembangunan energi terbarukan/green fuel
berbasis kelapa sawit dan kawasan sentra produksi pangan (KSSP)/Food Estate
(RPJMN 2020-2024).

Pada tulisan saya sebelumnya di Kaltim Post pada tanggal 2 September 2019
tentang Kebutuhan Pangan di Ibu Kota Negara Baru; memberikan gambaran
tentang kebutuhan dan langkah yang harus kita lakukan dalam memenuhi
kebutuhan pangan. Pada 19 Oktober 2019, saya juga menulis tentang
Slow Food untuk Menunjang Ketahanan Pangan; menjelaskan bagaimana
sumberdaya pangan lokal dioptimalkan untuk memperbaiki ketahanan
pangan. Pada tahun 2019 kita memperhitungkan konsumsi beras perkapita
tidak lagi sebanyak 113, 4 kg/perkapita/tahun akan tetapi menjadi 89,7 kg/
kapita/per tahun. Penurunan konsumsi beras ini sebaiknya didukung oleh
pemanfaatan slow food atau pangan lokal. Penurunan konsumsi beras ternyata
lebih banyak bergeser pada peningkatan konsumsi tepung terigu. Konsumsi
terigu secara nasional mencapai 25 kg/kapita/tahun atau lebih dari dua kali

konsumsi beras secara nasional padahal Indonesia tidak penghasil terigu.
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Konsumsi rata-rata protein penduduk Kalimantan Timur 61 gram/hari/
kapita, jika perhitungan penulis 25% dari konsumsi protein dari ikan,
konsumsi ikan per hari dari rata-rata kadar protein ikan segar 18% atau setara
konsumsi ikan 18,8 kg/tahun/kapita. Maka kebutuhan ikan penduduk Kaltim
2024 sebanyak 94.000 ton. Jika dinaikkan 50 persen konsumsi protein dari
ikan, Kalimantan Timur butuh ikan sebanyak 188.000 ton ikan. Berdasarkan
kebijakan nasional diharapkan konsumsi ikan sebesar 54,5 kg/kapita/tahun.
Kebutuhan protein dari daging hewani pada tahun 2024 Kalimantan Timur
sebanyak 50.000 ton, dengan kebutuhan telur sebanyak 35.000 ton. Perkiraan
kebutuhan sayur sebanyak 486.667,6 ton dan buah sebanyak 243.333,3 ton,
berdasarkan kebutuhan sayur dan buah menurut WHO 0,4 kg/hari/kapita.

Pertanyaan apakah kita bisa menjadi penyangga pangan untuk IKN. Jika kita
menyimak semboyan Gubernur Kalimantan Timur dengan berani untuk
Kalimantan Timur berdaulat, semestinya bisa dan tentu berani. Pertumbuhan
penduduk Kalimantan Timur 2,3% pertahun, maka pada tahun 2020 Kaltim
butuh beras 343,364 ton (Konsumsi beras 89,7 kg/kapita/per tahun). Kaltim
baru mampu memenuhi beras sebesar 71%. Saya yakin dengan kebijakan
pembangunan pertanian yang jelas dan berkesinambungan ini tentunya
bisa dilakukan dengan peningkatan produksi 10 persen pertahun, maka
pada tahun 2024 Kaltim akan memenuhi kebutuhan pangan terutama
beras sebesar 105%. Jika perhitungan ini digunakan, Kaltim belum mampu
menjadi penyangga pangan untuk IKN, karena baru bisa untuk menyangga
dirinya sendiri, itupun jika prediksi kenaikan 10% per tahun bisa tercapai.
Demikian juga dengan komoditas pangan lainnya selain beras. Walaupun
kebijakan nasional memperkuat daerah untuk pendukung penyangga IKN
dengan program pengembangan kawasan komoditas sebagai penyangga
pangan melalui sistem klaster budidaya untuk masing-masing 10 kabupaten
di Kaltim. Kabupaten Berau dibangun menjadi sentra produksi jagung dan
bawang merah, Kabupaten Bulungan dan Nunukan sebagai sentra padi,
cabai, dan bawang merah. Kabupaten Malinau sebagai sentra produksi padi
dan jagung. Kutai Barat sentra padi dan jagung dan Kabupaten Paser sentra
padi, cabai, dan bawang merah, tentunya tidak meninggalkan potensi lainnya.
Kaltim mempersiapkan diri membangun kampung hortikultura, kampung
industri pangan di hinterland IKN dengan memperhatikan penataan ruang
(Gambar 1 dan 2).
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Sumber: UU26/2007 tentang Penataan Ruang

Struktur Ruang Pola Ruang
Gambar 1. Struktur dan pola ruang Kaltim

Keterangan:

e Struktur Ruang: Susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan
sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara
hierarkis memiliki hubungan fungsional

* Pola Ruang: Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan
ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya

PETA KEMAMPUAN LAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Potensi pertanian Kelas Il

sesuai untuk penggunaan  tanaman
semusim, tanaman rumput, padang

. @ 1:3.500.000 penggembalaan.

3 £ Luas: 143580,34 Ha, dominasi: Kab.
KETERANGAN : Mahakam Ulu (39%)
KEMAMPUAN LAHAN
I Potonsi Portanian Kolas I

3% £ [0 potensi Petarian Kol Potensi pertanian Kelas Ill
[ Potensi Pertanian Kelas IV dapat digunakan untuk tanaman
Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air | Semusim  dan  tanaman  yang
s Saluran lrigasi memerlukan  pengolahan  tanah,

tanaman rumput, padang rumput.
Luas: 1567.798,47 Ha, dominasi: Kab.
Kutai Timur (30%)

Potensi pertanian Kelas IV :

dapat digunakan untuk tanaman
semusim dan tanaman pertanian dan
pada umumnya, tanaman rumput,
padang penggembalaan.

Luas: 4.259.070,92, dominasi: Kab.
Sumber: Analisis Kemampuan Lahan (2020) Kutai Kartanegara (26%)

< )

ov
S ol s

4

Gambar 2a. Kemampuan lahan dan potensi
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Potensi Pengembangan TP
==
Poter]
roraged] pemag Xomoditi
Paser 7 42,477 Padi Sawah, Padi
Mahakan | 2 24,727 padi Ladang
Ulu
PPU 5 51,771 Padi Sawah, Ubi
Kubar 7 | 105,990 padi Sawah, Padi
ubi
3 | 10,897 padiSawah, Padl
Ladang, Ubi Kayu,
Berau 7 | 37817 Sawah, Padi
Kedelal,
Kukar | 13 | 105600 padiSawah, Padi
Ladang, Ubi Kayu,
Kedelai, Jagurg
Kutim 7 | 11898 padisawah, Padi
Ladang, Ubi Kayu,
Jagung
TOTAL 50 | 391,177

Gambar 2b. Potensi kawasan pertanian di Provinsi Kalimantan Timur

Dukungan pemerintah dan kita semua tentunya akan menjadi jawaban
dengan semua program yang baik ini. Menjadi evaluasi dan perbaikan untuk
pencapaian yang lebih maksimal sesuai dengan tupoksi masing masing OPD
dan daerah secara serius menindak lanjuti dari sisi produksi pangan (Gambar

3).

Kapasitas Daya Dukung Pangan
TAHUN 2022

Pangan Pangan| Status Ambang
No, Kabupaten/Kota row pangen (i) | Status Pangan
1|paser 17.684.299.039.207]  239.309.153.160 4,94 22.229.997|Belum terlampaui 1
2|Kutai Barat 481.138.560.822] 117.521.331.086) 8258858 8.109.101Belum terlampaui
3/Kutai 27.069.265.501.715|  660.299.734.195| _ 34.494.126 __ 33.652.712[Belum terlampaut
a[Kutai Timur 46.850.955.062.700| 333.579.719.330| _ 59.701.759] __ 59.276.681|Belum terlampaut ==
5[Berau 18.159.122.793.767| 197.302.552.394] __ 23.140.010) £88.589|Belum terlampaut 1
6|Penajam Paser Utara | _ 4.062.296.128.305| _130.271.495.104. 5.176.548 5.010.544  Belum terlampaui
7|Mahakam Ulu 20.239.309.213 5.408.118 25791 -87a] _Terlampaul
8[Balikpapan 174.205.758.441) _538.328.376.990 221.989 -463.998| _Terlampaui
5|samarinda 243.536.206.769|  721.998.969.222 310336 609.701] _ Terlampaul |
10/Bontang 28.885.444.919| 148.637.294.982 36.808 -152.599| Terlampaui
TOTAL 120.773.943.805.858 | 3.108.174.037.581  153.901.171  149.940.452 Belum terlampaui

Kaltim seb.

Pada tahun 2022, pangan 120 triliun kil P
kebutuhan pangannya sebesar 3 triliun kilo kalori per tahun, sehingga masih dapat teroukupi

TAHUN 2042

No.‘ Kabupaten/Kota

;
(kkal/tahun) |

Pangan
(Kkal/tahun)

Pangan| Status Ambang
Viwa) Pangan (Jiwa)

Status Pangan

b EE

1[Paser 17.684.299.039207] 367.941.640.524  22.534.946 066.081| Belum terlampaut| | —————C— /- -

2|Kutai Barat 6.481.138.560.822] 127.023.249.503| _ 8.258.858] _ 8.096.993|Belum terlampaui

3|Kutai Kartanegara | 27.069.265.501.715 2315.180.876.865| _ 34.494.126 __31.543.912elum terlampai|  Defisit pangan berada di Kabupaten Mahakam

4/Kutai Timur | 46.850.955.062.700|  754.307.051.195 59.701.759| 58.740.552| Belum terlampaul L o

5/Berau | 18.159.122.793.767) 334.433.055.906]  23.140.010,  22.713.845|Belum terlampaui Uly, Kota )

: ::n:lim P?Jsler Utara | A.o:s;:g.;é:.;g; 9;; :3;.33.23 s, 1;2,3::; 4.00: :;L; Bel:mlmvlampzul namun secara keseluruhan Provinsi Kalimantan

ahakam Ulu 239.309. 241 791 E erlampaut
174.205.758.441] _731.293.243.363 221989 709.892| _Terlampau Timur masih dapat memenuhi kebutuhan
43.536.206.769] 1026.233.455.717 310336 ~997.384] Terlampaui ngan
10|Bontang. 28.885.444.919|  227.246.030.05° 36.808 252.769 Ter ui p‘
TOTAL 120.773.943.805.858 6.827.399.226.407 153.901.171 145.201.077|Belum terlampaui|

Pada tahun 2042 Kaltim 120 triliun kil p Sumber-Analii o ey
kebutuhan pangannya sebesar 6 triliun kilo kalori per hingga masih dapat KLHS Revisi RTRWP (2022)
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Kaltim untuk produksi produk hortikultura sebenarnya mampu untuk

swasembada, terutama untuk beberapa jenis sayuran dan buah, bahkan ada

yang sudah bisa mengekspor. Nah bagaimana dengan sisi penyangga pangan,

selain dari sisi produksi, apa yang menjadi kelemahan penyangga pangan

selama ini ? Kelemahan penyangga pangan selama ini antara lain:

1.

Penyediaan pangan masih bisnis to bisnis (B 70 B) dan belum optimal
melibatkan unsur pemerintah. Proses mobilisasi pangan dilakukan
oleh para pedagang dengan pedagang, misalnya penyediaan beras dari
Sulawesi ke Samarinda oleh pedagang dan campur tangan pemerintah
sangat minim. Demikian juga pengadaan daging/ternak dari NTT atau

NTB, maupun sayur dan buah dari Jawa atau tempat lainnya.

Cadangan pangan kita tidak bisa diukur dengan pasti karena pasokan
barang sebagian besar dikuasai pedagang; jumlah pangan yang masuk
dan yang terdistribusi juga sangat sulit untuk diukur karena data
tidak dimiliki oleh pemerintah secara pasti, seharusnya pemerintah
dengan dinas perdagangan merekam semua barang masuk terutama
pangan schingga bisa digunakan sebagai tolok ukur cadangan pangan
kedepannya. Sesuai dengan UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dari
sisi cadangan pangan tidak semua pemerintah daerah kabupaten kota
di Kaltim membuat cadangan pangan. Sebagai contoh pada saat banjir
di Samarinda, seharusnya Kota Samarinda mengeluarkan cadangan
pangan untuk bencana banjir, tetapi apa daya tidak memiliki cadangan
pangan. Untung provinsi Kaltim memiliki cadangan pangan sehingga
bisa didistribusikan ke masyarakat yang kena dampak banjir dan bantuan
pangan dari warga.

Rantai pasok panjang (Supply Chain) dan biaya distribusi tinggi.
Kita menyadari dengan luas wilayah Kaltim dan infrastruktur yang
masih belum terakses semua dengan baik, membuat jalur distribusi
akan semakin lama dan panjang. Pembangunan infrastrukcur menjadi
bagian yang sangat penting dan disinilah kehadiran pemerintah untuk
menyelesaikannya. Gagasan pemerintah untuk penyedian toko tani,
program KRPL, OPAL, family farming, dan sebagainya memang salah

satu cara untuk memendekkan rantai pangan. Akan tetapi program
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ini seberapa besar membantu? Program charity pemerintah kedepan
seharusnya tidak perlu terus dilakukan, karena program tersebut lebih
cenderung pada intervensi sesaat. Oleh karena itu, keterlibatan semua
sektor dan masyarakat menjadi sangat penting membantu pemendekan
rantai pangan tersebut.

Keterlibatan pemerintah dalam proses perdagangan antar wilayah
relatif kecil, pemerintah juga harus hadir dalam perdagangan
antarwilayah. Pemerintah membuka kerja sama wilayah dengan para
distributor pangan, seperti dari Jawa, Sulawesi, dan daerah lainnya.
Sebagai contoh pemkot Samarinda tidak bisa memenuhi berasnya, maka
pemkot Samarinda seharusnya membuka kerja sama dengan daerah
terdekat dulu, misalnya Kukar atau PPU, membangun kerja sama
dalam pemenuhan beras di Kota Samarinda. Oleh karena itu, PPU akan
meningkatkan produksi beras terutama untuk memenuhi permintaan
dan program dioptimalkan sehingga petani terjamin produksi mereka
tidak akan terkendala dengan harga. Latar belakang mengapa petani
selalu kurang diuntungkan karena tidak ada jaminan akan pasar dan
harga yang sesuai, dengan pola seperti ini maka petani akan semakin
semangat bertani, jika apa yang mereka tanam terjamin harganya. Kita
boleh iri dengan Singapura dengan manajemen pangan yan